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Assalamu alaikum Wr. Wb. 


Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya 
menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang 
diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama. 

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan 
oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan 
Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan 
Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan 
Kenegaraan. 

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna 
dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi 
Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an 
hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema- 
problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman 
Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. 
Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan 
dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab 
suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu 
pengetahuan dengan agama dan akhlak. 

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya 
akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyang- 
kut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha 
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Pencipta, hubungan antar-sesama manusia, serta hubungan 
manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna. 

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini. 

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan 
spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin 
dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian 
peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, 
sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi 
amal shaleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap 
pembangunan agama, bangsa dan negara. 


Sekian dan terima kasih. 
K 


Wassalamu alaikum Wr. Wb. 





Juli 2011 
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Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang 
Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa 
prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi: 
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; 

2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; 
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. 


Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan 
pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al- 
Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan 
petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk 
memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. 
Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar 
ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar 
yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. 
Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan 
dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan 
orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, 
jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah 
rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja 
keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati 
sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 


Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk 
satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut 
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disusun dengan pendekatan zabili, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat 
demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 
“dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti 
kosakata, asbabun-nuzul, munasabah, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen 
Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah 
dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai pada 
tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai 
seluruhnya pada tahun 2008. 


Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkem- 
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlu- 
kan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir 
yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di 
tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi 
jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini 
disebut tafsir maudi 7 (tematik). 


Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian 
Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan 
tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 
di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau 
sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, 
kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud 
sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim 
sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari jjtihid 
Jama 7 dalam bidang tafsir. 


Pada tahun 2011 diterbitkan lima buku dengan tema 
berkisar pada Al-Qur'an dan kebhinekaan, tanggung jawab 
sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, 
serta Al-Qur'an dan kenegaraan. Di masa yang akan datang 
diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan 
perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam- 
dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para 
ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir 
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tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal 


saleh. 


Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim 
Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim 
Indonesia. 
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Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pema- 
haman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan 
penyusunan tafsir tematik. 


Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang 
diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban 
terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui 
petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang 
mufassir tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan 
sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan 
jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari 
beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk 
kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada 
akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah 
tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan 
dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta- 
fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik 
argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran 
rasional. 


Melalui metode ini, “seolah” penafsir (mufassir) tematik 
mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut 
berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam “Ali, 
Istantigi-Our'an (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode 
ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan 
sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan 
Al-Qur'an untuk berdialog, mengajukan persoalan dan berusaha 
menemukan jawabannya dari Al-Qur'an. 
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Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir 
tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan 
yang terjadi di masyarakat dan yang termaktub dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang 
terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema yang dapat 
diterbitkan pada tahun 2011 yaitu: 


A. Al-Qur'an dan Kebinekaan, dengan pembahasan: 1) Pen- 
dahuluan, 2) Kebinekaan sebagai Sunnatullah, 3) Kebinekaan 
dalam Agama, 4) Kebinekaan Etnik, 5) Kebinekaan Profesi, 
6) Kebinekaan dalam Pemikiran Kalam (Teologi): 7) 
Kebinekaan dalam Ibadah: 8) Kebinekaan dalam Budaya, 9) 
Kebinekaan dalam Status Sosial, 10) Kebinekaan dan 
Persatuan: 11) Kebinekaan sebagai Kekayaan, 12) Tanggung 
Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan 
Kebudayaan. 


B. Tanggung Jawab Sosial, dengan pembahasan: 1) Pen- 
dahuluan, 2) Tanggung Jawab Sosial Individu, 3) Tanggung 
Jawab Sosial Keluarga, 4) Tanggung Jawab Sosial Pemimpin, 
5) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat, 6) Tanggung Jawab 
Sosial Negara, 7) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 8) 
Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah pada Masa 
Nabi, 9) Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa, 10) 
Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Islam Modern, 
11) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Sosialis; 12) Tang- 
gung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalis, 13) Tanggung 
Jawab Sosial dan Hak-hak Asasi Manusia, 14) Tanggung 
Jawab Sosial Dasar Kesetiakawanan dan Kedermawanan, 
15) Tanggung Jawab Sosial dalam Realitas Masyarakat 
Indonesia. 


C. Komunikasi dan Informasi, dengan pembahasan: 1) 
Pendahuluan: 2) Pengertian dan Urgensi Komunikasi 
Informasi, 3) Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi, 4) 
Ruang Lingkup Komunikasi, 5) Media Komunikasi dan 
Informasi, 6) Komunikasi dan Informasi Positif; 7) 
Komunikasi dan Informasi Negatif, 8) Pola Komunikasi dan 
Informasi, 9) Pola Komunikasi, 10) Membangun Komunikasi 
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dan Informasi Beradab; 11) Komunikasi dalam Keluarga; 12) 
Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi; 13) Mis- 
komunikasi. 


D. Pembangunan Generasi Muda, dengan pembahasan: 1) 


Pendahuluan; 2) Fase Kehidupan Pribadi Umat Manusia; 3) 
Kualitas Generasi Muda; 4) Generasi Muda dan Agenda 
Tafagguh Fid-Din, 5) Tanggung Jawab Keluarga dalam 
Pembinaan Generasi Muda, 6) Tanggung Jawab Masyarakat 
dalam Pembinaan Generasi Muda; 7) Tanggung Jawab 
Pemerintah dalam Pembinaan Generasi Muda, 8) Generasi 
Muda dan Kepemimpinan Umat, 9) Generasi Muda dan 
Dunia Usaha, 10) Pemuda dan Pendidikan Seks, 11) 
Generasi Muda dan Ketahanan Negara: 12) Generasi Muda 
dan Kehancuran Bangsa, 13) Konflik Antargenerasi, 14) 
Aktivis dan Aktivitas Generasi Muda, 15) Generasi Muda 
dan Pembangunan Bangsa. 


E. Al-Qur'an dan Kenegaraan, dengan pembahasan: 1) 


Pendahuluan, 2) Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah, 
3) Tujuan Negara Menurut Al-Qur'an; 4) Prinsip-prinsip 
Bernegara, 5) Hukum dan Perundang-undangan, 6) Lem- 
baga Negara, 7) Syarat Pemimpin Negara, 8) Kewajiban dan 
Hak Pemimpin: 9) Hak dan Kewajiban Rakyat, 10) Wilayah 
dan Kedaulatan, 11) Kekayaan dan Keuangan Negara, 12) 
Konflik Inter dan Antar Negara; 13) Penyimpangan 
Pengelolaan Negara. 


Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu 


tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para 
pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka 


adalah: 

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Pengarah 

2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Pengarah 

3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. Ketua 

4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Wakil Ketua 
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Sekretaris 

6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA. Anggota 


KIK 


7. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA. Anggota 


8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA. Anggota 
9. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MA. Anggota 
11. Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Anggota 
12. Prof. Dr. Rosihon Anwar, MA. Anggota 
13. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA. Anggota 
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA. Anggota 
15. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA. Anggota 
16. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA. Anggota 
17. H. Irfan Masud, MA. Anggota 
18. Hj. Yuli Yasin, M.A Anggota 
19. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA. Anggota 
Staf Sekretariat: 


1. H. Deni Hudaeny AA, MA. 
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si 
3. Mustopa, M.Si 

4. Reflita, MA. 

5. Novita Siswayanti, MA. 

6. Bagus Purnomo, S.Th.I 

7. Ahmad Jaeni, S.Th.I 

8.  Fatimatuzzahto, S.Hum 

9. H. Harits Fadlly, Lc, MA. 

10. Tuti Nurkhayati, S.H.I 


Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin 
Umat, MA, Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dt. H. Ahsin 
Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. 
adalah para narasumber dalam kegiatan ini. 

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi- 
tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya 
ini menjadi bagian amal saleh kita bersama. 


Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat 
dan menuntut segera adanya bimbingan /petunjuk Al-Qur'an dalam 
menyelesaikannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan 
tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang 
terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan 
berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama, 


XX 


kepedulian sosial, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya 


tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, 
ibadah, dan akhlak. 
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Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab 
petunjuk (budan) yang dapat menuntun umat manusia menuju 
ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi 
penjelasan (“ibyan) terhadap segala sesuatu dan pembeda (furgan) 
antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk 
dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya 
oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk 
melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya 
hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al- 
Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, 
membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi 
habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan 
keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal 
manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang 
disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya 
menghadirkan pesan-pesan Al-Our'an merupakan proses yang 
tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari 
sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan 
metodologinya. 

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama 
kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab 
disebut dengan at-Tafsir al-Maudu 7. Ulama asal Iran, M. Bagir 
as-Sadr, menyebutnya dengan at-Tafsir at-Tauhidi. Apa pun nama 
yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu 
topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian 
ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik 
tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga 
pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah 
tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Mustafa 
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Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas 
persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui 
penjelasan satu surah atau lebih”.' 

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai 
metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat 
ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai 
problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang 
paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui 
metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara 
sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait 
dengan persoalan tertentu. Istantiqil-Qur'an (ajaklah Al-Qur'an 
berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para 
ulama yang mendukung penggunaan metode ini.” Dalam metode 
ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan 
sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al- 
Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha 
menemukan jawabannya dari Al-Qur'an. 

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata al- 
maudi‘ berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan 
tidak ke mana-mana.” Seorang mufasir maudit ketika men- 
jelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan 
permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap 
ayat pada tempatnya. Kendati kata a/audu' dan derivasinya 
sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu 
(badi; manda), atau tawadu" yang asalnya bermakna ar-tazallul 
(terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan 
derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif 
seperti peletakan ka'bah (Ali Imran/3: 96), timbangan/a-Mzan 
(at-Rahman/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gasyiyah/88: 13 





1 Mustafa Muslim, Mabahis fit-Tafsir a-Maudi 7 (Damaskus: Darul- 
Qalam, 2000), cet. 3, h. 16. 

2 Lihat misalnya: M. Bagir as-Sadr, a-Madrasah al-Our'aniyyah, (Yum: 
Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan Istantigil-Our'an terambil dari 
Imam “Ali bin Abi Talib dalam kitab Nahyjul-Balagah, Khutbah ke-158, yang 
mengatakan: Zdlika-Our'an fastantigihu (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara). 

3 Lihat: al-Jauhart, Tajul-Lugah wa Sihah al-Arabiyyah (Beirut: Darul- 
Ihya'ut-Turas al-Arabi, 2001), Bab al-“Ain, Fasl al- Wau, 3/1300. 
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dan 14).* Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis 
untuk menggunakan istilah ini (aftTafsir a-Mandi') seperti 
pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. “Abdus-Sattar Fathullah, 
guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.” 

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk 
melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir 
klasik yang didominasi oleh pendekatan “4/lili, yaitu me- 
nafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya 
dalam mushaf. Segala segi yang “dianggap perlu’ oleh sang 
mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, asbabun-nuzgil, 
munasabah, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan 
kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode zabi atau 
tajgi'i dalam istilah Bagir Sadr. Para mufasir klasik umumnya 
menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada 
metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan- 
pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Our'an 
digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mutfasir. Selain 
itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi 
jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena 
terlampau teoritis. 

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan 
berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir al- 
Manir, yang dikatakan al-Fadil Ibnu “Asyur sebagai karya trio 
reformis dunia Islam, Afgani, “Abduh dan Rida,” disusun 
dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis 
lainnya seperti Jamaluddin al-Gasimi, Ahmad Mustafa al- 
Maragi, “Abdul-Hamid bin Badis dan “Izzah Darwaza. Yang 
membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir 
modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, 
tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya 
mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah 





4 Lihat: M. Fu'ad “Abdul-Bagi, a-Mu jam a-Mufahras, dan ar-Ragib 
al-Asfahani, a-Mufradat fi Garibi-Our'an (Libanon: Darul-Ma'ifah), 1/526. 

5 “Abdus-Sattat Fathullah Said, al-Madkhal ilat-Tafsir a-Mandi'i 
(Kaito: Darun-Nasyr wat-Tauzi' al-Islamiyyah, 1991), cet. 2, h. 22. 

6 al-Fadil Ibnu “Asyur, at-Tafsir wa Rijaluhu, dalam Maja ah ar-Rasa'il 
al-Kamaliyah (Taif: Maktabah al-Ma'arif), h. 486. 
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mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu 
menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski 
banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi 
mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan 
umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti al-Manar. 
Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke- 
20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas 
Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi 
embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran 
Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (tafsir al-Qur'an bi-Ouran) atau 
Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (tafsir al-Qur'an bis-Sunnah) 
yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar 
sebagai bentuk awal tafsir tematik.” Di dalam Al-Qur'an 
banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan 
baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di 
tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk 
dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Ma'idah/5: 1 belum 
dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada 
ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'am/6: 145, atau 
dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al- 
Ma'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan 
pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kom- 
prehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi: 


AAA OAA HA AGAN 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan 
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al- 
An'am/6: 82) 


Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada 
seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini 
buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah 
syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang 





7 Mustafa Muslim, Mabahis fit-Tafsir al-Maudi'i, h. 17 
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saleh, Luqman, pada Surah Luqman/31: 13. Penjelasan 
Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa 
terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak 
pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena 
itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema 
atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa 
makna yang dimaksud. 

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk 
mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an 
yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. 
Sekadar menyebut contoh; Ta'wil Musykilil-Qur'an karya Ibnu 
Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 
terkesan” kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur 
dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah 
bahasa; Mufradati-Our'an, karya ar-Ragib al-Asfahani (w.502 H), 
yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan 
alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan 
menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; at-Tibyan fi Aqsam al- 
Our'an karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan 
ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah 
dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu 
ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama 
klasik seperti ar-Razi, Abu Hayyan, asy-Syatibi dan al-Bigat 
telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an 
secara utuh. 

Di awal abad modern, M. “Abduh dalam beberapa 
karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, 
namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid- 
muridnya seperti M. “Abdullah Diraz dan Mahmud Syaltut serta 
para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti a/- 
Insan fi-Our'an, karya Ahmad Mihana, a-Mar'ah fil-Qur'an karya 
Mahmud “Abbas al-“Aggad, Dusturu-Akhlag fil-Qur'an karya 
“Abdullah Diraz, as-Sabru fi-Ouran karya Yusuf al-Qaradawi, 
Bani Isra'il fil-Our'an karya Muhammad Sayyid Tantawi dan 
sebagainya. 

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh 
Prof. Dr. M. Ouraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia 
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memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. 
Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, 
“Metode Tafsir Tematik” dalam bukunya “Membumikan Al- 
Our'an”, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan 
baik dalam buku Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, 
Menabur Pesan Ilahi dan lain sebagainya. Karya-karyanya 
kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis 
dan disertasi di perguruan tinggi Islam. 

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui 
karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas 
agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh 
sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian 
dari ijtihad jama'i dalam bidang tafsir. 

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini 
sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga 
Riset Islam (Majma' al-Buhus al-Islamiyyah) al-Azhar di tahun 
tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. “Abdurrahman Bisar. Dalam 
kata pengantarnya atas buku a/-Insan fi-Our'an, karya Dr. Ahmad 
Mihana, Syekh Bisar mengatakan, “Sejujurnya dan dengan hati 
yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik 
secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan 
bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah 
kajian Al-Qur'an yang ada”. Sampai saat ini, telah bermunculan 
karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al- 
Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif. 

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di 
seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang 
pernah diperkenalkan para ulama: 

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan 
derivasinya (musytaggai), pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian 
dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna 
yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an 
seperti al-ummah, aljihad, as-sadagah dan lainnya yang digunakan 
secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda- 





8 Dikutip dari “Abdul Hayy al-Farmawi, a/-Bidayah fi Tafsir a-Mandi 6, 
(Kairo: Maktabah Jumhuriyyah Misr, 1977) cet. II, h. 66. 
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beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/ style 
Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang 
diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam a-Wwuh 
wan-Nagd'ir li Alfaz Kitabillah al- “Aziz karya ad-Damigani (478 H/ 
1085 M) dan a-Mufradat fi Garibil-Our'in, karya at-Ragib al- 
Asfahani (502 H). Di Indonesia, buku Ensiklopedia Al-Our'an, 
Kajian Kosakata yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di 
bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam 
bentuk tafsir tematik model ini. 

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok 
bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisanya, 
sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para 
ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus 
terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan 
isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok 
sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Razi dalam at-Tafsir 
al-Kabir dan al-Bigat dalam Nagrud-Durar. Di kalangan ulama 
kontemporer, Sayyid Qutub termasuk pakar tafsir yang selalu 
menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah 
Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, Fi Zilalil- 
Our'an, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model 
ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga 
karya Syekh Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur'an al-Karim (10 juz 
pertama), “Abdullah Diraz dalam an-Naha' al-Azim, “Abdullah 
Sahatah dalam Abhdaf kulli Surah wa Magasiduha fi-Our'an al- 
Karim," “Abdul-Hayy al-Farmawi dalam Mafatihus-Suwar" dan 
lainnya. 

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema 
atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam 





? Dalam bukunya tersebut, M. “Abdullah Diraz memberikan 
kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al- 
Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut) 

10 Dicetak oleh al-Hay'ah al-Misriyyah al-“Ammah lil-Kitab, Kairo, 
1998. 

11 Sampai saat ini karya al-Farmawi tersebut belum dicetak dalam 
bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh 
oleh al-Farmawi: www.hadielislam.com. 
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sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau 
wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini 
adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering 
terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat 
sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya 
tentang hukum, sumpah-sumpah (aqsam), perumpamaan (amsal) 
dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini 
telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih 
komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti 
kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai 
kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan 
ekonomi. Di antara karya model ini, al-lusan fi-Our'an, karya 
Ahmad Mihana, Al-Qur'an wal-Oital, karya Syekh Mahmud 
Syaltut, Bani Isra"! fi-Our'an, karya Muhammad Sayyid Tantawi 
dan sebagainya. 

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. 
Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan 
induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama 
penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang 
mufasir maudi 7 berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai 
persoalan kehidupan dengan berangkat dari nas Al-Qur'an menuju 
realita (inal-Our'an ila-wagi'). Dengan pendekatan ini, mufasir 
membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, 
termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata 
atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan 
pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai 
persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian 
mencari solusinya dari Al-Qur'an (winak-wagi'ila-Our'an). Dengan 
menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau 
term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan 
istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan 
tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an. 

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan 
diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para 
ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama 
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Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah- 
langkah tersebut antara lain: 

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas. 

2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan 
dibahas. 

3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya. 

. Memahami korelasi (munasabah) antar-ayat. 

5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks 
ayat. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan 
pendapat para ulama. 

7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam. 

8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif 
dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘am dan 
khas, yang mutlag dan mugayyad dan lain sebagainya. 

9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. 

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al- 
Our'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan 
Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan 
yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang 
diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, 
tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk 
itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya 
perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. 
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sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat manusia. 

Islam sebagai suatu sistem kehidupan tidak saja meliputi 
tuntunan moral dan peribadatan, tetapi termasuk sistem politik, 
ekonomi, dan sosial, seperti yang telah diterapkan Nabi 
Muhammad sallallahun 'alaihiu wan sallam’ Sistem politik adalah 
suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan 
tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana 
kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk 
menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan 
itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung 
jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. 

Negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang 
mutlak bagi Al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan 
dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. 
Islam mengatur hal-hal yang tidak berubah, termasuk pokok- 
pokok mengatur masyarakat manusia, kepentingan dan ke- 
perluannya; kepemimpinannya. Sebutan kepala negara boleh 
beraneka, misalnya khalifah, amirul mukminin, presiden, sultan, 
raja, tetapi tugas pokoknya mengelola kepentingan dan melayani 
rakyat.” 

Islam sebagai agama yang serba lengkap dan memadai 
terungkap dalam Al-Qur'an sebagai berikut. 


IE adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan 
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PEG A 57 77 ANE 
LIA IA Ta Ka POSER TAA 
LIGA wr y GA 


Did Ss sisir 


Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan 
umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami 
luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka 
dikumpulkan. (al-An'am/6: 38) 


Al-Qur'an diturunkan untuk memandu kehidupan 
manusia sampai akhir zaman. Ayat di atas menegaskan bahwa 
tak ada satu apa pun yang dilewatkan oleh Al-Qur'an tanpa 
prinsip-prinsip bimbingan-Nya. Tugas manusia menggali nilai- 
nilai yang tersurat maupun yang tersirat pada Hn 


o KA Tera Lea 


pa Hape aa Ka Pn 
yea zr 275 Da KA 


Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan 
engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai 
petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri 
(muslim). (an-Nahl/16: 89) 


Allah subhanahu wawa ala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an 
secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sebagai penjelasan 
yang amat sempurna bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan 
urusan agama dan kitab itu mengandung petunjuk serta rahmat 
dan kabar gembira bagi orang-orang muslim yang benar-benar 
berserah diri kepada Allah subhinahi wana ala” 


És SENI Sana oa Ac NK KAKANG AKS ya) 


Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah 
Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai 
agamamu. (al-Ma'idah/5: 3) 
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Ayat terakhir yang diturunkan secara kronologis itu me- 
nandakan sudah lengkapnya ajaran Islam dan sudah dekatnya 
akhir masa tugas Rasulullah sa/lallahuu 'alaibiu wan sallam dalam 
kehidupan ini." Ayat tersebut turun pada 9 Zulhijah tahun ke-10 
Hijrah ketika Nabi melaksanakan Haji Wada'.” 

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang memuat 
beberapa term yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi 
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, antara lain: 
mulk, khalifah, ulul-amr, imam, sultan, dan syura. 

Kata mulk yang artinya kekuasaan atau kerajaan terdapat 
dalam Surah Ali Imran/3: 26 sebagai berikut: 

A > ` 
EER DENG Aa eka Lag 
Kn 113 27 21 gran 


AA TP AE PTPN PA 


-z 


Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau 
berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Eng- 
kau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa 
pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Ali Imran/3: 26) 


Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua 
kekuasaan adalah milik Allah. Allah memberikan kekuasaan 
kepada hamba-Nya melalui cara-cara yang dikehendaki-Nya dan 
mencabut kekuasaan itu kembali menurut kehendak-Nya. 

Kata Khalifah, yang artinya wakil atau pelaksana tugas me- 
mimpin terdapat dalam Surah al-Anam/6: 165 dan Yunus/10: 14 
berikut ini: 


A Aa , PIN A A Pak “ea A Rr bad >22 P3. 
Sg A IS an PAN ISI AE EN, f 
£ apanya EARI LB SNG 
Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi 
dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 
mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 


Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'am/6: 165) 
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Aa “2G 2 na | — A 2” WA 
a Aa Kn NE 


Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di 
bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat. 


(Yanus/10: 14) 


Kedua ayat di atas menegaskan bahwa Allah subhanahu wa 
ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai ujian 
apakah ia melaksanakan amanat itu dengan baik atau tidak. 

Kosakata imam yang artinya pemimpin terdapat dalam 
Surah al-Bagarah/2: 124, yang Penny 


a : -4e Tn LC. 424 BA A 
TEA EKE aE 
57 ALI, 
Zeg SEE 


Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin 
bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak 
cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi 
orang-orang zalim. (al-Bagarah/2: 124) 


Ujian terhadap Nabi Ibrahim antara lain perintah 
membangun Ka'bah dan membersihkannya dari kemusyrikan 
serta mengorbankan anaknya Ismail. Allah subhanahu wauta'ala 
mengabulkan doa Nabi Ibrahim, antara lain dengan mengangkat 
rasul-rasul dari keturunan Nabi Ibrahim.” 

Kosakata sultan yang artinya kekuatan dan kekuasaan 
terdapat dalam Surah Gafit/40: 23berikut ini: 


a PMI 


24 p? ER ds 
Sá hlas GL Pen 


Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat 
Kami dan keterangan yang nyata. (Gafir/40: 23) 


Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah subhanahu wanta'alau 
memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa untuk memimpin 
Bani Israil dengan kekuatannya. 
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Kosakata wlul amri yang artinya pemegang kekuasaan 
terdapat di dalam Surah an-Nisa'/4: 59, yaitu: 

Zo, de ra En Hr Al 3G at Tsui AAN 0 AK 
KEB A Ka, AN TAN EGA PAN GA GAN AL 
bo RI PG MEN RA A, 93 2A Il oh LK APAN 
PAN A en Nasa 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (A-Our'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59) 


Ayat di atas mengandung perintah kepada orang beriman 
agar menaati Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin yang 
memegang kekuasaan di antara mereka. 

Kosakata sywra, yakni musyawarah terdapat dalam Surah 
Ali Imran/3: 159 dan asy-Syura/42: 38 berikut ini: 


e 
Wi or o sA d ode ke 


ez e DA ere KEA grz pa La 2 NA Ma BEA 
GEN 27 NANA 2 ore AA PATA 


AAA, E>? e 242 LL safo, 27? 
SA Wol ul Je 3 AAN aman AAN E 


Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terbadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali Imran/3: 159) 


29 POIN AG Pp A BL NG ANNA AA LA, KITA 

P anaa) ena PAM la age) kna 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 


musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syura/42: 38) 
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Kedua ayat tersebut di atas mengandung pesan agar 
manusia bermusyawarah dalam memutuskan perkara. 

Negara adalah lembaga yang menghimpun manusia yang 
secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki 
institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para 
pemegang kekuasaan yang, ditaatinya serta memiliki kemerdekaan 
politik. Unsur yang harus ada bagi wujudnya dan berdirinya 
sebuah negara adalah adanya bangsa yang mendiami wilayah 
tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi abstrak yang 
diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh 
pemegang kekuasaan, adanya sistem yang ditaati dan mengatur 
jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi 
identitas bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada 
negara lain.” 

Pembahasan dalam buku ini mula-mula menguraikan 
tentang negara dalam lintasan sejarah, mencakup pembahasan 
tentang negara pra-Islam dan negara pada masa Nabi 
Muhammad sallallahudalaibiwawallam. 

Jauh sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad 
sallallahudalaibiwawallam datang, di Barat maupun di Timur telah 
terdapat negara dalam pengertiannya yang umum berupa 
kerajaan. Allah subhanahu wata'ala mengangkat Nabi Dawud dan 
anaknya, Nabi Sulaiman, sebagai raja. Hal ini dijelaskan dalam 
Surah an-Naml/27: 15-17": 


yaa, PWA LI Aa 


NAS As Mana Ke AA, 
Ce AD GEA Un ASIT DI 


rr a Zig 


yes Pd BBI NGA rad A As 
MS EE a SO RAR 
oplos bak BI 
ORY BI, 
Dan sungguh, Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan 
Sulaiman, dan keduanya berkata, “Segala puji bagi Allah yang melebih- 
kan kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman.” Dan Sulai- 


man telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manu- 
sia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. 
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Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” Dan untuk 
Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, 
lalu mereka berbaris dengan tertib. (an-Naml/27: 15-17) 


Sezaman dengan Nabi Sulaiman terdapat Kerajaan Saba' 
yang megah di bawah kekuasaan seorang perempuan. Saba' 
ibukotanya Ma'rib, letaknya dekat Kota SanA', ibukota Yaman 
sekarang (lihat Surah an-Naml/27: 22-23 dan Saba'/34: 15). 

Sebagian pemikir muslim berpendapat bahwa kaum 
muslim harus mendirikan negara atau pemerintahan berdasar- 
kan Islam, sebagaimana dijalani Nabi Muhammad sa/lallahuu 
alaibiuyawsallam. Di antara mereka adalah Abul-Aa al-Maududi, 
Hasan al-Banna, dan Sayyid Qutb. Sebagian yang lain 
berpendapat bahwa Islam terpisah dari negara. Adapun 
pendapat ketiga mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat 
sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai 
etika bagi kehidupan bernegara.” 

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi 
Muhammad sa/lallahuu 'alaibiu wan sallam hijrah ke Yasrib, yang 
kemudian diubah namanya oleh Rasulullah menjadi Medinah. 
Di Medinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang 
bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari 
para pengikut Nabi yang datang dari Mekah, Muhajirin, dan 
penduduk Medinah yang telah memeluk Islam, serta telah 
mengundang Nabi untuk hijrah ke Medinah; Ansar. Umat Islam 
kala itu bukan satu-satunya komunitas di Medinah. Di antara 
penduduk Medinah, ada orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku 
Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap 
menyembah berhala. Umat Islam di Medinah merupakan bagian 
dari suatu masyarakat majemuk." 

Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahun 'alaihiu wau 
sallam atas umat Islam sama dengan sebuah pemerintahan 
negara. Beliau pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan 
tersebut." Kewenangan Nabi s4//allabuw'alaihiuvawallamuliperoleh 
dari Allah subhanahu wanta'ala seiring dengan amanat risalah 
kepada umat manusia seluruhnya. Situasi kepemimpinan Nabi 
Muhammad s4/lallahui'alaihimausallam sangat unik dalam sejarah 
Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki 
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otoritas spiritual (ukhrawi) dan temporal (duniawi) yang ber- 
dasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi 
tersebut tidak akan pernah terulang kembali karena Nabi 
Muhammad sallallahuu alaihiuwansallam adalah nabi dan utusan 
Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan 
wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang 
harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kewenangan 
penerusnya diperoleh melalui beragam cara, antara lain musya- 
warah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana mu- 
syawarah itu harus diselenggarakan." 

Pada pengalaman penetapan Abu Bakar as-Siddig sebagai 
pengganti Nabi, kaum muslim melakukan musyawarah, tetapi 
tanpa panduan detail tentang pelaksanaannya, sesuai dengan 
situasi dan kondisi yang melingkupinya. Abu Bakar as-Siddig 
memimpin umat Islam atas dasar pemilihan dalam suatu 
pertemuan setelah Nabi sa/lallahuu'alaihimyausallam wafat. Beliau 
dibaiat oleh dua orang sahabat dari kalangan Muhajirin atau 
Ouraisy dan dua orang dari kalangan Ansar." Kekhalifahan Abu 
Bakar adalah berdasarkan ijma‘ (konsensus) sahabat." 

Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Abu Bakar 
menyampaikan pidato penerimaan jabatan di Masjid Nabawi: 


“Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang 
kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara 
kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, maka 
bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. 
Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah 
pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang 
kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang 
kuat di antara kamu lemah bagiku, hingga aku mengambil haknya, 
insya Allah... Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, maka 
sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah salat, semoga 
Allah merahmati kamu.”15 


Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan 
awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah 
Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara 
urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan 
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pemerintahan Negara Medinah yang terbentuk di masa Nabi 
sallallahudalaibiwawallam.* 

Pada penetapan “Umar bin al-Khattab sebagai khalifah 
pengganti Abu Bakar as-Siddiq, beliau mendapatkan kepercayaan 
sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu 
forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan 
atau wasiat oleh pendahulunya. Sesuai dengan pesan tertulis 
yang didiktekan kepada “Usman bin “Affan, sepeninggal Abu 
Bakar, “Umar bin al-Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua 
dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi." 

Begitu dilantik menjadi khalifah, seperti Abu Bakar, 
Umar menyampaikan pidato penerimaan jabatannya di Masjid 
Nabawi di hadapan kaum muslim: 


“Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahan hati Abu 
Bakar selaras dengan jiwanya yang terbaik di antara kamu dan 
lebih kuat terhadap kamu dan juga lebih mampu untuk memikul 
utusan kamu yang penting-penting. Aku diangkat dalam jabatan 
ini tidaklah sama dengan beliau. Andaikata aku tahu bahwa ada 
orang yang lebih kuat daripadaku untuk memikul jabatan ini, maka 
memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai daripada 
memikul jabatan ini.”18 


Usman bin “Affan menjadi khalifah ketiga melalui proses 
yang berbeda dari Abu Bakar, dan tidak serupa pula dengan 
Umar bin al-Khattab. Dia dipilih oleh orang-orang dari kalangan 
sahabat senior yang telah ditentukan oleh “Umar sebelum wafat, 
untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah, 
yakni “Ali bin Abi Talib, “Usman bin “Affan, Saad bin Abi 
Waggas, “Abdurrahman bin “Auf, Zubair bin “Awwam, dan 
Talhah bin “Ubaidillah, serta “Abdullah bin “Umar, putranya, 
tetapi “tanpa hak suara”. Mereka dahulu dinyatakan oleh Nabi 
sallallahullalaihiwaxallam sebagai calon-calon penghuni surga." 

“Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah keempat 
melalui pemilihan atas dukungan sahabat senior peserta 
pertempuran Badar, yakni Talhah, Zubair, dan Sa'ad.” Keempat 
khalifah Islam pertama itu sahabat-sahabat Nabi yang setia.” 

Pembahasan berikutnya menguraikan tentang tujuan 
bernegara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, men- 
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jaga perdamaian, serta menjunjung tinggi martabat bangsa dan 
negara. Negara memperkenalkan kepada masyarakat dan meng- 
ajak mereka beriman kepada Allah, sebagaimana firman-Nya: 


PA BAND AU 
4 i S Sa 
AN 
Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disam- 
paikan kepadaku sebuah surat yang mulia.” Sesungguhnya (surat) itu 
dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan 
datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” (an- 
Naml/27: 29-31) 


Ro rrr 


tz > . w A>? fa 
O aken ip deg 


Negara didirikan untuk memakmurkan bumi dan menye- 
jahterakan umat manusia, membebaskan rakyat dari kelaparan, 
mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, dan mewujudkan 
kehidupan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Tujuan negara 
ialah untuk memelihara keamanan dan integritas negara, 
menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri 
hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan 
seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi 
kesejahteraan semua. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an 
antara lain dalam Surah al-A'raf/7: 96”. 

AI TA AKN OB BAN AH TA 

SP CN aa — SA AS PAN JS 

He SA AI A 

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka 
sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (A-A'raf/7: 96) 


Berikutnya mengenai prinsip-prinsip bernegara, antara lain 
amanah, adalah (keadilan), musyawarah, kesamaan, kebersamaan, 
dan transparansi. Amanah sangat diperlukan dalam penyeleng- 
garaan pemerintahan atau negara. Penyelenggara negara harus 
menjalankan tugas secara adil. Di dalam menyelenggarakan 
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negara, para pemimpin harus bermusyawarah dalam mengambil 
keputusan penting. Penyelenggara negara juga harus menjunjung 
tinggi kesamaan antaranggota masyarakat. Kemuliaan seseorang 
di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Gotong royong 
dalam kehidupan masyarakat mencerminkan kebersamaan 
dalam membangun kehidupan. Transparansi atau keterbukaan 
adalah bagian penting dari sistem manajemen modern yang 
diajarkan oleh Islam. Al-Qur'an menyebutkan: 


EN ESA aa Cai 
NAN GANG OKE KN KE sa AA 
An a TA NG pagi PEANG 
Kas A NG AN Gya 


Sungguh, Allah KANA menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! 
Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri 
(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- 
Our'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (an-Nisa'/4: 58-59)” 


Pembahasan selanjutnya tentang undang-undang dan 
hukum, menyangkut dasar hukum, sumber hukum, etika hukum 
dan proses penetapan undang-undang dan hukum. Undang- 
undang dan hukum dibuat untuk mengatur hubungan antara 
individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok 
dengan kelompok, dan warga dengan pemerintah dalam suatu 
negara supaya ditaati bersama agar terhindar dari konflik dan 
tercipta kehidupan yang tertib, damai, sejahtera, bahagia, dan 
sentosa. Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang terbaik bagi 
kehidupan kaum beriman untuk memberikan keadilan kepada 
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umat manusia tanpa kepentingan apa pun. Rasul dan ulul amri 
juga berhak menetapkan hukum yang senapas dengan 
Al-Qur'an. Allah berfirman: 


KA 


PAN ARAE a PR AL kIT > Teh oth AAN 796 TAH 
SE AE SG Ma, Nda Ia EGA HELP GAN EU 


KEL AN GAN IIA NG 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59) 


Uraian berikutnya mengenai lembaga negara yang 
meliputi legislatif, yakni pembuat atau pembentuk undang- 
undang hukum; eksekutif, yakni pelaksana hukum dan undang- 
undang, dan yudikatif/pengadilan. Lembaga dalam negara di- 
bentuk mengacu kepada kepentingan untuk mengimplemen- 
tasikan prinsip-prinsip bernegara yang disepakati. Dalam konteks 
ini sebuah kaidah fikih menyebutkan, “Sesuatu yang menyebab- 
kan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka 
sesuatu itu wajib ada.” Dengan demikian, perlu atau tidak 
perlunya pembentukan lembaga tertentu dalam negara sangat 
tergantung kepada sejauh mana lembaga tersebut dapat 
membantu merealisasikan tujuan yang tertuang dalam persoalan 
bernegara. 

Pembahasan selanjutnya tentang syarat pemimpin negara, 
antara lain sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan, adil, 
jujur, amanah, profesional, bertanggung jawab, dan berani. 
Seorang pemimpin negara harus memiliki kekuatan fisik, 
sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin 
negara. Ia harus sehat jasmani dan rohani, atau sehat fisik dan 
mental, berilmu pengetahuan dan berwawasan luas, mengetahui 
letak kekuatan dan kelemahan rakyatnya, sehingga bisa 
memimpin dengan penuh bijaksana serta bertakwa kepada Allah 
subhanahu wawta'ila. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara 
tentang hal ini, salah satunya adalah al-Bagarah/2: 247.” 
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A AWANG NG SENIN SNI 
TE IE ik AI, SA PA AE AS jan 
abah wa UAP AA 

as GEN PE EA 


MA 


Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana 
Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berbak 
atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang 
banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) 
kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan 
kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, 
Maha Mengetahui. (al-Bagatah/2: 247) 


Uraian berikutnya tentang kewajiban dan hak pemimpin. 
Kewajiban pemimpin meliputi tugas menjamin sistem hukum 
yang adil, menjaga hak asasi warga, melaksanakan amanat 
undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi warga 
negara, memelihara keutuhan wilayah dan aset-aset negara. 
Sedangkan haknya adalah ditaati, mendapat penghargaan yang 
layak, hak prerogatif, dibela, serta mengelola bumi, tanah, air, 
udara dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Al-Qur'an 
menjelaskan: 


Ma ML P NA ra y 


SEN EN EL abos 
KAN La VE LGS 
Gi LN 


Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin Lana maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
galim terbadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka da- 
maikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, (al-Hujurat/49: 9)” 
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Pembahasan selanjutnya tentang kewajiban dan hak rakyat. 
Kewajiban rakyat antara lain menaati peraturan, bertanggung 
jawab, berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan, menjaga 
kewibawaan negara dan membela negara. Sedangkan haknya 
adalah memperoleh perlindungan, kesejahteraan yang meliputi 
pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan; kebebasan 
menjalankan agama dan keyakinan, kebebasan berorganisasi, 
berserikat, dan berkumpul. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan: 


ASK PA AREA BN LA WAB Ga 
AN AS AE NG baana Ran Si DN bas 
EWA Jadi, 


Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan 
tutur kata yang benar. (an-Nisa'/4: 9)” 


Uraian berikutnya tentang wilayah dan kedaulatan, meliputi 
uraian tentang konsep negara-bangsa, teritorial, keragaman, dan 
keutuhan. Topik selanjutnya ialah kekayaan dan keuangan 
negara, meliputi aset dan sumber kekayaan, yakni sumber daya 
alam yang meliputi sumber daya darat dan laut, zakat dan pajak, 
devisa negara, pengelolaan keuangan negara, dan administrasi 
keuangan (Baitul Mal); asas pengelolaan (transparansi, akuntan- 
bilitas, sesuai dengan undang-undang). 

Pembahasan berikutnya adalah tentang hubungan antar 
negara, meliputi hubungan bilateral (diplomasi dan perjanjian) 
dan hubungan multilateral (OKI, ASEAN, PBB). 

Pokok bahasan berikutnya ialah konflik intern/antat 
negara yang meliputi asas legalitas dan etika perang dan damai, 
sarana dan alat, perlakuan tawanan, harta rampasan perang, 
gencatan senjata, kejahatan perang, dan perang menghadapi 
separatis (bugat), GPK. Perang yang diizinkan Islam bersifat 
defensif yang bertujuan semata-mata untuk membela diri dari 
serangan musuh. Perang itu untuk mempertahankan diri dan 
untuk membantu komunitas muslim atau sekutu yang tak 
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berdaya ketika diserang oleh pihak musuh. Allah menjelaskan 
dalam Al-Qur'an: 


Wg a Az Sa Ki Ja 
Bu AT sapi pah NG Al AP Ga GI 


Rap an SEMEN Sa 
Wa A aspal nat 
Os r AA “GA AH, Aa Tah yai 


Diizinkan (berperang) da orang-orang yang diperangi, karena sesung- 
gubnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong 
mereka ilu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung balamannya 
tanpa alasan yang benar, banya karena mereka berkata, “Tuban kami 
ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid- 
masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan 
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, 
Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39-40)” 


Pembahasan terakhir mengenai penyimpangan pengelolaan 
negara, yakni korupsi, kolusi, nepotisme, money laundry (pencu- 
cian uang), money politis (politik uang), penjualan aset negara, serta 
mafia dan makelar kasus. Korupsi ada ketika orang mulai 
melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan 
umum. Korupsi dan semacamnya termasuk kategori perbuatan 
yang merusak tatanan kehidupan dan dapat dikategorikan dosa 
besar seperti disebutkan dalam Surah al-Ma'idah/5: 33 berikut: 


AG Lha etek Laba 


GEN NE AA ESA 
INN EA SI HA IA BLS 

PA a GA EN ae Nah | 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau 


C5 
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dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (al-Ma'idah/ 5: 33) 


Pemberantasan korupsi yang sudah menggurita sangat 
sulit dan memerlukan komitmen semua pihak untuk 
menumpasnya. Wallahu a'lam bis-sawab. || 


Catatan: 
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DA 


NEGARA/KERAJAAN 
DALAM LINTASAN SEJARAH 


e 


N | abi Adam merupakan cikal bakal manusia yang men- 
diami bumi ini, dan dari keturunannyalah, diberi mandat 
untuk menjadi khalifah di atas bumi ini (al-Bagatah/2: 

29). Sekalipun dalam pengertian tekstualnya adalah pengganti 

atau wakil Allah di atas bumi ini, makna konsep “khalifah” ini 

kemudian berkembang menjadi lebih luas, menjadi makna 
kontekstual. Menurut M. Quraish Shihab, arti kekhalifahan ada 
tiga unsur, yaitu: pertama, manusia sebagai tugas khalifah 

(al-Bagarah/2: 30). Kedua, alam raya, sebagai sarana dalam 

melaksanakan tugas khalifah, bumi dan segala fasilitas yang ada 

di dalamnya, bahkan seluruhnya adalah diperuntukkan kepada 

manusia (al-Bagarah/2: 21) termasuk bumi, dikenal dengan 

wilayah atau negara, dan ketiga, hubungan manusia dengan alam. 

Maka tugas manusia memelihara dan memakmurkan bumi ini. 

Istilah khalifah dan mustakhlaf adalah hubungan sebagai pemeli- 

haraan yang saling membutuhklan satu sama lain (Hud/11: 61). 

Manusia harus bergaul dengan alam dan memperlakukannya 

dengan baik, maka alam pun akan berkhidmat dengan baik 

kepada manusia. Orang beriman dan beramal saleh yang 
melakukan perbaikan dijanjikan menjadi penguasa atau 

menguasai alam ini (an-Nur/24: 55). 
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Menguasai alam ini, ada kaitannya dengan wilayah yang 
dikuasai yaitu negara. Dari sinilah bermula munculnya konsep 
suatu negara yang terdiri dari penguasa, kekuasaan, wilayah yang 
dikuasai, manusia yang mendiami suatu negara, dan aturan yang 
diberlakukan dalam suatu negara. Sekalipun dalam Al-Qur'an 
tidak ditemukan istilah negara, namun demikian terdapat kisah- 
kisah kerajaan besar, maju dan makmur yang pernah berdiri 
jauh sebelum kedatangan Islam (sebelum diutusnya Nabi 
Muhammad). Tujuan pengungkapan sejarah dalam Al-Qur'an 
adalah sebagai iktibar (pelajaran) bagi umat manusia, guna 
menentukan langkah-langkah berikutnya. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran 
Al-Qur'an. Dikisahkannya suatu bangsa dan negara dalam 
Al-Qur'an agar umat Islam dapat melihat dampak positif dan 
negatif pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran 
sejarah untuk melangkah ke masa depan. Berkaitan dengan 
negara dalam lintasan sejarah, pembahasannya akan sangat luas 
melingkupi negara-negara sejak zaman kuno sampai sekarang. 
Oleh karena itu tulisan ini hanya akan menguraikan negara atau 
kerajaan-kerajaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebelum 
masa Nabi Muhammad (pra-Islam) dan negara pada masa Nabi. 


A. Pengertian Negara, Bangsa, dan Unsur Negara 
1. Pengertian negara 

Istilah negara dalam berbagai bahasa antara lain; country 
(Eng), land (Ger), pays (Fre), daulah (Arab)? Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia negara diartikan dengan: 1) organisasi di suatu 
wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan 
ditaati oleh rakyat, 2) kelompok sosial yang menduduki wilayah 
atau daerah tertentu diorganisir di bawah lembaga politik dan 
pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik, 
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 
Dengan demikian, negara dapat diartikan dengan suatu wilayah 
di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, 
ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan 
yang berada di wilayah tersebut. 

Suatu daerah disebut negara apabila telah memiliki syarat- 
syarat berikut: 1) terdapat rakyat, 2) memiliki wilayah, 3) 
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memiliki pemerintahan yang berdaulat; dan 4) mendapat 
pengakuan negara lain. 


2. Bangsa 

Istilah bangsa dalam berbagai bahasa antara lain; nation 
(Eng), nation (Ger), ummah atau sya'ab (Arab).* Adapun penger- 
tian bangsa sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia ialah suatu kelompok manusia yang mendiami 
suatu wilayah, yang berasal dari satu asal usul keturunan, adat 
istiadat, bahasa, dan mempunyai sejarah perjalanan dari bangsa 
itu sendiri. Sedang kebangsaan adalah ciri khas yang menandai 
suatu bangsa, berbeda dengan yang lain. Dalam Al-Qur'an 
disebutkan dengan “Syaab” atau “yyu'ib”, seperti tercantum 
dalam Surah al-Hujurat/49: 13: 


IG, 3 INA 4 G3 2732 A NA 14 | NEH 

PAGI GG Gn TESIS ba AAU 
F3 Ae AS Ken 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 


Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Di sisi lain, paham bangsa, negara, dan kebangsaan—pada 
dasarnya—belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. 
Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir 
abad ke-18, dan dari sana menyebar ke seluruh dunia. Oleh 
karena itu, para pakar berbeda pendapat tentang unsur-unsur 
yang harus terpenuhi untuk menamai suatu kelompok manusia 
sebagai suatu bangsa. Demikian pula berbeda pendapat tentang 
ciri-ciri yang mutlak harus terpenuhi dalam mewujudkan 
sebuah, bangsa, negara, atau kebangsaan. 


3. Keberadaan dan unsur-unsur terwujudnya suatu negara atau 
bangsa 

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, 

adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan 
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bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan 
dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk 
di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai 
anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita 
bersama sebagai maksud didirikannya negara, konstitusi meru- 
pakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya, 
dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di 
Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar. 

Dalam bentuk modern, negara terkait erat dengan 
keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan 
cara-cara yang demokratis. Bentuk paling konkret pertemuan 
negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan 
yang diberikan negara pada rakyat. Terutama, bagaimana negara 
memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan. Fungsi 
pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara 
menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat 
bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam 
kehidupannya. Dalam perkembangannya, banyak negara 
memiliki layanan yang berbeda bagi warganya.” 

Sementara itu, Al-Qur'an telah memberikan isyarat keber- 
adaan dan unsur-unsur terwujudnya suatu bangsa atau negara, 
seperti dijelaskan Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an antara lain: 
adanya kesatuan dan persatuan, asal keturunan, bahasa, adat 
istiadat, sejarah, dan cinta tanah air. 


a. Kesatuan dan persatuan 
Al-Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan, 
seperti tercantum dalam Surah Ta /21: 92: 


Sa 6 6 Gik 3 MAS AS 
Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan 
Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiya'/21: 92) 


Begitu juga dalam Surah al-Mu'minun/23: 52: 


SE in AE 
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Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan 
Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (al 
Mu'minun/23: 52) 


Ada dua pertanyaan yang dapat saja muncul berkaitan 
dengan ayat ini: pertama, apakah ayat ini dan semacamnya 
mengharuskan penyatuan seluruh umat Islam dalam satu wadah 
kenegaraan? Kedua, kalau tidak, apakah dibenarkan adanya 
persatuan dan kesatuan yang diikat oleh unsur-unsur yang 
disebutkan di atas, yakni persamaan asal keturunan, adat, 
bahasa, dan sejarah? 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa unsur persatuan dan 
kesatuan sangat penting dalam pandangan Al-Qur'an. Persatuan 
dan kesatuan sangat penting dalam suatu bangsa dan negara 
agar dapat terbangun suatu bangsa yang kokoh. 


b. Asal keturunan 

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 
menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku 
(demikian juga rumpun dan ras manusia) agar mereka saling 
kenal mengenal potensi masing-masing dan memanfaatkannya 
secara maksimal. Seperti dilukiskan dalam firman-Nya dalam 
Surah al-Hujurat/49: 13: 


An Cg ee 1 5 sea A NABA ye pe 
SESI Sa: 53i ba AE 
Je AS KA 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu ber- 
bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesung- 
gubnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 


paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an merestui pe- 
ngelompokan berdasarkan keturunan, selama tidak menimbulkan 
perpecahan, bahkan mendukung, demi tercapainya kemasla- 
hatan bersama. 
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c. Bahasa 

Al-Qur'an menegaskan bahwa termasuk tanda kebesaran 
Allah subhanahu wa ta'ala dengan munculnya berbagai macam 
rumpun bahasa, seperti firman-Nya dalam Surah ar-Rūm/30: 
22: 


Pa ARAH INA A A E La Ara Ng z 
CEEE AN IN a ANE aa) 

AG 1 ye 

KANAN 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 


mengetahui. (at-Rum/30: 22) 


d. Adat istiadat 
Pikiran dan perasaan satu kelompok tercermin, antara lain 
dalam adat istiadatnya. Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut 
adalah firman-Nya dalam Surah Ali Imran/3: 104 dan al- 
A'raf/7: 199 berikut: 
3: orare angi Topik r LA en £ 53 A tt 
SEN RASA AN IKATAN AN 
5 > ATA 
GS Yara SAI 9 13 9 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
Jang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ali 
Imran/3: 104) 


aa j PA AA 


Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 
pedulikan orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf/7: 199) 


Kata urf dan ma'ruf pada ayat tersebut di atas mengacu 
kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan 
dengan al-khair (nilai-nilai luhur), yakni prinsip-prinsip ajaran 
Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai 
dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga sangat 
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mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masya- 
rakat lain. Apabila rincian maupun penjabarannya itu tidak 
bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang 
disebut dengan wrfatau ma rif. 


e. Sejarah 

Al-Qur'an sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa 
sejarah, bahkan tujuan utama dari uraian sejarah adalah untuk 
mengambil iktibar (pelajaran), guna menentukan langkah- 
langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa unsur 
kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Sejarah menjadi 
penting dalam suatu bangsa dan negara. Agar dapat melihat 
dampak positif dan negatif pengalaman masa lalu, kemudian 
mengambil pelajaran sejarah untuk melangkah ke masa depan. 
Seperti disebutkan dalam Surah Yunus/10: 39 dan 73: 


A, - “525 KIWA > MA PAY 

ea Aga Kea Abu AEREE 
2 27 A z Lot 

HAN ES 

Bahkan (yang sebenarnya), mereka mendustakan apa yang mereka belum 

mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. 

Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah 


mendustakan (rasul). Maka perbatikanlah bagaimana akibat orang yang 
zalim. (Yonus/10: 39) 


IS GA LE Ea a 
«3 BNI Prana A4 
au PAR Lena 


Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia 
dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan mereka 
itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
diberi peringatan itu. (Yunus/10: 73) 


Begitu juga dengan ayat yang terdapat dalam Surah an- 
Naml/27: 14, al-Gasas/28: 40, as-Saffat/37: 73, az-Zukhruf/43: 
25. Keseluruhan ayat tersebut memberikan pesan moral agar 
mengambil pelajaran dan iktibar pada umat-umat terdahulu, 
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karena kesalahannya mendustakan misi dakwah para rasul-Nya. 
Bahkan, sepertiga dari ayat-ayat Al-Qur'an banyak menceritakan 
dan menguraikan sejarah umat-umat terdahulu, baik kejayaan 
suatu umat maupun kejatuhan dan keruntuhannya. 


f. Cinta tanah air 

Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
agama, bahkan termasuk dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik 
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Seperti dalam hadis 
disebutkan bahwa cinta beliau kepada tanah tumpah darahnya 
atau tempat kelahirannya, tampak ketika akan meninggalkan 
kota Mekah dan berhijrah ke Medinah, sambil menengok ke 
kota Mekah, beliau bersabda: 


L li 
Ge A Alas Snp ola) LA G 


Demi Allah, sesungguhnya kamu (kota Mekah) adalah sebaik-baik 
tanah Allah, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah, seandainya aku 


tidak diusir dari tempatmu, niscaya saya tidak akan keluar 
(darimu). (Riwayat at-Tirmizi dari “Abdullah bin “Adi) 


kanang Gel ola) MEN Sa ana NG naa WI SAN) 
Taie Be 


Ya Allah, jadikanlah Medinah sebagai kota yang kami cintai 
sebagaimana kami mencintai Mekah atan bahkan lebih dari itu. 
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari “A'isyah) 


Dari uraian di atas terlihat bahwa paham bangsa, negara, 
dan kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan 
Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan, semua unsur yang mela- 
hirkan paham tersebut, terdapat dalam ajaran Al-Qur'an, 
sehingga seorang muslim yang baik, pastilah merupakan seorang 
warga negara atau bangsa yang baik. Sekalipun anggota suatu 
bangsa terdiri dari berbagai ragam agama, ras, suku, adat, budaya, 
dan bahasa." 
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B. Negara/Kerajaan Pra-Islam 

Pada zaman dahulu belum ada negara yang mempunyai 
daerah teritorial seperti sekarang. Ketika itu yang ada adalah 
sebuah bangsa yang mendiami beberapa wilayah, mempunyai 
raja, dan peradaban tersendiri. Dalam sejarah peradaban manu- 
sia tercatat beberapa kerajaan kuno dan bangsa yang sudah maju 
dan mempunyai dinasti-dinasti yang dibentuk oleh para 
penguasa di zamannya. Di antaranya adalah bangsa Mesir, 
Yunani, Persia, India, dan China. Kerajaan ini telah ada jauh 
sebelum kedatangan Islam. 

Dalam kaitannya dengan kerajaan/negara pra-Islam, 
dalam tulisan ini tidak akan dibahas sejarah kerajaan-kerajaan di 
atas karena sangat banyak dan membutuhkan penjelasan yang 
panjang. Namun, hanya memaparkan kerajaan/bangsa yang 
disebutkan dalam Al-Qur'an agar bisa menjadi ibrah dan 
pelajaran bagi umat. 


1. Bangsa Mesir 

Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi 
semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah 
tersebut terpaksa berpusat di sepanjang sungai Nil. Sebelumnya, 
semenjak manusia pemburu-pengumpul mulai tinggal di wilayah 
tersebut pada akhir Pleistosen Tengah (sekitar 120 ribu tahun 
lalu), sungai Nil telah menjadi nadi kehidupan Mesir. Dataran ban- 
jir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk 
mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan 
mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban manusia. 

Sepanjang sejarah imperium Mesir Kuno yang diperintah 
oleh 31 dinasti di bawah raja-raja yang dikenal dengan Fir'aun, 
salah seorang di antaranya mengembangkan ajaran monoteis 
yaitu Firaun Amenhotep IV (1375-1358 SM). Setelah kemati- 
annya, kepercayaan politeisme kembali menjadi kepercayaan 
resmi dan dipertahankan terus sampai pada kekuasaan Fir'aun 
Ramses II (1300-1234 SM). Dialah Firaun yang paling lama 
berkuasa. Pada masa kekuasaan Ramses II inilah Nabi Musa 
dan Harun diutus kepadanya. Kekuasaan dan sistem pemerin- 
tahannya banyak diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. 
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Secara umum, Al-Qur'an menggambarkan Fir“aun sebagai 
figur manusia yang begitu terpesona dalam mengelola negara 
dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga tidak mampu 
melihat kebenaran. Para Firaun dikenal bersifat tiranik, zalim, 
brutal, menindas, suka perang, dan bengis. Surah al-Qasas/28: 4 
R 


aZ Ten A 


an Pa Ninja Fe 


Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadi- 
kan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka 
(Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan 
hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang 
Jang berbuat kerusakan. (al-Qasas/28: 4) 


Pada bagian lain dalam Surah al-Bagarah/2: 49 dan 
al-A'raf/7: 132 menjelaskan: 


2w2> å 


PRA BRA Tb ad 27 p. 
SEN LAN AN A Man P 


Â? g Ge h Topo orr 
abe GSi SAAT DO ge 


Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) 
pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat 
berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan 
membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian 
itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. (al-Bagarah/2: 49) 


Mel Por ore > se; AKI 
ajai Ata: AJAM DA WAJA 
Dan mereka berkata (kepada Musa), “Bukti apa pun yang engkau bawa 


kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman 
kepadamu.” (al-A“raf/7: 132) 


Karena peringatan itu, Tuhan menghukum Firaun dan 
kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang 
dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil 
pelajaran. Seperti dilukiskan dalam Surah al-A'raf/7: 130: 
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Pa 13 Bo sai 16 As le sy 978, AN LA orks 

2 KN Dad Ga aa ab sea JIE S 
Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan 
(mendatangkan musim kemarau) bertahun-tahun dan kekurangan buah- 
buahan, agar mereka mengambil pelajaran. (al-A“taf/7: 130) 


Selain musim kemarau. Allah juga mengirimkan kepada 
mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai 
bukti jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan 
mereka adalah kaum berdosa. Dijelaskan dalam Surah al- 
A'raf/7: 133: 


5 214 123, PA By DAN IAIN Leo KANTIN 
SN sa) pu JANG NANG SE pe 
2 a PACED s 

OFEA 


Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan 
darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti yang jelas, 
tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang 
berdosa. (al-A“raf/7: 133) 


Sampai menjelang akhir hayatnya, Firaun tetap sombong 
dan angkuh serta tidak mau mengakui kebenaran risalah agama 
yang diajarkan Nabi Musa. Karena kesombongannya itu, Allah 
subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala 
tentaranya di Laut Merah. Ketika melihat jelas tanda-tanda 
kekuasaan Allah, pada saat itu Fir'aun baru mengakui kebesaran 
dan keesaan Allah. Kejadian ini dilukiskan Allah dalam Surah 
Yunus/10: 90: 

LN Ag Pen aan » pa ol pe 951A 21 AN 

BI G2 SES DEPAN d b 

- teor Top Pa pen 3 Ca eA DAN or AZAR P PREA 

Ca bi Ehaid En 
Sea 


pa 


LL NGEMAN I 
NEDHI 


Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir'aun dan 
bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas 
(mereka). Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, “Aku 
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percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dibercayai oleh 
Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim (berserah diri).” 


(Yunus/10: 90) 


Untuk terakhir kalinya Tuhan menegur Firaun dengan 
firman-Nya: 


pa AG AN 02 oten 
BIAN iya CI IS AS IS 
Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau 


telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat 
kerusakan. (Yanus/10: 91) 


Setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai, 
ditemukan oleh orang Mesir, lalu dibalsem sehingga awet dan 
utuh. Sekarang mumi Fir'aun dapat dilihat di Museum Nasional 
di Mesir. Al-Qur'an merekam kejadian ini dalam Surah 
al-Yunus/10: 92: 


BSN Dea 


BI BN GA SANGA MA ABA Ka SN a NA 

SX - 
Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi keba- 


nyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami. 


(Yanus/10: 92) 


Peradaban bangsa Mesir dalam mengelola negara dapat 
dibagi dalam tiga periode: pertama, Kerajaan Tua (2700-2150 
SM), kedua, Kerajaan Baru (1570-1085 SM), dan ketiga, periode 
kemunduran diawali sejak tahun (1085 SM-525 SM). Ketika itu, 
Mesir dilanda kekeringan dan tidak mampu lagi mengairi 
daerah-daerah pertaniannya yang luas sehingga terjadi kelaparan 
yang melanda seluruh kawasan Mesir. 

Pesan moral dari kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an kaitannya 
dengan negara, antara lain: 

(a) Firaun sebagai lambang Raja “Tiranik” yang ada dalam 
Al-Qur'an, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Para 
Fir'aun dikenal bersifat tiranik, zalim, brutal, menindas, suka 
perang, dan bengis. 
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(b) Fir'aun sebagai figur manusia yang begitu terpesona dalam 
mengelola negara dengan kekuasaan yang dimilikinya se- 
hingga tidak mampu melihat kebenaran. 

(c) Keingkaran seorang pemimpin dan rakyat akan mengun- 
dang murka Allah. Tuhan menghukum Firaun dan kaum- 
nya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang 
dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil 
pelajaran, termasuk umat sesudahnya. 

(d) Allah sengaja menyelamatkan jenazah Fir'aun sebagai saksi 
sejarah yang berbicara sepanjang waktu dan zaman. Setelah 
Firaun tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai dan dite- 
mukan oleh orang Mesir yang kemudian membalsemnya se- 
hingga awet dan utuh. Mumi Fir'aun ini sampai sekarang 
masih tersimpan dan dapat dilihat di Museum Nasional di 
Mesir. 

(e) Kaitannya dalam konteks kekinian bahwa siapa pun 
penguasa yang tiranik akan berakhir kekuasaannya, cepat 
ataupun lambat. 


2. Kerajaan Saba' 

Kerajaan ini didirikan oleh Raja Saba' dengan pusat 
pemerintahannya di kota Ma'rib, dan diberi nama dengan Saddu 
Marib (Bendungan Ma'tib). Bendungan ini besar sekali 
manfaatnya, dapat menampung air hujan yang turun selama tiga 
bulan dalam setahun dan dapat mengairi kebun-kebun dan 
tanaman-tanaman, sehingga memberikan kesuburan dan kemak- 
muran bagi negeri Yaman. 

Sepeninggal Raja Saba', Kerajaan Sabaiah diperintah oleh 
anak keturunan Raja antara lain Ratu Balgis, yang hidup pada 
masa Nabi Sulaiman. Pada masa tersebut penuh dengan kemak- 
muran dan kesejahteraan, namun mereka ingkar atas nikmat 
tersebut, maka Allah menurunkan azab bagi mereka, berupa 
banjir besar yang meluluhlantakkan bendungan mereka. Akibat 
peristiwa tersebut, maka runtuhlah Kerajaan Saba', kemudian 
penduduknya pindah ke Jazirah Arab. Seperti digambarkan 
dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Surah Saba'/34: 
15-17: 
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- KENA ana ea Ba YAA 
Sesar Ja Nega Aa MEEN 


zrs“ 


E sAr? a ga Ka gah >22, I; 
er ERZ Ipee sab sah ; ANG 
dan 2 HA 


“ea ANA aa 
© KNA bang BEN 


Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat 
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 
kiri, (kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) 
adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun.” Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim 
kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka 
dengan dua kebun yang ditumbuhi (bobon-pohon) yang berbuah pahit, 
pohon asl dan sedikit pohon sidr. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuh- 
kan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang 
yang sangat kafir. (Saba'/34: 15-17) 


Pesan moral dari kisah Saba' ini, antara lain: 

(a) Karena kesuburan dan kemakmuran negara ini pada zaman- 
nya, maka Negara Saba' adalah “negara mode?” yang dise- 
butkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan “baldatun tayyi- 
batun warabbun gafir” (negara yang makmur dan mendapat- 
kan pengampunan dari Tuhan). Ungkapan ini kira-kira setara 
dengan ungkapan bahasa Jawa “negeri toto tenteram, gemah, 
ripah loh jinawi”. 

(b) Apabila suatu negara yang makmur dan sejahtera, raja dan 
pemimpin serta rakyatnya termasuk orang-orang yang 
beriman dan bertauhid serta taat beragama, maka dengan 
demikian, otomatis negara tersebut akan dilimpahkan keda- 
maian dan kemakmuran serta rakyatnya akan mendapatkan 
ampunan dari Tuhan. 

(0) Negara yang pada mulanya subur, makmur, dan kaya dapat 
saja hancur karena rakyatnya ingkar kepada Allah. Kerajaan 
Saba' yang disebut-sebut sebagai kerajaan yang subur dan 
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makmur dengan mudah dihancurkan Allah, lantaran rakyat- 
nya ingkar terhadap Allah, dan tidak mensyukuri karunia- 
Nya. 

(d) Kejadian yang terjadi pada Kerajaan Saba' dapat juga 
menimpa negara-negara yang eksis dewasa ini. Hukum ini 
boleh saja terjadi dalam konteks kekinian, kalau ciri-ciri 
suatu negeri sudah diperintah oleh raja yang zalim, tidak adil, 
diktator, tidak melindungi rakyatnya, tidak mempedulikan 
nasib kaum duafa, serta kemaksiatan dan kekufuran sudah 
merata dalam kehidupan masyarakatnya. Lambat laun azab 
Tuhan akan turun cepat atau lambat. 


3. Kerajaan Himyar 

Kerajaan ini didirikan oleh suku Himyar, salah satu 
cabang keturunan dari Raja Saba'. Rajanya yang terakhir bernama 
Yusuf Żun-Nuʻaz, beragama Yahudi. Ia memaksakan kehendak- 
nya kepada rakyatnya yang beragama Masehi berpindah ke 
agama Yahudi. Namun rakyatnya tidak mau, sehingga mereka 
membakar kurang lebih 12.000 orang penduduk Najran. Akibat 
tindakannya itu, Kaisar Justinian, Kaisar Romawi Timur, 
bekerjasama dengan Negus Habsyah, Raja Ethiopia, memerangi 
mereka. Raja Yusuf Zun-Nu'az tidak mampu menahan 
serangan itu sehingga akhirnya Yaman berada di bawah kekua- 
saan Habsyah dengan mengangkat Aryat sebagai gubernurnya. 
Tidak lama kemudian, Raja Aryat dibunuh oleh Abrahah, salah 
seorang panglima tentaranya. Abrahah pun menggantikannya 
sebagai Gubernur di Yaman. Abrahah lalu membangun sebuah 
bangunan di kota San“a dan berusaha meruntuhkan Ka'bah yang 
ada di Mekah, agar manusia berpindah melakukan ritual haji 
dari Mekah ke San“a. Namun usaha itu tidak berhasil dan gagal 
karena Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan 
mereka. Allah menceritakannya dalam Surah al-Fil/105: 1-5: 


OA ALA 
Saran AA LAN 5 menga Ha OA Tree 


Ent eh Ez 
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Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan 
tipu daya mereka itu sia-sia? dan Dia mengirimkan kepada mereka 
burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu 
dari tanah liat yang dibakar, sebingga mereka dijadikan-Nya seperti 
daun-daun yang dimakan (ulat). (al-F1/105: 1-5) 


Pesan moral dari peristiwa Abrahah ini, antara lain: 

(a) Siapa pun yang mencoba berbuat “kerusakan” terhadap 
Ka'bah akan mengalami nasib seperti Abrahah. 

(b) Ka'bah merupakan simbol kiblat kaum muslim seluruh dunia, 
dan selamanya terpelihara dari tangan-tangan jahil. Siapa saja 
yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, akan 
diberikan siksaan yang pedih, sebagaimana janji Allah dalam 
Sutah al-Hajj/22: 25. 

(0) Jaminan lain yaitu siapa yang masuk dalam Masjidilharam, 
dimana ada bangunan Ka'bah di dalamnya, dijanjikan kea- 
manan baginya, seperti terlukis dalam Surah Ali Imran/3: 97 
dan al-Bagarah/2: 125. 

(d) Ka'bah merupakan rumah (ibadah) yang pertama didirikan 
manusia. Ia dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim bersama 
Nabi Ismail, untuk manusia. Dengan demikian mempunyai 
kehormatan, keberkahan, dan kemuliaan tersendiri dan petun- 
juk bagi seluruh alam (Surah Ali Imran/3: 96). 

(e) Pusat ritual pelaksanaan ibadah haji berpusat di Mekah dimana 
ada Ka'bah di dalamnya. Ibadah haji diwajibkan bagi seseorang 
yang mampu ke sana, baik fisik, finansial, maupun keamanan 
dalam perjalanan (Surah Ali Imran/3: 97). 

(9 Satu lagi keistimewaan kota Mekah (tanah haram-tanah yang 
dihormati) adalah orang-orang musyrik (nonmuslim) tidak 
diperkenankan masuk ke kota Mekah ini sejak turunnya ayat 
28 Surah at-Taubah. 

Selain tiga kerajaan di atas, dalam Al-Qur'an terdapat 
kisah beberapa bangsa besar yang kepada mereka diutus para 
nabi. Bangsa-bangsa ini sekalipun tidak digambarkan dalam 
Al-Qur'an sebagai bangsa yang menguasai satu kerajaan, namun 
keberadaan mereka dan pengungkapan sejarahnya dapat menjadi 
pelajaran bagi bangsa atau umat manusia zaman sekarang. Di 
antara bangsa-bangsa tersebut adalah: 
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1. Bangsa/Kaum “Ad 

Tidak diketahui secara pasti nama kerajaan yang dihuni 
oleh kaum “Ad ini. Al-Qur'an menggambarkan kaum “Ad sebagai 
kaum yang durhaka dan menentang rasul yang diutus kepada 
mereka. Dalam Tafsir Mafatihul-Gaib dijelaskan bahwa kabilah 
“Ad termasuk salah satu kabilah Arab yang tinggal di Ahqaf 
(Yaman).'” Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahwa mereka 
merupakan keturunan “Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nah." 
Disebutkan mereka membangun suatu kerajaan yang besar dan 
kekuasaan mereka sampai ke Irak dan Syam. Setelah mereka 
lama berkuasa, mereka sombong, zalim, otoriter, sewenang- 
wenang. Hingga akhirnya mereka durhaka dan ingkar terhadap 
Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada-Nya, bahkan 
menyembah patung-patung dan berhala. Oleh karena itu, Allah 
mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk kembali ke agama 
tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa 
ta'ala. Sebagian beriman dan sebagian tidak. Maka Allah 
menurunkan azab kepada mereka berupa angin topan, yang 
kencang dan keras yang melumatkan mereka. Dalam Surah 
Hud/11: 50-60 dijelaskan: 
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Dan kepada kaum “Ad (Kawi utus) saudara mereka, Hud. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. (Selama ini) kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku! 
Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Inbalanku 
hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu 
mengerti?” Dan (Hud berkata), “Wahai kaumku! Mohonlah ampunan 
kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurun- 
kan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas 
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang 
berdosa.” Mereka (kaum Ad) berkata, “Wahai Hud! Engkau tidak 
mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak 
akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami 
tidak akan mempercayaimu, kami hanya mengatakan bahwa sebagian 
sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” Dia 
(Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan 
saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, 
dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terbadapku 
dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada 
Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang 
bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasai- 
nya). Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus (adil). Maka jika kamu 
berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang 
menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti 
kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan 
mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Peme- 
lhara segala sesuatu.” Dan ketika azab Kami datang, Kami selamatkan 
Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami. 
Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat. Dan 
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itulah (kisah) kaum “Ad yang mengingkari tanda-tanda (kekuasaan) 
Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasu-Nya dan menuruti perintah 
semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu 
diikuti dengan laknat di dunia ini dan (begitu pula) di hari Kiamat. 
Ingatlah, kaum “Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasa- 
lah kaum “Ad, umat Hud itu. (Hūd/11: 50-60) 


Kisah yang hampir sama juga diceritakan Allah dalam 
Surah al-A'raf/7: 65-72. Pesan moral dari kisah Nabi Hud 
dengan masyarakatnya, antara lain: 

(a) Kaum “Ad ini, termasuk masyarakat yang maju, dan ber- 
peradaban tinggi. Mereka membangun suatu kerajaan yang 
besar dan kekuasaan mereka luas sampai ke Irak dan Syam. 

(b) Setelah lama berkuasa, mereka menjadi sombong, zalim, 
otoriter, dan bertindak sewenang-wenang. Hingga akhirnya 
mereka durhaka dan ingkar terhadap Allah, dan tidak 
menyembah-Nya, bahkan menyembah patung-patung dan 
berhala. 

(c) Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka 
untuk kembali ke agama tauhid, yaitu hanya menyembah 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Keingkaran dan kedurhakaan kaum “Ad menyebabkan Allah 
menurunkan azab kepada mereka berupa angin topan yang 
kencang dan keras yang melumatkan mereka. Kisah ini 
dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam, bahwa kemajuan 
dan peradaban yang tinggi tidak menjamin keberhasilan dan 
kelanggengan suatu bangsa. Apabila kemajuan dan peradaban 
ini tidak dibingkai dengan nilai keimanan, maka bukannya 
kemajuan dan keberhasilan yang akan didapat, namun 
sebaliknya kehancuran. 


(d 


— 


2. Bangsa/Kaum Samud 

Kaum Samud mendiami al-Hijr dan Wadil-Gura, wilayah 
terletak antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud ini memiliki 
peradaban yang tinggi, sehingga mampu membuat gunung- 
gunung sebagai tempat tinggalnya. Ketika mereka mencapai 
taraf kejayaan, mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Nabi Saleh diutus untuk menyadarkan mereka, namun mereka 
tetap dalam kekufurannya. Karena itu, mereka diazab dengan 
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gempa besar yang dahsyat, seperti diungkapkan firman Allah 
dalam Surah Hud/11: 61-68: 
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Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadi- 
kanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat 
(rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya). ” Mereka (kaum 
Samud) berkata, Wahai Saleh! Sungguh, engkau sebelum ini berada di 
tengah-tengah kami merupakan orang yang di harapkan, mengapa engkau 
melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? 
Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap 
apa (agama) yang engkau serukan kepada kami.” Dia (Saleh) berkata, 
“Wahai kaumku! Terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti 
Jang nyata dari Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari- 
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Nya, maka siapa yang akan menolongku dari (azab) Allah jika aku 
mendurhakai-Nya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian 
kepadaku. Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai 
mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan 
Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun yang akan 
menyebabkan kamu segera ditimpa (azab).” Maka mereka menyembelih 
unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, “Bersukarialah kamu semua di 
rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat 
didustakan.” Maka ketika keputusan Kami datang, Kami selamatkan 
Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami dan 
(Kami selamatkan) dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, 
Dia Mahakuat, Mahaperkasa. Kemudian suara yang mengguntur 
menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di 
rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. 
Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah 
kaum Samid. (Hud/11: 61-68) 


Kisah yang sama juga dijelaskan Allah dalam Surah al- 
A'raf/7: 73-79 dan an-Naml/27: 45-53. Pesan moral dari kisah 
kaum Samud, antara lain: 

(a) Kaum Samud, termasuk bangsa yang berperadaban tinggi, 
mampu membangun rumah dan istana di gunung-gunung. 
Sampai sekarang ini, bekas-bekas bangunan tersebut 
menjadi saksi sejarah yang terletak di “Madain Saleh” dekat 
kota Tabuk, Saudi Arabia: 

(b) Ada dua dosa kaum Samud: yaitu karena kesombongannya, 
mereka mendustakan rasul Allah: dan membunuh “unta 
mukjizat” yang dikirimkan kepada mereka. Dengan perla- 
kuan ini, seakan-akan mereka menantang, dan bahkan 
berkata, “Buktikan ancamanmu, jika kamu seorang rasul.” 

(c) Karena pembangkangannya itu, mereka ditimpakan azab 
oleh Allah berupa suara yang mengguntur sehingga mereka 
pun mati bergelimpangan dalam reruntuhan rumah-rumah 
mereka. 

(d) Dalam konteks kekinian, azab seperti ini juga bisa terjadi 
jika suatu negeri telah melampaui batas dalam kedurhakaan- 
nya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
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C. Negara pada Zaman Nabi Muhammad 

Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, 
ada tiga kerajaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu 
Kerajaan Romawi, Kerajaan Habasyah, dan Kerajaan Persia. 
1. Kerajaan Romawi 

Kerajaan ini disebut dalam Al-Qur'an, bahkan digunakan 
sebagai nama salah satu surah, yaitu Surah arRum, karena 
menginfomasikan tentang keadaan bangsa Romawi yang ditak- 
lukkan oleh bangsa Persia. dalam ayat berikutnya diterangkan 
bahwa setelah kalah, mereka akan menang kembali dalam kurun 
waktu yang tidak terlalu lama, seperti terlukis dalam Surah ar- 
Rum/30: 1-6: 
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Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang 
terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam 
beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah 
(mereka menang). Dan pada bari (kemenangan bangsa Romawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. 
Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha 


Penyayang. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (at-Rum/30: 1-6) 
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Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama 
dijelaskan bahwa bangsa Romawi (pada saat ayat ini turun) 
adalah bangsa yang beragama Nasrani yang memiliki kitab suci 
Injil, sedang bangsa Persia beragama Majusi, menyembah api 
dan berhala (musyrik). Kedua bangsa ini berperang. Ketika 
tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, 
maka kaum musytik Mekah menyambutnya dengan penuh 
gembira, karena berpihak kepada kaum musyrik Persia, sedang 
kaum muslim berduka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat 
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ini dan ayat berikutnya yang menerangkan bahwa bangsa 
Romawi setelah kalah, ia akan menang dalam masa beberapa 
tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun 
kemudian, menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa 
Persia. Dengan kejadian demikian, nyatalah kebenaran Nabi 
Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sebagai nabi dan rasul, dan 
kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah. Bid$ sinin di sini 
berarti antara tiga sampai sembilan tahun. Waktu kekalahan 
bangsa Romawi (tahun 614-615M) dengan kemenangannya 
(tahun 622M) ialah kira-kira tujuh tahun.” 

Kerajaan Romawi merupakan simbol kerajaan yang 
rakyatnya menyembah Tuhan (bertauhid). Seperti disebutkan 
sebelumnya mereka termasuk ahlul kitab, penganut agama 
Nasrani dan memiliki kitab suci Injil. Fakhrur-Razi dalam 
kitabnya Mafatihul-Gaib mengemukakan, “Ahlul kitab, sama 
dengan umat Islam, mengakui keesaan Allah. Bahkan sebagian 
mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi 
Muhammad. Makanya mereka dibenci oleh kaum musyrik.” 


2. Kerajaan Persia 

Kalau Romawi disebut sebagai bangsa yang beragama 
Nasrani, maka bangsa Persia merupakan bangsa yang beragama 
Majusi (menyembah api). Kerajaan Persia merupakan salah satu 
kerajaan besar yang dapat mengalahkan kerajaan lain. Pada 
awalnya mereka mampu mengalahkan Romawi sehingga kaum 
musyrik Mekah bergembira. Namun dengan kebesaran Allah 
sekaligus membuktikan kebenaran Al-Qur'an sebagai kalam- 
Nya, Allah kemudian menyebutkan bahwa Romawi akan mampu 
mengalahkan Persia setelah mereka dikalahkan. 

Kekaisaran Persia adalah sejumlah kekaisaran bersejarah 
yang berkuasa di Dataran Tinggi Iran, tanah air asal bangsa 
Persia, dan sekitarnya termasuk Asia Barat, Asia Tengah, dan 
Kaukasus. Saat ini nama Persia dan Iran sudah menjadi 
kebiasaan, Persia digunakan untuk isu sejarah dan kebudayaan 
dan Iran digunakan untuk isu politik. Sejarah awal Iran meliputi 
negara Iran dan juga negara-negara tetangganya yang mempu- 
nyai persamaan dalam kebudayaan dan bahasa. Ketika itu, 
negara-negara ini diperintah oleh kekaisaran-kekaisaran seperti 
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Media dan Akhemenid. Sassania adalah kekaisaran Persia 
terakhir sebelum kedatangan Islam. Kemudian Persia berga- 
bung menjadi sebagian khilafah Islam awal. Sejarah Iran khusus 
pula dimulai dengan dinasti Zand pada abad ke-16. 


3. Kerajaan Habasyah 

Kerajaan Habasyah merupakan kerajaan yang menjadi 
tempat hijrah para sahabat pada masa Nabi Muhammad. Nama 
kerajaan ini secara eksplisit ataupun implisit tidak disebutkan 
dalam Al-Qur'an. Namun, rakyat terlebih pemimpinnya meme- 
gang peranan yang sangat besar dalam membantu dakwah Nabi. 
Bahkan, ketika Raja Najasyi yang memimpin kerajaan Abessinia 
wafat, Nabi melakukan dan menyuruh sahabatnya untuk 
melakukan salat gaib. Peristiwa ini menjadi sabab nuzul turunnya 
Surah Ali Imran/3 ayat 199. 


AL an JIAN sah 255 
Leng 97 i 


DOS sr re 


AT WL Ka 


Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada 
Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang 
diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah bati kepada Allah, 
dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga 
murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah 
sangat cepat perhitungan-Nya. (Ali Imran/3: 199) 


Ayat tersebut di atas, berkenaan dengan perintah Nabi 
melakukan salat gaib untuk Raja Najasyi, karena ia beriman 
kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, dan tidak 
memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harta, kedudukan, 
dan kemewahan, mereka bahkan akan mendapatkan pahala dua 
kali.” Raja Najasyi ini termasuk raja yang saleh, memerintah 
dengan adil, dan tidak berbuat zalim kepada siapa pun. Ketika 
sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah membacakan ayat di 
depan Raja Najasyi dan para pendetanya, air mata mereka 
bercucuran, karena kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an 
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sama dengan yang tercantum dalam kitab suci mereka. Seperti 
dijelaskan dalam Surah al-Ma'idah/5: 82-83." 
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Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusubannya 
terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang- 
orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat 
persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang 
berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian 
itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) 
karena mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka 
mendengarkan apa (al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul (Muham- 
mad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan 
kebenaran yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri), 
seraya berkata, “Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami 
bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al- Ouran dan 
kenabian Muhammad). (Al-Ma'idah/5: 82-83) 
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Kerajaan Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia 
merupakan salah satu negara di Afrika Timur. Nama kuno dari 
negara ini adalah Abessinia. Negara/kerajaan Habasyah adalah 
salah satu tempat hijrahnya sahabat Nabi. Ketika tekanan dan 
siksaan dari kaum Quraisy Mekah memuncak, Nabi menyaran- 
kan untuk hijrah ke Habasyah, karena negeri ini diperintah oleh 
seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta mayoritas 
penduduknya menganut agama monoteisme (Nasrani). Maka 
berangkatlah sahabat Nabi kurang lebih 20 orang, antara lain: 
Usman bin “Affan, Abu Salamah, “Amir bin Rabrah, Abu 
Huzaifah, “Abdurrahman bin “Auf, masing-masing beserta 
istrinya, “Usman bin Maz'un, Musab bin “Umair, Sahla bin 
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Baida dan Zubair bin “Awwam. Mereka tinggal di sana selama 
tiga bulan. Kemudian mereka kembali lagi ke Mekah. 

Hijrah ini tidak menyebabkan melemahnya tekanan kaum 
Quraisy Mekah, bahkan tambah menekan dan menyiksa. Maka 
Nabi memerintahkan lagi untuk hijrah kedua kalinya, kali ini 
lebih banyak lagi yaitu 83 laki-laki dan 18 perempuan. Di 
antaranya: yaitu Jafar bin Abi Talib beserta istrinya, Asma' binti 
Amis, Miqdad bin Aswad, “Abdullah bin Mas'ud, dan 
“Ubaidillah bin Jahsy beserta istrinya, Ummu Habibah binti Abi 
Sufyan. Mereka tinggal di Habasyah sampai Nabi hijrah ke 
Yasrib (Medinah) dan keadaan umat Islam menjadi stabil. 

Selama di Habasyah, mereka diperlakukan dengan baik 
dan dilindungi.” Ketika Raja Najasyi wafat, Nabi menyuruh 
kaum muslim untuk salat gaib kepadanya, memberikan isyarat 
bahwa ia salah seorang yang beriman kepada Allah, Al-Qur'an, 
Taurat, dan Injil, bahkan memelihara wahyu seperti apa adanya, 
yaitu tidak menyembunyikan sedikit pun dari isi kitab Taurat 
dan Injil termasuk berita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu 
alaihi wa sallam. 

Kesimpulan, bahwa kajian Al-Qur'an tentang bangsa dan 
kerajaan merupakan kajian sarat makna dan pelajaran. Sehingga 
apabila dipahami dan diamalkan dengan baik akan menjadikan 
suatu negara atau bangsa yang makmur dan dalam lindungan 
Allah. Namun sebaliknya, bila kejadian dan pelajaran tentang 
penyebab hancur dan dibinasakannya bangsa terdahulu oleh 
Allah tidak diindahi, pasti kehancuran tersebut akan terulang 
kembali bagi bangsa ini. Wallahu a'lam bis-sawab. || 


Catatan: 


1 M. Quraish Shihab, Mewbumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 
1992), Cet. I, h. 29. 

2 The Oxford American Dictionary, Digital Dictionary, Najm 1515 
Super. 

3 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (t.tp: Balai Pustaka, 
t.th.) Cetakan Pertama, edisi III, h. 777. 

+ The Oxford American Dictionary, Digital! Dictionary, Najm 1515 
Super. 


44 Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah 


5 Diperoleh dari http://id.wikipedia.org/wiki/negara, diakses pada 
tanggal 18 Oktober 2010. 

6 Sahih, riwayat at-Tirmizi Kitab al-Manaqib, Bab Fi Fadli Makkah, 
No.3925. Abu “Isa berkata, “Hadis ini adalah hadis hasan garib sahih, dan telah 
diriwayatkan pula oleh Yunus dari az-Zuhri seperti di atas, dan diriwayatkan 
pula oleh Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari 
Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, dan menurutku, hadis az-Zuhri dari Abu 
Salamah dari “Abdullah bin “Adi bin Hamra' itu lebih sahih. 

7 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Abwab Fada'il Madinah, Bab 
Karahiyatunnabiy...., No.1790). 

8 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), 
Cetakan ke-3, h. 334-346. 

: Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2005), jilid 2, h. 181. 

0 Fakhrur-Razi, Mafatihul-Gaib, juz 18, h. 8. 

! Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, juz 2, h. 433. 

2 Tim Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV.Nala Dana, 
2007), h. 570. 

3 Fakhrur-Razi, Mafatihul-Gaib, juz 25, h. 83. 

4 Al-Wahidt, Asbabun-Nugul, (Beirut: Darul-Kutub, t.th.), h. 144. 

5 Wahbah az-Zuhailt, at-Tafsir a-Muyassar, (Damaskus: Darul-Fikr, 
t.th.), h. 77. 

6 Al-Wahidi, Asbabun-Nugiil, h. 204. 

7 Hafiz Dasuki dkk, Enk/opedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru, t.th.) Juz 








1, h. 30. 


Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah 45 


DA C 


TUJUAN NEGARA MENURUT AL-QUR'AN 


a 


A. Istilah Negara dalam Al-Qur'an 

Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, 
menggunakan beberapa istilah yang mengacu kepada makna 
negara seperti AW! (abala dengan perubahan-perubahan 
bentuk Zasrif (pola kata) dari bentuk tunggal (mufrad) ke dalam 
bentuk jamak seperti SWI (al-bilad), atau ke dalam bentuk 
mu'annas (feminine) seperti sak (baidah). Al-Qur'an pun meng- 
gunakan istilah 4,2! (a-garyah) dalam bentuk tunggal (mufrad) 
dan sl (a-gura) dalam bentuk jamak. Demikian juga, Al- 
Qur'an menggunakan istilah JM! (ad-dar) dalam bentuk tunggal 
(mufrad) dan 4 (ad-diyar) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah 
tersebut mengacu kepada makna negara. 

Perkataan AWI (a-balad) dalam bentuk ma'rifah (definite 
dengan penambahan partikel Jl (ah dan dalam bentuk nakirah 
(indefinite) tanpa menggunakan partikel Jl (Al), termasuk istilah 
sak (baldah) dan MI (a-bilad) di dalam Al-Qur'an diulang 
sebanyak 19 kali yang tersebar pada beberapa surah.' Sementara 
perkataan 4,2)! (a-garyah) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang 
sebanyak 37 kali; sedangkan perkataan cs) (a-gura) dalam 
bentuk jamak diulang sebanyak 18 kali.” Dalam pada itu, istilah 
JW (ad-dar) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang sebanyak 32 
kali, sedangkan istilah kw! (ad-diyar) dalam bentuk jamak diulang 
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sebanyak 17 kali.” Hal ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an 
memandang betapa pentingnya negara bagi kehidupan manusia, 
sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada 
Al-Qur'an harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab ter- 
hadap negara. 

Al-Asfahani mendefinisikan negara atau AWI (al-balad) 
sebagai tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya 
secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang me- 
netap di wilayah tersebut.” Sementara itu, beliau menyebutkan 
bahwa AA) (al-qaryah) atau SA! (al-qura) adalah nama bagi 
tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia.” 
Dalam pada itu, ketika menjelaskan pengertian j! (ad-dar) atau 
JI (ad-diyar), al-Asfahani menyebutkan bahwa WI (ad-dar) 
artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna 
sehingga J! (ad-dar) berarti a-baldah atau negara.” Dalam 
literatur fikih politik (alfighus-siyasi) dikenal beberapa konsep 
tentang JM! (ad-dan) seperti OH Jl (darul-harb), negara yang 
menyatakan perang kepada kaum muslim, AJ jl (darus- 
salam), negara yang damai, dan «VI 35 (daru-amn), negara yang 
aman. Selain itu, dikenal pula ungkapan WAN JJ! (ad-darud- 
dunya), negeri dunia dan 329! JI (ad-darul-akhirah), negeri 
akhirat: dan DN y> (daruk-lslam), Negara Islam Indonesia 
yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, 
17 Agustus 1949 di Jawa Barat. 

Di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, dike- 
nal empat istilah yang berarti negara, yaitu: AJ (al-balad), 54l 
(baldah), zà (a-garyah) atau SA! (ak-gura), dan JW! (ad-dar) atau 
JI (ad-diyar). Selain empat istilah tersebut, di dalam Sejarah 
Peradaban Islam, dikenal istilah H4» (daulah) yang berarti negara. 
Perkataan Wos (daulah) secara kebahasaan berarti nama bagi 
semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya." 
Sementara itu, di dalam Al-Qur'an terdapat satu kata yang akar 
katanya sama dengan istilah > (daulah), yaitu perkataan Us 
(dulah) yang berarti berputar atau beredar seperti tergambar 
pada ayat Al-Qur'an berikut: 
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SEM 


Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu. (al-Hasyrt/59: 7) 


Istilah lain yang berakar kata yang sama dengan perkataan 
Is (daulah) adalah kata kerja d 3 yang berarti kami pergilirkan 
sebagaimana tergambar dengan jelas pada ayat Al-Qur'an 
berikut: 


oL? GA in; 


9 A 7A Pe » LX l Ara 29? 

KGs JNE DNA AAS PSA 
PL Gee Ata han SG 

KUN LANANG Aa SA Sa RAGA EREE] 


Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun 
(pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan 
dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka 
mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang 
beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan- 
Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang 
zalim. (Ali Tmran/3: 140) 


Dari penjelasan kebahasaan tentang arti kata la> (daulah), 
Is (dulah) dan kata kerja J pie di atas, terdapat benang merah 
yang mendasari konsep aa (daulah, bahwa dinamika sebuah 
negara tidak bisa keluar dari hukum alam ciptaan Allah 
(sunnatullah), yakni tumbuh, berkembang, mencapai puncak, dan 
tumbang. Demikian juga kelompok yang berkuasa (pemerintah) 
dalam suatu negara adalah bergantian di antara kelompok- 
kelompok sosial yang ada. Daulah Bani Umayyah misalnya, 
berarti Negara Bani Umayyah, rezim Bani Umayyah, atau giliran 
Bani Umayyah sebagai #he rolling group. 

Sejalan dengan pengertian negara yang dikemukakan oleh 
al-Asfahani di atas, Encyclopedia Americana menyebutkan, a state is 
a people organized for law within a definite territory (sebuah negara 
adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara 
hukum dalam wilayah (teritorial) tertentu). Sementara itu, 
Woodrow Wilson menulis, a state is a body of people politically 
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organized under one government with sovereign character (sebuah negara 
adalah badan [yang mewadahi] rakyat, yang secara politik 
diorganisir di bawah satu pemerintahan dengan karakteristik 
yang kuat).” Dengan demikian, komponen pokok sebuah negara 
sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal sebagai berikut: 
1) adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas; 2) penduduk 
yang menetap di wilayah tersebut; 3) pemerintahan yang efektif; 
dan 4) pengakuan internasional. 

Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara dan sistem 
pemerintahan tertentu. Al-Qur'an lebih menekankan bahwa negara 
dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan 
ajaran Al-Qur'an bagi kepentingan umat manusia. Muhammad 
Izzat Darwazzah ketika mengelompokkan ayat-ayat yang ber- 
kaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak 
menegaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. 
Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban 
kaum muslim adalah mendirikan negara dan menetapkan kepala 
negara yang akan memimpin negara tersebut untuk mencapai 
tujuan. 

Kenyataan inilah yang menimbulkan keanekaragaman 
penafsiran terhadap nas-nas Al-Qur'an yang berkaitan dengan 
negara dan pemerintahan. Di dalam khazanah politik Islam, kita 
tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan yang tunggal, 
baik pada tataran pemikiran maupun pada tataran praktik sejak 
zaman Rasulullah sallallah ‘alaihi wa sallam hingga zaman modern. 
Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik hingga 
zaman modern menampilkan beragam bentuk negara dan 
pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya 
merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi 
pesan dasar Al-Qur'an. 


B. Tujuan Negara 

Menurut Al-Qur'an, tujuan berdirinya negara dapat di- 
identifikasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan kehidupan ber- 
agama; 2) Melindungi segenap bangsa; 3) Memajukan kesejah- 
teraan umum; 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 5) Ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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1. Mengembangkan kehidupan beragama 

Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan negara itu 
adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dapat dibagi 
menjadi tiga bagian. (a) Mengembangkan kehidupan beragama 
masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme 
(tauhid); (b) Melindungi kebebasan beragama bagi warga negara 
yang memilih keyakinan agama tertentu sesuai dengan hati 
nuraninya; dan (c) Membimbing umat agar mengamalkan agama 
dengan baik dan benar, serta menciptakan kehidupan beragama 
yang rukun. 

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan 
kehidupan beragama tersebut, menurut al-Mawardi, pemikir 
politik Islam abad 11 Masehi, merupakan estafet dari tugas 
pokok kenabian dan kerasulan sebagaimana tergambar pada 
pernyataan beliau sebagai berikut: 


VE E E A — o Ha SE Ss Hui 
Mey ¿=h Ñi 3 GA Da ga ya) 


Imamah, kepemimpinan politik, merupakan essensi khilafatun- 
nubuwwah, estafet kepemimpinan propetik (Nabi Muhammad sallallahu 
“alaihi wa sallam) dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan 
dunia. Menegakkan imamah dan menyerahkannya kepada orang yang 
berkompeten di antara umat merupakan kewajiban agama secara ijma. 


a. Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari 
politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid) 
Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet 
tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan 
beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni 
dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu 
tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Al-Our'an berikut: 


aar NG PANAH > Pa ai KR aa naa 
FÍA Fasa Sa Ia JATU Je TE 5 

abah EN GA (AKUR Masa) © ) YAN 
jasa 
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Dan kepada kaum “Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. (Selama ini) kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku! 
Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Inbalanku 
hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu 
mengerti?” (Hud/11: 50-51) 


Nabi Hud adalah model para nabi dan rasul yang tidak 
dilengkapi dengan kekuasaan politik. Sementara Nabi Dawud 
dan putranya, Nabi Sulaiman, adalah model dari nabi dan rasul 
yang dilengkapi dengan kekuasaan politik. Nabi Dawud dan 
Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang 
raja. Kekuasaan politik pada diri beliau merupakan sarana guna 
menopang misi kerasulan, yakni mengembangkan kehidupan 
beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni 
dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu 
tuhan. 

Nabi Sulaiman menjalankan fungsi kenabian dan fungsi 
kenegaraan secara simbiotik. Fungsi kenabian diperkuat oleh 
fungsi negara, dan fungsi negara mendapatkan legitimasi dari 
fungsi kenabian. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu 
Balgis dalam rangka mengembangkan kehidupan beragama 
masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari 
konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu tuhan 
sebagaimana tersirat pada ayat Al-Qur'an berikut: 


ve ` a E NG LUNA "Ing KAN Bam ek 
PE Ae Dea Ge 
= A AM MEA Kd 1 5 

O Gan BEN O 

Dia (Balgis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah 
disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.” Sesungguhnya (surat) 
itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang, Janganlah engkau berlaku sombong 


terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah 
diri (kepada Allah).” (an-Naml/27: 29-31) 


Al-Qur'an menuturkan bahwa Nabi Sulaiman mengetahui 
adanya Kerajaan Saba' melalui informasi yang disampaikan 
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burung hud-hud yang menghilang cukup lama, kemudian 
datang menghadap Nabi Sulaiman dengan membawa informasi 
tentang Kerajaan Saba' sebagai berikut: 

» eZ A. AG ai 2 21n A O? ari arab 4 Te h 
WEE EU — ANK SA Sa) 
PIK Ne Fp 2847477 ha ing NG Iga naa 
AGAN 9 A23) Ia yan Ae es 

NA AH AGAL > a TAGIH, 

2S KAN Ja or anu 

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan 

dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku 

(burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan 

kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka 

perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sebingga menghalangi mereka dari 

jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. (an-Naml/27: 
23-24) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Kerajaan Saba' dipimpin 
oleh seorang ratu, sedangkan penduduknya adalah orang-orang 
yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman dalam kapasitasnya 
sebagai kepala negara tidak begitu saja mempercayai informasi 
yang disampaikan burung hud-hud tentang Kerajaan Saba' 
tersebut. Beliau ingin membuktikan sendiri kebenaran informasi 
ini, sebagaimana tersurat pada ayat Al-Qur'an berikut: 
ese TALN NG Lo NU Lahan nas AA 

Loh SNN Pra rara Tran 
Dia (Sulaiman) berkata, “Akan kami lihat, apa kamu benar, atau 
termasuk yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu 
Jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu 
perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.” (an-Naml/21: 27-28) 


Nabi Sulaiman menguji informasi yang disampaikan hud- 
hud dengan strategi informasi yang canggih. Beliau menugaskan 
utusan khususnya, burung hud-hud, untuk mengirimkan surat 
kepada Ratu Balqis di Kerajaan Saba'. Lalu, burung hud-hud 
ditugaskan untuk menjauh dari lingkungan istana, tetapi 
diperintahkan supaya berada di suatu tempat yang aman dan 
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dapat memantau perkembangan terkini dari Istana Ratu Balqis, 
terutama tentang tanggapan dan reaksi para pejabat kerajaan 
tentang surat beliau. 

Pesan utama surat Nabi Sulaiman, menurut Al-Qur'an, 
terfokus pada dua target berikut ini: pertama, menyadarkan Ratu 
Balqis dan seluruh rakyat Negeri Saba' bahwa sikap mereka 
menyembah matahari itu tindakan yang salah, tidak wajar, dan 
tidak masuk akal, sekaligus memperkenalkan bahwa yang 
berhak disembah itu hanya Allah, Tuhan yang menciptakan 
segala sesuatu dan menetapkan pengaturannya, termasuk 
menciptakan matahari yang mereka sembah itu. Semua pesan 
itu tersirat pada Surah an-Naml ayat 24-26 sebagai berikut: 


KING IN AIA 033 o MAA AB 
SENANG ET ARIS 
23 AA ARA 

O ab GA 


Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, 
bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi 
mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi 
mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk, 
mereka (juga) tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang 
terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada tuban 
melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai “Arsy yang agung.” (an- 
Naml/27: 24-26) 


Ayat di atas menjelaskan bahwa Ratu Balqis, penguasa 
Negeri Saba', bersama kaumnya adalah masyarakat penyembah 
matahari. Mereka terhalang dari jalan Allah sehingga tidak 
mendapat petunjuk dan tidak menyembah Allah yang menge- 
luarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. 

Perkataan 231 (a-khab'ady pada penggalan ayat di atas 
berarti sesuatu yang tersembunyi. Mengeluarkan yang tersembu- 
nyi, menurut Tabataba'i, berarti mengeluarkan dari tiada menjadi 
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ada atau dengan perkataan lain mewujudkan. Seakan-akan 
sesuatu yang tidak wujud, bersembunyi di balik tumpukan ketia- 
daan, bila diwujudkan bagaikan dikeluarkan dari tumpukan itu. 
Penggalan ayat ini menyatakan bahwa kaum Saba' yang menyem- 
bah matahari itu, menyembahnya karena sinar dan kehangatan- 
nya memberi manfaat, bahkan menjadi sebab utama kehidupan 
makhluk di bumi, padahal Allah-lah yang menciptakan segala 
sesuatu dan menetapkan pengaturannya, termasuk menciptakan 
matahari yang mereka sembah itu. Jika demikian, yang lebih wajar 
dan rasional disembah adalah Allah yang menciptakan matahari. 
Apalagi matahari yang mereka sembah itu tidak memiliki rasa 
dan sama sekali tidak mengetahui sesuatu apa pun; sedangkan 
Allah Maha Mengetahui, Dia mengetahui yang tersembunyi dan 
yang nyata, bahkan Allah Maha Esa, Dia Tuhan Pemilik Arasy, 
Penguasa Mutlak yang kepada-Nya tunduk segala sesuatu." 
Kedua, Nabi Sulaiman dalam posisi beliau sebagai nabi dan 
rasul, sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 
meminta penguasa Negeri Saba' itu untuk merenungkan 
kembali secara rasional sikap mereka selama ini yang 
menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun mengingatkan Ratu 
Balgis agar tidak bersikap arogan berhadapan dengan kebenaran 
yang berasal dari Allah yang Mahabenar. Beliau mengundang 
Ratu Balgis untuk datang ke Palestina, pusat pemerintahan 
Kerajaan Sulaiman, dan mengajak Ratu Balgis bersama-sama 
beliau menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Hal ini 
merupakan hasil kajian mendalam tentang ayat berikut: 


IN 4 20 
akan iosi g Yí | 
Janganlah engkau berlaku sombong terbadapku dan datanglah kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri. (an-Naml/27: 31) 


Penyusun Tafsir a-Muntakhab, ketika menafsirkan Surah 
an-Naml/27 ayat 31 di atas menyatakan: 53214 ah sda pee Y 
Ie (Janganlah kamu sekalian bersikap arogan—menyikapi 
kebenaran yang datang dari Allah,” (Nabi Sulaiman menyeru), 
“Datanglah kamu sekalian kepadaku dengan kepatuhan dan 
berserah diri kepada Allah.” 
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Tujuan ini didasarkan kepada pandangan bahwa negara 
itu organisasi yang didirikan oleh manusia untuk mewujudkan 
cita-cita bersama sebagai bangsa. Negara, menurut para ahli 
sebagaimana disebutkan di atas, adalah wadah untuk mewujud- 
kan cita-cita bersama sebagai warga negara. , 

Penggalan ayat yang berbunyi Gel ear, (wa'tini 
muslimin) yang berarti: “datanglah kepadaku sebagai orang-orang 
yang berserah diri (kepada Allah),” (an-Naml/27: 31) dipahami 
oleh para ulama dalam arti ajakan untuk memeluk agama Allah 
yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu agama yang didasat- 
kan pada prinsip tidak ada tuhan selain Allah dan tidak ber- 
ibadah kecuali kepada-Nya. Pendapat ini dibantah oleh sebagian 
ulama dengan alasan bahwa Nabi Sulaiman tidak diutus selain 
kepada Bani Israil, sedangkan penduduk Yaman, tempat Negeri 
Saba' itu berada, bukanlah keturunan Bani Israil.” Surah an- 
Naml/27 ayat 31 di atas membuktikan bahwa ajakan untuk 
mengikuti agama Allah itu berlaku universal, tidak dibatasi oleh 
batas-batas etnis dan kultural. Nabi Sulaiman setelah mengetahui 
adanya kaum yang menyembah matahari, tidak mungkin mem- 
biarkannya tanpa menyadarkan mereka, padahal tugas untuk 
mengembangkan kehidupan beragama pada diri beliau sudah 
dilengkapi dengan dukungan kekuasaan. 

Kebijakan Nabi Sulaiman tersebut mengisyaratkan bahwa 
ruh kenegaraan dalam perspektif Al-Qur'an itu adalah integrasi 
antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama yang 
bisa diimplementasikan dengan pola simbiotik antara kepemim- 
pinan ulama dan kepemimpinan umara. Al-Qur'an menjelaskan 
bahwa Allah memberikan kenabian (an-nubuwwah), kerasulan (ar- 
risalah) dan kerajaan (a-mulkiyyahh kepada Nabi Sulaiman 
sehingga pada diri beliau menyatu ketiganya secara terpadu 
sebagaimana tersirat pada beberapa ayat Al-Qur'an berikut: 


<r z 2 2,2? E BA A AA LB) 2 PO 4 7 
KLH ANA SN Ee Jen amah yaya, 


E A MANAN NIA aa Ae 
SIK ano KHAS SAN AN SI EN ANE 
» 7 2 AL 2z 2A y 4 NG A? 
AAN Je ga s 5 SI 
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Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud 
membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, 
dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau 
Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, 
niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang 
dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. (al-Bagarah/2: 251) 


Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah telah memberikan 
kerajaan dan hikmah kepada Nabi Dawud sehingga dalam diri 
beliau terhimpun kenabian, kerasulan, hikmah, dan kerajaan. 
Integrasi antara wahyu, hikmah, dan kerajaan disebutkan lebih 
o pada Surah an-Nisa'/4 ayat 54 sebagai berikut: 

LAN or 24 > M | teu pa 2-7. 
LN NES IS ya NANG EN LES 
AA - KE Naa GA A 


Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia 
Jang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberi- 
kan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah 
memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar. (an- 
Nisa'/4: 54) 

Allah telah memberikan anugerah kepada keluarga 
Ibrahim, khususnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Kitab 
suci yang merupakan wahyu dari Allah, hikmah, dan kerajaan 
(kekuasaan) yang besar. Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi 
Dawud dan putranya, Nabi Sulaiman, tidak hanya diangkat 
menjadi nabi dan rasul, tetapi juga menjadi raja (penguasa) dari 
sebuah kerajaan yang besar. 

Nabi Sulaiman, dalam salah satu bagian dari munajatnya, 
memohon kepada Allah agar dianugerahi kerajaan yang tidak 
diberikan kepada seorang pun di antara hamba-hamba Allah 
sesudah beliau. 

org TAL laa 


II HA SD AN a S JAGA a a Kab; 
c je KAN 


LAA Aug 





Dan sungguh, Kami telah menguji Sulaiman dan Kami D (dia) 
tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), 
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kemudian dia bertobat. Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 
anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun se- 
telahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Sad/38: 34-35) 


Integrasi kenabian, kerasulan, hikmah, dan kerajaan pada 
diri seorang hamba Allah tidak dianugerahkan kepada seluruh 
nabi dan rasul, tetapi spirit integrasi tersebut menjadi filosofi 
konsep kenegaraan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tujuan 
kerasulan menjadi tujuan negara. Sebaliknya, tujuan negara 
merupakan tujuan diutusnya nabi dan rasul. Al-Qur'an menje- 
laskan bahwa keterpaduan antara kenabian, kerasulan, dan kera- 
jaan hanya dimiliki oleh beberapa orang nabi saja, seperti Nabi 
Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi 
wa sallam, meskipun tidak terdapat ayat yang secara tegas menya- 
takan bahwa Allah telah mengangkat Rasulullah salallahu ‘alaihi 
wa sallam sebagai raja, namun fakta sejarah menyadarkan kita 
bahwa beliau di Medinah tidak hanya menjalankan fungsi 
kenabian dan kerasulan, tetapi juga fungsi kepala negara dan 
kepala pemerintahan. 


b. Melindungi kebebasan beragama 

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan 
kehidupan beragama masyarakat yang kedua adalah menjamin 
kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan 
nuraninya. Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang 
untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebe- 
basan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan 
beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masya- 
rakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama 
sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah, Al-Qur'an 
secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap 
orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan di dalam 
Surah Panah 2: 256 di bawah ini: 


y 5 257 SAE ena Se MA 
MERTE BE GANGA ENEN 
aren Ag TA PARAS 
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
Jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 
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siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, 
dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan 
putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Bagarah/2: 256) 


Dalam menafsirkan penggalan ayat (su E ss Y) di atas, 
Muhammad “Ali as-Sabuni menyatakan: “Tidak ada pak saai bagi 
seorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam.” Sementara 
itu Ahmad Mustafa al-Maragi ketika menafsirkan penggalan ayat 
yang sama menyatakan: 


ga 


DG SG Yg gpt DEN ogy SY a Ji o a Y 
S oaii asiy 3G G oyi AYU 


Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu 
kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan 
keharusan dan paksaan. (Sebab pindah agama) hanya akan terwujud 
dengan alasan dan argumentasi. 


Sejalan dengan penafsiran as-Sabuni dan al-Maragi terha- 
dap Surah al-Bagarah/2 ayat 256 di atas, “Abdurrahman bin 
Nasir as-Sa'di menyatakan: 


NA 


ui Na aa JUSI AG era AYI (PAN IA JUS Sg i 


- o o 


Na) Bes Sa; EN alis zii C3 4A 43383 


Ç 
2g ANG aa Jyh JUKI cab GAN 23 YG 
~ ó Gta Du ais KG ki 55 ; Ó syi SY ale SY) 


16 BG Asa A pA GJ af GAN; aa | 


Ayat ini menjelaskan kesempurnaan ad-dinul-Islam (Agama Islam). 
Sungguh karena kesempurnaan dalil dan kejelasan ayat; karena eksis- 
tensinya sebagai agama rasional dan agama ilmu; sebagai agama fitrah 
dan kearifan; sebagai agama damai dan reformis; sebagai agama yang 
benar dan terbimbing: dan sebagai agama yang sempurna dan sejalan 
dengan fitrah manusia; maka Islam (memandang) tidak perlu memaksa 
manusia untuk masuk Islam (menjadi muslim). Paksaan hanya layak 
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(dalam agama) yang bertentangan dengan hati dan menafikan hakikat 
kebenaran: atau bagi agama yang argumentasi dan ayat-ayatnya 
tersembunyi. 


Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas bahwa dalam 
pandangan Al-Qur'an salah tujuan negara yang fundamental 
adalah bahwa negara menjamin tidak ada paksaan untuk 
menganut agama, lebih-lebih tidak ada paksaan untuk masuk 
Islam. M. Quraish Shihab berkata: 


Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan 
sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghen- 
daki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (Al-Ma'idah/ 5: 48). 
Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan 
dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti 
jika seseorang telah memilih akidah Islamiyah, maka dia terikat 
dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan 
perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar kete- 
tapannya. Dia tidak boleh berkata, “Allah telah memberi saya 
kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah.” Karena bila 
seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus me- 
laksanakan tuntunannya." 


c. Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik 
dan benar 

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan 
kehidupan beragama masyarakat, bagian yang ketiga adalah 
membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. 
Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah 
memberikan bimbingan, arahan, dan orientasi keislaman agar 
umat tidak hanya mengetahui agama, tetapi juga mengamalkan 
agama dengan mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan 
sosial yang terintegrasi secara simfoni. Sementara itu, dimensi 
eksternal bimbingan beragama bagi umat Islam adalah 
bimbingan, arahan, dan orientasi kehidupan beragama yang 
menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus 
dengan larangan Al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan 
simbol-simbol keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an 
yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama- 
agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar: 
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o Ang Gr 


SEE E a a 
JG a aan 
ES f SALTA KA Hi aa sah NAN E LA f < 


(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan 

yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” 
Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang 
Jang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. 
(al-Hajj/22: 40) 


Dalam ayat di atas penghormatan terhadap agama-agama 
di luar Islam dan simbol-simbol keagamaan mereka ditegaskan 
oleh Allah dalam ungkapan berikut: 


GPR Tan Ae ah 7A AN 27 A” 


NGA BA DATAN WA rk NAN; 
CL NAN G3 —X 


Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. 


Menurut Ibnu “Asyur, maksud ayat di atas adalah sean- 
dainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat 
ibadah kaum muslim, niscaya kaum musyrik akan melampaui 
batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah 
tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama 
selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga berten- 
tangan dengan kepercayaan kaum musyrik, sehingga akan diro- 
bohkan pula biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan 
masjid-masjid. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata ingin 
menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran agama yang 
bertentangan dengan ideologi kemusyrikan. ? 
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Pendapat ini jelas memosisikan agama-agama selain Islam 
dalam posisi yang juga harus mendapatkan penghormatan yang 
sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan 
simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus menda- 
patkan penghormatan dan perlindungan dari negara. Ayat ter- 
sebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan 
terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila di dalam 
masyarakat tersebut muncul kesadaran untuk saling menghormati 
keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah, Al-Qur'an mela- 
rang keras umat Islam untuk menghina atau merendahkan 
keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain sebagaimana 
dinyatakan di dalam Surah al-An“am/6: 108 berikut ini: 


As 


E 3 SS Je PARA WA EA SM LA, 
A 7 or pA z >? TAG > zgo yr A z „A 
azg gaya HER a AN iK 


Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuban tempat 
kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa 
Jang telah mereka kerjakan. (al-An“am/6:108) 


Menurut satu riwayat, asbabun-nugil ayat ini adalah adanya 
sebagian kecil orang-orang mukmin yang suka mengejek berhala- 
berhala tuhan kaum musyrik. Mendengar hal ini, mereka pun 
secara emosional mengejek Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ke- 
mudian mereka mengultimatum Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan orang-orang mukmin. Mereka berkata, “Wahai Muhammad 
hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, 
atau kami akan mencerca Tuhanmu?” Kemudian turunlah ayat 
di atas.” 

Kata tasubbu dalam ayat, terambil dari kata sabba yaitu 
ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, 
atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik 
hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar." Hal ini 
tidak berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang 
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dimaksud oleh ayat adalah seperti menyalahkan satu pendapat 
atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap 
satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang 
dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. 
Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, 
namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasil- 
kan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam 
datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditem- 
puh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi 
adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang 
awam sebagai pemenang. 

Dengan demikian, ayat ini secara tegas mengharuskan 
negara mengembangkan kehidupan beragama dengan menjamin 
kebebasan beragama dan membimbing umat beragama untuk 
dapat memelihara kesucian agamanya, dan guna menciptakan 
rasa aman, serta hubungan harmonis antar umat beragama. 
Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan 
kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa 
pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena 
agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati 
adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang 
mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah 
seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit 
mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan keper- 
cayaan yang telah ada di hadapannya. 


2. Melindungi segenap bangsa (warga negara) 

Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap 
bangsa dan seluruh warga negara. Konsep perlindungan meliputi 
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. 
Asy-Syatibi merumuskan prinsip melindungi segenap bangsa 
dan warga negara sebagai bentuk penghormatan dan perlin- 
dungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan lima 
pilar bimayat (perlindungan). Kelima pilar perlindungan tersebut 
merupakan tujuan syariat Islam yang juga merupakan salah satu 
tujuan negara. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan 
dengan al-kulliyyatul-khams (five universalis), yaitu: himayatud-din 
(memelihara agama), himayatun-nafs (melindungi jiwa), bimayatul- 
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aqi (memelihara akal/kecerdasan/intelek), himayatun-nasl (meme- 
lihara keturunan), dan himayatu-amwal (melindungi hak milik/ 
harta/pmperty). “ 

Tujuan negara yang berkenaan dengan himayaud-din 
(memelihara agama) sudah termasuk ke dalam tujuan negara 
yang diuraikan di atas, yakni berkenaan dengan ranah mengem- 
bangkan kehidupan beragama. Sementara itu, perlindungan 
negara terhadap segenap jiwa warga negara atau himdayatun-nafs 
(melindungi jiwa) dapat dilakukan dengan beragam bentuk. 
Antara lain dengan mengeluarkan undang-undang larangan 
penjualan manusia, terutama anak-anak dan perempuan, serta 
larangan yang tegas tentang tindakan aborsi. 


a. Mencegah dan menindak human trafficking (penjualan manusia) 

Human trafficking atau penjualan manusia menurut definisi 
yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), khu- 
susnya Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan 
Menghukum Trafficking terbadap Manusia, khususnya perempuan dan 
anak-anak, Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas 
Negara, adalah kegiatan yang meliputi: perekrutan, pengiriman, 
pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pe- 
maksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgu- 
naan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima 
bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang 
mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.” 

Penjualan manusia atau human trafficking umumnya terjadi 
pada masyarakat miskin. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, 
dan situasi psikologis menjadi salah satu sebab munculnya 
peluang buman trafficking atau perdagangan manusia pada bebe- 
rapa kasus di Indonesia maupun di mancanegara. 

Tujuan negara yang berkenaan dengan melindungi sege- 
nap bangsa dan seluruh warga negara mengharuskan negara 
yang memiliki kekuasaan yang penuh (Yull power), alat negara 
seperti tentara dan kepolisian, lembaga negara, dan kepala 
negara yang tegas dan berani, benar-benar menghormati 
manusia dan memuliakannya sebagaimana Allah menghormati 
manusia dan memuliakannya. 
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1) Allah menciptakan manusia dan memuliakannya 

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah. 
Kemuliaan manusia dapat dilihat pada beberapa kualitas, seperti 
kualitas fisik, kualitas intelek, kualitas emosi, dan kualitas 
spiritual. Ketika manusia belum menunjukkan kualitas intelek, 
emosi, dan spiritualnya secara seimbang, manusia tetap memiliki 
keunggulan dari segi anatomi dan kualitas fisiknya, yang tidak 
serta merta bisa diperlakukan seperti ternak, bisa dijadikan 
komoditas (barang dagangan) dan bisa diperjualbelikan. 

Ayat Al-Qur'an di bawah ini menjelaskan bahwa Allah 


memuliakan manusia: 
> 22 Teng, ta TA 
Pem yA BY Nak ad) 


Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4) 


Setelah Allah bersumpah dengan buah-buahan yang ber- 
manfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah menegaskan 
bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan 
psikis terbaik. Dari segi fisik, hanya manusia yang berdiri tegak 
sehingga otaknya bebas berpikir untuk menghasilkan ilmu, dan 
tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya 
itu, sehingga melahirkan teknologi. Bentuk manusia adalah yang 
paling indah dari semua makhluk-Nya. Dari segi psikis, hanya 
manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. 
Dan lebih-lebih lagi, hanya manusia yang beragama. Penegasan 
Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi 
fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan 
psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. 
Fisik manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan 
memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Psikis 
manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan agama 
dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia 
dipelihara dan ditumbuhkembangkan, maka manusia akan dapat 
memberikan manfaat yang besar kepada alam ini. Dengan 
demikian, manusia menjadi makhluk termulia.” 
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PER PES P PA ea 54 AP 
HA en PO GA 
Karai ii SANAN NG 
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka regeki dari 
Jang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Ista'/17: 70) 


Ibnu “Asyur menyatakan bahwa ayat di atas menghimpun 
lima kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. (1) at 
takrim, yakni bahwa Allah memuliakan manusia, (2) ak-taskhir fil- 
barri, yakni bahwa Allah menaklukkan alam agar bisa dilalui oleh 
manusia (dengan kendaraan) di darat, (3) at-taskhir fil-babri, yakni 
bahwa Allah menaklukkan alam agar bisa dilalui manusia 
(dengan kendaraan/perahu) di laut, (4) ar-riggi minak-tayyibat, yakni 
bahwa Allah memberi makan manusia dengan cara-cara yang 
baik, dan (5) at-tafdil, yakni bahwa Allah menciptakan manusia 
dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Nikmat Allah yang diberi- 
kan kepada manusia dalam bentuk at-takrim merupakan keisti- 
mewaan khusus yang diberikan Allah kepada anak cucu Nabi 
Adam dibandingkan dengan berbagai makhluk Allah lainnya di 
bumi. Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang 
paling mulia, baik secara fisik maupun psikis. Hewan tidak 
mengenal konsep kebersihan, pakaian, dan cara berpakaian. 
Tidak memperhatikan tempat makan, apalagi cara mendapatkan 
makanan dan minuman yang baik. Tidak bisa memperkirakan 
apa yang bermanfaat dan menimbulkan mudarat bagi dirinya. 
Tidak bisa merasakan dan memikirkan apa yang baik bagi 
dirinya sehingga terdorong untuk menambahnya. Tidak pula 
merasakan dan memikirkan apa yang buruk bagi dirinya 
sehingga berusaha untuk menjauhinya. 


2) Allah menciptakan manusia dan melarang membunuhnya 

Karena Allah memuliakan manusia, maka Allah pun di 
dalam Al-Qur'an sangat tegas mengharamkan membunuh 
sesama manusia, kecuali dengan alasan yang dibenarkan agama. 
Membunuh satu orang, menurut Al-Qur'an, sama dengan mem- 
bunuh seluruh umat manusia. 
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memeli- 
hara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah meme- 
lhara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang 
kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. 


Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas 
di bumi. (al-Ma'idah/ 5: 32) 


3.9 


Ibnu “Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi 
perumpamaan, bukan menilai bahwa membunuh satu orang 
sama dengan membunuh semua orang, akan tetapi bertujuan 
untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. 
Seorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada haki- 
katnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya 
untuk membalas dendam atas kewajibannya memelihara hak 
asasi manusia, serta kewajiban mengekang dorongan nafsu. 
Siapa yang memperturutkan kehendak hawa nafsu seperti itu, 
maka tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal yang serupa 
pada kesempatan lain, dan berulang-ulang walaupun dengan 
membunuh semua manusia.” 


3) Allah memuliakan manusia dan melarang menjualnya 
Tujuan utama syariat Islam, yang juga merupakan tujuan 
negara dalam pandangan Islam, menurut asy-Syatibi, adalah 
memuliakan manusia dan melindunginya dari kebinasaan. Beliau 
merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan syariat 
Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, 
terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan himayatun-nafs 
(melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan 
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negara dalam perspektif syariat Islam yang harus dilakukan oleh 
setiap aparatur negara.” Termasuk ke dalam perlindungan jiwa 
adalah melindungi manusia dari perbudakan, penjualan manusia, 
tindakan aniaya, dan kezaliman, terutama anak-anak dan perem- 
puan seperti termaktub pada ayat Al-Qur'an yang berikut: 
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aki = AALA AL 
KAG NG ENAK NE, ELSI 
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Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan 
Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, ber- 
buat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu 
karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang 
terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An'am/6: 151) 


M. Quraish Shihab merumuskan bahwa maksud dan 
kandungan ayat di atas adalah sebagai berikut: 


Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, “Marilah menuju 
kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan 
menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan 
memperkenankan apa yang kubacakan kepada kamu sebagian yang 
diharamkan, dilarang Tuhan: 

Pertama, dan paling utama adalah janganlah kamu memperseku- 
tukan sesuatu dengan-Nya, sesuatu dan sedikit persekutuan pun. 

Kedua, setelah menyebut (Allah) penyebab dari segala penyebab 
wujud dan sumber segala nikmat, disebutlah penyebab perantara 
yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib 
disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu perintah pertama dengan 
perintah kedua dirangkaikan dalam makna larangan mendurhakai 
mereka sedemikian tegas dengan perintah berbuat baik secara 
dekat dan melekat kepada kedua orang ibu bapak secara khusus 


2 


rig) 
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dan istimewa dengan berbuat kebaktian yang banyak lagi mantap 
atas dorongan rasa kasih kepada mereka. 

Ketiga, setelah menyebut penyebab perantara keberadaan manusia 
di pentas bumi, dilanjutkan dengan pesan berupa larangan 
menghilangkan keberadaan manusia itu, yakni: janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa 
kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka 
lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas 
diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah 
sumbernya. Kami akan menyiapkan sarana rezeki kepada kamu 
dan Kami akan siapkan untuk mereka; yang penting adalah kalian 
berusaha untuk mendapatkannya.” 


Pada ayat di atas, tersurat dengan sangat jelas bahwa salah 
satu faktor mendasar yang menjadi alasan kuat, masyarakat 
Arab Jahiliah pra-Islam membunuh anak-anak mereka, terutama 
anak perempuan adalah faktor kemiskinan. Perkataan al-imlaq, 
menurut Ibnu Manzur, berarti aliftigar, yakni mengakibatkan 
kefakiran. Selain itu, perkataan al-imlag juga berarti akifsad, yakni 
mendatangkan kehancuran atau kebinasaan.” Oleh sebab itu, 
menurut Ibnu Manzit perkataan £hasy-yata imlag (al-Isra'/17: 
31) berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia 
yang binasa.” Tindakan membunuh anak-anak perempuan yang 
dilakukan beberapa kabilah pada masyarakat Arab Jahiliah 
tersebut, menurut Al-Qur'an, “Sungguh merupakan suatu dosa 
besar,” (al-Ista'/17: 31), yakni tindak kejahatan kemanusiaan 
yang sangat biadab dengan alasan yang tidak mendasar, yaitu 
takut menjadi miskin. 

Pada zaman modern seperti sekarang pun, salah satu 
faktor mendasar yang menjadi akar terjadinya kasus-kasus 
pembunuhan, penculikan, dan penjualan manusia, terutama 
anak-anak dan perempuan, adalah faktor kemiskinan. 

Secara teknis, penjualan manusia atau human trafficking 
dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses, cara atau jalan, 
dan tujuan. Cara atau jalan yang ditempuh menuju praktik 
penjualan manusia dilakukan dengan ancaman, penggunaan 
kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, 
penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cara- 
cara tersebut bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an yang menolak 
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secara tegas terhadap hirabah, merampok dan membajak, yang 
kadang-kadang diikuti dengan pembunuhan. 

Para ulama fikih menyebut /irabah dengan istilah gatut 
tarig yang berarti merampok atau membajak untuk mendapat- 
kan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda 
berharga,” termasuk untuk mendapat anak atau perempuan 
yang bisa dijual atau untuk dieksploitasi. 

Pembahasan tentang /hirabah disebutkan secara tegas di 
dalam ayat Al-Our'an berikut ini: 
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Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atan dipo- 
tong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang 


bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ma'idah/5: 33-34) 


Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang 
kafir, khususnya berkenaan dengan sikap Abu Burdah al- 
Aslamiyyi yang mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam. Dalam dokumen perjanjian itu dise- 
butkan bahwa Abu Burdah tidak akan menyokong dan tidak 
akan menghalang-halangi orang-orang yang hendak berbuat 
jahat kepada Nabi Muhammad sa/lallah “alaihi wa sallam. Semen- 
tara itu, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam pun tidak akan 
merintangi orang yang hendak menemui Abu Burdah. Suatu 
ketika, beberapa orang melewati perkampungan Abu Burdah 
hendak menjumpai Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam. Pada 
saat itu Abu Burdah mengajak teman-temannya untuk mengha- 
dang para tamu Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam tersebut, 
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kemudian membunuh mereka dan mengambil harta kekayaannya. 
Dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan dan perampokan 
terhadap tamu Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam yang dila- 
kukan oleh Abu Burdah tersebut, Allah langsung menurunkan 
wahyu kepada Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam melalui 
Malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam bahwa Allah memerintahkan agar: (1) mereka yang 
membunuh dan merampok supaya dibunuh dan disalib; (2) me- 
reka yang membunuh, tetapi tidak merampok supaya dibunuh 
saja; (3) mereka yang merampok, tetapi tidak terbukti membu- 
nuh supaya dipotong tangannya karena telah mencuri harta dan 
dipotong kakinya secara silang karena telah mengganggu 
ketertiban umum dan menghilangkan rasa aman masyarakat.” 
Pemerintah, menurut Imam an-Nawawi, wajib segera 
menindak tegas para pelaku Arabah, karena tindakan hirabah 
mengganggu ketertiban umum, menghilangkan rasa aman, 
menghambat kegiatan masyarakat, serta merenggut nyawa yang 
tidak berdosa. Selengkapnya Imam an-Nawawi menjelaskan, 


“Terhadap orang-orang yang menghunus pedang dan meneror 
orang di jalan-jalan di tempat ramai maupun di tempat sunyi, maka 
pemerintah wajib menindaknya. Sebab kalau para pelaku hirabah 
ini dibiarkan, pasti akan semakin kuat pergerakan teror tersebut 
dan korban jiwa serta harta akibat tindakan Arabah itu akan 
bertambah banyak. Jika para pelaku /irabah sudah bisa ditangkap 
sebelum berhasil merampas harta dan membunuh jiwa, maka 
sanksi hukumnya adalah zair dan penahanan atas kebijakan 
pemerintah, sebab tindakan ini sudah masuk dalam kategori 
sebuah kemaksiatan besar. Sebaliknya, jika para pelaku hirabah 
sudah mengambil sejumlah harta yang jumlahnya telah mencapai 
nisab pencurian, maka pemerintah wajib menghukum para pelaku 
birabah itu dengan memotong tangan kanan dan memotong kaki 
kiri secara silang.” 


Mafia penjualan anak dan perempuan sudah menjadi 
masalah sosial yang akut, bahkan mengancam keselamatan kita 
setiap saat. Mereka ada di sekitar kita dan terus mengancam 
anak-anak kita sehingga setiap orang tua harus meningkatkan 
kewaspadaan. Pemerintah juga harus mengubah paradigma ber- 
pikirnya dari pola lama yang menunggu laporan kepada pola 
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baru yang menjemput bola. Tindakan preventif dan promotif 
harus dibudayakan, tetapi juga tidak mengurangi tindakan 
kuratif dengan menegakkan ketegasan dan kepastian hukum. 


b. Mencegah dan menindak pelaku aborsi 

Aborsi (Inggris: abortion, Latin: abortus) berarti keguguran 
kandungan. Dalam bahasa Arab aborsi disebut isgatul-haml atau 
al-ijhad, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi ada dua 
macam, yaitu aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja 
(spontaneous abortion/ ijhidux-zar) dan pengguguran yang dilakukan 
karena disengaja (provocatus/ ijhadul-ikhtiyari). Menurut istilah ke- 
dokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi 
(28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.” 
Sejalan dengan pengertian aborsi di atas, Dr. dr. Sardjana, Sp. 
OG, S.H. menjelaskan bahwa aborsi adalah tindakan penghen- 
tian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup 
di luar rahim ibunya, yaitu pada usia janin di bawah 28 minggu. 
Penghentian kehamilan pada usia di atas 28 minggu tidak lagi 
disebut aborsi, tetapi infantisida (infanticide) atau pembunuhan 
bayi yang di negara mana pun pasti dilarang.” 

Sementara itu, menurut Fact About Abortion, Info Kit on 
Women's Health oleh Institute for Social Studies and Action, Maret 
1991, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan 
setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim 
(uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu." Dalam 
pada itu, Prof. Dr. dr. Gulardi H. Wiknjossastro, Bagian Obstetri 
dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 
menjelaskan bahwa aborsi adalah berhentinya (mati) dan 
dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari 
haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500 gram atau 
panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya, abortus 
terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Angka kejadian abortus 
spontan ialah 15%, bahkan bila diselidiki pada seluruh haid yang 
terjadi, ada kemungkinan angka tersebut menjadi 40% bila 
mengikutsertakan hasil konsepsi yang larut dengan haid.” 
Menurutnya, kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh 
kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh 
infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit 
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atau kromosom, tidak memungkinkan mudgah untuk tumbuh 
normal, kalau juga berlangsung, maka janin akan lahir cacat.” 

Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat dirangkum 
bahwa aborsi atau abortus adalah pengguguran janin dalam rahim 
atau penghentian kehamilan dengan cara tertentu setelah terta- 
namnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), 
sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu atau di bawah 28 
minggu dihitung sejak haid terakhir. 

Para ulama sepakat bahwa awal kehidupan manusia 
dimulai sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan 
sperma yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Meskipun 
pada fase ini Allah belum meniupkan roh ke dalam janin, akan 
tetapi tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada fase ini 
sudah merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang hukum- 
nya haram, sebab pada fase kehamilan ini sudah ada kehidupan 
pada embrio (janin) yang sedang mengalami pertumbuhan dan 
persiapan untuk menjadi manusia baru yang dalam syariat Islam 
wajib dihormati dan dilindungi eksistensi dan kelangsungan 
hidupnya (bimayatun-nafs). 

Pendapat di atas dikemukakan antara lain oleh al-Gazali, 
Ibnu Hajar, dan Syekh Mahmud Syaltut. Mereka berpendapat 
bahwa aborsi haram secara mutlak, baik sesudah maupun 
sebelum Allah meniupkan roh ke dalam janin. Mereka meng- 
haramkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum Allah 
meniupkan roh ke dalam janin, karena sesungguhnya pada janin 
(embrio) sudah ada kehidupan (baya?) yang patut dihormati. Saat 
itu embrio sudah hidup dalam pertumbuhan dan persiapan. (an- 
numuwwu wali dad). Pengguguran kandungan (aborsi) pada masa 
perkembangan kandungan merupakan tindak pidana (jinayah), 
makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat 
pula tindak pidana Ginayah)-nya, dan yang paling besar tingkat 
tindak pidana Ginayah)-nya, adalah pengguguran terhadap janin 
yang sudah siap lahir dalam keadaan hidup.” 

Pandangan bahwa embrio yang sedang mengalami per- 
tumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru sudah 
memiliki kehidupan (al-hayaf), meskipun Allah belum meniup- 
kan roh ke dalam embrio tersebut bukan hanya pendapat jumhur 
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ulama, tetapi juga pendapat para ahli embryology, yakni para 
dokter ahli obstetri dan ginekologi. Pandangan jumhur ulama yang 
sejalan dengan pandangan para dokter ahli obstetri dan ginekologi 
tersebut menguatkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 
dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 bahwa aborsi diharam- 
kan secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah 
meniupkan roh ke dalam janin (embrio) tersebut. MUI berpenda- 
pat bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah sebuah proses 
yang dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, 
pengguguran kandungan (aborsi) sejak terjadinya pembuahan 
hukumnya haram. Tindakan aborsi ketika kandungan bertambah 
besar, makin besar pula tindak pidananya, dan makin besar pula 
dosanya. Apalagi tindakan aborsi yang dilakukan setelah janin 
(embrio) tersebut bernyawa merupakan tindakan pembunuhan 
dan kejahatan kemanusiaan yang berat. Terlebih lagi, membunuh 
bayi setelah lahir merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan 
yang sangat biadab, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap, di 
luar perkawinan yang sah, karena setiap bayi yang lahir dalam 
keadaan suci dan tidak berdosa," yang dalam syariat Islam wajib 
dihormati dan dilindungi kelangsungan hidupnya (bimayatun-nafs). 

Untuk mencapai tujuan negara yang kedua, melindungi 
segenap bangsa dan seluruh warga negara, terutama berkenaan 
dengan mencegah dan menindak pelaku aborsi, negara perlu 
bertindak cepat dan akurat dengan: 

Pertama, meningkatkan penyuluhan terpadu meliputi aspek 
kesehatan reproduksi, aspek fikih, dan aspek hukum kepada 
kaum ibu muda dan remaja putri tentang bahaya tindakan 
aborsi dari segi kesehatan (aborsi yang tidak aman) yang 
mengancam keselamatan nyawanya. Demikian juga perlu terus 
menjelaskan akibat hukum bagi pelaku aborsi menurut hukum 
positif yang berlaku di Indonesia dan menurut syariah Islam 
yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. 

Kedua, menganalisis dan memetakan masalah-masalah 
sosial yang menjadi latar belakang tindakan aborsi di kalangan 
remaja putri dan kaum ibu muda, serta memotong mata rantai 
dengan memberikan solusi yang tuntas terhadap kemiskinan. 
Sebab tindakan aborsi lebih banyak disebabkan oleh faktor 
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kemiskinan. Maka pemberdayaan duafa yang disatupaketkan 
dengan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, 
fikih, dan hukum menjadi solusi yang tepat dan akurat. Hal ini 
harus menjadi gerakan nasional dan menjadi agenda lembaga 
pemerintah lintas kementerian yang melibatkan seluruh kompo- 
nen bangsa. 

Ketiga, negara harus melakukan langkah-langkah strategis 
dalam mencegah tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu 
muda. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Menghapuskan tayangan media massa, cetak maupun elek- 
tronik, yang mendekati perzinaan 

Langkah ini merupakan tindakan preventif yang bernilai 
strategis dan fundamental. Dikatakan strategis dan fundamental 
karena mencegah tindakan aborsi pada tingkat akar masalah. 
Menurut para ahli ilmu sosial, seperti disebutkan di atas, salah 
satu faktor penyebab tindakan aborsi di kalangan remaja adalah 
hamil yang tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) karena terjadi 
di luar nikah. Al-Qur'an menegaskan: 


Pei LAGU MN TING Ah a 

KAWIN NEREA LONEN) S9 
Dan janganlah kamu mendekati gina; (Zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra'/17: 32) 


Adapun yang dimaksud dengan zina adalah hubungan 
seksual antara laki-laki dan perempuan atau intercourse (sanggama) 
tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan mendekati zina adalah semua tindakan yang menjurus 
kepada perbuatan zina, antara lain melakukan ciuman bibir 
dengan lawan jenis, melakukan ciuman dalam, meraba alat vital 
lawan jenis, menyenggol, memegang, meraba, dan membelai 
bagian tubuh yang peka milik lawan jenis, bahkan berdua-duaan 
dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat sepi pun 
sudah termasuk tindakan mendekati zina. 

Menurut “Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, larangan 
mendekati zina, pada ayat di atas, lebih mendasar daripada 
semata-mata melarang melakukan zina, karena, menurutnya, 
larangan mendekati zina meliputi larangan terhadap tindakan- 
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tindakan pendahuluan sebelum melakukan hubungan seksual, 
seperti disebutkan di atas, dan berbagai tindakan yang mendo- 
rong orang berzina tanpa mampu mengendalikan libido seksual- 
nya. Beliau mengutip kaidah usil figh ol A53 AH Ji as i 
43 kii yang berarti: barangsiapa yang menggembala (ternak) di 
sekitar tapal batas (daerah terlarang), maka amat sangat dikha- 
watirkan terjerumus ke daerah terlarang tersebut.” Sementara 
itu, Allah menyifati zina dengan kana fahisyah, yakni suatu 
perbuatan keji karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang 
keji menurut pandangan agama dan keji juga menurut penilaian 
akal sehat, serta keji pula menurut penilaian nurani yang suci (a/- 
fitrah). Di dalam perbuatan zina itu ada unsur pelecehan terhadap 
hak Allah, perempuan, keluarga perempuan, suami perempuan 
yang berzina (jika bersuami), menghancurkan ikatan suami-istri, 
dan mengacaubalaukan garis keturunan. Melakukan zina berarti 
menempuh jalan hidup yang berbahaya dan menjerumuskan 


pelakunya ke dalam dosa besar." 


2) Menyadarkan kaum perempuan muslimah yang sudah 
dewasa untuk berpakaian yang menutup aurat 

Langkah ini merupakan langkah strategis dan mendasar 
untuk mengurangi kasus perzinaan yang mengakibatkan hamil 
di luar nikah. Sebab memakai pakaian yang menutup aurat 
merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah melalui Nabi 
Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam untuk disampaikan kepada 
istri-istri beliau, putri-putri beliau, dan seluruh perempuan yang 
beriman. Allah berfirman: 


2 280 2 yrr A KIE 
Abi T 4 KELISA 
CS Aa ar r 


EIEE NG AS MEA AAN 


Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah 
untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 59) 
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Istilah aurat menurut kebahasaan berarti malu, aib, dan 
buruk. Istilah aurat ini berasal dari perkataan 558 (amira) yang 
berarti hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu 
hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya 
perkataan “wira mengandung makna yang tidak baik dipandang, 
memalukan, dan mengecewakan." Selain itu dapat pula ditam- 
bahkan bahwa istilah aurat berasal dari perkataan ss! (awara) 
yang berarti sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.” 
Dengan demikian, aurat adalah anggota tubuh yang harus di- 
tutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan sesuatu yang me- 
malukan. 

Sementara itu dalam istilah agama, batas aurat perempuan 
berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram-nya adalah 
seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, 
berpakaian menutup aurat adalah berpakaian yang menutup 
seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan kedua telapak 
tangan. Pakaian yang demikian dinamakan busana muslimah. 

Jika berbusana yang menutup aurat menjadi gerakan 
nasional yang didukung penuh oleh kesadaran orang tua, guru, 
tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan 
terutama para perempuan muslimah itu sendiri, maka perilaku 
seksual yang menyimpang di kalangan remaja yang berdampak 
pada tingginya angka kehamilan yang tidak dikehendaki 
(unwanted pregnancy) karena terjadi di luar nikah akan berkurang. 
Pada gilirannya, fenomena tindakan aborsi di kalangan remaja 
akan menurun drastis. 


3) Melaksanakan undang-undang tentang pornografi dengan 
konsisten 

Jika para penegak hukum, ulama, dan umara, serta seluruh 
komponen bangsa memiliki persepsi yang sama bahwa melak- 
sanakan Undang-undang tentang Pornografi merupakan per- 
juangan untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang ber- 
moral dan bermartabat, maka perilaku seksual yang menyim- 
pang di kalangan remaja yang berdampak pada tingginya angka 
hamil di luar nikah akan berkurang. Langkah ini secara tidak 
langsung akan menurunkan tindakan aborsi di kalangan remaja. 
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4) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama di kalangan 
remaja dan ibu-ibu muda 

Bimbingan dan penyuluhan agama dengan metodologi 
yang intensif, mengenai sasaran secara tepat dan akurat, serta 
menggunakan media dan komunikasi yang efektif; akan me- 
nguatkan kesadaran beragama di kalangan remaja dengan baik. 
Indikator tingkat keberhasilan bimbingan dan penyuluhan agama 
tidak hanya diukur dengan meningkatnya tingkat disiplin 
melaksanakan salat lima waktu, akan tetapi terlihat pula pada 
menurunnya angka hamil di luar nikah; dan berbagai perilaku 
penyimpangan seksual yang dikategorikan mendekati perbuatan 
zina sebagaimana telah disebutkan di atas. Langkah ini secara 
tidak langsung akan berdampak pada pengurangan tindakan 
aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. 


5) Meningkatkan kesadaran remaja dan ibu-ibu muda bahwa 
tindakan aborsi itu kejahatan kemanusiaan, tindakan biadab 
dan pembunuhan terhadap janin 

Dengan menghindari gaya hidup hedonisme yang ber- 
orientasi pada upaya mengejar kepuasan, kelezatan, dan kenik- 
matan seksual semata-mata yang menghalalkan segala cara, 
termasuk menyelesaikan kasus hamil di luar nikah dengan jalan 
aborsi, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang 
bermoral dan bermartabat. Kita harus berpikir ulang jika ada 
dorongan untuk melakukan tindakan yang mendekati zina. Kita 
pun harus berani bertindak rasional dengan kesadaran bahwa 
menggugurkan kandungan hasil hubungan di luar nikah adalah 
tindakan bodoh, karena tindakan ini ibarat pepatah “sudah jatuh 
tertimpa tangga”. Sudah berdosa dengan berzina, bertambah 
dosa dengan menggugurkan kandungan, bahkan dengan predikat 
baru sebagai pembunuh anak kandung. 


6) Menyadarkan para dokter ahli kandungan, bidan, petugas ke- 
sehatan, dan dukun untuk tidak mencoba membantu siapa pun 

di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan 
Membantu tindakan aborsi, menurut Al-Qur'an, sama 
dengan melakukannya. Perlu senantiasa menyadari bahwa 
hukuman di dunia yang disebutkan di dalam pasal-pasal KHUP 
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cukup berat, tetapi hukuman Allah di akhirat lebih berat bagi 
pelaku yang melakukan maupun membantu tindakan aborsi 
yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan tindakan 
pembunuhan yang berdarah dingin. Al-Qur'an menegaskan 
larangan ini pada ayat berikut: 


53 sea AG LP AA? 5 Pa BALA SG un KA BAL 
ani am 9319 DAN depo » Ela AI Jelas 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 


(al-Ma'idah/5: 2) 


Tindakan menggugurkan kandungan sudah jelas merupakan 
perbuatan dosa, yang di dunia diancam dengan hukum berat, 
seperti dijelaskan di dalam pasal-pasal KUHP di atas. Dalam 
pandangan Al-Qur'an, tindakan aborsi merupakan tindakan 
pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan. Maka, para dokter ahli 
kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun yang mem- 
bantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugur- 
kan kandungan termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. 
Pada Surah al-Ma'idah/5 ayat 3 di atas, Allah pun mengingatkan 
manusia bahwa sungguh Allah sangat berat siksa-Nya di akhirat. 


7) Menyadarkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, 
hakim, dan penasihat hukum agar memiliki kemantapan 
sikap, keteguhan hati, dan integritas moral dalam menegak- 
kan hukum bagi pelaku tindakan aborsi, serta menindak 
tegas penegak hukum yang bermain mata dengan para 
pelaku kejahatan. Pasal-pasal yang tegas dan jelas tentang 
hukuman bagi pelaku kejahatan menjadi tidak berarti, jika 
mentalitas para penegak hukum lemah dan goyah dengan 
suap yang menggiurkan. 


3. Memajukan kesejahteraan umum 

Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan 
umum bagi seluruh rakyat. Tujuan ini tersirat pada ayat 
Al-Qur'an berikut ini: 
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Aot WE ga Pa > a) A Ba > (3 LA 
KUS Ga CAN KAL agan Sela MSI 
23: 
— 


TIPE LA IOI 2-2 


NONA LNG EN NG 
Dan kepada kaum Samid (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan 
menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mobonlah ampunan kepada- 
Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat 
dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)” 
(Hud/11: 61) 


Ungkapan z gank | pada penggalan ayat di atas terdiri dari 
(AN jani -$ yang berarti 
memakmurkan daa menyuburkan. Di “2 para ulama ada 
yang memahami huruf hamzah, sin, dan ta' yang menyertai kata 
ista'mara dengan arti perintah sehingga penggalan ayat tersebut 
berarti: Allah telah memerintahkan manusia untuk memakmur- 
kan bumi dan isinya, atau berarti penguat, yakni Allah men- 
jadikan manusia benar-benar mampu memakmurkan bumi." 
“Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di memahami penggalan 
ayat Qè 3 ss (dan Dia telah menjadikan kamu orang-orang 
yang memakmurkan bumi) dalam pengertian G2? Kasat (dan 
Dia telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi)," 
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Surah al- 
Bagarah/2: 30 sebagai berikut: 


janda bea aa 


SA 


AWU A A a 27 gu 20 aa rana 22 44 hye 24 
POSEA 


gee 


Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
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nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30) 


Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dengan 
tugas utama memakmurkan bumi bagi kesejahteraan manusia. 
Perkataan khalifah secara kebahasaan berarti yang menggantikan 
atau yang datang sesudah yang datang sebelumnya. Atas dasar 
uraian kebahasaan ini, para ulama memahami bahwa perkataan 
khalifah pada ayat ini dalam arti yang menggantikan Allah dalam 
menegakkan kehendak-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak 
mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. 
Tidak! Allah bermaksud dengan pengangkatan itu untuk menguji 
manusia dan memberinya penghormatan sebagai pengganti atau 
wakil Allah di bumi.” Ahmad Mustafa al- -Maragi mendefinisikan 
khalifah adalah: ANG Sg sa K5 3 Al Ba 1225 (khalifah adalah 
pengganti atau wakil Allah dalam melaksanakan perintah-perintah- 
Nya di antara manusia).” 

Dengan demikian, konotasi makna khalifah dalam 
Al-Qur'an mengacu kepada setiap manusia secara universal. 
Sementara itu dalam khazanah peradaban Islam, khalifah berarti 
kepala negara. Istilah ini bermula dari kedudukan Abu Bakar as- 
Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjadi kepala negara dan pemerintahan setelah beliau wafat 
tahun 632/11 H. 

Dari penjelasan di atas, kita dapat merumuskan bahwa 
maksud Surah Hūd/11 ayat 61 di atas menegaskan bahwa Allah 
telah menjadikan manusia secara keseluruhan sebagai penghuni 
bumi dengan tugas pokok menguasai dan memakmurkan bumi. 
Dalam pada itu, negara, sebagaimana disebutkan di atas, adalah 
sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum 
dalam wilayah tertentu. Negara juga, sebagaimana dikatakan 
oleh Woodrow Wilson adalah badan atau lembaga yang mewa- 
dahi rakyat, yang secara politik diorganisir di bawah satu 
pemerintahan. Secara logika, jika Allah menjadikan umat manusia 
sebagai penduduk bumi dengan tugas pokok memakmurkan 
bumi, maka negara yang merupakan wadah, badan, atau organi- 
sasi tempat manusia hidup bersama dan bersepakat mendirikan 
negara tersebut, memiliki tugas pokok yang sama, yakni memak- 
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murkan bumi untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menetap 
di wilayah tersebut. 

Sementara itu, Ahmad Mustafa al-Maragi ketika menafsirkan 
penggalan ayat yang berbunyi K KAA, menyatakan bahwa 
maksud penggalan ayat tersebut adalah menjadikan kamu orang- 
orang yang memakmurkan bumi dengan menjadi petani, peng- 
rajin, dan arsitek, sebagaimana tergambar pada ayat yang berikut: 

GAN SEA 
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, (yang didiami) dengan 
rasa aman. (al-Hijr/15: 82)" 


Memajukan kesejahteraan umum dengan memakmurkan 
bumi yang menjadi salah satu tujuan negara itu berarti negara 
berkewajiban mengelola sumber-sumber kekayaan alam untuk 
memenuhi hajat hidup rakyat agar terbebas dari kelaparan dan 
dari perasaan takut dan cemas. Pejabat negara yang membiarkan 
pihak-pihak asing menguasai sumber-sumber kekayaan alam, 
atau menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada pihak 
swasta sehingga tidak mendatangkan manfaat apa pun bagi 
kepentingan rakyat termasuk berbuat zalim, karena memiliki 
kekuasaan, tetapi tidak memiliki semangat jihad dan komitmen 
untuk mewujudkan tujuan negara, yakni memakmurkan bumi 
bagi kepentingan rakyat. 

Al-Qur'an menegaskan ada dua kondisi fundamental yang 
menjadi syarat mutlak dalam memajukan kesejahteraan umum 
bagi seluruh rakyat. Kedua keadaan yang fundamental itu adalah 
rakyat terbebas dari kelaparan dan ketakutan. Hal ini ditegaskan 
pada ayat yang berikut: 


IT 22 A ASI >A >s 281181 y KA 
PAK 


(Allah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilang- 
kan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Quraisy/ 


106: 4) 


Ketersediaan pangan, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut 
ar-rigg, yang cukup dan rasa aman dari segala bentuk ketakutan, 
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menurut as-Sa“di, merupakan kenikmatan duniawi yang paling 
besar yang mengharuskan setiap orang bersyukur kepada 
Allah.” Keduanya tidak akan muncul tiba-tiba, tanpa usaha dan 
perjuangan. Pejabat negara berkewajiban menjamin tersedianya 
bahan pangan dengan membimbing para petani guna mening- 
katkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian untuk memperkuat 
ketahanan pangan. 

Salah satu tujuan negara, menurut Al-Qur'an, adalah 
mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir batin. 
Konsep kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur'an adalah konsep 
kesejahteraan komprehensif, yakni kesejahteraan yang dibangun 
di atas lima pilar kualitas kehidupan, meliputi kualitas fisik, 
kualitas intelek, kualitas emosi, kualitas spiritual, dan kualitas 
sosial. Kelima kualitas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan 
sandang, papan, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, hiburan 
dan lingkungan hidup sebagaimana tersirat pada ayat Al-Qur'an 
di bawah ini: 

SIP Ca PAS PUAN SETAN, 2 AN Pn ak 
SS Sal lea Ser AN AG 


PERAN B ocho AKAN da 


Dab Ong kab Sah Ala SA, 


Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat 
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 
kiri, (kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) 
adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun. (Saba'/34: 15) 


Kerajaan Saba' yang dipimpin Ratu Balgis merupakan 
model negara yang berhasil membangun pertahanan keamanan 
yang tangguh, sekaligus berhasil meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Keberhasilan membangun pertahanan keamanan dise- 
butkan di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut: 


PAN Pan i MALU NS BASAH 27 AG 
NO GA BA a 


GATAL GI OT 


OA NGANA NDA AKA AJA 
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Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar 
biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka 
pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.” Dia (Balqis) 
berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, 
mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang 
mulia jadi bina; dan demikian yang akan mereka perbuat. (an- 
Naml/27: 33-34) 


Sementara itu, keberhasilan Kerajaan Saba' dalam mem- 
bangun kesejahteraan rakyat tercermin pada ayat Al-Qur'an di 
atas, antara lain: rumah kediaman rakyat yang dilengkapi taman 
yang indah, tersedianya sumber makanan dan minuman, yang 
secara umum tercakup pada penggalan ayat 4gb sal (negeri 
sejahtera). Misi Nabi Sulaiman hanyalah menyempurnakan kese- 
jahteraan yang sudah berhasil dibangun dengan iman dan takwa 
kepada Allah supaya penduduk Negeri Saba' menjadi manusia 
yang bersyukur kepada Allah dan pada gilirannya Allah mem- 
berikan ampunan kepada mereka sebagaimana tercermin pada 
penggalan ayat 744 č (dan Tuhanmu) adalah Tuhan Yang 
Maha Pengampun. Maksudnya, jika penduduk Saba' beriman 
dan bertakwa, serta bersyukur kepada Allah, maka Allah akan 
memberikan ampunan kepada mereka. 

Menurut Al-Qur'an, ada dua model landasan filosofis 
sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh warga negaranya. Kedua model tersebut adalah: 

Pertama, model yang ditawarkan para nabi dan rasul, yakni 
dengan landasan iman dan takwa, sebagaimana tersurat pada 
ayat Al-Qur'an berikut: 


PAM LA 


PNG KAN ara PENA MANA 
Aa Sa pa Ma Ap 


Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka 
sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (A-A'raf/7: 96) 
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Kedua, model masyarakat sekuler yang meninggalkan aga- 
ma, yakni membangun kesejahteraan sosial berdasarkan nilai- 
nilai humanisme seperti rasionalitas, etos kerja, perencanaan, 
kompetensi dengan penguasaan sains dan teknologi, tetapi tanpa 
iman dan takwa seperti tercermin pada ayat Al-Qur'an berikut: 


» AAA > r I o mé AER 
RIS EEEN ENOCE, 
MAA AIA GG E 


Sa bh Pn 


Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) uniuk 
mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah 
diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka 
ketika itu mereka terdiam putus asa. (Al-An'am/6: 44) 


A 


Model pertama membangun kesejahteraan rakyat dengan 
meningkatkan kualitas iman dan takwa. Dalam model ini, 
negara berperan aktif dalam membangun sarana dan prasarana 
kehidupan beragama pada satu sisi, sementara pada sisi yang 
lain negara pun berperan aktif dalam membimbing kehidupan 
beragama yang kondusif bagi kehidupan modern. Agama bukan 
hanya dijadikan bahan kajian, tetapi juga agama berfungsi dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama benar-benar 
difungsikan sebagai bimbingan, orientasi atau arahan yang jelas 
bagi segenap warga negara, terutama para pejabat negara, dalam 
mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agama tidak 
hanya dijadikan pembenaran dalam kebijakan politik peme- 
rintahan, akan tetapi agama menjadi ukuran kebenaran para 
pejabat negara dan elite pemerintahan dalam mengukur dan 
menimbang berbagai persoalan negara. 

Model kedua adalah model masyarakat modern yang 
membangun kesejahteraan, bahkan mengatur negara dan peme- 
rintahan tanpa dasar agama. Agama tidak terlibat dalam wilayah 
publik, karena para pemikir, negarawan, dan tokoh masyarakat 
mendorong dan memosisikan agama pada wilayah privat. 
Agama benar-benar menjadi etika individual dan eksis pada 
kehidupan spiritual masing-masing warga negara. Dengan 
model kedua dalam memajukan kesejahteraan umum sebuah 
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negara, mungkin saja tercapai kesejahteraan yang bersifat 
kebendaan, tetapi pada waktu yang sama negara terseret jauh ke 
dalam krisis kemanusiaan sehingga manusia yang sejahtera 
secara kebendaan hakikatnya tercabut dari akar kemanusiaan, 
sehingga menjadi manusia yang mengalami dehumanisasi. 

Salah satu contoh negara yang mengalami krisis 
kemanusiaan adalah negara yang para pejabat dan rakyatnya 
terkena penyakit arogansi terhadap tawaran Allah guna men- 
jalani hidup dengan iman dan takwa, sebagaimana tersirat pada 
ayat Al-Qur'an berikut: 


PRR RE - ANAK HA 

Ka ANG D) kas D) WA A z 
BERANG Ana AN G3 Bat EAE KG 
Zes >r 
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 
yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah 
ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat- 
nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana 


kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an- 
Nahl/16: 112) 


: 


ng Aak KAMB RE 


AA EA IIA 7 


Menurut as-Sa'di, negeri yang dimaksud pada ayat di atas 
adalah kota Mekah. Negeri yang aman lagi tenteram. Tidak ada 
seorang pun dari penduduknya yang tergerak untuk melakukan 
agitasi, menimbulkan kemarahan publik, karena masyarakat 
Arab Jahiliah mengharamkannya. Ketika salah seorang mereka 
menemukan orang yang membunuh bapak dan saudaranya, 
maka orang itu pun tidak melakukan tindakan anarkis, padahal 
pada masyarakat Arab perlindungan terhadap marga dan harga 
diri kearaban sangat kuat. Kota Mekah pun berhasil mewujud- 
kan keamanan yang prima bagi seluruh penduduknya, yang 
tidak pernah dicapai oleh kota lainnya (pada waktu itu). Demi- 
kian juga soal ketersediaan pangan. Kota Mekah adalah negeri 
yang tidak memiliki tanaman dan pepohonan, tetapi Allah 
memberikan kemudahan bagi penduduk Mekah sehingga buah 
dan bahan makanan mengalir ke kota itu dari berbagai tempat 
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dengan melimpah ruah. Lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
datang memperkenalkan sikap amanah dan kejujuran, serta 
mengajak mereka menyempurnakan kebaikan mereka dengan 
iman dan melarang mereka dari tindakan yang biadab. Mereka 
mendustakan dan menolak kenikmatan yang dibawa Rasulullah 
sallallahu alaihi wa sallam tersebut, maka Allah menimpakan 
kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan sebagai 
kebalikan dari rasa aman dan tenteram, karena kekufuran dan 
ketidaksyukuran mereka. “ 

Pandangan as-Sa'di tentang kota Mekah sebagaimana 
digambarkan di atas sejalan dengan firman Allah yang 
menyatakan: 


Oa YA Ng ma 


Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), dan engkau (Muhammad), 
bertempat di negeri (Mekah) ini. (al-Balad/90: 1-2) 


nm AN 


MANA, 
Dan demi negeri (Mekah) yang aman ini. (at-Yin/95: 3) 


Kota Mekah dipilih oleh Al-Qur'an menjadi salah satu 
model kota yang aman yang memberikan ketenteraman bagi 
penduduknya. Penyebutan model ini merupakan isyarat 
Al-Qur'an bahwa salah satu tujuan negara adalah terciptanya 
rasa aman dan ketertiban umum bagi seluruh warga negara, 
serta melindungi seluruh tumpah darah dari berbagai gangguan 
keamanan dengan mengupayakan ketahanan fisik, ketahanan 
mental ideologi, ketahanan budaya, dan ketahanan pangan bagi 
seluruh rakyat. 

Al-Qur'an pun mengisyaratkan bahwa keamanan dan 
ketertiban umum itu hanya akan terwujud di sebuah negara, 
apabila upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 
umum itu menjadi tekad seluruh warga negara. Hal ini oleh Ir. 
Soekarno, Presiden RI pertama, disebut sistem keamanan rakyat 
semesta. Rakyat dan pejabat negara, serta seluruh komponen 
masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan keamanan dan 
ketertiban umum dengan berdasarkan iman dan takwa. 
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Sebaliknya, jika pejabat negara dan rakyat jauh dari agama dalam 
memakmurkan kesejahteraan umum, maka proses dehumanisasi 
yang membawa kehancuran itu akan menjadi kenyataan. 
Apabila kemusyrikan yang merupakan penyimpangan serius dari 
prinsip tauhid, dipelihara dengan alasan memelihara kearifan 
lokal dan melestarikan kebudayaan spiritual para leluhur yang 
sarat dengan kemusyrikan dengan alasan melestarikan nilai-nilai 
luhur bangsa; maka kita seakan-akan sedang menggali kuburan 
bagi kehancuran negara, karena kehidupan kita dalam berma- 
syarakat dan bernegara semakin jauh dari ajaran Islam. 


4. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehi- 
dupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai, apabila negara 
memerhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga 
negara. Al-Qur'an memandang bahwa mendidik umat manusia 
merupakan misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu 
alaibi wa sallam dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul 
maupun dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara di 
Medinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedi- 
kasikan untuk mendidik dan membimbing umat. Para ulama 
mewarisi Nabi sallallahu “alaihi wa sallam dalam membimbing 
umat, sedangkan #/u/ amri atau pejabat negara, mewarisi Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menyelenggarakan pendidikan 
yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerin- 
tah dalam menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan 
bangsa bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga melanjutkan 
misi dan perjuangan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam. 

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mendidik umat manusia 
Da pada kandungan ayat Al-Qur'an berikut: 


AN KG Mz A KA Keg ACA Pen f2 ks pa TA 
Ah Zs 7z 
HA a S PIE AN Wa : = PWA SI 


Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) 
dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan 
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kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah 
(Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (al- 
Baqarah/2: 151) 


Salah satu misi Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam 
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu sekalian. Penggalan 
ayat ini menurut al-Maragi berarti bahwa Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam: 


EA Ja dj Kuis GAN II Ss ad ui KG ji 35 


Ji es) ciag JIWAN ca Uts ES 5 i D a ag 
MAN Sa 3 Ha BUAH ses a AN 26 alis Je 


Dia membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, membimbing kamu 
kepada kebenaran, dan menunjukkan kamu kepada jalan yang membawa 
kepada kebenaran. Ayat yang dibacakan itu meliputi ayat-ayat kitab 
(ayat Our'aniyah) dan ayat-ayat lainnya (ayat kauniyah/ alam semesta) 
Jang menjadi dalil dan bukti atas kemahaesaan dan kemahakuasaan 
Allah subhanahu wa ta'ala serta keserasian manajemen (pengelolaan) 
langit dan bumi. 


Sementara itu, ar-Razi dalam menafsirkan penggalan ayat 
Li Kie pE (membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu 
sekalian) di atas menyatakan: 


PA 
$ 


C ÉI da ii D AN Bi a Í Isu 
a a gn 
gi sas 3 aii da Ya KA di giii aa 
B1 3 z= 


Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu nikmat yang paling agung 
karena merupakan mukjizat yang tetap. Sungguh, ketika ayat-ayat 
Al-Qur'an itu dibacakan (oleh Rasulullah sallallahu “alaihi wa 
sallam), maka bacaan itu membawa nilai ibadah. Sungguh, ketika ayat- 
ayat Al-Our'an itu dibacakan, maka bacaan itu menghasilkan seluruh 
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cabang ilmu. Sungguh, ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan, maka 
bacaan itu menghasilkan himpunan akhlak yang terpuji. Maka dari 
bacaan ayat-ayat Al-Our'an itu seakan-akan menghasilkan semua 
kebaikan dunia dan akhirat. 


Dalam pada itu, as-Sa'di ketika menafsirkan penggalan 
ayat 151 SG SE piz (yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 
kamu sekalian) dari Surah al-Baqarah di atas menyatakan: 


Ga aai SAN Kis si A sii Si i 135 lag 


NG 


JG AM 3 Je NG Í Ks 3 IKI aa an JP Ga 
a OGYI Sa yn Da 
2 Sa dadis HA Hadi XI Kat D HN sa 


Ayat ini bersifat umum mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat 
lainnya (ayat kauniyah). Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam 
membacakan ayat-ayat kepada kamu guna menjelaskan kebenaran dan 
kebatilan, hidayah dari kesesatan, yang menunjukkanmu keesaan dan 
kesempurnaan Allah; menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu 
“alaihi wa sallam itu benar; menjelaskan kewajiban beriman kepada 
Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam, kemudian beriman kepada 
semua yang diberitakan Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam tentang 
akhirat dan hal-hal yang tersembunyi (gaib) hingga kamu berhasil 
mendapatkan hidayah yang sempurna dan pengetahuan yang meyakinkan 
(ilmul-yagin). 


Dari penafsiran para ulama tentang ayat di atas, dapat 
dirangkum bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi 
krisis pokok sistem pendidikan nasional adalah merumuskan 
jawaban konkret yang berkaitan dengan (1) menurunnya akhlak 
dan moral peserta didik, (2) rendahnya mutu lulusan pendidikan 
formal pada semua jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang sejak pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
hingga pendidikan tinggi, dan (3) sumber daya pendidikan yang 
belum profesional. Semua persoalan tersebut dapat diatasi 
dengan menghidupkan kembali pendidikan karakter bangsa 
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yang mengakar pada ajaran agama, terutama tentang pemaham- 
an, pemaknaan, dan penerapan konsep Ketuhanan Yang Maha 
Esa, yang dalam bahasa agama dinamakan tauhid. 


5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial. Al-Qur'an adalah kitab suci yang 
sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta 
damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun Al-Qur'an 
pun di dalam Surah al-Hajj/22 ayat 39-40 membolehkan kaum 
muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat 
baik untuk berdamai. Keterlibatan negara dalam menjaga perda- 
maian di wilayah konflik di berbagai belahan dunia merupakan 
perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini. 

Al-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci 
yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. 
Misi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam 
menurut Al-Qur'an, adalah untuk menebar pesona perdamaian 
dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya'/21: 107). 
Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian tidak 
diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau 
tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi misi Al-Qur'an. 
Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an 
hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an 
dalam realitas kehidupan masyarakat Medinah yang majemuk 
dengan adil, terbuka, dan demokratis. Masyarakat Medinah 
pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah 
masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum 
muslim yang terdiri atas Muhajirin dan Ansar, kaum Yahudi 
yang bersuku-suku dan saling bertentangan, serta kaum paga- 
nisme (al-musyrikün) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang 
terkenal sebagai Perjanjian atau Piagam Medinah. Di dalam 
Piagam Medinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama ma- 
syarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga 
Medinah yang majemuk itu untuk membela pertahanan kea- 
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manan kebersamaan dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya 
dengan masyarakat Yahudi, Piagam Medinah menjelaskan: 


“Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang- 
orang beriman (muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh 
dari luar). Orang-orang Yahudi Bani “Auf adalah satu umat 
bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak 
atas agama mereka, dan orang-orang beriman berhak atas agama 
mereka pula. Semua suku Yahudi lain di Medinah sama 
kedudukannya dengan suku Yahudi Bani “Auf.” 


Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak penganut 
agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menja- 
lankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam 
Medinah telah mengilhami Khalifah “Umar bin al-Khattab untuk 
menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan 
muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjan- 
jian damai yang terkenal dengan Piagam Aliyya. Berkenaan dengan 
perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat 
Yahudi, Nasrani, dan muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong 
menulis: 


“Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan 
membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para 
pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang 
relatif damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun— 
hampir separuh millennium. Perang Salib telah membuat kebencian 
pada kaum Yahudi menjadi sebuah penyakit yang tak tersembuh- 
kan di seluruh Eropa, dan Islam kemudian dipandang sebagai 
musuh peradaban Barat yang tak terdamaikan. Prasangka-prasangka 
kalangan Barat semacam ini jelas telah memberi andil dalam situasi 
konflik masa kini, dan telah memengaruhi pandangan orang Barat 
terhadap Timur Tengah saat ini dalam cara pandang yang betul- 
betul rumit.” 


Negara, dalam pandangan Islam sebagaimana disebutkan 
pada awal tulisan ini, adalah sebuah lembaga yang memiliki 
kekuatan, kewenangan, dan otoritas penuh untuk mewujudkan 
salah satu tujuan berdirinya negara, yakni ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial. 
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C. Kesimpulan 

Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasar kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan bekal keyakinan agama, 
serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tujuan negara kita 
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 
harus dievaluasi oleh seluruh komponen bangsa ini dengan 
muhasabah yang kritis. Apakah kita telah mengelola negeri ini 
dengan integritas moral yang kokoh yang bersumber dari 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau dengan gaya 
pragmatistik yang hipokrit, penuh kepura-puraan sehingga layak 
menerima bencana alam sebagai hukuman secara tiba-tiba, maka 
ketika itu para pejabat negara terdiam putus asa. Wallahu a'lam 
bis-sawab. || 
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DA C 


PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA 


e 


berbangsa-bangsa, sehingga terjadi komunitas tertentu 
yang memerlukan manajemen dalam bentuk apa pun. 
Secara kultural, bangsa-bangsa tersebut membangun komunitas 
tersendiri dan lebih maju berbentuk negara. Manusia memer- 
lukan tempat tinggal secara individual maupun sosial dan 
politik. Dalam konteks sosial ini tetap, baik secara, maka muncul 
kehidupan secara terorganisir yang disebut pemerintahan, sehing- 
ga memerlukan sistem dan tempat yang tetap yang disebut 
dengan negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya 
sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan tokoh atau rakyatnya 
yang ada di negara tersebut, sehingga mampu tolong menolong 
dan bekerja sama untuk sampai pada visi dan misi negara 
tersebut. Dalam ungkapan Abul-Hasan “Ali bin Muhammad al- 
Mawardi', “Nahd siyasah ummah wa birasatul-millah,” (membangkit- 
kan politik umat dan menjaga agama) atau ungkapan lain 
birasatud-din wa siyasatiid-dunya (menjaga agama dan mengatur 
dunia). Dalam kerangka menjaga agama dan negara serta 
mengatur dunia ini, diperlukan upaya-upaya agar tidak menim- 
bulkan gejolak di penduduk negara tersebut. 
Adapun yang dimaksud prinsip adalah asas, pokok, atau 
dasar yang dalam bahasa Arab disebut mabda’ Mabda' ini 
adakalanya diterjemahkan prinsip, fundamental, dan original, seperti 


A Ilah menciptakan manusia bersuku-suku, berkabilah, dan 
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dalam kamus karya Hans Wehler, Mujamul-Lugah al-“Arabiyyah 
a-Mu'asirah” Hasbi as-Shiddigue membedakan antara prinsip 
dan asas, sementara yang lainnya menyamakan, seperti dalam 
KBBI “Dasar, asas, kebenaran yang menjadi pokok berpikir, ber- 
tindak, dan sebagainya”. Dinyatakan pula dalam kamus tersebut 
bahwa “prinsip adalah dasar, asas, (kebenaran yang menjadi 
pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)”. Dalam buku 
bahasa Inggris, seperti dalam B/ack's Law Dictionary, sesuai 
dengan asal kata prinsip dari bahasa tersebut dinyatakan, 
“Principle and a Basic rule, law, or doctrine“ Prinsip merupakan 
kebenaran yang tidak bisa dibantah serta bersifat universal. 
Bahwa dalam segala keyakinan, ajaran, ide, dan praktiknya selalu 
ada yang disebut ajaran pokok atau prinsip ini. Seperti disebut 
di atas, prinsip disebut wabda' yang berasal dari kata bad'a yang 
artinya memulai “sesuatu”. Dalam memulai, tentu ada pijakan 
yang dinilai benar mengapa “hal itu” dimulai, sehingga pijakan 
inilah yang selanjutnya disebut mabda', isim makan (tempat) atau 
waktu memulai. Itulah sebabnya prinsip bernegara merupakan 
keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. 

Prinsip tersebut amat banyak dan yang akan dibahas di 
sini ialah amanah, ‘adalah (keadilan), dan musyawarah, sebagai- 
mana diterangkan di bawah ini. Dalam sistem “ketatanegaraan” 
di Indonesia, dalam “dasar negara”, Pancasila, prinsip keadilan 
dan musyawarah tercantum dalam dua sila terpisah yang 
menunjukkan pentingnya dua prinsip tersebut. Untuk keadilan 
dengan dibentuknya lembaga-lembaga peradilan, dan yang ber- 
kaitan dengan musyawarah adanya MPR, DPR, dan DPD yang 
dalam konteks klasik sering disebut dengan A/h/ul-Halli wal- 
“Agdi. 


A. Amanah 

Amanah dalam Islam amat luas cakupannya karena akan 
menyangkut kepercayaan dan kejujuran seseorang, yang meliputi 
urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Al-Qur'an 
menyebut tujuh kali yang berkaitan dengan amanah ini, walaupun 
tidak disebutkan hanya untuk pemimpin karena semua orang 
harus amanah. Orang yang memegang amanah disebut amin. 
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Hal ini karena orang yang jujur bisa menjamin keamanan buat 
orang lain. Ketika kejujuran tidak ada, maka keamanan pihak 
lain tidak akan terjamin. Amanah tidak hanya dipandang sebagai 
refleksi dari tugas-tugas moral seseorang termasuk kepala negara 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, berwibawa, dan 
bermartabat, tetapi juga tugas-tugas konstitusional. Dengan 
demikian, orang tidak amanah akan mendapat hukuman ketika 
pertanggungjawaban tugasnya tidak sesuai dengan perundang- 
undangan. 

Amanah diambil dari kata awana, yang seakar kata dengan 
amana yang bermakna iwan. Bila iman diartikan “percaya”, maka 
orang amanah artinya orang yang “dapat dipercaya”, sehingga 
menjadikan pihak lain “awan” dari segala bentuk pengkhianatan, 
penistaan, penzaliman, dan pengrusakan. Dalam al-Mujradat 
karya ar-Ragib al-Asfahani,” suatu kamus yang memfokuskan 
pada pemaknaan “kosakata yang sulit” dalam Al-Qur'an, makna 
amanah dan yang berkaitan dengannya dinyatakan sebagai berikut: 
“Asal kata amanah diambil dari kata al-amnu yang berarti, “kete- 
nangan jiwa dan hilangnya rasa takut”. Kata aman ini adakalanya 
diartikan sebagai suatu nama yang menunjukkan bahwa orang— 
dia sendiri—aman dan kadang-kadang diartikan bahwa orang 
lain yang dijamin keamanannya. Seseorang yang amanah ialah 
seseorang yang saling mempercayai satu sama lain. Kata amanah 
atau aman itu diambil dari kata umun, yaitu unta yang dijamin 
keamanannya, yaitu unta atau kuda yang tidak ditunggangi, 
sehingga tidak lelah dan tidak lemah”. 

Kosakata amanah, sudah menjadi bahasa Indonesia dan 
sering diterjemahkan “tepercaya”. Menurut Wahbah az-Zuhaili 
dalam tafsir al-Munir,” amanah ialah sebagai berikut: 


“Orang dijamin keamanannya atas sesuatu yang jadi (tang- 
gungannya) yang dalam kebiasaan orang-orang. Setiap yang diambil 
atas dasar izin pemiliknya dan meliputi pula seluruh hak-hak yang 
berkaitan dengan tanggungannya, baik untuk Allah atau manusia 
lain atau dirinya sendiri. Orang yang memelihara amanah itu 
disebut orang amin, dipercaya, hafigan, pemelihara, dan wafiyyan, 
penunai, dan orang tidak memelihara dan tidak menunaikannya 
disebut pengkhianat.” 
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Kemudian, az-Zuhaili menambahkan bahwa yang disebut 
hak Allah ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi 
segala larangan serta menggunakan segala anggota badan dan 
perasaannya untuk aktivitas yang mendekatkan diri kepada-Nya. 
Hak manusia dengan manusia lain ialah tidak melakukan 
pengkhianatan dan penipuan atau penggelapan dalam muamalah 
dan jihad, berbuat dan berkata jujur serta tidak menyebarkan 
kejelekan orang lain tanpa ada tujuan yang dibenarkan syariat. 

Amanah untuk dirinya sendiri ialah tidak melakukan 
sesuatu yang tidak akan berguna, baik untuk kepentingan dunia 
maupun akhirat. Dalam ungkapan lain amanah ada kaitan 
dengan transparansi, sedangkan transparansi itu bagian dari 
kejujuran. Transparansi atau keterbukaan adalah bagian penting 
dari sistem manajemen modern yang dalam Islam sudah sejak 
awal diajarkan. Umpamanya: dilarangnya gu/i/ (pengkhianatan), 
dalam perdagangan tidak boleh ada gasy (penipuan), serta 
mengajarkan tentang tanggung jawab. 


207 


KEN) aken HE giy kay Baa 
Oles 03 Jiwa GE ka ela) AA) ade AN 


Tidaklah ada seseorang yang diangkat oleh Allah untuk mengurus 
rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan 
Allah akan mengharamkan surga atasnya.” (Riwayat Muslim dari 
Maʻqil bin Yasar) 


Dalam ungkapan lain, Al-Qur'an Surah Ali Imran/3: 161 
melaknat orang yang melakukan gu/vi! (pengkhianatan), sebagai- 
mana dinyatakan: 


k Agar AN na; E siegen Ga 


PEN ENYA Md EK 
At 2 Ag SAI 


Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat 
dia akan datang membawa apa yang dikbianatkannya itu. Kemudian 
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setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Ali Imran/3: 161) 


Gula! dimaknai berkhianat yang berarti tidak jujur atau 
tidak amanah. Allah amat mencela perbuatan ini dan mengancam 
akan membalasnya dengan mendatangkan apa yang dikhianatinya 
pada hari kiamat. Dalam ada itu, Imam Ibnu Kasir,” dalam 
menafsirkan ayat ini mengemukakan sebab-sebab turun ayat ini 
sebagai berikut, 


“Orang munafik menuduh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
melakukan gu/u/ atau pengkhianatan terhadap harta ganimah yang 
diperoleh dari peperangan. Lalu turun ayat dengan amat tegas 
menolak tuduhan tersebut. Karena itu, diriwayatkan dari Ibnu 
“Abbas bahwa ayat ini merupakan pembersihan bagi Rasulullah 
atas tuduhan itu dari segala pengkhianatan dalam melaksanakan 
“amanah” seperti membagikan ganimah dan lain sebagainya.” 
Gulul itu sendiri diartikan khianat atau tidak jujur atau tidak 
amanah terhadap barang ganimah yang diperoleh waktu itu. 
Kemudian diriwayatkan pula dari al-Hasan al-Basri, Tawus, 
Mujahid, dan ad-Dahak bahwa yagulla itu yakhana, atau khianat 
yang artinya tidak amanah. 


Dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut amanah 
ada enam ayat dengan mufrad (tunggal) dan jamaknya, yaitu pada 
Surah al-Bagarah/2: 283, an-Nisa'/4: 58, al-Anfal/8: 27, 
al-Mu'minun/23: 8, al-Ma'arij/70: 32, dan al-Ahzab/33: 72. Se- 
mentara itu, orang yang amanah, dalam hal ini para rasul, dise- 
but dengan ungkapan rasiilun amin, tercantum dalam Al-Qur'an 
sebanyak enam ayat, yaitu asy-Syu'ara'/26: 107, 125, 143, 162, 
dan 178, dan ad-Dukhan/44: 18, nasihun amin pada al-A'raf/7: 
68; ar-rihul-amin pada asy-Syu'ara'/26: 193, gawiyyun amin pada 
an-Naml/27: 39; Nabi Musa sebagai a-gawiyyul-amin pada 
al-Gasas/28: 26, yang menunjukkan tempat dengan sebutan 
magamun amin pada ad-Dukhan/44: 51; dan dengan sebutan a/- 
baladu-amin pada at-Tin/95: 3. Intinya ialah dati berbagai ayat 
yang menyebut aamin menunjukkan suatu derajat tertinggi 
terhadap yang memiliki sebutan itu, sejak gelar rasul sampai 
gelar untuk suatu kota. 
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Dalam pada itu, awanah dalam Al-Qur'an dapat dikate- 
gorikan sebagai amanah dalam urusan pribadi, keluarga, masya- 
rakat, dan negara. Yang terakhir ini menjadi pokok pembicaraan 
kita dalam tulisan ini. 

1. Amanah dalam urusan pribadi 

Amanah dalam urusan pribadi akan meliputi amanah 
secara fisik dan rohani, bahkan agama yang benar yang harus 
dibawa oleh yang bersangkutan dalam mengemban dunia ini. 
Dalam Surah al-Ahzab/33: 72, dinyatakan sebagai berikut: 


gang LAS JA PN 0 PA a 
ea Ya 2 AT. 4 YAK A A. DLL t> 
Sean 
Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 


bodoh. (al-Ahzab/33: 72) 


Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan 
amanah di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Maka tugas individu 
adalah tugas utama dalam melaksanakan ajaran agama, walaupun 
ajaran agama bukan hanya aspek “gga'idi dan ta'abbudi, tetapi 
juga ta'ammuli. Namun demikian, dalam konteks ini manusia 
secara individual yang terlebih dahulu diberi amanah menang- 
gung tugas-tugas keagamaan. Dalam tafsir Ibnu Kasir,” dapat 
disimpulkan bahwa amanah meliputi ketaatan pada agama 
dengan berbagai aspeknya dan amanah dalam ayat ini diartikan, 
“Ibadah maupun muamalah karena amanah meliputi pelaksanaan 
Jara'id (segala kewajiban), ketaatan, agama, dan udud (berkaitan 
dengan hukum pidana).” 

Dalam Tafsir a-Munir, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan 
bahwa yang dimaksud amanah pada ayat ini ialah segala tugas- 
tugas syariat, seperti salat dan lainnya yang memperoleh ganjaran 
bagi pelakunya dan disiksa jika ditinggalkan karena yang dina- 
makan amanah wajib ditunaikan." Selanjutnya, Wahbah az- 
Zuhaili menyatakan: 
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“Maka amanah itu meliputi segala ketaatan, melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ganjaran bagi para 
pelakunya dan siksaan bagi yang menyia-nyiakannya. Amanah ini, 
meliputi amanah harta, seperti harta titipan dan lain-lain yang tak 
ada keterangannya (tanda bukti), bahkan memandikan jenazah 
adalah amanah; kemaluan, telinga, mata, lidah, perut, tangan, dan 
kaki adalah amanah.”!! 


Dalam tafsir a-Muntakhab, dinyatakan bahwa maksud ayat 
tersebut ialah sebagai berikut: 


“Sesungguhnya kami menawarkan zakalif (tugas-tugas) kepada 
langit-langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak 
membawanya dan mereka khawatir dari amanah atau tugas-tugas 
itu. Maka manusia membawanya, tetapi mereka amat zalim bagi 
dirinya sendiri dan bodoh dengan apa yang (sebenarnya) mampu 
membawanya.” 


Dengan demikian, maka tugas-tugas atau beban ini pada 
dasarnya mampu dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan 
manusia sendiri karena mereka diciptakan berbeda dengan 
makhluk lain; fisik dan psikis yang sempurna serta otak, hati, 
dan akal yang matang, sehingga manusia mampu mengatasi dan 
melaksanakan segala beban dan tugas Allah subhanahu wa ta'ala. 
Di dalam Al-Qur'an juga dibicarakan mengenai orang yang 
dinilai amanah atau berkarakter amanah yang disebut dengan al- 
amin, umpamanya para rasul adalah a/-amin, sebagaimana dite- 
rangkan dalam ayat-ayat Surah asy-Syu'ara'/26, yang mencetita- 
kan tentang Nabi Nuh pada ayat 107, Hud pada ayat 125, Saleh 
pada ayat 143, Lut pada ayat 162, dan Syuaib pada ayat 178. 
Para rasul pada ayat-ayat di atas menyebut diri mereka, “Inn? 
lakum rasiilun amin seperti pada ayat berikut: 


Â, 7 far A GORA 
Tn Só 
Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu 


Dengan amat tegas para rasul ketika berhadapan dengan 
kaumnya menyatakan bahwa mereka adalah rasul kepercayaan 
yang diutus kepada kaumnya. Pernyataan ini untuk meyakinkan 
kaumnya agar iman kepadanya karena orang tepercaya adalah 
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yang layak dipercaya. Dalam tafsir at-Tahrir wat-Tanwir” 
dijelaskan makna ayat ini sebagai berikut: 

Adalah Nuh memiliki sifat amanah, tidak dituduh (peng- 
khianat) oleh kaumnya sebagaimana Muhammad sa/lallahu ‘alaihi 
wa sallam digelari al-Amin di kalangan kaum Quraisy. Menurut 
Nabigah, sebagaimana dikutip oleh penafsir tersebut, “Demikian 
pula Nuh tidak khianat dan penguatnya dengan huruf taukid 
(penguat), dengan tanpa ada keingkaran mereka sebelumnya kare- 
na mungkin saja terjadi pengingkaran, kemudian mereka menguji 
amanahnya sebelum turunnya risalah. Maka amanah adalah dalil 
atas kebenaran risalah Allah yang mereka sampaikan, Dalam suatu 
kisah yang menarik istid/a/ riwayat Nabi Nuh dengan amanahnya di 
antara kaumnya itu bagaikan orang-orang musyrikin dalam 
mendustakan Muhammad Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Ini 
sindiran atas mereka yang mendustakannya, padahal mereka 
sebelumnya menyebutnya alamin. Dimungkinkan pula bahwa ia 
kepercayaan dari Allah yang mengutusnya pada umatnya.” 


Ini artinya, para rasul yang secara tegas menyatakan 
sebagai rasul tepercaya untuk kaumnya yang diajak memasukkan 
ajaran yang dibawanya. 


2. Amanah dalam urusan keluarga 

Manusia adalah makhluk sosial yang sekaligus juga 
makhluk berkeluarga yang merupakan institusi kehidupan yang 
paling sederhana karena terdiri dari suami, istri, dan selanjutnya 
anak-anak. Walaupun amanah untuk keluarga tidak selamanya 
menggunakan kata amanah, tetapi menunjukkan bahwa amanah 
untuk memelihara keluarga, sehingga selalu ada pada jalan yang 
benar yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya doa- 
doa para rasul terdahulu sering berkaitan dengan tanggung 
jawab generasi yang akan datang agar mereka menjadi orang 
saleh, seperti antara lain tercantum pada Surah Ali Imran/3: 38 
tentang keturunan yang baik, Maryam/19: 5 tentang permintaan 
keturunan; al-Furgan/25: 74 tentang keturunan yang menyejuk- 
kan pandangan, dan pada Surah as-Saffat/37: 100 tentang ketu- 
runan yang saleh. 


3. Amanah dalam urusan masyarakat 
Manusia tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat 
karena sebagai makhluk sosial, bukan hanya tidak bisa terpisah 
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dari manusia lainnya, tetapi karena setiap orang memiliki 
keperluan dan selalu ada kekurangan satu sama lain. Karena itu, 
pinjam meminjam merupakan solusi untuk memenuhi kebu- 
tuhannya. Dalam pinjam meminjam ini adakalanya diperlukan 
barang jaminan atau borg, apalagi di zaman modern sekarang ini 
ketika kejujuran relatif berkurang di masyarakat. Allah berfirman 
dalam Surah al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut: 


AB ea GA 
ani Bea a, D bls 


Gi sal Ng Ng is ke na SA ah 
1r Ar on, y A RANI 
Sasa pad a25 a) 456 


pd 


N 


"y 


Dan jika kamu dalam perjalanan Ay kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
Jang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyem- 
bunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. (al-Bagatah/2: 283) 


Pada dasarnya ayat ini bukan hanya urusan kejujuran, 
tetapi juga urusan tanggung jawab ketika bertransaksi dengan 
pihak lain, khususnya dalam utang piutang karena setiap orang 
yang menolong orang lain dalam bentuk pinjaman ini, mungkin 
tidak berniat menolong dalam arti sadagah untuk dibebaskan 
utangnya, tetapi suatu saat minta dikembalikan sesuai dengan 
perjanjian tertentu, apalagi utangnya tidak dicatat karena dalam 
perjalanan tertentu. Amanah dalam nya ini adalah utang yang 
harus dibayar. Dalam tafsir ar-Ragi,” ayat ini dijelaskan sebagai 
berikut: 


Ketahuilah bahwa model transaksi perdagangan dalam ayat ini 
ada tiga macam: Transaksi utang dengan ditulis dan adanya saksi, 
dengan adanya borg yang dipegang dan baiul amanah. Karena pada 
ayat sebelumnya, (Surah al-Bagarah/2: 282 pen), disebutkan 
perlunya ada catatan utang piutang dan persaksian, maka bila 
terjadi uzur, seperti dalam perjalanan (safar), baik tidak ada penulis 
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maupun tidak ada alat tulis, walaupun penulis ada--, maka 
dipikirkan macam yang lain untuk memperkuat utang piutangnya 
tersebut dengan dipegangnya borg. Ini adalah cara yang teratur 
dan lebih hati-hati daripada tulisan dan persaksian.” 


Di sini persoalannya bukan hanya berkaitan dengan 
pengembalian amanah itu sendiri, tetapi bagaimana memelihara 
hak orang lain, baik muslim maupun nonmuslim. Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam pernah menggadaikan baju besinya 
pada orang Yahudi. Ini artinya memelihara hak apalagi berkaitan 
dengan harta dan utang piutang merupakan bagian muamalah 
yang penting agar saling percaya antara yang satu dengan 
lainnya. Amanah dalam urusan sosial, tidak sekadar utang 
piutang dan dalam zaman pasca modern yang kehidupan makin 
kompleks, maka surat-menyurat apa pun amat diperlukan. 

Urusan pribadi dan sosial, bahkan berkaitan pula dengan 
kenegaraan, seperti KTP, Kartu Keluarga, BPKB, sertifikat 
rumah, tanah, sampai ijazah, dan SK pegawai, bahkan surat 
nikah merupakan bagian penting yang amat berkaitan dengan 
amanah-amanah tertentu yang dibebankan kepadanya. Saat ini 
jual beli secara tunai pun diperlukan pula semacam faktur atau 
surat tertentu tanda bukti jual beli tersebut. Karena itu, ar-Razi 
dalam karya tafsirnya menyatakan, “Wasigah, surat keterangan, 
tanda bukti, adalah sebanding dengan riban magbridah. Bahkan, 
sekarang ulama sepakat—pada masa beliau— bahwa tanda bukti 
itu harus ada, bukan hanya pada transaksi ada penulis, tak ada 
penulis, dan ketika safar, tetapi waktu badar, tidak bepergian, 
pun harus ada tanda jaminan berupa barang.” 

Namun, amanah dan suatu kualitas harus menyatu apalagi 
dalam urusan muamalah ini, seperti calon pegawai atau calon 
pekerja, yaitu hubungan kerja antara majikan dan pegawainya 
amanah amat penting, sehingga penampilan seseorang tampak, 
seperti Nabi Musa adalah a/-gawiyy dan alamin, sebagaimana 
dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah al-Gasas/28: 26 berikut: 


A, Z Ab Pa 


KANG ANG Tana are me unit 


Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! 
Jadikanlah dia sebagai pekerja (bada kita), sesungguhnya orang yang 
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paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (bada kita) ialah orang 
yang kuat dan dapat dipercaya.” (al-Qasas/28: 26) 


Ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang putri 
mulia ini karena melihat perilaku Musa saat itu yang memiliki 
perangai yang amat baik. Musa dapat membantu putri itu mem- 
beri minum ternak gembalanya tanpa memperhatikan dan apalagi 
meminta upah apa pun. Musa juga sungguh berbeda dengan 
para pemuda lainnya waktu itu yang melakukan kezaliman pada 
putri Syaikhul Madyan, Nabi Syuaib, dengan menutup sumber air 
yang tidak mungkin diangkat oleh kaum perempuan. Jasa pemu- 
da Musa saat itu yang menampilkan kemampuannya mengangkat 
batu sendirian mendapat penilaian serius dari para putri Syuaib. 
Kemungkinan putri Syuaib itu berpikir, “Adalah layak dia nanti 
menjadi suamiku, walaupun alasan sementara adalah urusan pe- 
kerjaan.” Maka ia meminta pada ayahnya agar mempekerjakan 
Musa yang kemungkinan untuk menggembala atau bertani. 

Dalam menafsirkan ayat ini, az-Zuhaili menyatakan, 
sebagai berikut: 


“Sifatnya (Musa) adalah sifat-sifat pekerja (buruh) paling 
utama, yaitu kuat dalam melaksanakan perintah dan amanah dalam 
memelihara sesuatu. Dua sifat yang disampaikan putri Syuaib yang 
menimbulkan pertanyaan bagi ayahnya, “Bagaimana kamu tahu 
tentang itu?” Anaknya menjawab, “Ia mengangkat batu (seorang 
diri) yang hanya dapat diangkat oleh sepuluh orang. Ketika kami 
dalam perjalanan pulang ke rumah, semula aku berjalan di depan- 
nya, tapi dia lalu menyuruhku berjalan di belakangnya. Kalau ada 
simpangan jalan, dia melempar kerikil kepadaku agar aku menun- 
jukkan jalan yang benar.” 


Dengan cara seperti ini, beliau ingin lebih meyakinkan 
bahwa Musa adalah orang yang memiliki tanggung jawab 
pribadi dan masyarakat yang amat kuat dan tidak mau tergoda 
oleh perempuan manapun. 


4. Amanah dalam urusan negara 

Dalam urusan pemerintahan atau negara, amanah juga 
amat diperlukan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yusuf 
ketika akan ditugaskan sebagai Menteri Keuangan Mesir, 
sebagaimana diterangkan pada Surah Yusuf/12: 54-56: 
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“5, Aa tali Ti sea Ar gae 2 PPL m A7 AR AA 
AAA PANAI, 
LINE CAN Ken EK Tn KA 
2 Ta Ani 4 > E E a NGAME I KA AK 
SANA La big e ME SNI 
O Aa) 


Dan raja berkata, “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih 
dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia (raja) telah 
bercakap-cakap dengan dia (Yusuf), dia (raja) berkata, “Sesungguhnya 
kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di 
lingkungan kami dan dipercaya.” Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku 
bendaharawan negeri (Mesir): karena sesungguhnya aku adalah orang yang 
pandai menjaga, dan berpengetahuan.” Dan demikianlah Kami memberi 
kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana 
saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang 
Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang 
berbuat baik. (Yusuf/12: 54-50) 


“Kedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami,” inilah 
ungkapan Raja Mesir saat itu, karena beliau sebagai pejabat 
negara memerlukan orang, bukan hanya memiliki kemampuan, 
tetapi juga harus bisa memelihara amanah yang tinggi. Ketika 
beliau diangkat sebagai Kepala Perbendaharaan Negara atau 
Menteri Keuangan, Nabi Yusuf menyatakan, “Sesungguhnya aku 
adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Atas dasar 
inilah bahwa penyelenggara negara bukan hanya pandai, tetapi 
harus amanah atau sebaliknya, bukan hanya amanah, tetapi juga 
pandai. Dalam Tafsir a-Mishbah, Quraish Shihab" mengurai ayat 
ini sebagai berikut: 

“Setelah terbukti secara gamblang bagi Raja kebenaran Yusuf, 
kezaliman yang menimpanya sehingga terpaksa mendekam di penjara 
sekian tahun lamanya, dan diketahuinya pula betapa baik dan luhur 
sikap dan kelakuannya di dalam penjara, di tambah lagi dengan 
kepuasan Raja mendengar penjelasan Yusuf, tentang makna 
mimpinya, dan kini tanpa ragu sang Raja bertitah kepada petugas 
yang dia tunjuk, “Bawalah dia kepadaku, agar aku memilihnya 
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sebagai orang yang dekat kepadaku dan untuk kujadikan penasihat 
dan pembantuku dalam memutar roda pemerintahan.” Petugas 
pun segera berangkat menemui Yusuf dan mengundangnya segera 
ke istana, setelah terlebih dahulu menyampaikan pengakuan tulus 
wanita-wanita yang melukai tangan mereka serta pengakuan wanita 
yang merayunya. Yusuf pun segera berangkat karena memenuhi 
undangan Raja, setelah berpamitan dengan para tahanan dan 
mendoakan mereka. Maka tatkala dia, yakni Yusuf telah bercakap- 
cakap dengannya, Raja sangat kagum mendengar uraian Yusuf 
serta kedalaman pengetahuannya, sebagaimana ia terpesona pula 
melihat kejernihan air muka dan penampilannya. Dia bertitah 
menyampaikan kepada Yusuf, “Sesungguhnya engkau mulai hari ini— 
dan saat ini di sisi kami—adalah seorang yang berkedudukan tinggi lagi 
tepercaya untuk mengelola semua yang berkaitan dengan urusan 
negara” Dia menyambut tawaran Raja demi menyukseskan 
tugasnya menyebarluaskan ajaran agama dan kesejahteraan lahir 
dan batin bagi seluruh masyarakat, dan menjawab, Jadikanlah aku 
bendaharawan negara di wilayah kekuasaan Baginda, yakni di Mesir. 
Sesungguhnya aku adalah orang yang amat pemelihara yang sangat pandai 
menjaga amanah lagi amat berpengetahuan menyangkut tugas yang aku 
sebutkan itu.” 


Ada suatu kepercayaan dari raja itu terhadap Yusuf yang 
memiliki karakter tepercaya, sehingga layak bila dipercaya 
memiliki jabatan tertentu di negara Mesir. Menurut Ibnu “Asyur 
dalam Tafsir at-Tahrir wat-Tanwir," maksud ayat tersebut ialah: 


Jadikanlah dia khusus untukku dan tidak ada seorang pun yang boleh 
mendampingiku dalam berurusan dengannya.” Ini menunjukkan raja itu 
sangat ingin dekat dengan Yusuf dan bekerja bersamanya. Kede- 
katan ini karena kemampuan dan ilmu yang dikuasai Yusuf serta 
kesabaran untuk menanggung derita, akhlak yang baik, kesucian 
diri, dan semuanya itu yang menghendaki memilihnya. Karena 
Yusuf memiliki perilaku yang amat baik serta akhlak mulia, maka 
Raja memberi gelar makin, yang memiliki kedudukan yang tinggi, 
za makanah atau martabah yang berarti martabat yang besar. Ini 
merupakan bentuk ungkapan penguasaan yang amat komprehensif 
bagi setiap yang dibutuhkan Ulil Amri. Kedudukan itu memer- 
lukan ilmu dan kemampuan. Dengan ilmunya, seseorang mampu 
untuk mengetahui yang dinilai baik dan dengan kemampuan sese- 
orang mampu melaksanakan yang dinilai baik itu. Sementara itu 
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amanah berimplikasi pada kemampuannya menemukan hikmah dan 
menegakkan keadilan. Hikmah itu mendorong pada melakukan 
amal-amal saleh dan meninggalkan hawa nafsu yang batil. Sedang- 
kan keadilan dapat menyampaikan hak-hak kepada yang empunya. 
Dengan keberadaan Yusuf dan pujian raja padanya sebagai tanda 
bahwa beliau menginginkan bantuannya dalam persoalan-persoalan 
kerajaan dengan mengusulkan kepadanya apa yang dinilai baik. 


Muhammad Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul 
pun sudah digelari a-amin. Selanjutnya Rasul sallallahu ‘alaihi wa 
sallam memiliki sifat kerasulan, yaitu siddig, amanah, tablig, dan 
Jatanah. Dengan sifat amanah, Rasul sallallahu ‘alaihi wa sallam 
tentu dapat melaksanakan tugas kerasulan, sebagaimana diperin- 
tahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, 
Kementerian Agama Surah an-Nisa'/4: 58-59 dinyatakan bahwa 
dua ayat tersebut menjadi bagian dari Dasar-dasar Pemerintahan. 
Allah berfirman: 


2. E. 5 275 Dp 21 ~ ye Ala, A 5 
(EN GAN KANAN IE SERA la 
b An AN AA AN Po SE eh aa 
ANA GA GIANG OO) Gan a KANG KESAN JAAN 
MAA RN A NG done MAGANG NG 
ASIP AN To A3 ANE Na PN Jal dyan LI 

Al o z 27g Â? ya) ” PA” d 2o 22 

Wo AA DI 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 
Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 


kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (an-Nisa'/4: 58-59) 


Bila melihat rangkaian kedua ayat di atas, terlihat jelas 
kaitan langsung antara amanah dengan pemerintahan karena 
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ketika pada awal ayat diperintahkan menunaikan amanah pada 
pemiliknya, maka disambung dengan menegakkan hukum 
dengan cara yang adil. Menegakkan hukum dengan cara yang 
adil adalah tugas pemerintah, tugas negara, sehingga kaitan 
amanah, hukum, dan keadilan amat erat. Atas dasar itu, maka 
Wahbah az-Zuhaili,* menyatakan bahwa ayat amanah dan 
keadilan adalah ayat-ayat hukum yang paling utama yang 
meliputi seluruh ajaran agama dan syariatnya. Yang pasti, ayat- 
ayat tersebut ditujukan pada seluruh manusia meliputi para 
pemimpin atau penyelenggara negara, terutama bagian dari 
tugas negara mendistribusikan harta-harta yang menjadi hak 
masyarakat, menegakkan hukum, sehingga tidak terjadi kezalim- 
an, dan melaksanakan keadilan pada proses peradilan. Kemu- 
dian, beliau melanjutkan bahwa ada dua asas dalam pelaksanaan 
hukum ini, yaitu melaksanakan amanah pada yang berhak dan 
menegakkan hukum dengan cara yang adil. Dua ayat di atas ini 
pun merupakan ketentuan untuk para penegak kekuasaan, para 
pemimpin, dan para hakim yang termasuk di dalamnya seluruh 
manusia. 

Jabatan kepala negara dan atau kepala pemerintahan, 
seperti khalifah, presiden, perdana menteri, sultan, raja, amir, 
atau apa pun sebutannya adalah penjaga agama dan pengatur 
dunia yang dalam ungkapan al-Mawardi, “Hirasatud-din wa 
siyasatud-dunya, menjaga agama dan memelihara dunia.” Tentu 
ini merupakan amanah yang paling besar yang harus ditang- 
gung, sesuai dengan hadis berikut: 


Bae AI Ji AN HA aes ae Jain I aj KE 
ING agis o a°- daa - ES ag 25 JAH PA Eb Bg. A NG NG DA 
Ju É e zaii P A 2033 Wi ai Wa 


ofo 2 o 


ola») an UA np K f a Jia shg oa 
MS 93 SE 


Ingatlah, sesungguhnya kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap 
pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Pemerin- 
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tah adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas 
rakyatnya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya, dan ia akan 
dimintai pertanggungjawaban keluarganya, begitu pula seorang istri 
adalah pemimpin atas suami dan anaknya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atasnya; hamba sahaya adalah pemimpin terhadap 
harta majikannya dan akan dimintai pertanggungawaban atasnya. 
Ketahuilah, semua kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggung- 
Jawaban tentang apa yang dipimpinnya.” (Riwayat al-Bukhari dari 
Ibnu Umar) 


Demikian pula dalam hadis Rasulullah yang lain secara 
eksplisit diceritakan tentang amanah ini, seperti yang dinyatakan 
dalam suatu hadis ketika seorang sahabat, yaitu Abu Zarr, minta 
suatu jabatan kepada Rasulullah sa/lallahu 'alaihi wa sallam. Abu 
Zarr meriwayatkan: 


Pan IE ang gan 1G plans f d js g eD 


A 


AN a dsi JA asi WG BUGIS Sasa UN) IS UG 
M3 gf e pSt ola) aaa ale cal ai taksi Ia 


Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, “Wahai 
Rasulullah, sudikah engkau tak mempekerjakan aku?” Rasulullah 
menepuk dua pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, “Wahai 
Abi LZarr, engkau itu lemah. Sesungguhnya kekuasaan itu amanah dan 
sesungguhnya pada hari kiamat kehinaan dan penyesalan, kecuali orang 
Jang mengambilnya (diangkatnya) dengan cara yang benar dan 
menunaikan kekuasaannya dengan benar pula.” (Riwayat al-Hakim 
dari Abu Zarr) 


1 


w 


Jadi, orang yang sudah diberi kekuasaan berarti diberi 
amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia mau- 
pun di akhirat. Di dunia bahkan untuk menerima hadiah pun 
dilarang, seperti pada sabdanya, “Demi Zat yang Muhammad 
ada pada kekuasaan-Nya, seseorang dari antara kalian yang 
memperolehnya (hadiah itu) kecuali hadiah itu akan didatangkan 
lagi pada hari kiamat dengan dipikulkan di pundaknya. (Bila) 
seekor unta akan ada suara unta, bila seekor sapi, akan ada suara 
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sapi, dan bila seekor kambing, akan ada suara kambing yang 
mengembik....””! 

Selanjutnya, seorang yang sudah diamanahkan untuk me- 
mimpin harus serius menjalankannya. Jangan sampai tidak ada 
program yang jelas dan terkesan tidak ada rencana yang matang 
dan implementatif. Diperlukan visi, misi, strategi, dan program 
kerja yang jelas. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, 


(eat D MEN ceii A 
Ne asi 


Tidaklah ada seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslim, 
lalu tidak sungguh-sungguh (mengurusnya), melainkan Allah tidak akan 
memasukkannya bersama kaum muslim ke surga. (Riwayat Muslim 
dari Ma'gil bin Yasar) 


z á 


w— 


Amanah adalah salah satu soko guru tegaknya negara, 
sehingga dengannya para pemimpin bersandar dalam menentu- 
kan kebijakan-kebijakan yang diserahkan kepadanya. Dalam 
pemerintahan model di Indonesia, misalnya, DPR dan MPR 
menetapkan undang-undang dan karena itu eksekutif harus 
menjalankan undang-undang tersebut, sehingga dikenal dengan 
adanya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. 
Jadi, pelaksanaan undang-undang itu ketika sudah diundangkan 
oleh Presiden dan atau menteri-menteri yang ada di bawahnya 
sebagai tindak lanjut terhadap undang-undang tersebut. Bila 
berkaitan dengan hukum, maka pelaksananya adalah Menteri 
Hukum dan HAM, dalam bidang kesejahteraan, maka Menteri 
Sosial, dalam bidang kesehatan adalah Menteri Kesehatan, dan 
lain sebagainya. 


B. Keadilan 

Keadilan merupakan bagian pokok dalam kepemimpinan 
(imamah. Dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan sebanyak 54 kali 
dan juga yang semakna dengannya, seperti gisi dengan berbagai 
musytag (derivasinya) sebanyak 25 kata. Kosakata adil sudah 
menjadi bahasa Indonesia yang juga diartikan seimbang, 
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sehingga keseimbangan adalah keadilan juga. Dalam a/-Mufradat, 
ar-Ragib memaknai adil (adalah) sebagai berikut:” 


“Adalah atau mu'adalah adalah suatu lafal yang dimaknai persa- 
maan, musawah dan digunakan dengan ungkapan yang berdekatan 
satu sama lain, seperti kata ‘adl dengan “di, tetapi kata ‘adl diguna- 
kan untuk suatu yang dapat diketahui melalui pemikiran (abstrak), 
seperti hukum-hukum, sementara kata “di adalah yang dapat 
dilihat secara konkret, seperti timbangan, bilangan, dan takaran. 
Makna al-'ad/ adalah at-tagsit (membagi secara sama). 


Karena itulah, dalam Al-Qur'an untuk menerangkan 'ad/ 
disebut juga a/-gist, seperti di atas. 

Ahli tafsir dari Tunis, Ibnu “Asyur mengartikan “ad/ seperti 
pada surah di atas dalam a#-Tahrir wat-Tanwir, sebagai berikut:” 


Adil adalah menyamakan antara orang-orang atau antara 
individu-individu dari orang-orang itu, yaitu dalam menentukan 
segala sesuatu pada yang berhak dan menempatkan setiap sesuatu 
sesuai dengan haknya dengan tidak terlambat. Maka itu menyama- 
kan dalam memilikkan segala sesuatu dan memberikannya pada 
pemiliknya, yang pertama adil dalam menentukan haknya dan yang 
kedua adil dalam implementasinya. Adil itu bukan pula dengan 
membagikan segala sesuatu antara orang-orang secara sama tanpa 
ia berhak memilikinya. Adil itu pertengahan antara keduanya, yaitu 
antara ifrat dan tafrit. Ifrat adalah memberikan seseorang yang 
memiliki hak dengan lebih daripada haknya itu. Sedangkan tafrit 
adalah memberikan sesuatu sebelum waktunya, seperti memberi- 
kan harta pada orang saf) (bodoh) atau mengakhirkannya dengan 
tetap memegangnya di tangan orang yang diwasiati, padahal orang- 
nya sudah dewasa. 


Bila kalimat tentang perintah berlaku adil ini dengan 
kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan perintah menyam- 
paikan amanah kepada yang berhak, maka sungguh amat serasi, 
sehingga orang yang amin, tepercaya adalah orang yang dapat 
berlaku adil dan sebaliknya orang yang adil adalah orang yang 
memegang amanah. Atas dasar itu, maka az-Zuhaili dalam al- 
Munir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan,” 


“Keadilan itu asas kerajaan (kekuasaan) dan suatu perkara yang 
diperlukan dalam suatu peradaban, kesejahteraan, kemajuan, dan 
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didukung oleh setiap pemikiran (apa pun). Keadilan itu juga adalah 
prinsip dari prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Setiap masyarakat 
mesti memegang prinsip ini, sehingga orang lemah menerima 
haknya dan tidak melewati batas orang yang kuat terhadap orang 
lemah. Dengan keadilan, maka keamanan dan peraturan itu tertata 
(rapi) dan syariat langit sepakat untuk menegakkan keadilan ini. 
Maka wajib atas pemerintah (eksekutif) dan para pengikutnya dari 44 
wulat (legislatif) serta para hakim (yudikatif) berpegang teguh untuk 
menegakkan keadilan, sehingga hak-hak itu sampai kepada yang 
empunya.” 


Sungguh banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan 
keadilan, seperti pada Surah an-Nahl/16: 90, al-An“am/6: 152, 
al-Ma'idah/5: 8, dan Sad/38: 26. 

Keadilan yang merupakan prinsip kedua dalam telaah 
prinsip bernegara ini sebenarnya meliputi berbagai tingkatan 
antara lain keadilan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat 
(mujtama), dan negara, seperti pada konsep bernegara ini. 
Dalam konteks kenegaraan, lembaga-lembaga peradilan 
ditegakkan. Pada tingkat nasional untuk “mengadili” orang yang 
bersalah atau berbuat kriminal ada yang disebut dengan 
Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 
Agung. Sementara pada tingkat peraturan perundang-undangan 
ada yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Jauh di 
dunia internasional, ada yang disebut dengan Pengadilan 
Internasional, yaitu suatu pengadilan untuk mengadili negara- 
negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan, walaupun tam- 
pak seperti hanya mengadili negara-negara yang lemah, baik 
politik maupun ekonomi. Artinya ketika negara yang dinilai 
melakukan kejahatan itu negara kaya, kuat dari berbagai aspek, 
maka tidak diadili, seperti kejahatan Amerika, Inggris, dan 
sekutunya menyerang Irak, atau Negara Zionis Israel yang 
menghancurkan Palestina dengan Jalur Gazanya yang sampai 
sekarang penuh dengan kezaliman tanpa ada sanksi apa pun dari 
dunia internasional. 

Suksesnya suatu kepemimpinan bergantung pada sejauh 
mana seseorang mampu bertindak adil dalam memutuskan 
perkara, sejak kepemimpinan yang paling rendah sampai yang 
paling tinggi. Pemimpin harus mengetahui mana yang mendapat 
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hukuman, ganjaran, teguran, dan pemecatan. Prinsip keadilan 
itu saat ini amat digandrungi di tengah masyarakat, termasuk 
dunia Islam. 

Keadilan dalam hal ekonomi (igtisadiyah) berarti terjamin- 
nya keamanan individu dan golongan dalam merealisasikan 
kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dikaitkan dengan 
amanah, seperti pada ayat sebelumnya, maka masalah amanah 
dan keadilan amat sulit dipisahkan, sehingga disatukan pada ayat 
di atas. Demikianlah sifat adil bukan hanya berkaitan dengan 
masalah muamalah, seperti masalah hukum, politik, dan kenega- 
raan, tetapi juga urusan individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, 
dan kenegaraan karena keadilan ini pun yang lebih dekat pada 
takwa, sebagaimana dalam a 


PAM Ar a WA GA 
PA da a AN Tea GIS 


PWA KD Ii LA äg 2< 


LE E UI A1 SEM E TAS 


Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 


Adakalanya pemimpin tidak disukai oleh masyarakat 
mungkin karena perilakunya yang buruk dan tidak memenuhi 
prinsip amanah dan keadilan pada masyarakat, sehingga mela- 
kukan perbuatan onar. Bisa juga karena memang masyarakat 
enggan memilih, sehingga terjadi golput atau golongan putih, 
padahal pemimpin itu wajib adanya, bagaimanapun keberadaan 
pemimpin tersebut. Maksud ayat di atas menurut az-Zuhaili, 
sebagai berikut: 

“Wahai orang-orang beriman jadilah kalian para penegak kebe- 

naran atas nama Allah, bukan atas nama manusia dan sum'ah 


(prestise), yaitu dengan keikhlasan pada Allah dalam setiap apa yang 
mereka lakukan, baik urusan agama maupun dunia. Kesaksian- 
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kesaksian dengan benar dan adil, bukan atas dasar saling mencintai 
dan atau kezaliman, baik yang disaksikannya sendiri atau persaksian 
atas yang menjadi tanggung jawabnya. Tunaikanlah kesaksian itu 
dengan cara yang adil karena keadilan adalah timbangan hak-hak. 
Ketika terjadi kezaliman pada suatu kaum, akan tersebar luas 
kerusakan-kerusakan di kalangan mereka, sebagaimana disebutkan 
pula oleh Allah pada Surah an-Nisa'/4: 135, “Wahai orang-orang 
yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi-saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri....” 

Syahadah itu dimaknai sebagai memberitakan sesuatu yang 
terjadi dan menampilkan kebenaran di depan hakim untuk 
menentukan hukum padanya. Janganlah kebencian kalian pada 
suatu kaum dan permusuhan dengannya menjadi alasan untuk 
meninggalkan keadilan pada mereka, tetapi gunakanlah keadilan 
pada pergaulan kalian dengan setiap orang, baik teman maupun 
lawan. Keadilan kalian adalah mendekatkan pada ketakwaan 
daripada meninggalkannya. Secara umum, keadilan dalam mem- 
perlakukan musuh adalah lebih dekat untuk menjaga diri dari 
kemaksiatan. Ungkapan pada ayat, “Lebih mendekatkan pada takwa, 
dari suatu bab penggunaan af'al tafdil, kata kerja yang menunjukkan 
unggul dari yang lain yang dilihat dari dua perkara yang 
dibandingkan terhadap perkara lain yang tidak dimiliki oleh salah 
satunya... 

Selanjutnya perintah, “Takwalah kepada Allah” maknanya ialah 
jadikanlah sebagai penjaga atau penghalang dari siksa-Nya pada 
semua perbuatan-perbuatan kalian. Allah amat mengetahui apa 
yang kalian lakukan. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit 
pun dari perbuatan-perbuatan kalian dan akan mendapat balasan 
dari Allah terhadap segala amal perbuatan yang dilakukannya. Bila 
baik, maka akan mendapat kebaikan, dan bila jelek, akan mendapat 
kejelekan.” 


Dalam tafsir The Holy Quran, (Terjemahan Quran: 
Terjemahan dan Tafsirnya) yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali, 
maksud ayat di atas sebagai berikut:” 


“Adil adalah sifat Allah dan untuk menegakkan keadilan orang 
harus menjadi saksi demi Allah, sekalipun itu akan mengganggu 
kepentingan kita sendiri (seperti yang dapat kita bayangkan) atau 
kepentingan mereka yang dekat kepada kita atau yang kita sayangi. 
Sejalan dengan itu ada pribahasa Latin, “Keadilan harus berjalan 
sekalipun langit akan runtuh.' Tetapi keadilan Islam lebih tinggi 
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dari keadilan formal menurut hukum Romawi atau hukum 
manapun yang dibuat manusia. Bahkan, ia lebih ampuh daripada 
keadilan yang paling ampuh sekalipun dalam filsafat spekulatif 
Yunani. Ia menembus sampai ke lubuk perasaan yang paling 
dalam karena kita melakukannya seolah kita berada di hadapan 
Allah Yang Mengetahui segala benda, segala kerja, dan gerak hati. 
Kemudian, ada sebagian orang yang mungkin mau mendukung 
pihak yang kaya, karena mengharapkan sesuatu darinya. Ada pula 
yang cenderung mau membantu pihak yang miskin, karena 
umumnya mereka orang-orang yang tak berdaya. Sikap memihak 
kemanapun tidak benar. Bersikap adillah tanpa harus merasa takut 
atau terbawa oleh perasaan. Baik yang kaya atau yang miskin 
keduanya berada di bawah perlindungan Allah, sepanjang kepen- 
tingan mereka sah; tetapi mereka tidak dapat mengharapkan 
keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Dia akan melin- 
dungi urusan-Nya itu lebih baik daripada yang dapat dilakukan 


manusia.” 


Dengan demikian jelas bahwa keadilan merupakan per- 
soalan yang amat mendasar dalam memelihara hak-hak orang 
lain, terlebih lagi pada tingkat kekuasaan negara. Sungguh 
banyak kehancuran dan malapetaka yang disebabkan oleh 
ketidakadilan, baik pada tingkat keluarga dan atau rumah tangga 
maupun masyarakat yang lebih luas dan formal, seperti pada 
level pemerintahan. Bahkan kekuasaan negara bisa hancur karena 
ketidakadilan yang merajalela. 

Dalam level formal, keadilan dituntut ketika terjadi 
konflik yang selanjutnya diselesaikan lewat yudikatif dalam 
upaya untuk menegakkan keadilan. Dalam praktiknya dibentuk 
lembaga peradilan sekaligus dengan hakim-hakim, pengadilan- 
pengadilannya yang selama ini, paling tidak di Indonesia ada 
beberapa tingkat, seperti Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan 
Tinggi dan Mahkamah Agung. Diperlukan tingkatan seperti ini 
karena dikhawatirkan ada hakim yang tidak benar dan tentu 
dengan adanya peninjauan perkara. Peran pengacara atau 
Muhami, sebenarnya untuk meluruskan segala yang berkaitan 
dengan hukum dalam membantu menegakkan keadilan, bukan 
semata-mata memenangkan atau membela klien. Bahkan, 
penyelesaian hukum perdata saat ini banyak juga yang tidak 
melewati lembaga peradilan, tetapi dengan arbitrase atau hakam 
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dan ada yang bersifat nasional maupun internasional yang 
disebut arbitrase nasional dan internasional. Untuk menegakkan 
keadilan di negara manapun di dunia dibentuk lembaga ini. 

Keadilan dikatakan sebagai prinsip bernegara karena ter- 
nyata keadilan itu, tanpa melihat kesalehan pemimpin atau tidak, 
berimplikasi terhadap kelanggengan suatu negara. Betul bahwa 
keberadaan negara dengan agama merupakan keniscayaan karena 
negara berfungsi sebagai wadah pelaksanaan ajaran agama itu 
sendiri secara £dfjah, walaupun adakalanya kepala negara 
menyeleweng atau tidak adil dalam kasus tertentu. Namun, itu 
lebih baik daripada negara tanpa pemimpin. Imam Ibnu 
Taimiyah menyatakan tentang pentingnya negara dengan 
pemerintahannya sebagai berikut:” 


Dan sebagaimana diketahui, sesungguhnya manusia itu tidak 
bisa baik kecuali adanya pemimpin dan sesungguhnya kalau yang 
memimpin bukan mereka yang baik atau terbaik, tetapi malahan 
orang-orang yang zalim, niscaya akan lebih baik daripada tidak ada 
sama sekali, sebagaimana dikatakan, “Enam puluh tahun dengan 
adanya imam (pemimpin), tetapi ‘menyeleweng’ lebih baik dari- 
pada satu malam tidak ada imam (pemimpin) sama sekali.” 


Walaupun pemimpin itu menyeleweng dalam arti berbuat 
dosa, zalim, dan tidak adil adalah lebih baik adanya daripada 
tidak ada. Ini artinya, kewajiban adanya pemimpin tidak bisa 
diabaikan begitu saja, walaupun pemimpin itu ada penyeleweng- 
an. Ketiadaan pemimpin akan menimbulkan chaos bagi negara, 
pemerintahan, dan bangsa. Negara selamanya selalu menghadapi 
ancaman luar yang akan menghancurkan negara itu sendiri. 
Maka tidak heran kemaslahatan akan hancur jika kepemimpinan 
tidak ada. Atas dasar itu pula, Syekh al-Qaradawi, seorang pakar 
Islam modern dari Mesir, malahan berpendapat bahwa bukan 
hanya memilih pemimpin yang mungkin tidak disukai, bahkan 
kalau perlu, masuk ke dalam kekuasaan itu. Beliau mengatakan, 
“Siapa yang tidak bisa masuk ke dalam kekuasaan dan hanya 
terbatas pada jamaah-jamaah Islam, seperti yang terjadi di 
berbagai negeri Islam, maka tidak ada salahnya jika ia menerima 
kekuasaan yang ada dan rela bergabung dengan yang lain, jika 
hal itu bisa menjadi kebaikan bagi umat.”” 
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Namun demikian, pemimpin yang adil akan melanggeng- 
kan kekuasaan dan negara akan terjaga dari segala aspek yang 
membawa kehancuran. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyata- 
kan, “Sesungguhnya semua orang sepakat bahwa akibat keza- 
liman itu kehinaan dan akibat keadilan itu kemuliaan. Karena 
itu, diungkapkan bahwa Allah menolong yang adil walaupun 
kafir dan tidak menolong negara yang zalim, walaupun muslim.” 

Oleh karena itu, ketika ayat di atas membicarakan kea- 
dilan, digabungkan dengan perintah takwa, akan selalu menjaga 
diri seseorang agar terhindar dari perbuatan dosa yang antara 
lain berbuat ketidakadilan. Dua dimensi untuk dapat menegak- 
kan keadilan siapa pun yang dituduh bersalah harus tunduk 
pada hukum dan siap bersaksi di pengadilan. Ini pernah 
dilakukan oleh “Ali bin Abi Talib ketika diminta oleh hakim saat 
itu agar menjadi saksi di pengadilan terhadap miliknya yang 
diduga keras dimiliki oleh orang Yahudi. Imam “Ali waktu itu 
juga minta saksi lain yaitu keluarganya sendiri, tetapi ditolak 
oleh hakim dan memenangkan perkaranya kepada si Yahudi. 

Namun, serta merta Yahudi yang merasa diperlakukan 
“baik atau adil” oleh hakim itu, langsung menyatakan masuk 
Islam saat itu juga dan mengatakan bahwa sebenarnya barang 
ini benar milik Imam Ali yang menjadi khalifah ketika itu. Imam 
Ibnu Taimiyah dalam karyanya S;yasatusy-Syar7yyah, menyatakan 
sebagai berikut, “Diperlukan adanya penyatuan antara amanah 
dan kekuatan atas kualitas seorang pemimpin karena bila tidak, 
tentu bisa terjadi persoalan di lapangan yang tidak seimbang. 
Bila tidak dilakukan sendiri, maka harus ada di antara umara atau 
pemegang kekuasaan agar adanya perimbangan.” Memang ber- 
kumpulnya kemampuan seseorang disebutkan dalam Al-Qur'an 
sebagai suatu yang tidak terpisah seperti dalam ungkapan 
qawiyyun amin”. 


C. Musyawarah 

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam mene- 
gakkan kemaslahatan, baik yang bersifat individual, sosial, mau- 
pun pemerintahan. Dikatakan kemaslahatan karena munculnya 
musyawarah pada awalnya, bukan urusan yang bersifat syari, 
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tetapi dalam melaksanakan ketentuan hasil ijtihad pelaksanaan 
syariat itu sendiri. 


1. Makna musyawarah 

Dilihat dari aspek bahasa, makna musyawarah diambil dari 
kata, syaura, sebagaimana diterangkan dalam a/-Mufradat,” “Ia 
diambil dari syirtul-'asala, aku memeras madu, wa asyartuhu 
akhrajtuhu, aku memerasnya berarti mengeluarkannya. Maksud 
musyawarah adalah untuk minta pendapat dari para peserta 
musyawarah, sehingga mengambil yang terbaik dan yang benar. 
Dalam Tafsir ar-Razi," dinyatakan pengertian musyawarah secara 
bahasa sebagai berikut: 


“Musyawarah diambil dari perkataan, “Syirtul-'asala asywarahu iza 
akhaztubu min mawdi'ibi wastakbrajtuhu, (aku memeras madu dan 
mengambilnya kalau seseorang mengambil madu itu dan menge- 
luarkannya (memerasnya).” Ada juga yang menyatakan bahwa asal 
kata itu dari syirtu-dabbata iza aradtahu, kau membawa binatang 
ternak kalau memamerkannya (untuk dijual) ke tempat penjualan 
atau pelelangan binatang ternak yang disebut misywar, sehingga 
diketahui baik dan buruknya.” 


Menurut istilah, musyawarah itu sebagai upaya mengambil 
dan mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap masalah 
yang dibicarakan. Implementasi musyawarah, meliputi berbagai 
bidang kehidupan: individual, sosial, dan utamanya praktik poli- 
tik yang memerlukan kematangan desain dan implementasinya. 

Dengan musyawarah, akan diketahui apakah suatu perkara 
itu baik atau tidak. Penyusun kitab tafsir a-Munir, Wahbah az- 
Zuhail mengatakan arti musyawarah sebagai “Tuahadulul-ara' 
lima rifatis-sawab, tukar pikiran untuk mengetahui kebenaran”. 
Dengan musyawarah, sesuatu yang terbaik akan didapatkan ka- 
rena akan menghasilkan suatu produk pendapat yang diambil 
dari musyawirin dan diambil yang terbaik, bagaikan madu yang 
akan menjadi obat bila diminum. Hasil musyawarah akan menjadi 
penawar juga bagi berbagai macam persoalan yang harus disele- 
saikan dan merupakan solusi terbaik. Memang musyawarah 
adalah mencari kebenaran, bukan kemenangan. 

Musyawarah punya kedekatan dengan demokrasi dalam 
beberapa aspek, tetapi perbedaan pun cukup jelas. Bila 
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musyawarah adalah tukar pikiran untuk mencari kebenaran dan 
atau sebagaimana disebutkan dalam a/-Mufradat,” “Istikhrajur- 
ra'yi bi muraja'atil-ba'di lil-ba di,” mengeluarkan pendapat dengan 
mengoreksi sebagian atas sebagian lain,” sehingga ditemukan 
kebenaran. Jadi dalam musyawarah tidak mengambil suara 
terbanyak, tetapi memilih kebenaran. Di sinilah perbedaannya 
dengan demokrasi karena demokrasi mengambil yang paling 
banyak terlepas benar atau tidak. Di salah satu negara bagian di 
Amerika, misalnya, boleh tidaknya minuman keras berlaku di 
negara tersebut dengan cara pemilu atau istifla", referendum. 
Hasilnya ialah minuman keras boleh beredar di negara bagian 
tersebut, walaupun dalam waktu terbatas. Di Kota Bandung 
akan ada Perda Minuman Keras yang ditetapkan oleh DPRD. 
Semua ulama menolak peredaran minuman keras di hotel 
manapun dan bintang berapa pun. Namun, dengan segala 
alasan, diputuskan bahwa minuman keras boleh beredar 
minimal di hotel bintang tiga. 

Dalam Islam, dilaksanakannya sesuatu, lebih-lebih ber- 
kaitan dengan syariat, bukan atas dasar dukungan banyak atau 
sedikit, tetapi berdasarkan kebenaran. Atas dasar itu pula, maka 
para founding father Indonesia, menamakan lembaga negara 
penentu undang-undang adalah DPR (Dewan Perwakilan 
Rakyat) karena yang dicari dan akan ditentukan adalah 
kebenaran, bukan kemenangan. Bahwa kebenaran didukung 
oleh orang banyak boleh saja dan suatu yang baik harus 
didukung oleh banyak orang. 


2. Implementasi musyawarah dalam konteks kenegaraan 

Setiap pemerintahan di dunia ini tidak lepas dari musya- 
warah, bagaimanapun konsep yang digunakan. Rasulullah sa/lal- 
labu “alaihi wa sallam dalam berbagai kesempatan, banyak 
bermusyawarah dengan para sahabatnya ketika memutuskan 
perkara-perkara penting. Tentang musyawarah ini disebutkan 
dalam Surah Ali Imran/3: 159, dan asy-Syura/42: 38 sebagai 
berikut: 


oz? 27 > ot AA ere Zor r so% SIK 2». Sh < 
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SAMAN ena 


Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terbadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali Imran/3: 159) 


Ayat ini ada kaitannya dengan kekalahan Perang Uhud, 
dimana Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, walaupun dalam 
keadaan marah dan dongkol karena ketidaktaatan para sahabat 
atas perintahnya, beliau tetap menampilkan akhlak mulia di depan 
para sahabatnya dengan menggunakan kata-kata yang lembut 
dan penuh keakraban. Dalam kitab tafsir a/-Munir dijelaskan, 


“Perbuatan seperti ini karena Rasul sallallahu ‘alaihi wa sallam 
amat baik dalam memimpin umatnya dalam situasi apa pun. 
Rasulullah bermusyawarah dalam perkara-perkara politik dan 
kepentingan umat di waktu perang dan damai. Al-Imam at-Tirmizi 
meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari Abu Hurairah, “Lam 
yakun ahadun aksara musyawaratan min Rasiilillahi sallallahu ‘alaihi wa 
sallam,” tidaklah seorang pun yang paling banyak bermusyawarah 
kecuali Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Selanjutnya, Rasulullah 
bermusyawarah dengan para sahabat ketika akan Perang Badar, 
Uhud, Khandak, Hudaibiyah, dan peristiwa tuduhan atas keluarga- 
nya dalam a/ifk dan musyawarah kepada “Ali dan “Usamah ketika 
ada konflik keluarga dengan akan adanya “penceraian” terhadap 
“A'isyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Kasir. Imam Abu 
Dawud meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah yang 
menyatakan, “Yang dimusyawarahkan itu dijamin aman atau 
dipercaya.” 


Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama, 
dijelaskan maksud ayat 159 Surah Ali Imran/3 adalah urusan 
peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, 
ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Dengan musyawarah 
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itulah maka segala rencana dapat didiskusikan hingga matang. 
Maka dalam Surah asy-Syura/42: 38, Allah makin memperkuat 
kedudukan musyawarah sebagai berikut: 

12A 220A NGGI GG A ag YA LL Ng A sea MT 2 -4 - 

PASI in Saya aaa 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salai, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syura/42: 38) 


Dua keterangan Al-Qur'an yang secara eksplisit menyuruh 
kaum muslim bermusyawarah adalah juga perwujudan ijtihad 
kolektif di antara warga negara dengan pemerintah dalam rangka 
mencari kebijakan-kebijakan negara dalam mengarahkan pem- 
bangunan negara yang didasari oleh “pertanggungjawaban moral 
setiap individu yang terlibat”. Oleh sebab itu, setiap keputusan 
musyawarah merupakan “amanah” yang diberikan oleh sejumlah 
orang untuk melaksanakan setiap kebijakan yang dihasilkan 
dalam musyawarah tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah 
(wulatu-umir) dalam menyelenggarakan perintahnya harus selalu 
dilandasi oleh sikap amanah dan ‘adalah untuk merealisasikan hasil 
musyawarah. Dari konsep ini, muncul Ahlul-Halli wal Agdi 
(sekelompok orang yang membuat UU, semacam MPR dan 
DPR di Indonesia). Lembaga inilah yang akhirnya menjadi 
lembaga legislatif pada abad modern sekarang. 

Bila dilihat dari susunan ayat ini, dapat dilihat rangkaian 
perintah, yaitu: a) mematuhi Tuhan: b) menegakkan salat, c) 
memutuskan perkara dengan musyawarah, dan d) menafkahkan 
sebagian rezeki. Ini artinya musyawarah bukan hanya berkaitan 
dengan landasan spiritual, seperti merespons pada segala perintah 
Tuhan, kemudian salat, tetapi juga memiliki kepedulian sosial 
yang tinggi dengan cara berinfak. Artinya para musyawarin, 
seyogianya adalah mereka yang taat pada ajaran Tuhan yang 
selalu mencari kebenaran. Dapat juga orang berkumpul mem- 
bicarakan sesuatu, tetapi dalam kejahatan, maka yang seperti ini 
bukan musyawarah, tetapi persekongkolan, kesepakatan jahat, 
dan provokasi. 
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Dalam konteks musyawarah ini, Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
wa sallam pernah bersabda kepada Abu Bakar dan “Umar dalam 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 


MSI ga a SL G Ba GLS a 


Seandainya kalian berdua sudah bersepakat dalam musyawarah, maka 
aku tak akan menyaiahinya. (Riwayat Ahmad dari Ibnu Ganam al- 
Asy'ari) 


Kemudian, Abu Hurairah meriwayatkan pula: 


KOTS 3 Wd 555 | ola, ). AM ER A) 


Yang dimusyawarahkan itu dijamin aman. (Riwayat Abu Dawud dari 
Abu Hurairah) 


Dengan demikian, kedudukan musyawarah sedemikian 
pentingnya, sehingga menjadi penting pula dalam kehidupan 
bernegara. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya Oadaya al-Fiqh 
wal-Fikril-Mu'asir menyatakan sebagai berikut: (1). Asy-Syura wa 
Nizamul-Hukmi, (2). Asy Asyura wad-Dustirud-Da'im, (3). Nizamusy- 
Syara wa Mawgiful-Islam min Siyasati-Ummah aw Hakimiyatuha, (4). 
Asy-Syura wa Nizamun-Niyabi fid-Dimukratiyyah: (5). Asy-Syura wa 
Mabda' faslis-Sultatil--Ammah, (6). Asy-Syira wa Syuritul-Hukmi”" 

Dalam konteks poin pertama, menurut az-Zuhailt,” yaitu 
asy-Syura wa Syuritu-Hukmi paling tidak ada dua macam: pertama, 
dalam menetapkan waliyyul-amr yang berkuasa atau lainnya 
dengan cara syira, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali 
Imtan/3: 159, sebagaimana diuraikan di atas. Dalam konteks 
ini, setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Adapun 
akhir ayat, “Fa iza 'azamta fatawakkal ‘alā Allah,” menunjukkan 
bahwa perlunya melaksanakan pendapat itu setelah dimusyawa- 
rahkan. Kedua, menerangkan kekhususan-kekhususan orang ber- 
iman dan sifat-sifatnya beserta melaksanakan kewajiban mereka, 
seperti menegakkan salat dan lainnya, yaitu ayat yang tercantum 
dalam Surah asy-Syura/42: 38, yaitu “wa amruhum syara bainahum” 
seperti di atas. 

Rasul sallallahu “alaihi wa sallam selalu bermusyawarah 
dengan para sahabat dan keluarganya, baik dalam persoalan 
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khusus maupun umum pada masa damai maupun perang. 
Majelis Syura Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam sebanyak 11 
orang sahabat, yaitu: Hamzah, Jafar, Abu Bakar, “Umar, “Ali, 
Ibnu Mas'ud, “Ammar, Huzaifah, Abu Zarr, al-Migdad bin al- 
Aswad, dan Bilal al-Habasyi. Rasul pun pernah bermusyawarah 
dengan istrinya, Ummu Salamah, untuk bertahallul dari umrah, 
setelah perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, dalam sistem khilafah 
(kekuasaan negara yang paling mulia) yang didasarkan atas bai ah 
(janji setia), pemilihan langsung dari rakyat, meskipun didahului 
oleh bai'ah atas dasar usulan nama khalifah yang dicalonkan, 
baik oleh ahlul-halli wal-'agdi (semacam DPR-MPR), baik sebagai 
para pemilik suara musyawarah maupun ditentukan oleh 
khalifah terdahulu sebagai wilayatul-'ahdi, semacam putra mah- 
kota. Atas dasar ini, maka sura adalah suatu kaidah yang 
berkaitan dengan sistem kekuasaan atau tata negara dalam Islam 
dan seutama-utamanya kekhususan sebagai pelaksanaan dari 
teks-teks syarak (Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Sirah Naba- 
wiyah) sebagai perbaikan dari kesalahan-kesalahan kekuasaan 
individu yang otoriter. 

Dalam konteks negara, permusyawaratan di zaman a/-Khu- 
lafa'ur-Rasyidun ialah ketika pengangkatan para khalifah itu, sejak 
Abu Bakar sampai pada “Alt bin Abi Talib, walaupun bentuk 
musyawarah dan para musyawirin itu berbeda-beda satu sama 
lain. Pada masa Abu Bakar, para sahabat setelah ada sedikit 
konflik di Sagifah Bani Saidah, karena ada perbedaan paradigma 
siapa yang lebih berhak menjadi khalifah, tetapi ternyata dapat 
diselesaikan dengan mulus karena orang Quraisy harus dida- 
hulukan dalam konteks saat itu, sesuai dengan hadis Nabi 
sallallahu “alaihi wa sallam, “AL-A'immatu min Quraisy.” Model 
sidang parlemen pemilihan presiden atau perdana menteri saat 
itu, sudah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam. 

Ketika menjelang wafatnya, Abu Bakar bermusyawarah 
dengan beberapa sahabat dan menunjuk “Umar bin al-Khattab, 
sebagai pelanjutnya, dengan model waliyyul ‘ahdi. Pemilihan 
khalifah pasca “Umar lain lagi. Beliau memilih enam orang 
sahabat, sebagai majlis syura—yang dalam bahasa sekarang dise- 
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but formatur—yang bertugas memilih penggantinya. Mereka 
adalah “Ali bin Abi Talib, “Usman bin “Affan, “Abdurrahman bin 
“Auf, Sa'ad bin Abi Waggas, Talhah bin “Ubaidillah, Zubair bin 
“Awwam, dan Ibnu “Umar, dengan catatan bahwa Ibnu “Umar 
tidak boleh dipilih. Adapun ketua formatur adalah “Abdurrahman 
bin “Auf. Dalam pemilihan tersebut “Usman bin “Affan 
mendapat suara lebih dari “Ali bin Abi Talib, sehingga berhak 
menjadi khalifah pengganti “Umar bin al-Khattab. “Abbas 
menegur “Ali mengapa mengikuti pemilihan di sana, tetapi 
Imam “Ali menjawab bahwa tidak mungkin walk out dalam 
perkara yang besar itu. Beliau menjawab “Abbas dengan 
menyatakan sebagai berikut: 


Pln GIA gai NG AI AN bya er GAN AS 


Ini adalah perkara yang amat besar dari persoalan-persoalan (ajaran) 
Islam; saya tidak berpendapat (baik) keluar dari syara itu. 


Dengan ungkapan yang gamblang ini, Imam “Ali menyata- 
kan bahwa ia tidak mungkin meninggalkan musyawarah itu 
karena pertanggungjawaban ke depan adalah tanggung jawab 
bersama. Negara harus tegak, kepemimpinan harus ada, dan 
masyarakat harus nyaman dengan pemimpin ini. Imam “Ali 
adalah sosok negarawan yang mestinya menjadi contoh pula 
bagi para politisi. Pemimpin siapa pun dapat memperolehnya 
asalkan dengan cara yang benar. Imam “Ali lebih mengutamakan 
membela keutuhan negara daripada hanya sekadar menjadi 
kepala negara yang pada musyawarah waktu itu dikalahkan oleh 
Usman bin “Affan, walaupun hanya berbeda satu suara. 
Pemilihan “Ali bin Abi Talib dilakukan oleh seluruh masyarakat 
yang hadir di Medinah termasuk para pemberontak yang 
mengepung “Usman bin “Affan, semacam pemilu raya saat ini. 


D. Persamaan (Musawah) 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan 
Allah dan dilebihkan dari makhluk lainnya dengan ungkapan 
takrim dan tafdil seperti dalam Surah al-Isra'/17: 70. Di samping 
itu, manusia juga dijadikan berbangsa-bangsa dan suku-suku 
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agar mereka bertaaruf satu sama lain, seperti tercantum pada 
Surah al-Hujurat/49: 13. Surah az-Zalzalah/99: 6, an-Nisa'/4: 105, 
dan al-Kahf/18: 28 mengindikasikan atas D tersebut. 


$s Sa. AN A 1777 7 LA TAA 
Nana EOS u KÉ ÁÇ 
MPE a Sng wi re 
KE ele Wo lale 


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabhateliti. (al- 
Hujurat/49: 13) 


Ouraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut," 


“Kata fa'arafi terambil dari kata ‘Arafa yang berarti mengenal. 
Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal 
balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat 
pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang 
untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan 
perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling 
menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan 
ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dampaknya 
tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 
kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak 
dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat 
bekerjasama tanpa saling kenal-mengenal. Saling mengenal yang di- 
garisbawahi oleh ayat di atas adalah “pancing”-nya bukan “ikan” - 
nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena 
seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik daripada 
memberi “ikan”. Demikian juga halnya dengan pengenalan terhadap 
alam raya. Semakin banyak pengenalan terhadapnya, semakin 
banyak rahasia-rahasianya yang terungkap, dan ini pada gilirannya 
melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dari 
sini pula sejak dini Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa: 


(Di PA JENI SK 
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Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, 
Apabila melihat dirinya serba cukup. (al-Alag/ 96: 6-7) 


Salah satu dampak ketidakbutuhan itu adalah keengganan men- 
jalin hubungan, keengganan saling mengenal dan ini pula yang pada 
gilirannya melahirkan bencana dan perusakan di dunia. Kata akra- 
makum terambil dari kata £aruma yang pada dasarnya berarti yang 
baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa 
adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah, dan ter- 
hadap sesama makhluk. Manusia memiliki kecenderungan untuk 
mencari, bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Ba- 
nyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, 
kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis 
keturunan, merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena 
itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati apa 
yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu, sifatnya 
sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada 
kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber 
kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus 
membahagiakan secara terus-menerus. Kemuliaan abadi dan lang- 
geng itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mencapai- 
nya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan- 
Nya, melaksanakan perintah-Nya serta meneladani sifat-sifat-Nya 
sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa, dan dengan demikian 
yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk 
meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir 
kekurangan, karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan 
keinginan manusia sehingga tidak pernah habis, sebagaimana 
tercantum dalam Surah an-Nahl/16: 96: 


A20 ALDI III 1 05 P AE oo eng a 
AAN D Ae AN ae GA Ke AE ARA 
f AJ or - - 
IN 
Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an- 
Nahl/16: 96) 


Sifat “Alim dan Khabir keduanya mengandung makna kemaha- 
tahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ulama membedakan 
keduanya dengan menyatakan bahwa ‘Am menggambarkan pe- 
ngetahuan-Nya menyangkut segala sesuatu. Penekanannya adalah 
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pada Zat Allah yang bersifat Maha Mengetahui—bukan pada 
sesuatu yang diketahui itu. Sedangkan Khabir menggambarkan 
pengetahuan-Nya yang menjangkau sesuatu. Di sini, sisi pene- 
kanannya bukan Zat-Nya Yang Maha Mengetahui, tetapi pada 
sesuatu yang diketahui itu. Penutup ayat ke-13 dari Surah 
al-Hujurat/49 di atas: innallaha alimun khabir (sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal) yang menggabungkan dua 
sifat Allah yang bermakna mirip itu, hanya ditemukan tiga kali 
dalam Al-Qur'an.” 


Ayat lain yang berkaitan dengan persamaan atau musawah 
ini ialah Surah al-Kahf/18: 28 berikut: 


22121,2» 


> z yA? ab At » 4 Aka bak KN A 
agos 3427. Pa en DHE DAN pa Ae 
Gie Gu a Ii SEA 

daa TPI - 

an 
Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru 
Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya, 
dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) meng- 
harapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti 
orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta 


menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. (al- 
Kahf/18: 28) 


Az-Zuhaili dalam karyanya, Tafsir a-Munir, menjelaskan 
ayat tersebut sebagai berikut:" 


“Islam adalah agama (yang mengajarkan) a-musawah (kesamaan). 
Maka tidak ada perbedaan dalam sistem Islam antara orang mulia 
dengan orang lemah, kaya dan fakir, kepala dan yang dikepalai dan 
tidak ada perbedaan dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan 
strata sosial. Semuanya adalah sama dalam majelis, muamalah, dan 
hak-hak serta kewajiban-kewajiban. Di sinilah Al-Qur'an menegas- 
kan pada ayat di atas yang berbunyi, “Dan bersabarlah kamu bersama- 
sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari 
dengan mengharap keridaan-Nya,” atas keistimewaan-keistimewaan pada 
majelis, pembicaraan, dan ucapan di antara para tokoh Quraisy 
dan para pemimpinnya dan antara fugara muslimin dan kaum yang 
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lemahnya. Bahkan, Islam itu bersama orang-orang lemah yang 
berbuat atas dasar rida Allah dan ketaatan kepada-Nya, dan men- 
jauh dari orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, 
mengikuti hawa nafsu, dan cenderung kepada kemaksiatan. 
Karena itu, majelis Nabi dan orang-orang beriman tidak pantas 
duduk bersama dengan para pemimpin yang menjauhkan para 
fuqara dari majelisnya.” 


Di sinilah letak kemuliaan ajaran Islam, sehingga dengan 
mudah tersebar ke seluruh dunia dalam tempo yang tidak terlalu 
lama. Pada abad kedelapan dan sembilan Islam sudah sampai di 
Spanyol Andalusia dan Asia Tenggara. Dunia saat itu sedang 
dikuasai oleh kaum feodal dan para ningrat seperti pemerintahan 
yang berbentuk “kerajaan-kerajaan”, walaupun bentuk kerajaan 
ini sampai masa kini dengan berbagai paradigma pemerintahan 
yang digunakan. Sudah tidak dimungkiri lagi dengan kekayaan 
“para penguasa”, walaupun menggunakan gelar ra'is (presiden), 
tetapi kekayaannya luar biasa sebagai akibat dari pemerasan 
terhadap negara—rakyatnya—yang dikuasai. Kekayaan mantan 
Presiden Mesir adalah triliunan rupiah seperti juga kekayaan 
Presiden Khadafi yang mencapai 229 triliun rupiah. 

Jadi, gelaran muslim saat ini tidak ada bedanya dengan 
para penguasa non-muslim, bahkan mungkin pada beberapa 
aspek, seperti kedekatan dan menegakkan prinsip persamaan 
dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial, dapat saja mereka 
“lebih baik”. Banyak kepala negara dunia yang menyia-nyiakan 
amanah ini termasuk negara-negara muslim, sehingga masyara- 
katnya banyak yang sengsara dan hidup di bawah standar. 
Kesamaan dan atau istilah lain “kesetaraan” dalam ajaran Islam 
lebih daripada ajaran agama apa pun yang ada. Munculnya 
istilah Hak Asasi Manusia dilihat dari aspek kesamaan, 
walaupun tentu tidak sebagaimana yang dikonsep oleh dunia 
Barat yang kebetulan mayoritas Kristen. Dalam Islam tampak 
kesamaan itu dalam kewajiban-kewajiban ibadah, dalam salat, 
misalnya, orang yang menduduki saf paling depan yang paling 
dahulu datang ke masjid. Walaupun secara strata sosial berbeda, 
mereka berdiri dan duduk dalam barisan yang sama. Sementara 
orang yang belakangan, walaupun kaya tidak dapat mengusir 
orang paling depan walaupun dari kaum papa. 
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Kelebihan antara manusia satu dengan yang lainnya ada- 
lah ketaatan dan ketakwaannya, yang dalam Surah al-Hujurat/49 
di atas disebutkan, “Inna akramakum “indallahi atqakum.” Dalam 
suatu hadis Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


AN E KAN; Sal SA Bh R3 a A pe 


KO gl Gi 33 ye sai olay) NET. ajz 3 
Manusia yang paling baik adalah yang paling mengerti (kitabullah), 
paling bertakwa, paling sering amar ma'ruf nahi munkar, dan yang paling 
sering menjalin tali silaturrahim.” (Riwayat Ahmad dari Durrah 
binti Abu Lahab) 


Dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang strata 
seseorang dalam kehidupan keseharian dan kebersamaannya, 
akan tetapi hanya menerangkan suatu tingkatan di depan Allah 
subhanahu wa ta'ala yang merupakan suatu keniscayaan bahwa di 
depan Allah seseorang bisa berbeda satu sama lain. Walaupun 
demikian, seseorang tidak boleh merasa paling baik di depan 
manusia karena manusia tidak berhak menilai dirinya sendiri 
untuk selanjutnya berbangga terhadap orang lain dan membang- 
gakan diri itu pun amat tercela dalam Islam. 


E. Kerja Sama/Tolong-Menolong (Ta'awun) 

Kebersamaan suatu yang niscaya dalam kehidupan, bahkan 
dengan makhluk-makhluk lain, baik yang bernyawa maupun 
tidak, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Karena itu, 
istilah ekosistem sebenarnya ada kaitan kehidupan secara bersa- 
ma, saling mendukung satu sama lain; berbeda-beda tapi bersama 
bahkan bersatu, “Bhinneka Tunggal Ika”. Istilah gotong-royong 
dalam bahasa Indonesia menunjukkan kebersamaan, bahkan 
amanah, adalah, musyawarah, dan musawah, seperti disebutkan 
di atas, sebenarnya erat kaitannya dengan kebersamaan dalam 
membangun kehidupan ini. Ini artinya hidup secara sendirian 
jauh dari masyarakat merupakan kehidupan yang amat kurang 
dilihat dari kehidupan ideal. Al-Qur'an sudah menyatakan secara 
eksplisit adanya kehidupan berjamaah, yaitu tolong-menolong, 
seperti pada Surah al-Ma'idah/5: 2 berikut: 
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RASA ER AT KN T— 23 TAN AR Sr 
ISN SIM NG TAN EN IA GS 
2 okore Ta, 


ki 2a RN NG Pe A NA PA? PN Pu 
Aa WAN On ME ia Y 


KAT oz er Pd E D s8 . oz Pa Gr Kh SNG 
yaa ola L ena ye KO py IE : Kat 


NGGEN AGA SAN TKI Ben AA EE Ian KA ANGGE 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan gala'id (bewan- 
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang- 
orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan 
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, 
maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianfmu) kepada 
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong- 
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 
(al-Ma'idah/5: 2) 


Kalimat tentang kebersamaan yang eksplisit yaitu, ta awun. 
Ayat yang cukup panjang ini berbicara tentang beberapa hal 
yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti pada poin-poin yang 
tercantum dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama 
versi Percetakan Al-Qur'an Khadimul Haramain,” sebagai berikut: 
Pertama, berbicara tentang syiar Allah yang berarti segala amalan 
yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat 
mengerjakannya. Kedua, dilarang melakukan peperangan pada 
bulan-bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan 
Rajab, dan di tanah Haram, yaitu Mekah. Ketiga, jangan meng- 
ganggu hadyu, yaitu binatang (unta, lembu, kambing, dan biri- 
biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada 
Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan 
kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Keempat, jangan 
mengganggu binatang yang sudah diberi tanda (binatang hadyu 
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yang diberi kalung), supaya diketahui orang bahwa binatang itu 
telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Keliwa, dilarang 
juga mengganggu orang yang sedang berada di Baitullah karena 
mereka sedang mencari karunia dan keridaan Allah. Karunia 
Allah di sini maksudnya ialah keuntungan yang diberikan Allah 
dalam perniagaan, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala amalan 
haji. 

Potongan ayat tentang žaawun (tolong-menolong atau 
bersama satu sama lain) ini dikaitkan dengan ibadah bulan haji 
dan sekaligus beberapa peraturan dalam ibadah haji. Pelaksanaan 
ibadah haji amat kompleks dilihat dari banyaknya orang dengan 
keperluan infrastruktur dan keperluan pangan yang amat banyak 
sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik tertentu. Jangan- 
kan perang, berbuat fasik dan saling berbantahan (jidal), seperti 
pada Surah al-Baqarah/2: 197 pun dilarang. 

Pada bulan ini segala yang akan merugikan nyawa pun 
dilarang keras. Binatang yang akan disembelih pun harus aman 
dari segala gangguan sebagai bagian dari kebersamaan dan saling 
memelihara antara masyarakat yang ada di arena haji. Ibadah 
haji pun akan memberi keuntungan dalam perniagaan yang 
dilakukan. Pada saat yang mungkin rawan keamanan, tetapi 
karena mereka sedang berhaji dengan niat karena Allah, sehingga 
tidak satu pun hak orang lain yang terganggu keamanannya. 
Dengan demikian, tidak terjadi kezaliman walaupun mungkin 
ada masalah antara yang satu dengan yang lainnya. 

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam 
banyak mengingatkan agar tidak melupakan orang lain ketika 
memperoleh rezeki dan jika sampai nisab, agar mengeluarkan 
zakat. Berbagai peristilahan dikemukakan Al-Qur'an dan Sunnah 
seperti infak, sedekah, jariah, wakaf, dan lainnya, baik sebagai 
kewajiban maupun anjuran. Kewajiban dan ajakan melaksana- 
kan zakat, sedekah, jariah, dan lain-lain itu merupakan tanda 
kebersamaan manusia dengan yang lain. Zakat yang di sana 
berbicara tentang asnaf, misalnya amat jelas dari mana harta itu 
dan kepada siapa disampaikan. 

Dalam konteks potongan ayat yang berbicara tentang 
perintah ta 'awun terhadap kebajikan dan takwa serta dilarangnya 
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ta'awun terhadap dosa dan permusuhan, Wahbah az-Zuhaili 
dalam al-Munir menguraikan potongan ayat tersebut sebagai 
berikut: 


“Hal itu adalah setiap kebaikan yang diperintahkan Syarak dan 
dilarang dari padanya kemungkaran dan atau a/-birr itu kebaikan 
yang menenteramkan hati. Dan janganlah kalian ber-/a'awun atas 
dosa dan maksiat, yaitu setiap yang dilarang Syarak. Atau ism itu 
adalah apa yang terlintas dalam hati dan kamu tak suka terlihat 
orang-orang. Jangan pula ber-/4awun untuk melanggar hak-hak 
orang lain. Ism dan 'udwan setiap kejahatan yang mengakibatkan 
dosa pelakunya dengan melebihi batas-batas Allah dengan melaku- 
kan permusuhan atas manusia. Kemudian, takwalah kepada Allah 
dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi apa 
yang dilarang-Nya.” 


Adalah sebuah keniscayaan ber-/a'awun dalam kebaikan 
dan menjauhi segala dosa dan permusuhan yang akan meng- 
akibatkan konflik dan selanjutnya pertengkaran yang tidak akan 
menyelesaikan persoalan. Tolong-menolong dalam kebajikan amat 
banyak dimensinya, sebagaimana permusuhan dan dosa. Namun, 
prinsip yang harus dipegang ialah sebagaimana dijelaskan hadis 
Nabi sallallahu “alaihi wa sallam yang diriwayatkan at-Tabrani dari 
Ibnu Mas'ud, “Ad-Dalu ala khairin ka fa'ilihi, (orang yang menun- 
jukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakannya).” 

Pakar tafsir Tunisia, Muhammad Tahir bin “Asyur, ketika 
menafsirkan ayat tersebut menyatakan sebagai berikut: 


“Sesungguhnya kewajiban kalian tolong-menolong di antara 
kalian untuk melakukan takwa dan kebajikan. Apabila ini merupa- 
kan kewajiban mereka juga di antara mereka, maka urusannya ada- 
lah untuk menolong dalam kebajikan dan ketakwaan karena 14 awun 
dalam aspek ini berimplikasi pada mencintai. Maka tidak heran 
bila hasilnya adalah kecintaan buat mereka, maka tidak ada 
halangan menolong mereka meskipun dalam kasus tertentu ia itu 
“musuh”. Walaupun mereka orang kafir, tolong-menolong dalam 
kebaikan dapat menunjukkan ke ketakwaan dan diharapkan dengan 
sering dekat, mereka tertarik pada Islam... Memang, ayat di atas 
menekankan dengan kaum muslim, yaitu tolonglah sebagian kalian 
dan sebagian lagi pada kebajikan dan takwa. Faedah ta'awun adalah 
menolong, sehingga jadilah hal itu akhlak umat Islam. Adapun 
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larangan #a'awun atas dosa dan permusuhan adalah sebagai penguat 
terhadap perintah bertolong-tolongan atas kebajikan dan takwa 
karena perintah sesuatu, walaupun sudah jelas terkandung di 
dalamnya larangan kebalikannya, maka perhatian dengan hukum 
kebalikannya memerlukan larangan eksplisit tentang ta'awun itu 
secara spesial. Dimaksud dengan ini ialah masing-masing saling 
menahan agar tidak terjadi kezaliman atas suatu kaum, walaupun 
ada semacam kebencian.” 


Ini artinya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang 
mengutamakan persaudaraan, saling merasakan, saling memper- 
hatikan nasib dan kehidupan orang lain. Memang keagungan 
Islam menunjukkan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan 
ini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga makhluk, seperti 
binatang dan bahkan tumbuhan sekalipun. Sedekah misalnya, 
termasuk dengan menolong binatang dan juga menanam 
tumbuhan. 

Istilah ta'awun yang bersifat materi dalam Islam memiliki 
banyak konsep dan istilah digunakan, seperti zakat, infak, sede- 
kah, jariah, hibah, dan wakaf. Semua istilah tersebut memiliki 
konsep tersendiri, sehingga bagi seorang muslim tinggal meng- 
implementasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan nisab harta yang 
harus dizakati dengan ukuran yang harus dikeluarkan, baik dari 
pertanian, perdagangan, peternakan, maupun dari jasa yang 
disebut dengan zakat profesi atau infak wajib. Infak biasanya 
berkaitan dengan tugas-tugas material yang harus ditunaikan. 
Sedekah dan jariah bersifat foluntir, sehingga tanpa batasan 
tertentu seseorang dapat membantu yang lain dengan syarat 
tidak boleh melewati sepertiga dari harta kekayaan yang 
dimilikinya. 

Ibnu Taimiyah memberikan ulasan yang amat mendalam 
tentang penting 74 awun dalam kehidupan, baik individu maupun 
kelompok, sebagaimana beliau ungkapkan dalam Majma‘ Fata- 
wa," sebagai berikut: 


D Y BEN 3 Yg GMN 9 Y SI 9 1 
Sa SAI LAN iga HS TE DN PA oa 


pd 
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Setiap manusia kemaslahatan dunia dan akhiratnya tidak akan 
sempurnanya kecuali adanya kesepakatan, tolong-menolong, dan saling 
membantu. Tolong-menolong dalam menarik kemaslahatan dan bantu- 
membantu dalam menolak kemudaratan.... 


Jadi berkumpul untuk ta'awun yang harus dipelihara dan 
dikembangkan oleh setiap orang beriman adalah ta awun untuk 
kemaslahatan, bukan untuk kemudaratan. Penekanan ini penting 
karena dalam kenyataan, biasa terjadi ta ‘amun untuk kemudaratan 
bahkan kemaksiatan. 


F. Kesimpulan 

Suatu keniscayaan bagi penyelenggara negara memiliki 
dan menerapkan prinsip-prinsip utamanya, sehingga negara bisa 
tegak. Prinsip atau dasar-dasar utama yang tidak dapat dimungkiri 
adalah prinsip amanah, adalah (keadilan), musyawarah, musawah 
(kesetaraan atau kesamaan) dan ta'awun (tolong-menolong), 
sehingga warga negara aman dan nyaman, tidak ada yang zalim 
atau dizalimi. Allah mengajarkan prinsip-prinsip ini, sehingga 
negara dapat tegak dengan baik. Prinsip amanah misalnya, prinsip 
yang berkaitan dengan semua orang, termasuk di dalamnya para 
penyelenggara atau kepala negara. Ketika amanah itu tidak 
ada—seperti banyak di negara-negara modern sekarang, maka 
kehancuran sudah amat dekat. Sebagaimana amanah, keadilan 
pun merupakan prinsip penting. Berdirinya negara adalah karena 
keadilan ditegakkan. Baik negara itu muslim atau nonmuslim, 
jika keadilan ditegakkan, maka negara akan tegak juga. Untuk 
kasus Indonesia, menegakkan amanah dan keadilan ini diimple- 
mentasikan dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan, 
pemeriksa keuangan, pengadilan dengan berbagai tingkatannya, 
dan badan-badan pemeriksa lainnya, seperti pengawasan dan 
penilaian kinerja pegawai. 

Sementara itu, prinsip musyawarah, musawah, dan ta'awun 
merupakan aspek lain dari prinsip-prinsip negara yang harus 
dipelihara. Sungguh banyak problem negara yang harus dijaga 
dan dipelihara melalui musyawarah. Adanya musyawarah tidak 
lepas dari adanya persamaan dengan orang lain. Adanya ta awun 
atau kebersamaan pemikiran, sehingga tidak ada seorang pun 
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yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Maka dengan prinsip 
ini warga negara merasa dihargai dan diajak bicara. 

Model “demokrasi” yang selama ini dipraktekkan di bebe- 
rapa negara, merupakan sisi lain dari musyawarah, walaupun 
antara demokrasi dan musyawarah tidak dapat disamakan. 
Musyawarah lebih pada mencari titik temu dengan mencari “bak 
dan kebenaran”, sementara demokrasi lebih utamanya kemenangan 
tanpa melihat hak atau batil. Kasus di negara Barat, misalnya, 
dapat saja mengambil suara terbanyak pada kebatilan, sementara 
dalam Islam tidak dibenarkan. Untuk mewujudkan prinsip 
musyawarah ini, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang 
dalam konteks Indonesia berupa MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
atau yang sejenisnya yang mampu membawa suara kebenaran. 
Dalam ormas-ormas Islam adanya pemilihan dengan model 
pemilu atau melalui majelis syura atau bentuk lain adalah dalam 
upaya menumbuhkan musyawarah. Dalam sistem formatur 
misalnya, ada kaitan pula dengan kesetaraan dan persamaan 
antara anggota dimana setiap orang harus dihargai pendapatnya. 
Islam amat memperhatikan hal itu. 

Sementara itu, #'awun memang amat diperlukan dalam 
setiap tingkatan kehidupan dan melakukan kebersamaan dengan 
orang lain tanpa melihat agama dan keyakinan, lebih-lebih pada 
kasus-kasus yang menimpa masyarakat banyak seperti musibah. 
Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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DA C 


HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 


Ba 


anusia selain memiliki akal juga memiliki nafsu. Nafsu 
| N / | diperlukan agar ia memiliki tenaga pendorong (drive) 
untuk bereproduksi, berkompetisi, bekerja keras, ber- 
pengharapan, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan nafsu itu 
pula ia berkecenderungan menguasai dan mendominasi. Hal ini 
terjadi antara lain karena naluri kecintaannya terhadap lawan 
jenis (pasangan), anak cucu, harta benda, dan pernik-pernik 
duniawi yang menjadi kebanggaan serta citra diri di mata sosial, 
dan terkadang sangat berlebihan.’ Dengan kecintaan yang 
berlebihan pada kehidupan duniawi itu, manusia kadangkala 
menyisihkan orang lain secara tak wajar dalam kompetisi 
kehidupan. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa orang- 
orang yang memiliki keperkasaan (power) cenderung menguasai, 
mendominasi, dan mengeksploitasi sesamanya. Bahkan, sering 
terjadi penghilangan nyawa orang lain demi mewujudkan 
harapan-harapan yang diimpikannya. 

Untuk mereduksi atau menghilangkan dominasi yang 
berlebihan itu, diperlukan perangkat yang dapat membatasi dan 
mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan warga 
negara dengan pemerintah dalam suatu negara. Untuk itu, 
hukum dan perundang-undangan mutlak diperlukan. Tulisan 
pada bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum 
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dan perundang-undangan yang digali dari nilai-nilai Al-Qur'an 
sebagai petunjuk bagi manusia agar hidup tertib sebagai warga 
negara, warga masyarakat, dan berhak memperoleh jaminan 
hukum dalam berupaya meraih kebahagiaan duniawi dan 
ukhrawi. 


A. Dasar Hukum 

Manusia pada dasarnya selalu ingin bebas dalam bereks- 
presi, bersikap, dan bertingkah laku sepanjang hayatnya. Hanya 
saja, kadang-kadang kebebasan itu membuat orang lain menjadi 
tidak bebas, bahkan merampas kebebasan orang lain. Betapa 
banyak konflik terjadi di antara manusia, baik skala kecil 
maupun skala besar, karena faktor keinginan bebas tanpa batas 
dalam berekspresi, bersikap, dan bertingkah laku, terutama jika 
manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tak berlebihan jika 
ada ungkapan power tends to corrupt untuk menggambarkan 
kekuatan dan kekuasaan itu seringkali berdampak pada 
kesemena-menaan. 

Hukum merupakan perangkat mutlak yang digunakan 
untuk mengatur ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat 
atau teritorial negara. Tanpa aturan hukum yang jelas dan 
ditegakkan dengan tegas akan terjadi homo hominy lupus, manusia 
yang satu menjadi serigala bagi yang lain. Atau, dengan perkataan 
lain, yang akan terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat 
akan memangsa yang lemah. Untuk menghindari hal itu, sangat 
diperlukan adanya hukum yang ditaati bersama agar kehidupan 
umat manusia berjalan dengan tertib. 

Adanya hukum yang ditegakkan dan ditaati bersama 
menjadi prasyarat bagi kelanggengan dan kesejahteraan suatu 
bangsa. Ada dua hal yang biasanya menyebabkan terjadinya chaos 
(kekacauan) dalam masyarakat di negara mana pun: Pertama, 
ketiadaan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan 
mengatur secara spesifik tentang persoalan-persoalan masyarakat 
sebagai warga negara, sehingga mereka dengan mudah saling 
mendominasi dan menghancurkan. Kedua, hukum atau perun- 
dang-undangan yang berlaku tidak ditegakkan dengan tegas, 
bahkan cenderung dipermainkan atau direkayasa untuk kepen- 
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tingan-kepentingan tertentu. Pada umumnya hal itu terjadi 
karena adanya kepentingan personal maupun kelompok dari 
para penguasa dan penegak hukumnya. 

Kehancuran umat-umat terdahulu, berdasarkan informasi 
profetik melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, 
terutama diakibatkan oleh para penegak hukumnya yang mem- 
permainkan dan merekayasa hukum. Mari kita cermati hadis 
berikut ini: 
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Sungguh telah binasa umat-umat sebelum kamu, lantaran mereka (pilih 
kasih dalam penegakan hukum). Kalau yang melakukan pencurian 
(korupsi dan tindak kriminal lainnya) orang-orang terpandang maka 
mereka meninggalkan penegakan hukum. Akan tetapi jika yang 
malakukan itu orang-orang lemah maka mereka menegakkan hukum 
dengan tegas. Demi Allah, andai saja Fatimah anaknya Muhammad 
Jang melakukan pencurian niscaya aku sendiri yang akan memotong 
tangannya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari “A'isyah) 


Sebuah negara harus memberi perlindungan kepada 
warganya melalui penegakan hukum yang tegas berdasarkan 
asas keadilan dan persamaan. Karena tujuan negara seperti 
dijelaskan Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Ahmad Syafii 
Maarif, adalah “untuk memelihara keamanan dan integritas 
negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan 
negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasi- 
kan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi 
kesejahteraan semua.” Penduduk suatu negara pasti terdiri atas 
individu-individu yang berbeda-beda karakteristiknya, latar sosial 
ekonomi, kemauan, kemampuan, dan keahliannya, sehingga 
seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat pada 
konflik antar mereka. 

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara maka 
hukum menjadi salah satu yang mesti ada dan dijalankan dengan 
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tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum itu tanpa 
diskriminasi. Hukum dan perundang-undangan harus mengacu 
pada kemaslahatan umat manusia yang menjadi anggota atau 
penduduk negara itu. Di dalamnya terdapat aturan mengenai 
hak-hak dasar warga negara dengan jelas dan mengikat sehingga 
siapa pun yang melanggar akan berhadapan dengan hukum. 
Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam telah memberi teladan 
yang baik dalam mengatur negara dengan menyusun dan mene- 
tapkan—setelah melalui musyawarah dengan berbagai komu- 
nitas—sebuah konstitusi yang menjamin dan melindungi hak- 
hak seluruh warga negara. Konstitusi itu, yang oleh para ahli 
tata negara dinyatakan sebagai konstitusi pertama di dunia yang 
dibakukan secara tertulis, dikenal dengan istilah Konstitusi 

Medinah (Piagam Medinah, as-Sahifatul-Madaniyyah atau al- 

Misagul-Madani)." 

Isi Piagam Medinah dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1. Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam 
bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, serta tidak 
tergantung pada masyarakat lain. 

2. Warga (baca: warga negara) terdiri atas beberapa komunitas 
kabilah yang saling menolong. 

3. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan 
mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan. 

4. Untuk kepentingan administratif, umat dibagi menjadi sem- 
bilan komunitas: satu komunitas Muhajirin dan delapan 
komunitas penduduk Medinah lama. Setiap komunitas 
mempunyai sistem kerja sendiri berdasarkan kebiasaan, 
keadilan, dan persamaan. 

5. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan 
internal. 

6. Setiap komunitas diikat dalam kesamaan iman. Antara 
warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenan- 
kan saling berperang, tidak boleh membunuh dalam rangka 
membela orang kafir, atau membela orang kafir dalam 
memusuhi warga komunitas muslim. 

7. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah. 
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10. 
11. 
12. 
13. 


14. 


Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kema- 
nusiaan di antara umat Islam, warga muslim menjadi 
pelindung bagi warga muslim lainnya. 

Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat 
Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh diperangi dan 
dianiaya. 

Stabilitas umat Islam adalah satu. Satu komunitas 
berperang, semuanya berperang. 

Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lainnya 
wajib membantu. 

Semua warga harus menegakkan akhlak yang mulia. 

Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam 
dalam berperang, maka umat Islam harus tolong-menolong 
dengan mereka. 

Oleh karena orang Quraisy telah mengusir Muhajirin dari 
Mekah, maka penduduk Medinah, musyrik sekalipun, tidak 
boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat 
membahayakan penduduk muslim Medinah. 


15. Jika ada seorang muslim membunuh Muslim lain secara 


16. 


sengaja, maka yang membunuh itu harus di-gisas (dihukum 
setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. 
Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu. 

Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh 
membelanya. 


17. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat 


18. 


dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya 
diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa 
sallam. 

Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seseorang tidak diper- 
kenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (se- 
kutu)-nya. 


Rumusan tersebut merupakan hasil dari musyawarah 


dengan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat 
Medinah saat itu, lalu ditetapkan sebagai undang-undang yang 
mengikat dan ditaati oleh semua warga masyarakat. Menurut as- 
Sudairi dalam bukunya, al-Islam wad-Dustur, undang-undang yang 
ditetapkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam saat itu dianggap 
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sebagai undang-undang dasar negara yang tertulis sesuai dengan 
perkembangan situasi dan tuntutan zaman ketika itu.” Dengan 
penyusunan dan penetapan as-Sabifaiul-Madaniyyah atau al 
Misagul-Madani itu menjadi indikator kebolehan penyusunan 
dan penetapan sebuah undang-undang yang mengatur berbagai 
kebutuhan konstitusi suatu negara yang didasarkan pada 
kemaslahatan seluruh masyarakat. 


B. Sumber Hukum 

Semua produk hukum di dunia ini sepanjang dibuat untuk 
kemaslahatan kemanusiaan maka pada dasarnya akan sejalan 
dengan nilai-nilai universal agama. Tentu dengan catatan bahwa 
produk hukum yang disusun dan disepakati itu didasarkan pada 
hati nurani dan tidak dilatari oleh kepentingan-kepentingan 
tertentu terkait dengan kekuasaan dan keuntungan material. 

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa produk-produk 
hukum sedikit atau banyak tetap terkait dengan faktor ketuhanan. 
F. J. Stahl, seperti dikutip Muhammad Tahir Azhary, bahwa 
sekalipun hukum itu merupakan produk manusia namun 
hukum itu digunakan untuk membantu mempertahankan tata 
tertib dunia ketuhanan, sehingga hukum terburuk pun masih 
mempunyai sanksi ketuhanan,” Hal ini dapat ditemukan dalam 
paham teokratis. Sementara itu, kita pun tak dapat menutup 
mata bahwa produk-produk hukum di negara-negara sekuler 
telah diupayakan begitu rupa agar peran atau sentuhan agama 
pada hukum tidak ada sama sekali. Muhammad Tahir Azhary 
menyatakan bahwa keadaan itu disebabkan oleh pengaruh seku- 
larisme yang demikian kuatnya sehingga di negara-negara Barat 
pada umumnya pada saat ini hukum tidak lagi dikaitkan dengan 
agama.” Hal yang berbeda dalam pandangan Islam bahwa 
hukum tak dapat dipisahkan dari agama. Bahkan, Al-Qur'an 
harus menjadi sumber segala sumber hukum karena Al-Qur'an 
menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia.” 

Sejak awal kehidupan umat manusia sejak itu pula Allah 
subhanahu wa ta'ala menurunkan Kitab sebagai aturan dasar bagi 
manusia agar jangan sampai mereka saling memangsa, berteng- 
kar, berselisih yang tak perlu, karena pada dasarnya manusia 
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adalah makhluk mulia yang memiliki nalar untuk dapat hidup 
bersama dengan yang lain memakmurkan bumi Allah. Dalam 
Surah al-Baqarah/2: 213 telah dijelaskan bahwa umat manusia 
itu merupakan satu kesatuan dan kepadanya diberikan Kitab 
untuk menjadi pedoman sekaligus sumber hukum yang harus 
ditaati. Begitu pula yang dijelaskan pada Surah an-Nisa'/4: 105 
yang menjadikan Kitab Allah sebagai sumber hukum dan 
memberi keadilan bagi umat manusia. 


BEN Ta LKKA aon apl 
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Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan 
Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang yang berkhianat. (an-Nisa'/4: 105) 


Dalam catatan kaki Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diter- 
bitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan 
sebab diwahyukannya rangkaian ayat di atas: 


Ayat 105 dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berkenaan 
dengan pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah dan dia menyem- 
bunyikan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah 
tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang 
mencuri barang itu adalah orang Yahudi tadi. Hal ini diadukan 
oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan mereka meminta agar Nabi sallallahu “alaihi wa sallam membela 
Tumah dan menghukum orang Yahudi, kendatipun mereka tahu 
bahwa yang mencuri barang itu adalah Tu'mah. Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan 
Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. !0 


Dari sini jelas bahwa salah satu fungsi wahyu Allah adalah 
memberikan rasa keadilan kepada umat manusia. Allah selaku 
Pembuat hukum (asy-Syari') telah menetapkan hukum yang 
terbaik bagi umat manusia tanpa kepentingan apa pun. Berbeda 
dengan hukum yang dibuat oleh manusia, boleh jadi tersimpan 
di balik pasal-pasal hukum itu kepentingan-kepentingan pribadi 
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atau kelompok yang menguntungkan. Dengan menjadikan Al- 
Qur'an sebagai pedoman dasar dan sumber semua sumber 
hukum akan mereduksi atau meniadakan peluang kepentingan- 
kepentingan terselubung yang mungkin ada di balik kodifikasi 
sebuah hukum. 

Dalam ajaran Islam ada dua sumber yang harus dijadikan 
pedoman dasar dalam kehidupan, Al-Qur'an dan Sunnah 
Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam. Perintah untuk taat kepada 
Allah dan Rasulnya dipahami dari Surah an-Nisa'/4: 59. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembali- 
kanlah kepada Allah (Al-Our'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59) 


Sementara itu kita juga membaca hadis Rasulullah sa//al- 
lahu ‘alaihi wa sallam yang menegaskan bahwa sepanjang manusia 
taat dan berpegang teguh pada kedua sumber, Al-Qur'an dan 
Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, maka hidupnya tak 
akan tersesat selamanya. 
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Aku tinggalkan dua hal yang apabila engkau berpegang teguh pada 
keduanya maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu Al-Our'an dan 


Sunnah Rasulullah sallallahu “alaihi wasallam. (Riwayat Malik bin 
Anas secara mursal dalam a-Muwatta” 


Perjalanan hidup umat manusia terus berkembang sejalan 
dengan nalar yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala 
kepadanya maka ditemukan pula berbagai hal yang tidak 
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termaktub secara eksplisit (gamblang) di dalam kedua sumber 
itu. Untuk mengatasi hal tersebut Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa 
sallam telah mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan 
mengizinkan penggunaan akal pikiran yang dibimbing oleh 
wahyu melalui mekanisme ijtihad. 

Dengan demikian sumber hukum itu secara berturut-turut 
adalah: Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad (alra7) sebagai 
tambahan apabila terdapat kasus yang tak ditemukan pada 
kedua sumber utama. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis 
dalam bentuk dialog antara Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam 
dengan Mu'faz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman. 
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Ketika akan mengutus Mu'az ke Yaman, Rasulullah sallallahu “alaihi 
wa sallam bertanya kepadanya, “Bagaimana Anda memutuskan jika 
dihadapkan suatu masalah?” Mu'az menjawab, “Aku akan memutus- 
kannya berdasarkan Al-Our'an.” Rasulullah bertanya lagi, “Bagaimana 
kalau Anda tidak menemukannya di dalam Al- Quran?” Muaz 
menjawab, “Aku akan beralih ke Sunnah Rasul-Nya.” Lalu 
Rasulullah bertanya lagi, “Bagaimana kalau pada keduanya tidak Anda 
temukan?” Mu'az mengatakan, “Aku akan berijtihad dengan 
pandanganku sendiri, dan tentu tidak sembarangan.” Lalu Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam meletakkan tangannya di dada (tanda 
puas) seraya bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik 
kepada utusan Rasulullah sesuai dengan perkenannya.” (Riwayat Abu 
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Dawud, Ahmad, at-Tirmizi, al-Baihaqi, at-Tabrani, ad-Darimi 

dari Mu'faz bin Jabal) 

Dari dialog di atas dipahami oleh para ulama bahwa 
sumber hukum Islam itu diurut sesuai dengan urutan yang di- 
jelaskan di dalam hadis tersebut: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah 
sallallahu 'alaihi wa sallam, dan ijtihad sebagai sumber tambahan 
ketika suatu masalah tidak terdapat secara eksplisit pada sumber 
utama yang pertama dan kedua (Al-Qur'an dan as-Sunnah). 
Ungkapan Mu'az “gjtahidu bira'yi wala ahi—bagian penting yang 
seringkali luput dari kutipan—bahwa ijtihad dengan mengguna- 
kan pikiran itu harus dilakukan dengan serius dan tidak 
sembarangan. Artinya, hasil pemikiran itu harus tetap mengacu 
pada sumber utama, Al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Ijtihad dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara 
lain: 

1. Qiyas (reasoning by analogi), menganalogikan suatu persoalan 
hukum pada kemiripan hukum yang telah ada sebelumnya. 

2. Ijma‘ (consensus), kesepakatan ulama dalam menentukan suatu 
hukum yang belum ada secara eksplisit di dalam nas. 

3. Istihsan (preference), menentukan atau memilih sesuatu atas 
dasar prioritas (yang terbaik). 

4. Masalih mursalah (utility), penentuan hukum yang didasarkan 
pada kemaslahatan umum, atau sering juga disebut sebagai 
asas manfaat. 

5. Sadduz-zarai' (prevention), menutup semua kemungkinan yang 
dapat membawa pada perbuatan dosa sebagai bentuk 
pencegahan. 

6. Urf (culture), kebiasaan atau budaya lokal yang tak 
bertentangan dengan tujuan syariat. 

7. Dan yang lain seperti istishab, syar'u man gablana, praktek ahlul- 
Madinah, gaulus-Sahabah. 


Teks yang dijadikan sebagai acuan adalah keharusan taat 
kepada Allah, Rasul-Nya, dan u/u-amr, sebagaimana termaktub 
dalam Surah an-Nisa'/4: 59 yang telah disebutkan di atas. Para 
ulama berbeda pendapat tentang makna w/u-amr pada Surah 
al-Nisa'/4: 59 di atas. Sebagian memberi makna pada mereka 
yang memegang tampuk kepemimpinan (kepala negara) atau 
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para amir. Sebagian lagi menyebut para fuqaha dan ulama yang 
membimbing manusia dalam beragama, atau imam yang 
menegakkan hukum-hukum Allah dan pemegang amanah. 
Bahkan, ada pendapat lebih spesifik, misalnya dimaknakan 
khusus untuk Khulafa' i -Rasyidun atau kaum Muhajirin dan 
Ansar, dan sebagainya.” Meskipun mereka berbeda pendapat 
soal pemaknaan, tetapi sepakat dalam memberi rambu soal 
ketaatan, yaitu sepanjang wlul-amr itu tidak memerintahkan 
kemaksiatan. Begitu ia memerintahkan kepada kemaksiatan, 
sekecil apa pun bentuknya, maka hilang keharusan taat padanya. 
Rambu ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu 'alaihi wa 
sallam yang hanya merekomendasikan ketaatan kepada manusia 
(pemimpin) sepanjang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. 
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Tidak ada ketaatan kepada manusia (apa pun kedudukannya) dalam 
bal kemaksiatan terhadap Allah. (Riwayat at-Tabrani dari “Imran 
bin Husain) 

Demikian pula salah satu hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
wa sallam yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah, Rasul, dan 
ulul-amr (yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) yaitu yang 
diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Abū 
Hurairah berikut ini: 


P a Snake A 
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Siapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, sementara yang 
durhaka padaku maka ia pun durhaka kepada Allah. Siapa yang taat 
pada amir maka ia taat padaku, sementara yang durhaka pada amir 
maka ia pun durbaka padaku. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim 
dari Abu Hurairah) 
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Logika berpikir kita akan memastikan bahwa amir 
(pemimpin) yang dimaksud di sini adalah amir yang menaati 
Allah dan Rasul-Nya. 
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Mendengar dan menaati (ketaatan kepada pemimpin) adalah wajib bagi 
setiap muslim, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia 
sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun 
seandainya ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak 


mendengar dan menaati. (Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, dan al- 
Baihagi dari “Abdullah) 


C. Etika Hukum 

Etika pada galibnya dimaknai sebagai norma-norma 
moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok 
dalam mengatur tingkah lakunya. Norma sendiri sering 
dikategorikan menjadi norma sopan santun, norma moral, dan 
norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut 
dengan tegas oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejah- 
teraan umum dalam arti seluas-luasnya. Karena itu, hukum pada 
umumnya berbentuk undang-undang tertulis dengan sanksi 
yang jelas jika ada pelanggaran. 

Etika hukum yang harus diperankan oleh para hakim 
(penegak hukum) dalam melakukan penegakan hukum antara 
lain: 

1. Sikap praduga tak bersalah 

Pada dasarnya manusia adalah baik, lahir dalam kesucian 
(fitrah), sempurna penciptaannya, dan dimuliakan pula oleh 
Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup manusia 
ketika berinteraksi dengan lingkungannya kadangkala terpengaruh 
atau tak dapat membendung keinginan-keinginan rendahnya 
sehingga ia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. 
Pelanggaran hukum itu ada kalanya terlihat jelas dan ada kalanya 
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pula tersembunyi. Pada dasarnya sebuah perbuatan dosa atau 
pelanggaran hukum cenderung disembunyikan oleh pelakunya. 
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam 
bahwa dosa itu diharapkan oleh pelakunya agar tak diketahui 
oleh siapa pun, apalagi oleh penegak hukum. 


GAN ale pala dh AG Ako g du AG GEN ab AN 
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Kebajikan itu adalah berakhlak baik. Sementara dosa itu apa yang 
membuat waswas di dalam dadamu dan engkau tidak sudi diketahui 
orang lain. (Riwayat Muslim dari Nawwas bin Saman) 


Penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang 
dilaporkan berbuat kriminal harus dilakukan dengan pikiran 
positif dan tidak didasari atau dikuasai oleh prasangka-prasangka 
(prejudice) buruk. Dalam Surah al-Hujurat/49: 12 dijelaskan: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari- 
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12) 


Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada sebagian 'az-2ann' 
(prasangka) yang termasuk dosa, dan mafhim mukhalafah-nya 
adalah sebagian lagi tidak terkategori dosa. Rumusnya sederhana 
dan mudah dipahami, sebagaimana dijelaskan Sufyan (dalam at- 
Tirmizi), bahwa sebuah prasangka menjadi dosa apabila disebar- 
sebarkan kepada orang lain. Jadi, prasangka ada dua kategori: 
pertama, yang tidak termasuk dosa, yaitu jika prasangka itu tidak 
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dikomunikasikan. Kedwa, prasangka yang termasuk dosa apabila 
dikomunikasikan dengan sembarang orang yang tak berkepen- 
tingan maka serta merta menjadi dosa.“ Manusia harus berpikir 
positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain, 
sebagaimana hadis berikut ini. 


Pana gf oe gii ody) senada LAST PB bp Ih 3S) 


Waspadalah terhadap prasangka (buruk) itu karena bal demikian 
merupakan dusta (dalam pembicaraan). (Riwayat at-Tirmiżī dari Abū 
Hurairah) 


Dengan kecenderungan manusia menyembunyikan pe- 
langgaran yang dilakukannya, maka para penegak hukum dapat 
melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memegang 
prinsip praduga tak bersalah, sebagaimana asal penciptaan 
manusia yang baik dan fitri, sampai jelas ada bukti yang 
meyakinkan dan tak terbantahkan. Putusan tak dapat didasarkan 
pada prasangka (prejudice), sampai ada bukti permulaan yang 
kuat untuk melakukan proses penuntutan. 


2. Persamaan di depan hukum 

Islam datang membawa ajaran persamaan bagi setiap 
umat manusia. Strata (kasta, kelas) sosial tak dikenal dalam 
ajaran Islam, dan memang tak sepantasnya seorang manusia 
menganggap remeh dan rendah, apalagi memperbudak yang 
lain. Islam, meskipun lahir di tengah-tengah masyarakat Jahiliah, 
secara pelan dan pasti menghapus budaya perbudakan, karena 
tidak ada perhambaan antara sesama makhluk. Islam juga 
membangun tatanan hukum yang jelas untuk menertibkan 
dominasi manusia terhadap manusia lainnya agar tidak saling 
menzalimi. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dari 
yang berkulit berwarna, antara yang kaya dengan miskin, antara 
etnis satu dengan yang lainnya. Semua sederajat; yang 
membedakannya hanyalah ketakwaan yang bersemi di dalam 
sanubari masing-masing. Sabda Rasulullah sallallahu “alaihi wa 
sallam dalam suatu khutbah di Arafah sebagai berikut: 
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Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu Maha Esa, asal 
keturunanmu sebagai manusia satu. Tidak ada perbedaan antara orang 
Arab dari orang asing, atau sebaliknya, juga tak ada perbedaan antara 
orang berkulit berwarna dengan yang berkulit hitam, atau sebaliknya, 
kecuali tingkat ketakwaannya. Apakah aku telah menyampaikan kebe- 
naran ini? Mereka menjawab, “Rasulullah telah menyampaikannya!” 
(Riwayat Ahmad dari Abu Nadrah) 


Prinsip hukum berlaku untuk semua, tanpa ada 
diskriminasi. Hukum tak dapat diberlakukan hanya terhadap 
orang-orang tertentu (pilih kasih atau tebang pilih) jika memang 
termasuk dalam objek hukum. Undang-undang sebuah negara 
berlaku pada negara itu dan mengikat semua warga negara 
dalam mematuhinya. Sebab, jika tidak maka bangsa dan negara 
itu akan hancur, seperti telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam pada permulaan bab ini. 


3. Keadilan dalam penegakan hukum 

Bersikap dan berperilaku adil harus menjadi bagian dari 
sikap hidup seorang muslim, terutama para penegak hukum. 
Sebab jika tidak, maka tatanan kehidupan suatu bangsa akan 
hancur berkeping-keping. Para penegak hukum tidak boleh 
dihinggapi rasa kebencian atau kecintaan karena faktor perte- 
manan atau kekeluargaan, ataupun faktor kepentingan rendah 
dari hawa nafsu. Bersikap dan berperilaku adil dalam penegakan 
hukum harus dilakukan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu 
(tebang pilih), bahkan terhadap diri sendiri sekalipun. Cermati 
firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana termaktub dalam 
Surah al-Ma'idah/5: 8” berikut ini. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai e 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mabhateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 


Dalam surah yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah 
memfirmankan: 


(BEN SN EL KANAN AN ERA 


Sa“ “AG or? 


Kea A Pem AYAN 


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Az-Zuhaili dalam tafsirnya menegaskan bahwa seperti 
halnya kewajiban menyampaikan amanat itu kepada ahlinya 
(yang berhak), maka menegakkan keadilan dalam penerapan 
hukum terhadap semua manusia juga hukumnya wajib. Dengan 
demikian hak-hak orang lemah dan terzalimi akan dipulihkan, 
tidak lagi ada orang kuat menekan yang lemah, sehingga 
terwujud keamanan, keteraturan, dan stabilitas dalam kehidupan 
masyarakat.” 

Pada dua ayat di atas terdapat dua istilah, a/-gist dan al- 'adl, 
yang diartikan sama dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab a/- 
Furngul-Lugawiyah, kedua istilah itu memang semakna, tetapi ada 
nuansa perbedaannya. -4/-Oist adalah keadilan yang tampak 
nyata, dapat disaksikan secara gamblang. Timbangan disebut g1ist 
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karena ia menggambarkan keadilan (keseimbangan) secara kasat 
mata. Sementara term al-'ad/ kadang-kadang tak tampak (ter- 
sembunyi) meskipun dapat dirasakan.” 


4. Tanggung jawab pada putusan 

Penetapan putusan dalam suatu perkara oleh penegak 
hukum setelah melakukan semua upaya pembuktian yang 
dimungkinkan merupakan beban tanggung jawab kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala. Etika penegakan hukum adalah kesediaan 
secara lahir dan batin mempertanggungjawabkan putusan yang 
dibuatnya di hadapan al-Hakim, Allah Rabbul “Izzah. Mengapa? 
Sebuah putusan keliru dapat mengakibatkan penderitaan pada 
orang lain yang tidak seharusnya ia pikul. 

Tanggung jawab pada putusan merupakan keharusan 
dalam hukum. Bahkan, sejatinya semua perilaku manusia akan 
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak ayat dan 
hadis yang berbicara tentang hal ini. Salah satu ayat Al-Qur'an 
yang secara tegas menyebutkan bahwa sensasi (penginderaan) 
dan hati nurani saja akan dimintai pertanggungjawabannya di 
hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita cermati firman 
Allah dalam Surah al-Isra'/17: 36 berikut ini: 


SANTA AA AN KI GI GA Teo Ga 


Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. (al-Isra'/17: 36) 


D. Proses Penetapan Undang-undang 

Umat manusia yang mendiami suatu wilayah boleh jadi 
pada awalnya hanya terdiri dari beberapa gelintir individu, lalu 
berkembang melalui reproduksi atau migrasi. Sejalan dengan 
waktu, manusia terus berkembang biak dan menyebar ke 
berbagai wilayah yang menjanjikan sebuah kehidupan yang 
layak. Di dalam Al-Qur'an bahkan dijelaskan bahwa awalnya 
manusia dari seorang diri (nafs wahidah) lalu berkembang dan 
bertebaran di bumi dalam jumlah besar, terdiri atas berbagai ras, 
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etnis, warna kulit, dan kultur yang berbeda-beda. Surah an- 
Nisa'/4: 1 menjelaskan: 
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiak- 
kan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah 
Jang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan meng- 
awasimu. (an-Nisa'/4: 1) 


Jumlah manusia yang semakin bertambah dengan berbagai 
latar belakang dan ragam perbedaan itu menyebabkan terjadinya 
benturan kepentingan yang dapat berakibat pada kekacauan ka- 
lau tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum dan perundang- 
undangan dapat disusun berdasarkan kebutuhan oleh yang 
memiliki otoritas untuk itu. Otoritas itu dapat berupa kekuasaan 
raja, sistem representasi dan perwakilan, atau bentuk lainnya. 

Dalam sebuah negara, undang-undang dasar menjadi atur- 
an tertinggi di negara itu. Dari undang-undang dasar (konstitusi 
atau dustiir) ini diturunkan peraturan yang lebih rendah dan 
terinci. Secara garis besar pembentukan dan penetapan undang- 
undang dasar dapat mengambil salah satu bentuk berikut ini: 

1. Melalui cara pemberian (!arigu-manhah), biasanya pemberian 
raja kepada rakyatnya, seperti UUD Perancis Tahun 1814 
yang diberikan Raja Louis VIII kepada rakyat Perancis 
akibat jatuhnya Napoleon, UUD Rusia Tahun 1906, dan 
UUD Jepang Tahun 1889. 

2. Melalui lembaga nasional yang menjadi representasi dari 
seluruh masyarakat melalui pemilihan (tarig jam iyah wataniyah 
muntakbabah minasy-sya b), seperti pada produk UUD Belgia 
Tahun 1875, UUD Amerika Serikat Tahun 1787, UUD 
Jerman Tahun 1919. 

3. Melalui cara gabungan antara kedua cara di atas (tarig wasat 
baynaEtarigainis-sabigain), yaitu dengan melakukan kesepakat- 
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an antara pemerintah (raja) dengan rakyatnya. Model ini 
dapat dilihat pada produk UUD Inggris Tahun 1215.” 


Sebagian ahli membedakan model pembentukan undang- 
undang dasar pada dua kategori saja, yakni:” 

1. Uslabul-Mulkiyah (pendekatan kerajaan), yaitu pembentukan 
undang-undang dasar pada negara kerajaan, dapat berwujud 
pemberian raja secara penuh (alwanbah) atau semi pemberian 
raja melalui kesepakatan antara raja dengan tokoh-tokoh 
negara (at-ta agud). 

2.  Uslubul-Dimugratiyah (pendekatan demokrasi), yaitu pemben- 
tukan undang-undang dasar dengan sistem suara mayoritas 
menurut kehendak warga negara, baik langsung maupun 
tidak langsung melalui mekanisme keterwakilan, terdiri atas 
pendekatan al-jam iyatut-ta'sisiyah dan al-istifta'ut-ta' sisi. 


Republik Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 
demokrasi dalam penyusunan dan penetapan undang-undang 
dasar dan undang-undang memakai pendekatan kedua (us/ibul- 
dimugratiyah) melalui sistem perwakilan. Menjelang proklamasi 
kemerdekaan telah terbentuk sebuah badan untuk mempersiap- 
kan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan, 
dikenal dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam Bahasa Jepang 
Dokuritgu Zyunbi Tyoosa Kai) yang beranggotakan 67 orang. Pada 
tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk pula Dokuritgu Zyunbi Iin Kai 
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
beranggotakan 27 orang.” Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari 
setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 
disahkan. Sejak saat itu, Republik Indonesia telah memiliki 
undang-undang dasar yang menjadi aturan dasar yang sah 
sebagai negara berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 telah 
diamandemen beberapa kali oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan 
yang terkait dengan undang-undang dasar, sedangkan kewe- 
nangan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwa- 
kilan Rakyat bersama dengan Presiden. Rancangan sebuah 
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undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
Sementara pengajuan rancangan sebuah undang-undang dapat 
dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan 
Perwakilan Daerah. 

Dalam setiap penyusunan dan penetapan undang-undang 
prinsip yang tak boleh dilupakan adalah prinsip musyawarah. 
Dengan bermusyawarah yang baik akan diperoleh ketetapan 
yang baik pula bagi kemaslahatan bangsa. Prinsip musyawarah 
telah ditegaskan oleh Al-Qur'an untuk selalu didahulukan dalam 
berbagai urusan. Dalam Surah Ali Imran/3: 159 telah diperin- 
tahkan agar manusia mau selalu bermusyawarah dalam berbagai 
urusan penting sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah 
sallallahu 'alaihi wa sallam semasa hidup beliau. 
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mobonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah- 
lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, 
Allah mencintai orang yang bertawakal, (Ali Imran/3: 159) 


Dalam salah satu hadis juga disebutkan betapa pentingnya 
bermusyawarah dalam berbagai persoalan sehingga penyesalan 
dapat direduksi. Apalagi jika persoalan itu menyangkut seluruh 
warga negara, maka bermusyawarah menjadi hal yang sangat 
urgen. 
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“Tidak akan merugi orang yang beristikharah, tidak akan menyesal 
orang yang bermusyawarah, dan tidak akan jatuh miskin orang yang 
berhemat.” (Riwayat at-Tabrani dari Anas bin Malik). 


Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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ehadiran Islam di muka bumi ini adalah untuk mem- 
k bawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hal itu terlihat 

jelas dalam semua aspek ajaran Islam. Misi utama 
kehadiran Islam ini dengan apik dirumuskan oleh Al-Qur'an 
dalam bentuk ajaran-ajaran ptinsip/pokok yang menjadi 
rujukan dalam pengimplementasian ajaran Islam, baik dalam 
bidang ibadah maupun muamalah. Ajaran-ajaran ini diyakini 
dan terbukti dapat mengayomi setiap kebutuhan zaman di mana 
dan kapan pun. Sebuah adagium yang berbunyi al-Islam salih li 
kulli makin wa zaman! tampaknya bukan hanya pernyataan 
utopis, tetapi merujuk kepada kenyataan sejarah yang sudah 
melintasi beberapa zaman. 

Kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya berbicara ajaran-ajaran 
yang bersifat prinsipil, tidak berbicara hal-hal yang bersifat 
teknis, tampaknya bertujuan—salah satunya—membuat peluang 
selebar-lebarnya bagi umat Islam untuk berijtihad dalam rangka 
menjabarkannya ke dalam bentuk operasional yang bersifat 
teknis. Justru di sinilah letak keuniversalan dan keluwesan ajaran 
Islam. Al-Qur'an menyadari benar bahwa perubahan zaman 
menyebabkan perubahan sosio-kultural, sehingga yang dimiliki 
oleh satu zaman akan berbeda dengan zaman lainnya. Meskipun 
demikian, catatan penting yang harus disebutkan di sini adalah 
bahwa semua kegiatan ijtihad harus bermuara kepada misi 
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Islam, yaitu membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di 
dunia maupun akhirat. 

Salah satu ajaran-ajaran prinsip yang dijelaskan Al-Qur'an 
berkaitan dengan politik, termasuk di dalamnya adalah prinsip 
bernegara. Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya 
pada buku ini yang berjudul "Prinsip-Prinsip Bernegara", 
Al-Qur'an telah meletakkan prinsip bernegara seperti amanah, 
keadilan, musyawarah, persamaan, kebersamaan, dan transparansi. 
Yang dapat dikatakan lebih lanjut adalah bahwa prinsip-prinsip 
itulah sebenarnya yang harus menjadi acuan dalam setiap kegiatan 
politik dan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, prinsip- 
prinsip ini menjamin bagi kemaslahatan manusia dalam kegiatan 
bernegara. 

Lembaga dalam negara merupakan suatu perangkat yang 
tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bernegara itu sendiri. Sebab, 
lembaga merupakan perangkat penyelenggaraan negara yang 
dengannya tujuan pembentukan negara dapat diwujudkan. 
Pertanyaan mendasar menyangkut lembaga negara ini adalah 
sejauh mana Al-Qur'an mengatur tentangnya? Inilah yang akan 
menjadi pembahasan inti tulisan berikut ini. 


A. Dasar dan Prinsip Pembentukan Lembaga dalam 
Negara 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” antara 
lain diartikan sebagai: (1) asal mula (yang akan jadi sesuatu); 
bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); (2) bentuk (rupa, 
wujud) yang asli; (3) acuan; lekatan (tentang mata cincin dsb); 
(4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu 
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, (5) ark 
kepala suku (di Negeri Sembilan). Kamus ini mendefinisikan 
lembaga pemerintah dengan “badan-badan pemerintahan di 
lingkungan eksekuti?”.” Lembaga negara yang dimaksud dalam 
tulisan ini adalah lembaga pembuat undang-undang (legislatif), 
lembaga pelaksana undang-undang (eksekutif), dan lembaga 
yang mengadili pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang 
(yudikatif). 

Wawasan Al-Qur'an tentang lembaga negara sesungguhnya 
berbicara pula tentang wawasannya mengenai politik atau ber- 
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negara secara umum, karena lembaga negara merupakan sub- 
ordinasi dari isu bernegara itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an 
tidak menjelaskan secara eksplisit tentang keharusan bernegara. 
Itu sebabnya, tema ini memancing perdebatan para pakar. Pang- 
kal perdebatannya adalah apakah Islam mengatur persoalan 
politik /negara atau tidak.” Hal ini tampaknya disebabkan oleh 
kenyataan bahwa Al-Qur'an bukanlah risalah tentang ilmu 
politik, tetapi sejarah moral manusia. 

Kendati pun demikian, di dalam Al-Qur'an terdapat 
sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi 
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara 
ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di 
bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 
kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip musyawarah atau 
konsultasi (Ali Imran/3: 159: asy-Syura/42: 38), ketaatan kepada 
pemimpin (an-Nisa'/4: 59), keadilan (an-Nahl/16: 90; an- 
Nisa'/4: 58), persamaan (al-Hujurat/49: 13), dan kebebasan 
beragama (al-Bagarah/2: 256, Yunus/10: 99, Ali Imran/3: 64, 
al-Mumtahanah/60: 8-9). Al-Qur'an pun bertutur tentang pem- 
berian kekuasaan politik kepada seseorang sebagai anugerah 
Ilahi (al-Bagarah/2: 247 dan 251, Ali Imran/3: 26). Beberapa 
ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa berbagai bangsa diberi 
kesempatan untuk mewarisi bumi ini dari para pendahulu 
mereka (Yunus/10: 13-14, al-A'raf/7: 129). Beberapa ayat lagi 
menunjukkan bahwa Tuhan mendukung prinsip pewarisan 
negara secara turun-menurun (Sad/38: 26 dan 35). 

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pembentukan 
lembaga dalam negara tidak ditegaskan secara tersurat (mantiq) 
dalam Al-Qur'an, tetapi dapat dipahami secara tersirat (mafhum) 
dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas. 
Tatkala ayat-ayat di atas dijadikan dasar pembentukan organisasi 
yang berarti negara, berarti dapat dijadikan dasar pula pem- 
bentukan lembaga dalam negara itu sendiri. Sebab, sekali lagi, 
negara tidak dapat dipisahkan dari lembaga negara itu sendiri. 

Di samping itu, dasar pembentukan lembaga dalam negara 
mengacu kepada kepentingan untuk mengimplementasikan 
prinsip-prinsip bernegara yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. 
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Artinya, lembaga dibuat sebagai instrumen untuk mewujudkan 
prinsip-prinsip tersebut. Sebuah kaidah fikih menyebutkan: “wa 
la yatimmul-wajib illa bihi fahuwa wajib” (Sesuatu yang menyebab- 
kan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka 
sesuatu itu wajib ada.” Dengan demikian, penting atau tidaknya 
pembentukan lembaga tertentu dalam negara sangat bergantung 
kepada sejauh mana lembaga tersebut dapat membantu 
merealisasikan mwagasidusy-syari yang tertuang dalam persoalan 
bernegara. Oleh karena itu, sangat dipahami kalau Al-Qur'an 
maupun Sunnah tidak menyinggung persoalan lembaga ini. 
Sebab, kebutuhan suatu negara akan lembaga tertentu akan 
berbeda dengan kebutuhan negara lainnya terhadap lembaga 
tersebut. 

Dapat dikatakan lebih lanjut bahwa perincian lembaga 
yang perlu dibentuk dalam sebuah negara masuk ke dalam 
wilayah ijtihad kondisional seiring dengan kebutuhan sebuah 
negara. Itu sebabnya, dalam sejarah politik Islam tidak pernah 
ditemukan keseragaman lembaga-lembaga yang dibentuk. Acap 
kali ditemukan fakta pula bahwa suatu lembaga dibentuk karena 
kebutuhan yang mendesak, yang mana lembaga tersebut tidak 
terdapat pada sistem ketatanegaraan sebelumnya. Pemerintahan 
Islam pada zaman Mu'awiyah, misalnya, melakukan perombakan 
besar-besaran dalam sistem ketatanegaraannya yang beberapa di 
antaranya tidak terdapat pada sistem kenegaraan sebelumnya, 
baik pada zaman Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin.” 

Berkaitan dengan itu pula, para pemikir politik Islam tidak 
pernah seragam dalam persoalan bentuk pemerintahan / negara, 
apalagi dalam persoalan lembaga yang harus dibentuk dalam 
negara. Ibnu Abi Rabi' (w. 272 H/885 M), pemikir politik Islam 
pertama, ketika berbicara tentang organisasi dalam negara, tidak 
menyinggung sama sekali lembaga-lembaga apa saja yang harus 
ada dalam sebuah negara. Ia hanya menuturkan bahwa organi- 
sasi adalah pilar keempat negara atau kerajaan, sebagai perantara 
yang kuat antara pemimpin dan rakyatnya, atau antara yang 
memerintah dan yang diperintah. Raja tidak mungkin mengurus 
kerajaannya sendirian, sehingga ia membutuhkan orang yang 
dapat membantunya mengurus kerajaan." 

Berbeda dengan al-Mawardi (975-1059) yang lebih rinci 


166 Lembaga Negara 


menyinggung lembaga dalam negara. Ia berpendapat bahwa 

imam/sultan/hakim— walaupun kuat—tetap saja membutuhkan 

orang yang dapat membantunya dalam menangani urusan-urusan 

negara. Para pembantunya itu dibagi menjadi empat bagian: 
Pejabat yang wewenangnya umum dalam mengatur ma- 
syarakat secara umum, seperti para menteri (wazir). 

2. Pejabat yang wewenangnya umum, tetapi dalam lingkup 
teritorial tertentu, seperti para gubernur dan bupati (wyard'ul- 
agalim wal-buldan). 

3. Pejabat yang kewenangannya khusus dalam lingkup teritorial 
umum, yaitu hakim agung (gadiyul-guda?), panglima perang 
(nagibul-unyiisy), penjaga perbatasan negara (hamiyus-sugin), 
pemungut pajak (mustaufiyul-khara)), dan petugas zakat 
Yabiyus-sadagah). 

4. Pejabat yang kewenangannya terbatas pada bidang tertentu 
dan dalam lingkup teritorial tertentu pula, seperti hakim 
provinsi (gadi baid an iglim), petugas pajak provinsi, dan 
komandan tentara provinsi. 

Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum yang diajarkan 
Al-Qur'an berkenaan bagaimana mengelola kehidupan dunia 
dan bernegara dapat dijadikan acuan dasar dalam pembentukan 
lembaga dalam negara. Di antara prinsip itu adalah: 

1. Kontrol sosial (amar ma'rnf nahy munkar) 

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 


EPAR gag BER NP NANAS Ai 


SANG ea ya, 1103 


(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang 
makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah 
kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41) 


Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk 
dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan penegakan 
kontrol sosial, baik rakyat terhadap kinerja pemerintah, atau 
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pemerintah terhadap ketaatan rakyat terhadap pemerintah, atau 
pemimpin terhadap kinerja bawahannya. 


2. Musyawarah (syara) 
Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 
sl? . 2$» Zl a92. ZL? AI sah Ar 
PRETE IDET, 4 ja e ah 
Karena itu maafkanlah mereka dan mobonkanlah ampunan untuk 


mereka, dan bermusyawarablah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali 
Imran/3: 159) 


Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk 
dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan penegakan 
musyawarah, baik rakyat dengan pemerintah, atau pemimpin 
dengan bawahannya. Melalui lembaga ini pula rakyat dapat 
menyalurkan aspirasinya. 


3. Keadilan (adalah) 
Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 


> 
2 £ y arr 


. 247 . To,” LIN 7? Wa) A 
KELANA DAN S3 SE NG JI AGAN II 
s5 Ze > Brr AA A r 27$ PK car WA 
ANG NAKENANG AN 


Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
(an-Nahl/16: 90) 


Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang 
dibentuk dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan 
penegakan keadilan bagi rakyat dalam setiap sendi kehidupan 
bernegara, seperti keadilan politik, kesejahteraan, keamanan, 
dan perlakuan di depan hukum. 
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4. Persamaan (musawah) 
Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman 
Allah subhanahu wa ta'ala. 


Pena: D Se 


r y G5. wa YA 
Sasa 


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk 
dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan persamaan 
bagi rakyat, baik persamaan dalam hak memperoleh kesempatan 
pendidikan yang layak, taraf kehidupan yang layak, atau persama- 
an di depan hukum. 


5. Amanah 
Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 


PETA KAP CATAT BNSP AN 
Kaka Ag ig Sa ALA ARYAN 


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berbak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik- 
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mende- 
ngar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk 
dalam sebuah negara berjalan sesuai dengan prinsip menunaikan 
amanah yang telah diembankan Allah. Melalui prinsip ini pula, 
orang-orang yang ditugaskan menjalankan lembaga tersebut 
menjauh dari upaya-upaya yang merugikan bangsa dan rakyat 
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karena hal itu berarti mengkhianati tugas untuk amanat dari 
Allah agar menjalankan kepemimpinan secara adil. 

Meskipun tidak ada keseragaman di kalangan para pakar 
ketatanegaraan menyangkut lembaga apa saja yang harus diben- 
tuk dalam sebuah negara, seiring dengan tidak ada penjelasan 
secara tekstual dari Al-Qur'an, tetapi sebagian besar mereka 
sepakat dalam hal perlunya pembagian kekuasaan antara 
pemimpin dengan komponen negara lainnya. Bahkan, teori 
pembagian kekuasaan ini sudah dibicarakan semenjak Aristoteles 
(384-322 S.M.). Jika suatu negara dikelola dengan baik, kata 
Aristoteles, pasti di sana akan ditemukan tiga pembagian 
kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia berkata: 


Pada setiap negara akan ditemukan tiga pembagian kekuasaan 
seandainya yang mengendalikan pemerintah adalah seorang pemim- 
pin yang mementingkan negara di atas segalanya. Ia pun mengelo- 
lanya dengan baik. Jika ketiga pembagian kekuasaan itu berjalan 
dengan baik, maka seluruh bangunan negara pasti baik pula. Pada 
hakikatnya, semua negara tidak berbeda kecuali dalam unsur pem- 
bagian ketiga kekuasaan ini. Pembagian kekuasaan yang pertama 
adalah perwakilan rakyat/legislatif. Kekuasaan ini menangani ke- 
pentingan-kepentingan umum. Eksekutif adalah kekuasaan menja- 
lankan pemerintahan. Adapun kekuasaan yudikatif bertugas dalam 
bidang peradilan. ° 

Tiga pembagian kekuasaan ini selanjutnya menjadi tema 

sentral bagi para pakar ketatanegaraan ketika berbicara tentang 
lembaga negara. Uraian selanjutnya akan dijabarkan bagaimana 
wawasan Al-Qur'an tentang wacana ini. 


B. Lembaga Pembuat, Pelaksana, dan Pengadilan 
terhadap Pelaksanaan Undang-Undang 

Tiga pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam literatur 
politik dikenal dengan istilah “Trias Politica”, yakni sebuah ide 
bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara 
dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang 
atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. 
Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam 
tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, 
antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.” Inilah konsep politik 
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yang dikemukakan para pemikir modern seperti John Locke 
(1632-1704) dalam bukunya Two Treatises of Government (Dua 
Tulisan tentang Pemerintah)" yang kemudian diperkenalkan lebih 
luas oleh Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya, De Jespirit 
des lois (Jiwa Perundang-Undangan). Locke mengatakan bahwa 
harus ada tiga kekuasaan dalam suatu negara, yaitu legislatif, 
eksekutif, dan federatif persekutuan. Montesguieu berikutnya 
mengganti federatif persekutuan dalam konsep Locke menjadi 
kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, menurut Montesguieu, 
kekuasaan negara itu ada tiga: legislatif/ membentuk undang- 
undang, eksekutif/ menjalankan undang-undang, dan yudikatif/ 
mengadili. Menurutnya, ketiga kekuasaan itu harus dipisahkan.” 

Selanjutnya, gagasan pemisahan kekuasaan ini menjadi 
tema pembicaraan para pakar pemikir politik dari kalangan 
Islam, tentu dengan beberapa perbedaan di sana sini. Di antara 
mereka adalah al-Maududi (1903-1979). Walaupun menolak 
Trias Politica karena menurutnya bertentangan dengan prinsip 
Islam, tetapi ia mengatakan bahwa kekuasaan negara dilakukan 
oleh tiga lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif.” Ini memang terkesan kontradiktif," tetapi—sebagai- 
mana akan dijelaskan—gagasannya tentang ketiga istilah itu ber- 
beda dengan istilah yang sama dalam Trias Politica. 


1. Pembuat undang-undang (legislatif/tasyti') 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “legislatif” (Arab: 
tasyri), didefinisikan dengan “berkuasa membuat undang-undang”. 
Dalam kamus ini “dewan legislatif” didefinisikan dengan “dewan 
yang berkuasa membuat undang-undang”. Dalam terminologi 
fikih politik Gighus-siyasah), istilah ini memiliki kemiripan dengan 
istilah majlis syara, majlis ummah“, dan ahlul-halli wal-'aqd.” Majlis 
syara adalah suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang 
merepresentasikan kehendak umat sebagai rujukan khalifah." 
Adapun ahlul-halli wal-'aqd adalah orang (para ulama dan tokoh- 
tokoh) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan 
menentukan sesuatu atas nama umat." Salah satu penafsiran un- 
tuk ungkapan 4/i-amr dalam Surah an-Nisa'/4: 59 yang dikemu- 
kakan Tahir bin “Asyur (1879-1973 M) adalah ahlul-halli wal-'agd." 
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Beberapa istilah di atas sepertinya bermuara kepada satu 
prinsip dalam bernegara, yaitu prinsip musyawarah yang dilaku- 
kan oleh perwakilan rakyat untuk memutuskan persoalan- 
persoalan negara, di antaranya membuat undang-undang. 
Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang terkait dengan 
lembaga legislatif ini, yaitu musyawarah dan membuat undang- 
undang. Menyangkut hal pertama, dapat dikatakan bahwa 
musyawarah sejalan dengan prinsip yang diajarkan Al-Qur'an. 
Ada banyak ayat yang menjelaskan prinsip musyawarah ini. 
Selain ayat yang telah dikemukakan di atas, prinsip serupa dapat 
ditemukan pada Surah al-Baqarah/2: 233 dan asy-Syura/42: 38. 
Di samping Al-Qur'an, banyak rujukan tentang musyawarah 
yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
para khalifah sesudahnya. Beliau misalnya bermusyawarah 
dengan para sahabatnya menyangkut medan Perang Badar. Pada 
Perang Uhud, beliau pun bermusyawarah dengan mereka 
apakah peperangan itu sebaiknya dilakukan di dalam atau luar 
Medinah. Saat itu, Khabab bin Munzir mengajukan opsi 
pertama yang kemudian diikuti sahabat lainnya. Beliau akhirnya 
mengikuti opsi itu walaupun sebenarnya beliau sendiri cenderung 
pada opsi kedua.” 

Namun demikian, para pakar muslim tidak mencapai 
kesepakatan apakah prinsip musyawarah dalam Islam identik 
dengan prinsip demokrasi yang dikembangkan negara modern 
saat ini? Yusuf al-Qaradawi (l. 1926), misalnya, menganggap 
musyawarah sebagai demokrasi Islam. Atau dengan kata lain, 
substansi demokrasi sejalan dengan Islam.” Dasar yang 
dikemukakannya di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu 


alaihi wa sallam: 

see oa ai = ign A SAN SE e 

In) KAKA pasiksan iyan GAN GA Gas 
MM pu 3 kane 


Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka 
mencintai kalian serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan 
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kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan 
mereka membenci kalian serta yang kalian laknat dan mereka juga 
melaknat kalian." (Riwayat Muslim dari “Auf bin Malik) 


Pandangan al-Qaradawi di atas berbeda dengan apa yang 
diungkapkan al-Maududi. Menurutnya, sistem kenegaraan Islam 
tidak dapat disebut demokrasi, karena dalam demokrasi kekua- 
saan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa 
undang-undang atau hukum diundangkan, diubah, dan diganti 
berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Maka, ia menawar- 
kan istilah baru yang dinamakan teo-demokrasi yang artinya 
adalah kedaulatan rakyat yang terbatas.” 

Menarik untuk dicatat pandangan Quraish Shihab yang 
membedakan antara syara dengan demokrasi. Ia mengemukakan 
tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, walaupun syura di 
dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, 
tetapi tidaklah mutlak, berbeda dengan demokrasi. Kedua, 
walaupun keduanya menetapkan bahwa pimpinan diangkat 
melalui kontrak sosial, tetapi syira mengaitkannya dengan 
“Perjanjian Ilahi”. Ini diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam 
firman-Nya ketika mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam: 


Tn 


wa %7 Nag “ie MA REP ” Ma 4 
CSET, AAN I le SE 45 SANA 


AA or An JG 
Ge er ENI 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin 
bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak 


cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi 
orang-orang zalim.” (al-Bagatah/2:124) 


Ketiga, di dalam demokrasi sekuler, persoalan apa pun 
dapat dibahas dan diputuskan, tetapi dalam syira yang diajarkan 
Islam tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu 
yang telah ada ketetapannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, 
dan tidak dibenarkan pula menetapkan hal yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.” 
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Terlepas dari wacana tentang perbedaan antara konsep 
musyawarah dan demokrasi, secara substantif keduanya memiliki 
kesamaan, di antaranya sama-sama mengusung prinsip keadilan, 
persamaan, dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. 

Prinsip musyawarah dalam Islam mengacu kepada keten- 
tuan bahwa musyawarah itu berkenaan dengan bidang-bidang di 
luar hukum-hukum sari yang penjelasannya telah diuraikan 
oleh syarak. Persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya 
dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui 
Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan, seperti tata cara ber- 
ibadah. Musyawarah hanya pada hal-hal yang belum ditentukan 
petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi, baik 
yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan 
yang mengalami perkembangan dan perubahan. Nabi ber- 
musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan 
masyarakat dan negara, seperti persoalan perang, ekonomi, dan 
sosial. Demikian kesimpulan yang dibuat oleh Quraish Shihab.” 

Ketentuan di atas dapat diambil dari perintah bermusya- 
warah dalam Surah Ali Imran/3: 159. Ungkapan “f -amr” pada 
ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir dengan persoalan-persoalan 
duniawi. Abu Bakr al-Jaza'iri (1921-1999), misalnya, menafsir- 
kannya dengan persoalan perang dan damai.” Abu Hayyan 
(654-745 H.) menafsirkannya dengan sesuatu yang tidak ada 
penjelasan wahyu di dalamnya.” Al-Bagawi mengemukakan 
beberapa riwayat tentang penafsiran ungkapan ini, di antaranya 
strategi perang dan persoalan yang tidak ada penjelasan wahyu 
tentangnya.” 

Fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang—dalam 
perspektif Islam—bersifat terbatas, tidak bersifat mutlak, yakni 
di luar undang-undang yang penjelasan secara pasti dan rinci 
dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, 
berkaitan dengan persoalan kedua dari fungsi lembaga legislatif 
selain persoalan musyawarah, Islam masih memberi ruang ke- 
pada lembaga legislatif untuk membuat undang-undang dengan 
berdasarkan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini tidak 
bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah sebagai penetap 
hukum yang merupakan asas penetapan hukum dalam Islam, 
sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala: 
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Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. (al-An“am/6: 57) 


Dalam kaitan ini, al-Qaradawi memberikan penafsiran 
terhadap ayat ini dengan dua hal. Pertama, kedaulatan penetapan 
hukum alam berdasarkan takdir. Dengan kata lain, Allah-lah 
yang menciptakan alam, menangani segala urusan yang berjalan 
di dalamnya, dan menetapkan sunnah-sunnah yang tidak dapat 
diubah-ubah, sebagaimana WK 


Tau ANE Sa KEMA WA wW 


Dan apakah mereka tidak melibat bahwa Kami mendatangi daerah- 
daerah (orang yang ingkar kepada Allah), lalu Kami kurangi (daerah- 
daerah) itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah mene- 
tapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak 
ketetapan-Nya, Dia Mahacepat perbitungan-Nya. (at-Rad/13: 41) 


Kedua, kedaulatan menetapkan hukum yang diperintah- 
kan, yaitu berupa pembebanan, perintah, larangan, keharusan, 
dan pilihan yang tercermin dengan pengutusan para rasul dan 
penurunan kitab-kitab. Dengan kedaulatan ini, Allah menetapkan 
hukum-hukum syariat." 

Praktek legislasi sendiri sebenarnya dapat ditemui pada 
sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tercatat beliau 
mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan Ansar dan 
Muhajirin sebagai tim musyawarah. Mereka adalah orang-orang 
yang biasa diajak musyawarah oleh beliau dalam mengambil 
keputusan dan menetapkan kebijakan. Demikian pula praktik ini 
berjalan di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.” 


2. Pelaksana undang-undang (eksekutif/tanfiz) 

Lembaga legislatif (Arab: #anfi2) adalah lembaga perwakilan 
rakyat yang berfungsi sebagai badan pembuat undang-undang 
dan bertugas mengawasi pemerintahan.” Dalam terminologi 
fikih politik Gighus-siyasah), istilah ini memiliki kemiripan dengan 
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istilah “tanfi2”. Istilah ini, beserta dengan istilah Zasyri' dan gada, 
dipakai oleh beberapa pakar di antaranya oleh “Abd Wahhab 
Khalaf dalam as-Sultatus-Salas fi-lslam: at-Tasyri" wal-Qada wat- 
Tanfiz” dan Rasyid Rida.” Dalam konteks fikih politik, lembaga 
eksekutif bertugas secara khusus menjalankan hukum-hukum 
syariat, baik yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atau 
yang dibuat oleh lembaga legislatif. Nampaknya, tidak ada 
perbedaan antara lembaga legislatif dalam perspektif Islam 
dengan lembaga serupa yang dipraktikkan dalam sistem ketata- 
negaraan modern, dari sisi bahwa yang dimaksud dengannya 
adalah pemerintah dan segenap aparatur negara selain yang 
tergabung dalam lembaga legislatif dan yudikatif. 

Tugas pemerintah sebagai pelaksana hukum-hukum syariat 
ditunjukkan oleh beberapa ayat, di antaranya pada Surah 
al-Hajj/22: 41: 


AA YA ya AN KIA MANA NG BELIA 


SANG, pa 19215433 


(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang 
makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah 
kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41) 


Penegasan serupa diperlihatkan pula oleh Al-Qur'an 
Surah Sad/38: 26: 


Gangaa s, vi wi >l ANT 
RIALP N A Ad 
AN A gede Nak 

Aa 


(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang- 
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad/38: 20) 
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Rangkaian ayat ini beserta ayat sebelum atau sesudahnya 
adalah berkenaan dengan penciptaan langit, bumi, dan isinya. 
Setelah secara argumentatif menggambarkan telah menciptakan 
keseluruhannya, Allah menuturkan bahwa manusialah sebagai 
pemimpin seluruhnya itu. Ayat ini, sebagaimana penuturan 
al-Biqa'i (809-885 H), berada dalam konteks penguatan terha- 
dap kepemimpinan (khalifah Nabi Dawud dari gangguan- 
gangguan pata penentangnya/ umat yang dipimpinnya, sekaligus 
sebagai pembelajaran bagi Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam 
juga dalam menjalankan misi kepemimpinan dan kenabiannya.” 
Jadi, sangat jelas bahwa ayat ini menjelaskan relasi antara 
seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. 
Hubungan yang dimaksud adalah menegakkan hukum dengan 
benar dan tidak disertai oleh kepentingan-kepentingan pribadi. 
Al-Maragi (1881-1945) menafsirkan ayat di atas demikian: 


Wahai Dawud, sesungguhnya Kami mengangkatmu sebagai 
khalifah di muka bumi. Kami menjadikan kamu sebagai pengawal 
penegakan supremasi hukum di tengah rakyatmu. Bagimu kekuasaan 
dan kerajaan... Perlakukan mereka dengan ketentuan-ketentuan dari- 
Ku yang di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi mereka, baik di 
dunia maupun akhirat? 


Pada dasarnya kewajiban eksekutif dibebankan kepada 
kepala negara sendirian. Ia wajib melaksanakan segenap undang- 
undang untuk menegakkan Islam dan menjalankan roda peme- 
rintahan, baik urusan dalam atau luar negeri. Ia bertanggung 
jawab secara penuh terhadap tugas ini. Namun demikian, dalam 
Islam, kekuasaan eksekutif yang dimiliki kepala negara tidaklah 
bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh tiga hal: pertama, hukum- 
hukum syariat. Ia tidak boleh melanggarnya sama sekali. Kedua, 
musyawarah. Ia tidak dapat bertindak secara diktator, tetapi 
harus meminta pertimbangan pada lembaga legislatif. Ketiga, 
keberpihakan kepada kemaslahatan umat, seiring dengan kaidah 
yang berbunyi: Tasarrufukimam 'alar-raiyyah manut bil-maslahah 
(kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus mengacu kepada 
kemaslahatan).” 

Dalam melaksanakan kekuasaan legislatifnya, kepala negara 
dapat mengangkat orang-orang yang dapat membantunya dalam 
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menjalankan tugasnya, terutama ketika wilayah kekuasaannya 
luas dan jumlah rakyat yang dipimpinnya banyak. Dalam ketata- 
negaraan, tugas ini dibantu oleh dewan kementerian (wizarah). 
Dewan seperti ini sendiri bukan merupakan jabatan resmi pada 
sistem pemerintahan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin, demi- 
kian pula pada pemerintahan Daulah Umawiyyah, walaupun 
penetapan dewan seperti ini mendapat rujukan berupa firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 
Sena 

...Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. 
(Taha/20: 29) 


Istilah “waz” (pembantu) belum dikenal di kalangan ma- 
syarakat Arab baik pada zaman Rasulullah maupun zaman 
Khulafaur Rasyidin. Itu dikarenakan pada saat itu Islam masih 
bersahaja dan jauh dari glamor dan atribut para raja. Di samping 
itu, khalifah dibantu oleh sebuah konsul/majelis yang bernama 
“Majlis Syuyukh” dalam menjalankan administrasi negara. Di 
dalamnya dihimpun sahabat-sahabat besar, tokoh-tokoh Medinah, 
dan pimpinan-pimpinan kabilah. Oleh karena itu, khalifah tidak 
dapat memutuskan sesuatu sebelum bermusyawarah dengan 
mereka. Dengan demikian, sistem pemerintahan di zaman 
Khulafaur Rasyidin lebih mendekati sistem republik daripada 
sistem monarki. 

Jika yang dimaksud dengan “wizarah” adalah suatu jabatan 
yang membantu tugas-tugas kepala negara, seperti halnya Nabi 
Harun membantu risalah Nabi Musa, maka prinsip wizarah 
sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi sallallahu “alaihi wa 
sallam, karena beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat- 
nya dalam urusan-urusan umum maupun khusus, khususnya 
dengan Abu Bakar dalam urusan-urusan tertentu. Itu sebabnya, 
orang-orang Arab yang pernah berinteraksi dengan orang-orang 
Persia dan Romawi sebelum Islam dan mengenal sistem ini, 
menamai Abu Bakar dengan “wazir Nabi”. Pada masa Abu 
Bakar, “Umar menangani bidang pengadilan dan distribusi zakat. 
Demi kelancaran tugasnya, “Umar meminta saran dan pemikiran 
Usman dan “Ali. “Umar bahkan mempercayakan kepada kedua- 
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nya untuk menangani banyak urusan negara. “Ali, secara khusus, 
menangani menyelesaikan persengketaan, korespondensi dan 
kearsipan (rasd'ih, tawanan perang, dan tebusan tawanan." 

Keberadaan para pembantu kepala negara secara tidak 
resmi memang pernah ada pada masa pemerintahan Nabi, Abu 
Bakar, “Umar bin al-Khattab, dan lalu menjadi jabatan resmi 
pada pemerintahan Bani Abbasiyyah.” Dalam beberapa literatur 
disebutkan bahwa Nabi juga mengangkat beberapa sahabatnya 
untuk menangani masalah yang berkaitan dengan peperangan, 
perdata, dan agama. Beliau mengangkat seseorang untuk 
mengelola minuman di Ka'bah (sigayah), pemelihara Ka'bah 
(sadanah), mengimami salat, guru Al-Qur'an, membagikan zakat 
dan sedekah, tukang azan, dan penjaga Medinah. " 

Para pakar fikih politik Islam, seperti al-Mawardi, 
membagi dewan kementerian ini kepada dua bagian: wazir tafwid 
dan wagir tanfiz. Wazir tafwid (Kementerian Delegatori) adalah 
mereka yang diangkat menjadi menteri oleh seorang imam 
dengan kewenangan tidak saja untuk melaksanakan kebijakan- 
kebijakan yang telah digariskan kepala negara, tetapi juga untuk 
ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu 
bersama kepala negara, dan juga membantunya dalam menangani 
segala urusan rakyat. Persyaratan untuk wagir tafwid sama dengan 
persyaratan untuk jabatan imam dikurangi syarat keturunan 
Quraisy, cukup berkebangsaan Arab, ditambah kemampuan 
untuk mewakili imam dalam mengelola urusan perang dan 
perpajakan. Perbedaan antara imam dan wazir tafwid adalah: 
Wazir harus selalu melaporkan kepada imam tentang kebijakan- 
kebijakan yang telah diambilnya sekaligus implementasinya, 
Imam berhak meneliti kebijakan dan pekerjaan wazir untuk 
mengukuhkan yang benar dan untuk mengoreksi yang tidak 
sesuai dengan kehendak imam." 

Dalam kajian fikih politik, dewan kementerian sebagai 
pembantu kepala negara mendapat perhatian sendiri, baik 
menyangkut departemen apa saja yang harus ada, persyaratan 
menteri, maupun tugas-tugasnya. Namun demikian, tidak ter- 
dapat keseragaman di antara mereka tentang tema-tema terse- 
but. Tampaknya, hal ini dikarenakan Al-Qur'an maupun Sunnah 
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tidak memberikan perincian tentangnya, sehingga uraiannya 
menjadi ruang bagi penggunaan ijtihad politik. 


3. Pengadilan terhadap pelaksanaan undang-undang (yudikatif/ 
qada’) 

Yudikatif adalah lembaga penegakan hukum atau lembaga 
yang melaksanakan fungsi mengadili pelanggaran terhadap 
pelaksanaan undang-undang.” Dalam terminologi fikih politik 
(figbus-siyasah), istilah ini memiliki kemiripan dengan istilah 
"gada". Istilah ini, beserta dengan istilah tasyr'' dan tanfiz, dipa- 
kai oleh beberapa pakar di antaranya oleh “Abd Wahhab Khalaf 
dalam as-Sultinus-Salas fil-Islam: at-Tasyri' wal-Qada' wat-Tanfiz ® 
dan Rasyid Rida.” 

Al-Qur'an sendiri mencantumkan kata a/-gadi' dalam banyak 
tempat, di antaranya al-Bagarah/2: 117, al-An'am/6: 2 dan 58, 
al-Isra'/17: 23, al-Ahzab/33: 23, 36, dan 37, Ibrahim/14: 22, al- 
Gasas/28: 29, Fussilat/41: 12, dan al-Anfal/8: 42. Secara bahasa, 
al-gada' mempunyai beberapa arti, di antaranya melaksanakan, 
menyelesaikan, menunaikan, memisahkan antara dua hal, dan 
melerai pihak yang berselisih.” Adapun secara istilah, a-gadi' 
didefinisikan—di antaranya—dengan menyelesaikan suatu per- 
kara dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah." 

Dalam konteks fikih politik, kekuasaan yudikatif atau 
kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perban- 
tahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil 
hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang 
punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain 
yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan 
kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin 
terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan 
menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Ruang lingkup 
lembaga yudikatif diisyaratkan maknanya oleh pengakuan asas 
kedaulatan de jure oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Islam 
menegakkan negaranya sesuai dengan prinsip-prinsipnya, 
Rasulullah sendiri yang menjadi hakim pertama negara tersebut 
dan beliau melaksanakan fungsi ini selaras dengan hukum 
Allah." 
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Islam itu sendiri memerintahkan penegakan lembaga 
peradilan (walayatul-gada) agar keadilan dalam memutuskan 
perkara dapat diterapkan seluas-luasnya. Pesan ini dapat ditang- 
kap dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada an-Nisa'/4: 58, 
65, dan 135, al-Ma'idah/5: 49, dan an-Nur/24: 48. Secara tegas, 
Allah pun menyatakan bahwa Al-Qur'an turun dengan tujuan 
menegakkan peradilan, sebagaimana ditegaskan pada firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 


BEAN NS uu 


Paan 


Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan 
Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang yang berkhianat. (an-Nisa'/4: 105) 


Praktik peradilan dipraktikkan langsung oleh Nabi ketika 
memberikan keputusan dalam perkara-perkara yang terjadi, mi- 
salnya ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencam- 
pur gandum basah dengan gandum kering dan ketika terjadi 
perselisihan antara Zubair bin “Awwam dan seorang Ansar dalam 
masalah pengairan. Pada masa Nabi, belum ada pemisahan an- 
tara lembaga eksekutif dan yudikatif. Beliau sendiri dalam banyak 
kesempatan yang menerapkan berbagai ketentuan hukum 
seiring dengan perkara-perkara yang terjadi, dengan tetap me- 
rujuk kepada penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Qur'an.” 
Namun, pada beberapa kesempatan lainnya, terutama ketika 
wilayah kekuasaan Islam semakin luas, beliau mendelegasikan 
penerapannya kepada sahabat yang dipercayainya. Salah satunya 
riwayat yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal ketika diutus 
oleh Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam di daerah Yaman: 


Angka AN Aoa Ml NN AN TIA Sana 
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4 26 JB alas ad Na an 
Yi ab METE PE NG alas ale Di Jo AI Jae E 
SAN AN AAN JBS ln lg dala At Tas ai Isa ani 
o dla ye oa gil oly) AN Ira SA Ji Jain Sg 
“db 


Sesungguhnya tatkala mengutus Mu'az ke Yaman, Rasulullah sallallah 
alaihi wa sallam menyampaikan beberapa pertanyaan kepadanya, “Apa 
Jang akan kan gunakan dalam memutus suatu perkara.” Ia menjawab, 
“Kitab Allah.” “Lalu jika kamu tidak mendapatkan kejelasan dalam 
kitab Allah?” Ia menjawab, “Saya akan putuskan dengan Sunnah 
Rasul.” “Lalu jika kamu tidak mendapatkan kejelasan dalam Sunnah 
Rasul?” Ia menjawab, “Saya akan gunakan pikiran saya untuk berij- 
tihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia.” Rasulullah lalu menepuk 
dada Mu'a& sambil bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah 
memberi petunjuk kepada utusan yang diutus oleh Rasulullah tentang 
sesuatu yang diridai utusan-Nya.” (Hadis riwayat Abu Dawud dari 
Mu'az bin Jabal) 

Dalam literatur fikih politik Islam, lembaga yudikatif ini 
mencakup tiga bagian, yakni a-gada'i, hisbah, dan al-magalim. 

Pertama, al-Qada'i atau a-Oada'ul-Am (Peradilan Umum). 
Lembaga ini mengadili perkara-perkara perdata dan pengadilan 
pidana Ginayah). Ketika dakwah Islam menyebar, Nabi meng- 
izinkan sebagian sahabat untuk memutuskan perkara-perkara 
antarmanusia dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad, 
dan—untuk beberapa kasus—dengan fatwa. Hal tersebut terjadi 
ketika Rasulullah menjadi satu-satunya hakim/penengah bagi 
kaum muslim. Pada zaman Nabi, ada sekitar 131 sahabat yang 
masyhur dengan fatwanya. Di antara yang terkemuka adalah 
Umar bin al-Khattab, “Ali bin Abi Talib, Sayyidah “A'isyah, 
“Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, “Abdullah bin Umar, dan 
“Abdullah bin Usman." 

Kedua, al-Hisbah. Al-hisbah adalah memerintahkan kebaikan 
dan mencegah keburukan, sesuai dengan pesan yang terdapat 
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pada Surah Ali Imran/3: 104." Hisbah diberi wewenang untuk 
menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang 
memerlukan tindakan cepat.” Menurut al-Mawardi, kewenangan 
lembaga Aishah ini tertuju kepada tiga hal: pertama, dakwaan yang 
terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau tim- 
bangan, kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam 
transaksi jual beli, dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan 
penundaan pembayaran. hutang padahal pihak yang berhutang 
mampu membayarnya. ” 

Ketiga, al-Mazalim (Peradilan Tata Usaha Negara). Inilah 
pengadilan tertinggi yang bertugas menerima banding dari 
pengadilan yang berada di bawahnya (a-gada'i dan al-hisbah) 
serta mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang 
bersalah. Dengan demikian, Pengadilan al-magalim lebih tinggi 
dibandingkan dua pengadilan lainnya. Pengadilan ini bersidang 
di bawah pimpinan khalifah sendiri, atau gubernur, atau orang 
yang ditunjuk olehnya. Para khalifah Umawiyah menyediakan 
satu hari saja dalam seminggu untuk keperluan ini. Dan yang 
pertama kali mengadakannya adalah Khalifah “Abdul Malik bin 
Marwan. Seperti mahkamah-mahkamah lainnya, Mahkamah 
Magalim diselenggarakan di masjid. Begitu pentingnya Mahkamah 
Magalim ini sehingga dapat menanggapi berbagai pengaduan 
rakyat perihal para gubernur yang mengabaikan aspek keadilan, 
atau perihal para petugas pajak jika menyimpang dari kebenaran, 
atau perihal para sekretaris departemen jika menyelewengkan 
harta kaum muslim atau terlambat membayar gaji. Di samping 
itu, hakim Mahkamah Mazalim diberi kehormatan memimpin 
pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah, salat Id, haji, dan 
melaksanakan jihad.” 

Berkaitan dengan jaminan agar lembaga peradilan berjalan 
baik seiring dengan tuntunan Islam, Al-Qur'an mensyaratkan 
keadilan harus tetap ditegakkan dalam semua proses peradilan. 
Ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menegakkan 
keadilan ketika menetapkan hukum di antara orang yang sedang 
berperkara, sebagaimana diisyaratkan pada Surah an-Nisa'/4: 58 
dan asy-Syura/42: 15. Pada Surah an-Nisa'/4: 58 perintah ber- 
buat adil didahului dengan ungkapan “apabila kamu menetapkan 
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bukum di antara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil 
itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan 
demikian, keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa 
membedakan agama, keturunan, atau ras. Ayat-ayat Al-Qur'an 
yang menguatkan hal ini sungguh banyak. Salah satu di 
antaranya berupa teguran kepada Nabi yang hampir saja 
teperdaya oleh dalih seorang munafik yang bermaksud memper- 
salahkan seorang Yahudi. Dalam konteks ini, turunlah Surah 
an-Nisa'/4: 105:” 


< Mede A D or, WIK AN Pa EA Waa 
APA NIAGA SI AN USU 


Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Mu- 
hammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau 
menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang 
Jang berkhianat. (an-Nisa'/4: 105) 


Dapat dikatakan bahwa hakim dalam konteks peradilan 
adalah sarana bagi tegaknya keadilan. Sementara keadilan adalah 
tujuan utama dari peradilan itu sendiri. Dengan demikian, 
terpenuhinya kriteria-kriteria yang memungkinkan hakim dapat 
menegakkan keadilan sama pentingnya dengan perintah mene- 
gakkan keadilan itu sendiri. Inilah yang kemudian melahirkan 
berbagai formulasi mengenai mekanisme dan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam khazanah politik 
Islam. Mengenai mekanismenya, selama ini dikenal tiga bentuk: 
pemilihan (intikhab), penunj jukan (ta yin), dan gabungan antara 
pemilihan dan penunjukan.” Adapun mengenai persyaratan 
hakim, berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama fikih adalah 
(1) muslim, berdasarkan pesan Surah an-Nisa'/4: 141, (2) balig, 
(3) berakal, dan (4) merdeka.” Menyangkut profesionalitas, al- 
Mawardi mensyaratkan seorang hakim harus menguasai (1) 
kandungan Al-Qur'an, (2) kandungan sunnah Rasul, (3) pan- 
dangan ulama salaf, dan (4) pengetahuan tentang giyas 
(analogi). 
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Prinsip keadilan dalam lembaga yudikatif sebagaimana 
dijelaskan di atas mengkonsekuensikan hakim untuk selalu 
memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang dan nas- 
nas, serta tidak memberikan keputusan kecuali berdasarkan 
ketentuan yang telah diturunkan Allah, sebagaimana firman- 
Nya: 

ABAFE AE AA a ING aaa JIS 
5 “11 Ge Zar Grr Al an g) Zr am Si 
ea MIT ISIS SERA 

ama NA SU 
Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan 
mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka 
memperdayakan engkau terbadap sebagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berke- 
hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa- 
dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik. (al-Ma'idah/ 5: 49) 


Pa 


C. Kesimpulan 

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Al-Qur'an telah 
meletakkan prinsip-prinsip bernegara yang menjadi acuan dalam 
segala proses pengelolaan negara, termasuk di dalamnya pem- 
bentukan lembaga-lembaga negara. Al-Qur'an tidak memberikan 
penjelasan rinci tentang pengelolaan negara. Tampaknya, 
Al-Qur'an membuka peluang seluas-luasnya kepada pengelola 
negara untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dengan 
catatan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah 
ditetapkannya. Dalam kerangka ini pulalah sebaiknya pem- 
bicaraan pembagian kekuasaan (Legislatif, Eksekutif, dan 
Yudikatif) ditempatkan. Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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Catatan: 





1 Istilah ini masyhur di kalangan umat Islam dan digunakan oleh 
banyak penulis meskipun tidak dapat dilacak siapa yang pertama kali 
melontarkannya. Beberapa majalah terkenal memuat istilah ini, di antaranya 
Majallah al-Manar yang diasuh oleh Rasyid Rida (w. 1354 H.). Lihat jilid XVI, 
h. 689. Tercatat ungkapan ini dikemukakan pula oleh Syaikh “Abdul-“Aziz 
Baz, Syekh “Usaimin, dan Syekh Salih Fauzan. Dalam Tafsir al-Munir, 
Wahbah al-Zuhaili menuturkan redaksi ...wa masdarul-tasyri'is-salih li kulli 
makan wa zaman. (Lihat Wahbah al-Zuhaili, at-Tafir a-Munir fi Agidah wasy- 
Syari'ah wal-Manbaj, (Beirut: Darul-Fikr, 1418 H.), jilid VIII, h. 73). 

2 Dendy Sugono dan kawan-kawan, (redaksi), Kamus Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 904-905. 

3 Sejauh ini ada tiga aliran yang berkembang mengenai hubungan 
antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, aliran yang berpendapat bahwa 
Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya 
menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam 
adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek 
kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh utama dari aliran 
ini antara lain Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966), 
Muhammad Rasyid Rida (1865-1935), dan Abu Ala Maududi (1903-1979). 
Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian 
Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh 
terkemuka dari aliran ini antara lain adalah Ali “Abdur-Raziq dan Taha 
Husain. Ketiga, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu 
agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem 
ketatanegaraan, tetapi terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. 
Salah seorang tokoh yang mendukung pendapat ini di antaranya adalah 
Mohammad Husein Haekal. Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 
(Jakarta: UII Press, 1993), h. 1-2. 

4 Pengelompokan tema dan ayat diadopsi dari Oamaruddin Khan, 
Tentang Teori Politik Islam, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1995), 
h. 4-5. 





? Tajud-Din as-Subuki, al-Asybah wan-Nagd'ir, (Beirut: Darul-Kutub 
al-Tlmiyyah, 1991, cet. 1), jilid II, h. 90. 

* Lihat lebih lanjut Ali Abdul Mu'thi Muhammad, Filsafat Politik 
antara Barat dan Islam, terj. Rosihon Anwar, (Pustaka Setia: Bandung, 2010), 
h. 291 dan seterusnya. 

7 Ali Abdul Mu'thi Muhammad, Filsafat Politik antara Barat dan Islam, 
h. 351. 

ê Al-Mawardi, al-Ahkamus-Sultaniyjah wal-Walayatud-Diniyyah, tahqiq 
oleh Ahmad Mubarak al-Bagdadi, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Outaibah, 
1989, cet. i), h. 29. 
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? Ali Abdul Mu'thi Muhammad, Filsafat Politik antara Barat dan Islam, 
h. 52. 

10 Dikutip dari http://id.wikipedia.org/ wiki/Lembaga negara, 
diunduh tanggal 07 November 2010, pukul 01.00 WIB. 

11 Sebagian terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dapat dilihat 
pada Delier Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1997), 
h. 125-133. 

12 Ali Abdul Mu'thi Muhammad, Filsafat Politik antara Barat dan Islam, 
h. 52. 


13 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 167. 


14 Kontradiksi dalam pemikiran politik Maududi ditemukan oleh 
Munawir Sjadzali. Munawir mendeskripsikan sudut pandang al-Maududi 
terhadap kehidupan politik pada masa Khulfaur Rasyidin—yang selalu 
dibangga-banggakannya—bagaikan ia melihat puncak Merapi dari balkon 
utara suatu kamar di tingkat enam Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Dari 
tempat itu Merapi tampak indah, tetapi tidak seindah yang dibayangkan jika 
gunung itu dilihat dari jarak yang sangat dekat. Lihat Munawir Sjadzali, Islam 
dan Tata Negara, h. 170. 

5 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN 
Balai Pustaka, 1984), h. 578. 

16 Lihat Taqi ad-Din an-Nabhani, Nizamul-Hukm fil-Islam, tahqiq oleh 
“Abdul-Gadim Zallum, (ttp.: Mansyurat Hizbutl-Tahrir, 2002, cet. vi), h. 221. 

17 Istilah ini dikemukakan oleh beberapa pakar, di antaranya al- 
Mawardi, al-Ahkamus-Sultaniyyah, h. 6, Muhammad Rasyid Ridha, a/-Khilafah, 
(Kairo: al-Zahra lil-TTamil-“Arabi, t.t.), h. 17. Beberapa pakar menyebutnya 
dengan ahlul-ikhtiyar sebagaimana disebutkan al-Mawardi, Sebagian lagi 
menyebutnya dengan ahlukijtihad sebagaimana disebutkan oleh Abu Yafa. 
(Lihat al-Mawardi, a-Ahkamus-Sultaniyyah, h. 5 dan 19), Sebagian lain 
menyebutnya dengan ahlukra'y wak-tadbir sebagaimana disebutkan oleh al- 
Bazdawi. 

s Ija Suntana, Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan 
Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26. 

1 Islah as-Sawi, a-Wajiz fi Fighil-Khilafah, (ttp.: Darul-Tlamid-Dauli, 
t.t.), h. 48. 

2 Tahir bin “Asyur, a£Tahrir wat-Tanwir, (Tunis: Dar Sahnūn lin- 
Nasyr wat-Tawzt, 1997), jilid V, h. 98. 

** Ibnu Kasi, Tafir a-Our'aniAzim, tahqiq oleh Sami bin 
Muhammad Salamah, (Beirut: Dar Tayyibah lin-Nasyr wa al-Tauzt', 1999, 
cet. ii), jilid II, h. 149. 

22 Yusuf al-Qaradawi, Figih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan 
Sunnah, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 185. 
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2lMuslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al'imarah, Bab khiyarul 
a'immah wa syiraribim, No. 4910 

4 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 166-167. 

25 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, cet. vi, 
1997), h. 483-484. 
26 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, h. 479. 
2 Abu Bakr al-Jaza'iri, Aisarut-Tafasir li Kalamil- Aliyyil-Kabir, (Madinah: 
Maktabahul- Ulum wal-Hikam, 2003/1424, cet. v), jilid I, h. 401. 
28 Abū Hayyan, Tafsir a-Bahril-Muhit, tahqiq oleh Syaikh “Adil Ahmad 
“Abdul-Mawjud dkk, (Beirut: Darul-Kutubil-Tlmiyyah, 2001, cet. i), jilid III, 
h. 104. 





2 Al-Bagawi, Ma 'alimut-Tangil, tahqiq oleh Muhammad “Abdullah al- 
Namr, dkk., (Beirut: Dar Tayyibah lin-Nasyr wat-Tawzi', 1997, cet. iv), jilid 


II, h. 124. 
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Yusuf al-Qaradawi, Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan 
Sunnah, h. 196-197. 

1 Uraian yang lebih memadai tentang bentuk-bentuk praktek legislasi 
baik pada zaman Nabi maupun Khulafaur Rasyidin dapat dibaca pada Ija 
Suntana, Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam, h. 66. 

2 Akbar Kaelola, Kamus Istilah Politik Kontemporer, (Yogyakarta: 
Cakrawala, 2009), h. 170. 

8 “Abd Wahhab Khalaf, as-Sultatus-Salas f-Islam: at-Tasyri' wal-Oada 
wat-Tanfiz, (Kuwait: Darul-Galam lin-Nasyr wat-Tawzi', 1985, cet ii. 

4 Rasyid Ridha, A/-Khilafah, h. 17. 

3 Burhinud-Din al-Biga't, Nagmud-Durar fi Tanasubil-Ayat was-Suwar, 
tahqiq oleh “Abdur-Razzag Galib al-Mahdi, (Beirut: Darul-Kutubil-Ilmiyyah, 
1995), juz VI, h. 377. 

36 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir a-Maragi, (Beirut: Darul-Fikr, cet. 
i, 2001), juz VIII, h. 166. 

37 Kaidah ini dapat ditemukan dalam banyak kitab, di antaranya Ibnu 
Nujaim, a-Asybah wan-Nagia'ir, (Darul-Kutubil-“Ilmiyyah: Beirut, 1980), h. 
1123, az-Zarkasyi, al-Mansur fi-Oawa'id, tahqiq oleh Taisir Fa'ig Ahmad 
Mahmud, (Kuwait: Wizaratul-Augaf wasy-Syu'inil-Islamiyyah, 1405 H., cet. 
ii), juz I, h. 309). 

38 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Kaito: 1131 H), h. 204-206. 

3 Lihat Ali Abdul Mudhi Muhammad, Filsafat Politik antara Barat dan 
Islam, h. 291 dan seterusnya. 

“ Abd Wahhab Khalaf, al-Sultitus-Salas fi-lslam: at-Tasyri' wal-Qada' 
wat-Tanfiz, h. 27-28. 

4 Al-Mawardi, a-Ahkamus-Sultiniyyah, h. 20. 

12 Akbar Kaelola, Kamus Istilah Politik Kontemporer, h. 360. 
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1985, cet ii). 

4 Rasyid Ridha, A/Khilafah, h. 17. 

4 Nasr Farid Muhammad Wasil, as-Sultatul-Oada'yah wa Nigamul- 
Oadi' fi-Islam, (ttp.: al-Maktabah al-Taufigiyyah, t.t.), h. 21. 

46 Nasr Farid Muhammad Wasil, as-Sultatul-Oada'yah wa Nigamul- 
Oadi' fil-Islam, h. 26. 

4 Dikutip dari http://datarental.blogspot/, diunduh tanggal 09 
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52 Nasr Farid Muhammad Wasil, h. 101. 
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56 Nasr Farid Muhammad Wasil, as-Sultatul-Oadi'iyyah wa Nizamul- 
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ada beberapa pakar yang memperbolehkan pertempuan menjadi hakim. 
Lihat Nasr Farid Muhammad Wasil, as-Sultatul-Oadi'iyyah wa Nizamul-Qada' 
Ji-lslam, h. 124. 

38 Al-Mawardi, akh Ahkamus-Sultaniyyah, h. 89-90. 
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DA C 


SYARAT PEMIMPIN NEGARA 


ma A 


alam sistem pemerintahan menurut Islam, pemimpin 
D) negara adalah seorang yang dipilih rakyat untuk mengu- 
rus dan mengatur kepentingan mereka demi kemas- 
lahatan bersama. Pemimpin mempunyai tanggung jawab dan 
kewajiban-kewajiban, yaitu memelihara agama, menegakkan hu- 
kum, menjaga keamanan dalam negeri, memperluas pertahanan 
keamanan negara, mengatur keuangan negara, yaitu mengatur 
anggaran, pendapatan, dan belanja negara, memimpin urusan 
kenegaraan secara umum, dan lain-lain. Oleh sebab itu, seorang 
pemimpin negara harus memiliki kriteria, yaitu beriman dan 
bertakwa, sehat jasmani, jujur, memiliki kemampuan, adil, pro- 
fesional, bertanggung jawab, amanah, berani dan tegas, cinta 
kebenaran, dan musyawarah. 
Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemim- 
pin negara tersebut, akan diuraikan pada pembahasan berikut ini. 


A. Beriman dan Bertakwa 

Seorang pemimpin negara harus beriman dan bertakwa 
karena dengan iman dan takwa, seorang pemimpin negara dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu didasarkan iman 
dan takwa. Dengan demikian, diharapkan ia mendapat taufik 
dan hidayah dari Allah untuk mengatasi berbagai kesulitan yang 
sulit diatasi. Ia juga mengetahui bahwa segala perbuatannya 
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akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia, terutama di 
akhirat akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbua- 
tannya, kalau baik akan mendapat ganjaran yang baik (pahala), 
dan kalau tidak baik akan mendapat ganjaran yang tidak baik 
(siksaan). Dalam hadis Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam disebut- 
kan: 


PS a A de sl aÚ ae aže č a 5 4 KEN Yi 
(daya ad 08 ea ola) a 


Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Begitu pula seorang 
pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya dan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. (Riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah) 


Berkenaan dengan kriteria pemimpin negara yang harus 
dipilih oleh orang-orang beriman, yang harus dari orang yang 
beriman dan bertakwa, Allah memberikan panduan dalam 
Al-Qur'an Surah Ali Da 3: 28: 

SÉMI S KAIN a KIA a SPAN aa 


/ ALIHI äs ya » A7 awg 


y 3 22 A AG > 
PS A a AS peka | gr 14: NÝI 


A 
>è 


WA 


5A A) 


o P 


Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemim- 
pin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, 
niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena 
(siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan 
Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada 
Allah tempat kembali. (Ali Imran/3: 28) 


Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang beriman 
(kaum muslim) dilarang menjadikan orang kafir (orang yang 
tidak beriman dan bertakwa) sebagai pemimpin. Sebab, yang 
demikian ini akan merugikan mereka sendiri, baik dalam urusan 
agama, maupun dalam kepentingan umat (rakyat). Hal ini 
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terutama jika kepentingan orang kafir lebih diutamakan daripada 
kepentingan kaum muslim sendiri, sehingga membantu tersebar 
luasnya kekafiran’? dan memperkuat posisi orang-orang kafir. 
Itulah sebabnya Allah melarang orang Islam untuk mengangkat 
orang kafir (non-muslim) sebagai pemimpin mereka. Kalau 
pemimpin secara umum saja dilarang oleh Allah diangkat dari 
orang kafir, apalagi dalam pengangkatan pemimpin negara 
sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara, yang akan 
mengayomi, menangani, dan mengurus berbagai urusan negara 
dan rakyat, tentu hal itu lebih dilarang oleh Allah subhanahu wa 
ta'ala. Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan 
memelihara kemaslahatan agama agar kaum muslim tidak 
terganggu dalam urusan dan usahanya untuk mencapai tujuan 
yang dikehendaki oleh agamanya. 

Tidak terlarang bagi suatu pemerintahan Islam, untuk 
mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan 
yang bukan Islam dengan maksud untuk menolak kemudaratan, 
atau untuk mendapatkan kemanfaatan. Kebolehan mengadakan 
persahabatan ini tidak khusus dalam keadaan lemah saja, tetapi 
boleh juga dalam sembarang waktu,” sesuai dengan kaidah 
fighiyah: 


Brad Ie Je AM mail 433 
Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemas- 
lahatan. 


Berkenaan dengan tafsir ayat 28 Surah Ali Imran/3 
tersebut, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini me- 
larang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir 
sebagai penolong mereka, (pemimpin mereka), karena jika 
seorang mukmin menjadikan mereka penolong (pemimpin), 
maka itu berarti orang-orang beriman dalam keadaan lemah." 
Itu konsekuensi paling sedikit. Jangan jadikan mereka penolong 
(pemimpin) kecuali kalau ada kemaslahatan bagi kaum muslim, 
atau paling sedikit tidak ada kerugian yang dapat menimpa 
kaum muslim darinya. 

Menurut M. Quraish Shihab, kata kafir (sebagaimana 
disebutkan oleh ayat tersebut) bisa dipahami dalam arti siapa 
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yang tidak memeluk agama Islam. Makna ini tidak keliru, tetapi 
perlu diingat, bahwa Al-Qur'an menggunakan kata “kafir” dalam 
berbagai bentuknya untuk banyak arti yang puncaknya adalah 
pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan 
keengganan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya, 
walaupun tidak mengingkari wujud dan keesaan-Nya, sampai 
kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya, yakni kikir.” 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa haram 
hukumnya bagi kaum muslim mengangkat orang kafir menjadi 
pemimpin negara bagi kaum muslim. Orang yang menjadi 
pemimpin negara hendaklah seorang yang beriman dan bertakwa. 
Adapun yang dimaksud dengan kufur dalam ayat tersebut 
adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama. 
Meskipun ayat itu turun dalam konteks melarang orang-orang 
beriman menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai 
pemimpin yang diberi wewenang menangani urusan orang- 
orang beriman, larangan itu mencakup juga orang yang dinamai 
muslim yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan 
tujuan ajaran Islam.” 

Berkenaan dengan larangan mengangkat pemimpin negara 
dari orang kafir, disebutkan juga dalam Surah an-Nisa'/4: 144, al- 
Ma'idah/5: 51, dan al-Mumtahanah/60: 1 dan 13. 

Kriteria pemimpin negara yang beriman dan bertakwa 
tidak bisa terpenuhi, jika umat Islam tidak bersatu untuk ikut 
dalam pemilihan umum memilih pemimpin negara dan haram 
hukumnya golput bagi orang Islam. Penetapan pemimpin 
negara yang beriman dan bertakwa tidak akan sukses tanpa 
keikutsertaan seluruh warga negara yang beragama Islam yang 
mempunyai hak pilih. 


B. Sehat Jasmani dan Rohani, Jujur, serta Memiliki 
Kemampuan 
Seorang pemimpin negara harus kuat, yaitu sehat jasmani 
dan rohani, atau sehat fisik dan mental, jujur (dapat dipercaya) 
dan berani, serta memiliki kemampuan, yaitu berilmu dan 
memiliki wawasan yang luas. Syarat ini disebutkan dalam Surah 
al-Gasas/28: 26 berikut: 
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2. WA Yaa & > 44 iə 
KANG ay A A NENENG 
Salah seorang dari kedua (berempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! 
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (bada kita) ialah orang 

yang kuat dan dapat dipercaya.” (al-Qasas/28: 26) 


Dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang 
paling baik dipekerjakan adalah SAI besi yaitu orang yang kuat 
lagi tepercaya. Menurut M. Ouraish Shihab, kekuatan yang 
dimaksud dalam ayat tersebut adalah kekuatan dalam berbagai 
bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa 
yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya keperca- 
yaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut 
adanya sifat amanah sehingga orang yang dipilih itu tidak merasa 
bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan 
milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara 
dan bila diminta kembali, maka ia harus rela mengembalikannya." 

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surah al-Bagarah/2: 247. 


{ aa. ai r W Ka Ka » 3A SAN LA 
AR IE EN SA SIG, 
JG JUN Tata E Kel 3 SA 


D 


GN asi ANG Ma 
PA Aa KAS Aa 


Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana 
Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berbak 
atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang 
banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) 
kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan 
kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, 
Maha Mengetahui. (al-Bagarah / 2: 247) 


Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memilih Talut 
menjadi raja karena Allah telah menganugerahkan kepadanya 
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ilmu yang luas dan tubuh yang kuat (perkasa), sehingga ia mampu 

memimpin Bani Israil. Dari ayat ini dapat diambil pengertian 

bahwa seorang yang akan memimpin negara itu hendaklah: 

1. Mempunyai kekuatan fisik, memiliki kesehatan jasmani dan 
rohani, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya 
sebagai pemimpin negara. 

2. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak 
kekuatan rakyat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpin 
dengan penuh bijaksana. 

3. Bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayah- 
Nya untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin 
diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayah-Nya.” 


Dari kedua ayat dan penafsirannya yang telah disebutkan 
di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kekuatan atau kesehatan 
fisik yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin negara 
adalah harus lengkap anggota tubuhnya, atau tidak cacat fisik, 
seperti tidak buntung tangan atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu, 
dan lumpuh," atau gangguan kesehatan fisik lainnya yang dapat 
menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugas dan kewa- 
jibannya dengan baik sebagai pemimpin negara. Dengan demi- 
kian, maka calon pemimpin negara harus memiliki kemampuan 
mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna, atau semua 
panca inderanya dapat berfungsi dengan baik, sehingga ia dapat 
mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan 
dan penegakan hukum. Ia juga harus mempunyai kondisi fisik 
yang sempurna dan sehat yang menjamin pergerakan tubuhnya 
secara bebas, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan baik. 

Sedangkan sehat mental yang harus dimiliki oleh calon 
pemimpin negara, antara lain tidak punya kelainan mental 
seperti tidak pengecut, tidak gila, dan tidak ada gangguan mental 
lainnya yang akan mengganggu kelancaran tugasnya sebagai 
pemimpin negara. Untuk menentukan seseorang sehat mentalnya 
atau tidak, harus melalui pemeriksaan dokter ahli yang terkait. 
Dengan memiliki kelengkapan organ tubuh serta kesehatan fisik 
dan mental yang prima, maka seorang pemimpin negara diha- 
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rapkan benar-benar mampu secara jasmani dan rohani untuk 
mengemban tugasnya sebagai pemimpin negara." 

Kemudian berkenaan dengan kemampuan ilmiah yang 
harus dimiliki oleh pemimpin negara, menurut al-Bagdadi, 
pemimpin negara harus menguasai ilmu tentang halal dan 
haram. Al-Gazali tidak mensyaratkan pemimpin negara harus 
seorang mujtahid, karena dalam hal-hal tertentu berkenaan 
dengan masalah agama yang tidak dikuasainya, ia dapat bertanya 
kepada ulama yang ada pada zamannya yang benar-benar paling 
ahli dalam penguasaan ilmu-ilmu keagamaan. 

Kemampuan ilmiah yang juga dimiliki oleh calon pemim- 
pin negara, utamanya ilmu politik, tata negara, ekonomi, dan lain- 
lain. Semua itu adalah cabang ilmu umum yang perlu dikuasai 
oleh pemimpin negara untuk mendukung kelancaran tugasnya 
menjalankan roda pemerintahan,” walaupun ia dibantu oleh para 
menterinya yang ahli dalam bidangnya. Demikian itu, agar 
pemimpin negara memiliki kemampuan dalam menetapkan 
kebijakan dan mempunyai wawasan serta pengetahuan yang luas 
dan memadai untuk mengatur kehidupan rakyat serta mengatur 
kepentingan negara dan bangsa secara umum. 

Kapasitas pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk 
menopang kemampuan pemimpin negara dalam melaksanakan 
tugas, berpikir secara independen yang diperlukan setiap saat. 
Jika seorang pemimpin negara tidak memiliki pengetahuan dan 
wawasan yang luas, dikhawatirkan ia akan dengan mudah 
mengabaikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan pemerin- 
tahannya, yang pada akhirnya akan menangani masalah-masalah 
kenegaraan secara serampangan dan sembarangan tanpa pertim- 
bangan yang baik. 

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas, pemimpin 
negara sebagaimana disyaratkan pada ayat 26 Surah al-Qasas/28 
di atas, seorang pemimpin negara harus jujur (dapat dipercaya). 
Seorang calon pemimpin negara harus menjaga amanah yang 
dipercayakan kepadanya. Ia harus bertanggung jawab dan selalu 
berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk 
menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang 
diembankan kepadanya. Ia juga harus mengelola dengan baik 
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semua harta kekayaan negara yang diterimanya dari rakyat dan 
sumber lain, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, 
sehingga tidak melakukan tindakan korupsi, untuk memperkaya 
diri, keluarga, atau kroni-kroninya. Ia senantiasa jujur, tidak 
menerima sogokan, atau kolusi dengan para pembantunya, 
seperti para menterinya, atau yang lainnya untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, atau kroni-kroninya. 


C. Adil dan Profesional 

Seorang calon pemimpin negara harus seorang yang adil 
dan professional. Kata adil berasal dari bahasa Arab dalam 
bentuk masdar yaitu “adi yang berarti lurus atau sama. Dari 
makna ini kata ‘adl berarti menetapkan hukum dengan benar. 
Jadi, seorang yang ‘adl adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu 
menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang meru- 
pakan makna asal kata adi, yang menjadikan pelakunya tidak 
berpihak kepada salah seorang yang berselisih dan pada dasar- 
nya perlu seorang yang “ad/ berpihak kepada kebenaran, karena 
baik yang benar, maupun yang salah sama-sama harus memper- 
oleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang 
patut dan tidak sewenang-wenang. " 

Kata “adi di dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek 
yang beragam, begitu pula pelakunya. Menurut penelitian 
M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna “d (keadilan): 
1. “Adi yang berarti “sama”. Pengertian ini yang paling banyak 

terdapat dalam Al-Qur'an 

2. “Adi yang berarti “seimbang”. Keadilan dalam pengertian ini 
menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana 
dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala 
sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu. 

3. “Adi yang berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan 
memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Penger- 
tian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu 
pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui 
jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman, yakni 
pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 

4. “Adi yang berarti “dinisbahkan kepada Allah”. “Ad/ di sini 
berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi. 
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Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan ke- 
baikannya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa 
rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertahan untuk 
diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah me- 
miliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada 
tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya." 

M. Ouraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang 
bermaksud meneladani sifat Allah yang ‘adl ini setelah meyakini 
keadilan Allah, dituntut untuk menegakkan keadilan walau ter- 
hadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap 
musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah 
dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan 
meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus 
mengikuti perintah akal dan agama." 

Selanjutnya, berkenaan dengan 'ad/ dalam berbagai mak- 
nanya yang telah disebutkan di atas, yang merupakan salah satu 
syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara, Allah berfir- 
man dalam Surah Sad/38: 26 sebagai berikut: 

MG td 4 a lhe ZL WA É| 
aa Er 


PAN A ÊNGG IA 
Aki KAL PI 


Lla 


A Na SO ANG) enda 
Aa 


(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang- 
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad/38: 20) 


Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi 
Dawud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan 
rakyatnya. Allah juga menyuruh Nabi Dawud agar memberi 
keputusan terhadap perkara yang terjadi di antara manusia 
dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu 
yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum 
yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan 
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mereka di akhirat. Oleh sebab itu, Allah melarang Nabi Dawud 
memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala 
macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan 
kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pada ayat ini 
terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pengangkatan Nabi 
Dawud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya 
dilakukan oleh seorang rasul, mengandung pelajaran bagi para 
pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya.” 
Berkenaan dengan ini, maka pemimpin negara yang adil adalah 
kepala negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. 
Menurut al-Jurjani, ciri-ciri pemimpin negara yang adil 
adalah memiliki integritas moral yang tinggi. Ia selalu menjauhkan 
diri dari melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus 
melakukan dosa kecil, selalu memihak kepada kebenaran, dan 
menghindari perbuatan-perbuatan yang hina." Senada dengan 
al-Jurjani, al-Mawardi menyatakan bahwa pemimpin negara 
yang adil adalah pemimpin negara yang selalu berkata benar, 
jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan 
dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu 
senang dan di saat marah, serta selalu menunjukkan sikap 
kriteria baik dalam soal agama, maupun dalam masalah dunia." 
Hampir senada dengan al-Mawardi, al-Gazali menyatakan 
bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemimpin negara 
yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi 
hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, 
selalu berada di jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, 
berani meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak som- 
bong dan pemarah. Ia juga tidak akan senang hidup bahagia 
seorang diri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana 
dan tidak suka pamer kemewahan, selalu berusaha menarik 
simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama dan 
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama dan 
mengundang murka Allah. Ia akan menindak tegas siapa pun di 
antara rakyatnya yang melanggar hukum sekalipun dengan ber- 
buat demikian, ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak 
yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu.” 
Berkenaan dengan sifat adil dari pemimpin negara ini bagi 
al-Mawardi merupakan pilar fundamental. Karena pentingnya 
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sifat adil tersebut, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 
pemerintah yang adil walaupun dipimpin oleh orang yang kafir 
adalah lebih baik daripada sebuah pemerintahan muslim, tetapi 
berlaku zalim.” Tanpa persyaratan adil, proses yang baik dalam 
kepemimpinan negara sulit terlaksana. Lebih jauh ia mensinyalir 
sifat adil ini, pertama akan tercermin dalam tingkat pribadi pada 
sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan 
mengerjakan perbuatan keji. Apabila keadilan itu sudah mampu 
digelar pada level individual, maka sangat mungkin ia mampu 
menegakkan keadilan di tingkat sosial-masyarakat. Ia akan mampu 
menghadapi aneka ragam kelompok masyarakat manusia atas 
prinsip pemerataan. Dalam kaitan itu, Khalifah “Umar bin al- 
Khattab pernah memungut sebagian harta kekayaan pejabat 
(gubernur) yang memerintah di daerah makmur, kemudian 
membagi-bagikannya secara adil merata kepada pejabat-pejabat 
yang memerintah di daerah-daerah yang miskin. 

Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di 
atas, penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Taimiyah yang 
mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin 
oleh orang kafir adalah lebih baik daripada sebuah pemerintahan 
muslim yang zalim, ini bertentangan dengan larangan Allah 
dalam mengangkat pemimpin dari orang kafir (Ali “Imran/3: 
28) Demikian pula, adilnya orang kafir itu relatif, bisa saja dia 
berlaku sebaliknya, karena ia tidak melihat dengan kacamata 
Islam akhirnya merugikan kaum muslim. 

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, keadilan seorang 
pemimpin negara berarti keserasian sosial kemasyarakatan. Kea- 
dilan pemimpin negara, berarti keserasian dan keseimbangannya 
dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga 
negara dengan perlakuan-perlakuan yang berdimensikan keadilan. 
Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan 
manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka 
keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan 
terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, 
maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan 
dunia pun mengalami guncangan. Di antara ayat-ayat yang me- 
merintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah Surah 
an-Nisa'/4: 58, 105, dan 135, an-Nahl/16: 90, dan al-Ma'idah/5: 6. 
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Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara 
sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berda- 
sarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan ras, tetapi berda- 
sarkan ketakwaannya kepada Allah. Dalam Surah al-Hujurat/49: 
13 dijelaskan: 


a a aaa 


KESAN KETA 


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Wa kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al- 
Hujurat/49: 13) 


Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak memper- 
oleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad 
sallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan bahwa kehancuran suatu 
bangsa diawali oleh sikap diskriminatif penegak hukum. Mereka 
menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan para 
bangsawan atau elit masyarakat yang melakukan tindakan mela- 
wan hukum.” 

Agar pemimpin negara itu dapat berlaku adil, maka pe- 
mimpin negara tersebut, harus dipilih dari seorang yang pro- 
fesional. Dalam prinsip profesional ini, pemimpin negara tidak 
boleh mengangkat pejabat-pejabat negara, misalnya mengangkat 
menteri-menteri atau lainnya hanya berdasarkan hubungan pri- 
mordial atau kekerabatan. Pemimpin negara harus mempertim- 
bangkan profesionalisme dan kejujuran pejabat negara yang akan 
diangkat. Melalui kisah Nabi Musa, disebutkan dalam Surah al- 
Gasas/28: 26, bahwa Allah mengisyaratkan agar orang yang 
dapat diangkat sebagai pejabat, harus mempunyai dua syarat, 
yaitu: SSI 2554), kuat dalam arti memiliki kemampuan dan 
keahlian dalam bidangnya dan tepercaya dapat menjaga amanah 
yang diserahkan kepadanya. 
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Pemimpin negara yang profesional adalah pemimpin 
negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan ke- 
mampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. 
Pemimpin negara yang demikian, antara lain dapat menunjuk- 
kan dimensi sebagai berikut: 

1. Dalam menunjuk para pembantunya, misalnya para menteri 
dan lain-lain, didasarkan pada pertimbangan kemampuan 
dan kecakapannya, bukan karena pertimbangan hubungan 
kedekatan dengan dirinya yang lazim disebut dengan ne- 
potisme dan bukan karena balas budi terhadap partai atau 
keluarga dan kroni-kroninya. 

2. Pemimpin negara akan mengelola dengan baik semua harta 
kekayaan negara sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan 
Sunah,” sehingga ia tidak akan menyelewengkan kekayaan 
negara itu dengan melakukan korupsi misalnya, untuk mem- 
perkaya diri, keluarga, organisasi, dan atau kroni-kroninya. 

3. Mempunyai visi ke depan, sehingga mampu membuat 
rancangan kerja dan menyusun kebijakan ke depan selama 
menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. 

4. Mampu mengatasi konflik dan membuat kebijakan yang 
berpihak kepada rakyat. 

5. Melindungi dan tidak bertindak semena-mena kepada rak- 
yatnya. 

6. Dan lain-lain yang terkait dengan kriteria pemimpin negara 
yang harus dipilih sebagaimana disebutkan dalam tulisan ini. 


D. Bertanggung Jawab dan Amanah 

Pemimpin negara mempunyai hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Pemimpin ne- 
gara bertanggung jawab dalam mengemban dan melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin negara. Berkenaan 
dengan masalah tanggung jawab pemimpin negara dalam melak- 
sanakan semua kewajibannya itu, al-Mawardi mengatakan bahwa 
ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh pemimpin 
negara, yaitu: 
1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang 

pasti dan kesepakatan ulama salaf; 
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2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih 
dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan 
masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata 
dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok 
atas orang atau kelompok lain; 

3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa 
aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi 
dan keahlian masing-masing; 

4. Menegakkan udud (hukum pidana), sehingga hukum Allah 

bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara; 

5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan 

serangan-serangan pihak luar; 

6. Mengelola keuangan negara seperti ganimah, al-fai', pajak, 

dan sedekah lainnya, 

7. Menentukan belanja negara (APBN), 

8. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, 
keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan ter- 
sebut; 





9. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. 
Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan 
agama dapat berjalan dengan baik.” 

Muhammad Rasyid Rida menyimpulkan tugas-tugas negara 
hanya dalam empat bidang saja, yaitu: 

1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran; 

2. Menegakkan keadilan; 

3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah, 

4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang 
tidak diatur secara tegas oleh nas.” 

Sementara Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas 
dan kewajiban pemimpin negara secara garis besar hanya dua 
saja, yaitu pertama, menjelaskan dan memelihara agama, dan 
kedua, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama.” 

Hampir sejalan dengan pendapat Yusuf Musa tersebut, 
A. Hasyim juga menyebutkan dua tanggung jawab dan kewajiban 
pokok kepala negara, yaitu: menegakkan Islam dan menyeleng- 
garakan urusan kenegaraan secara umum dalam batas-batas ajaran 
Islam. Tugas dan kewajiban pemimpin negara yang harus dia per- 
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tanggungjawabkan itu meliputi keharusan untuk melaksanakan 
prinsip-prinsip musyawatah dalam pelaksanaan pemerintahan.” 

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewa- 
jiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 
kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, 
melindungi mereka dari serangan-serangan musuh dan membe- 
rikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk 
memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai 
kebahagiaan di akhirat.” 

Semua kewajiban pemimpin negara yang telah disebutkan 
di atas adalah merupakan tanggung jawab pemimpin negara 
dalam pelaksanaannya. Sukses dan tidaknya pelaksanaan kewa- 
jiban pemimpin negara merupakan tanggung jawab pemimpin 
negara tersebut. Oleh sebab itu, diharuskan untuk memilih 
pemimpin negara yang memiliki sifat bertanggung jawab di 
samping kriteria-kriteria lainnya. Agar pemimpin negara itu 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
diperlukan pula sifat amanah dari pemimpin negara itu, karena 
prinsip kekuasaan dalam suatu negara adalah sebagai amanah. 
Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang 
diembankan di pundaknya dalam Surah an-Nisa'/4: 58 sebagai 
berikut: 


>, Ze? 7, Mba a A 275 NENGA SB NIPUN 
(EN GAN AG ara SA YI jag Nak MI 

2, Ae DAKA PN BN 4 | 

Keka ga baa SI JA, 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Ayat tersebut mewajibkan kepada setiap muslim baik 
pimpinan negara, para pejabat, atau lainnya yang memikul 
amanat, agar melaksanakannya dengan jujur, baik amanat yang 
diterimanya dari Allah, maupun amanat yang diterimanya dari 
sesama manusia. Dalam Islam, amanat merupakan sesuatu yang 
harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkannya 
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kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang 
harus dijalankan dengan baik sesuai dengan perintah-Nya. Karena 
itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan 
dan penyalahgunaan kekuasaan. 


E. Berani dan Tegas 

Pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk 
melindungi wilayah kekuasaannya dan untuk mempertahankan- 
nya dari serangan musuh, berani meluruskan bawahannya yang 
berbuat zalim, berani bertindak tegas kepada siapa pun di antara 
rakyat yang melanggar hukum meskipun dengan berbuat 
demikian, ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang 
anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu. Berkenaan 

dengan ini Allah berfirman dalam Surah al-Ma'idah/5: 54: 
mb ira DARA 2 2. ok SA naa hem 
N WILL pp ANN Sagu gn a Kya Ga GGG 
y Zr M Ag È LA Ce < PM! Gn eg? at 
Nan PARA gl KANGA KONANG 

d 

Sekali NG SUS Han Baal IL 


Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang 
murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan 
suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan 
bersikap lemah lembut terbadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap 
keras terbadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia 
Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Mabhaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (al-Ma'idah/5: 54) 


Menurut M. Quraish Shihab, sikap tegas kepada orang- 
orang kafir yang disebutkan dalam ayat tersebut, bukan berarti 
memusuhi pribadinya, atau memaksa mereka memeluk Islam, 
atau merusak tempat ibadah dan menghalangi mereka melaksa- 
nakan tuntunan agama dan kepercayaan mereka. Tetapi yang 
dimaksud adalah bersikap tegas terhadap permusuhan mereka, 
atau upaya-upaya mereka yang melecehkan ajaran agama Islam 
dan kaum muslim. Apalagi jika mereka merebut hak sah kaum 
muslim.” 
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Pemimpin negara yang berani dan tegas tidak takut pada 
celaan orang-orang yang mencelanya, maksudnya tidak takut 
dengan celaan, atau keberatan pihak lain serta ketidakrelaan dan 
ketidaksetujuan mereka, baik hal itu ditampilkan dalam bentuk 
ucapan (celaan), kritik, atau perilaku, maupun tidak ditampilkan. 
Keberatan dan ketidaksetujuan dapat bersumber dari kawan 
maupun lawan, dapat bersikap keras dan dapat juga berbentuk 
teguran halus.” 

Dengan demikian, maka sifat pemimpin negara yang 
berani dan tegas itu, tidak menghiraukan celaan dari siapa pun, 
kapan pun, dan dalam bentuk apa pun yang dilontarkan oleh 
semua pencela yang berusaha menghalangi programnya dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai 
Ilahi. Ia mempunyai keberanian menanggung risiko dan melin- 
dungi rakyatnya dari ketertindasan dan serangan musuh, baik 
secara internal maupun eksternal. 


F. Cinta Kebenaran dan Musyawarah 

Pemimpin yang cinta kebenaran adalah pemimpin yang 
benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para 
pembantu, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam 
perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikir. Karena itu, misalnya 
bila dalam kampanye ia menyatakan akan memerintah dengan 
adil dan menyejahterakan rakyatnya, maka setelah terpilih, sebagai 
pemimpin negara yang cinta kebenaran, ia akan berusaha 
memenuhi janjinya itu. Seorang pemimpin negara yang cinta 
kebenaran pasti akan mengedepankan bukti ketimbang mengob- 
ral sumpah atau janji-janji palsu. 

Sebelum benar dalam perkataan dan perbuatan, seorang, 
pemimpin negara yang cinta kebenaran akan memulai memangku 
jabatannya dengan niat yang bersih dan itikad yang baik, yakni 
hendak memandu rakyatnya menggapai kebahagiaan lahir dan 
batin, serta dunia dan akhirat, bukan untuk memaksa orang lain 
agar menghormatinya, bukan untuk mencari popularitas, dan 
juga bukan untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya. 
Setelah berniat secara benar, seorang pemimpin negara yang 
cinta kebenaran juga akan berpikir benar, yakni segenap pikiran- 
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nya akan dicurahkan untuk membangun bangsa dan negaranya, 
bukan untuk mengeksploitasi segala kekayaan bangsa dan negara 
untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.” 

Pemimpin negara yang benar, dapat dikatakan, adalah 
pemimpin negara yang otentik, yakni pemimpin negara yang 
selaras antara perkataan dan perbuatan. Karena itu, misalnya 
bila mengatakan, “Jangan Korupsi,” maka ia tidak hanya berkata, 
tapi pasti akan turut pula untuk tidak melakukan korupsi, sekali- 
pun peluang korupsi terbuka lebar baginya. Sebaliknya, pemim- 
pin negara yang tidak otentik, berteriak antikorupsi, tetapi dia 
sendiri korupsi. 

Di samping cinta kebenaran dari pemimpin negara, juga 
dia harus cinta pada musyawarah. Dalam melaksanakan urusan 
negara, pemimpin negara harus bermusyawarah dengan lembaga- 
lembaga, atau para pejabat yang terkait, terutama dalam masalah 
daruriyat dan bajiyat. Daruriyat adalah kebutuhan-kebutuhan 
primer yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturun- 
an, dan harta. Sedangkan /wjiyat adalah kebutuhan-kebutuhan 
mendesak yang mana bila tidak terwujudkan tidak sampai 
mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. 
Berkenaan dengan musyawarah ini, disebutkan secara tegas 
dalam Al-Qur'an, antara lain: 

1. Firman Allah dalam Sutah Ali Imran/3: 159: 


AA ma man Ine BI nga maag DN 


LAS ai 2 re LD 2L? 230 


í KALAI PUT DE YEN su 
Wah PA AI 


Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 
Karena itu maafkanlah mereka dan mohbonkanlah ampunan untuk 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 
bertawakal. (Ali Imran/3: 159) 


-2% 2. An WK 
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2. Firman Allah dalam Surah asy-Syura/42: 38: 


22A 220A NEG GG Pesen LA sae 


LA Ara AN 
Gya aa in Saya AAPEA 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salai, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syura/42: 38) 


Kedua ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa Allah 
memerintahkan agar bermusyawarah dalam segala urusan. Mu- 
syawarah memegang peranan penting dalam pengambilan 
keputusan untuk kepentingan urusan umat/takyat, bangsa, dan 
negara. Bahkan, syarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh 
penjelasan Al-Qur'an tentang orang yang mendirikan salat dan 
menginfakkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi 
seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan 
prinsip penting dalam demokrasi Islam yang posisinya hanya 
setingkat di bawah kewajiban salat. 

Demikianlah antara lain syarat-syarat yang harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin negara yang dapat penulis ungkapkan 
dalam tulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Seorang pemimpin negara harus beriman dan bertakwa agar 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu didasarkan 
pada iman dan takwa. Dengan ini pemimpin negara tersebut 
mendapat taufik dan hidayah dari Allah untuk mengatasi 
berbagai kesulitan yang sulit diatasi. 

2. Seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, jujur 
(dapat dipercaya), dan memiliki kemampuan ilmiah serta 
memiliki wawasan yang luas, agar dapat mengatasi berbagai 
kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin 
negara. 

3. Seorang pemimpin negara harus bersifat adil dan profesio- 
nal. Banyak pandangan ulama dalam menetapkan kriteria 
pemimpin negara yang adil, antara lain menurut Imam 
al-Gazali, bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemim- 
pin negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah, atau 
mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada 
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pelaku kejahatan, selalu berada pada jalan kebenaran, memiliki 
rasa malu, murah hati, berani meluruskan bawahannya yang 
berbuat zalim, tidak sombong dan pemarah, tidak akan 
senang hidup berbahagia seorang diri sementara rakyatnya 
menderita, hidup sederhana dan tidak suka pamer keme- 
wahan, selalu berusaha menarik simpati rakyatnya dengan 
cara-cara yang dibenarkan agama menghindari hal-hal yang 
bertentangan dengan agama dan mengundang murka Allah, 
serta akan menindak tegas siapa pun di antara rakyatnya yang 
melanggar hukum, sekalipun dengan berbuat demikian, ia 
akan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terha- 
dap tindakan tegas yang diambilnya itu. 

Di samping bersifat adil, pemimpin negara harus profesional 
yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemam- 
puan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 
pemimpin negara 

4. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat tanggung 
jawab dan amanah agar dapat mengemban dan melaksanakan 
tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang 
merupakan tanggung jawabnya dan diamanatkan kepadanya. 

5. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat berani dan 
tegas, meluruskan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan- 
penyimpangan yang dilakukan oleh siapa pun di antara 
rakyatnya, meskipun dengan berbuat demikian ia rentan 
dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap 
tindakan tegas yang diambilnya. 

6. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat cinta kebe- 
naran dan musyawarah. Sebagai pemimpin negara yang cinta 
kebenaran, ia memandu rakyatnya untuk menggapai kebaha- 
giaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, mencurahkan 
segenap pikirannya untuk membangun bangsa dan negaranya 
dan satu kata dengan perbuatannya, selaras antara perkataan 
dan perbuatannya. Semua tindakannya dalam menjalankan 
kebenaran selalu didasarkan pada musyawarah, karena 
merupakan prinsip penting dalam demokrasi Islam dalam 
pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat, bangsa 
dan negara. Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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DA C 


KEWAJIBAN DAN HAK PEMIMPIN 


ny 


A. Kewajiban Pemimpin 

Setiap individu dalam sebuah komunitas memiliki 
kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan kelak, terlepas dari 
status sosial yang dimiliki, sebagaimana dijelaskan firman Allah: 


& z Pa PP a Ag 
CAN TPA 
Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. (at-Yut/52: 21) 


Dalam Islam kepemimpinan bukanlah merupakan fasilitas 
seseorang untuk menikmati dunia, sebaliknya ia merupakan 
amanah yang kelak diminta pertanggungjawabannya. Semakin 
besar kekuasaan seseorang, maka semakin berat tanggung ja- 
wabnya. Oleh karenanya, tanggung jawab seorang pemimpin jauh 
lebih berat dari komunitas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin 
memiliki beberapa kewajiban terhadap rakyatnya, di antaranya: 
menjamin sistem hukum yang adil, menjaga hak asasi warga, 
melaksanakan amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, 
melindungi warga negara, dan memelihara keutuhan wilayah 
dan aset-aset negara. Berikut ini kita akan membahas kewajiban 
pemimpin satu per satu. 

1. Pemimpin berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang 
adil 

Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah melaksa- 
nakan sistem hukum yang adil. Kewajiban ini dengan gamblang 
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tersurat dalam perintah Allah kepada para pemimpin dalam 
firman-Nya: 

7. Pak 2 sir, , 5 
(BEN SN EL KANAN A KENA 


2-13 


x WA AA ANA pem AN 


> 


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berbak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Dalam tafsirnya, Ibnu Kasir menyebutkan bahwa ayat ini 
ditujukan bagi para pemimpin untuk berlaku adil.” Sementara 
Tantawi menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya memerintahkan 
para pemimpin, namun kaum mukmin secara umum untuk 
bersikap amanah dan adil. Beliau mengakui bahwa ada sebagian 
ulama berpendapat bahwa perintah berlaku adil dalam ayat di 
atas hanya ditujukan kepada para pemimpin dan para hakim 
yang memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah hukum, na- 
mun Tantawi cenderung memahami bahwa perintah ini dituju- 
kan kepada kaum mukmin secara umum, karena realitanya seseo- 
rang yang dipimpin juga akan menemukan situasi yang dituntut 
untuk berlaku adil yaitu saat ia menentukan pemimpinnya.” 

Terlepas dari perbedaan interpretasi yang ada antara 
apakah ayat ini bersifat umum atau khusus, namun pesan yang 
kita dapatkan dalam ayat di atas adalah bahwa bersikap adil 
merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban berlaku adil semakin 
dituntut ketika seseorang memiliki wewenang atas hajat orang 
banyak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karenanya, 
dalam ayat lain Allah dengan tegas memerintahkan kepada 
Dawud sebagai khalifah di bumi untuk menerapkan pemerin- 
tahan yang berkeadilan. Allah berfirman: 


WA KI wr 


SNN EA AEA NGA A3 


ASA E ENSS 
KIGE 


An, 


Sea TA 
Aa 
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(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti bawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang- 
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad/38: 20) 


Menurut Ibnu Kasir, ayat di atas merupakan wasiat Allah 
subhanahu wa ta'ala kepada semua pemegang kekuasaan agar 
menerapkan sistem hukum berkeadilan yang bersumber dari- 
Nya, dan melarang melakukan penyimpangan. Dalam ayat di 
atas juga disebutkan bahwa konsekuensi penyimpangan sangat- 
lah fatal, yaitu azab yang amat pedih.” Jelaslah bahwa seorang 
pemimpin harus berusaha seoptimal mungkin untuk melaksana- 
kan sistem hukum yang berkeadilan yang berlaku bagi semua 
kalangan masyarakat. Hal ini ditegaskan Allah dalam ayat lain 
yang menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan kapan pun, di 
mana pun dan terhadap siapa pun, bahkan kekerabatan tidak 
dapat mempengaruhi keadilan dalam proses hukum, demikian 
juga status sosial seseorang, kaya dan miskin di mata hukum 
memiliki status dan hak yang sama, firman Allah: 


Papan aa PIA PEN MU 
PEN SNP KI LE KIKI, 


en Aan KN SA AAN AGAN 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu Pe keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terbadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan- 
nya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata- 
kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti 
terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa'/4: 135) 


Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ayat di atas merupakan 
teguran terhadap Rasulullah, ketika suatu saat datang dua orang 
lelaki yang bertikai dalam suatu masalah: yang satu orang kaya 
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dan satunya lagi miskin. Rasulullah memiliki kecenderungan 
membela yang miskin karena menurut beliau seorang yang 
miskin selalu ada dalam posisi yang lemah, tidak mungkin 
menzalimi orang kaya. Kecenderungan ini dicela oleh Allah, dan 
Allah memerintahkan beliau untuk berlaku adil dalam mene- 
tapkan hukum terlepas dari status sosial kedua belah pihak yang 
bertikai." 

Dalam sabab nuzul ayat di atas kita dapat melihat 
bagaimana kecenderungan Rasulullah untuk membela yang 
lemah, kemudian ditegur oleh Allah karena itu merupakan 
bentuk ketidakadilan. Sikap Rasulullah ini sangat berbeda dengan 
realita yang ada di tanah air, dimana tidak sedikit para pemimpin 
yang memihak kepada kelompok yang berpunya, sehingga sel 
tahanan kebanyakan dihuni oleh pencuri ayam ketimbang ko- 
ruptor kelas kakap. Padahal UUD 1945 menyebutkan kewajiban 
berlaku adil bagi seorang pemimpin. 

Menurut Tantawi, dalam ayat di atas Allah menggunakan 
sigat mubilagah GAB yang artinya melakukan sesuatu dengan 
sebaik-baiknya. Hal ini mengandung makna bahwa Allah 
memerintahkan kaum mukmin agar menjadikan adil sebagai 
sikap hidup mereka dalam segala situasi dan kondisi, terhadap 
siapa pun dan tidak goyah dan gentar karena apa pun. 

Penulis tafsir a-Mannar menyebutkan penggunaan sigat ini 
menunjukkan bahwa perintah berlaku adil telah mencapai 
klimaksnya. Dalam kondisi normal Allah menggunakan kalimat 
pa% 3 as namun dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat 
ba £ GAB 138, sigat ini merupakan sigat mubalagah yang memi- 
liki makna perintah untuk menjadikan adil sebagai sifat yang 
terus menempel pada diri seseorang bukan sekadar pekerjaan 
yang hanya dilakukan sekali-sekali. Menurutnya, perintah adil ini 
berlaku dalam setiap kesempatan, baik adil terhadap anak dan 
istri atau adil dalam menetapkan hukum pada suatu perkara.” 

Sebagaimana Allah menegur hambanya yang tidak berlaku 
adil karena kecenderungannya membela yang lemah dalam ayat 
di atas, dalam ayat lain Allah memperingatkan hamba-Nya agar 
kebencian tidak menghalanginya untuk berlaku adil terhadap 
orang yang dibenci. Kewenangan yang dimiliki jangan sampai 
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digunakan untuk menzalimi orang atau kelompok yang kita 
benci, karena sikap adil sebagaimana dijelaskan di atas merupa- 
kan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari seorang mukmin. 
Apabila seseorang sudah mampu menjadikan adil sebagai sikap 
hidupnya, maka ia sudah mengaplikasikan salah satu unsur 
ketakwaan. Allah berfirman: 

Z Pain D z || PE P3 wa A Ia 
LA SN Jama IR TANGAN 

g A ZAŠ A : z 


M E A - A 
ru Ga SS sa ae Aa 


Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha- 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/5: 8) 


Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan 
perintah kepada kaum mukmin untuk menegakkan keadilan 
karena Allah, bukan karena ingin populer. Demikian juga ketika 
menjadi saksi, harus memberikan kesaksian yang benar dan 
jujur. Dalam kesempatan ini, Ibnu Kasir mengutip sebuah hadis 
riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menggambarkan keadilan 
Rasulullah dalam bersikap dan memberi kesaksian, sebagaimana 
diceritakan oleh Nu'man bin Basyir, 


- 


P y áy éi A 7 SIS Jl Na z ide Gas 
in ke Ia dua Tb AI dan 
plag ae i Ke Ipin SUS a Je Sagêd dag ale 
SEN aa IG 1G dé Sala Mis oli 
a Oall E kna y WI el) BM lh G3 Ul Ka 


6 


(wen 
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Bapakku telah memberiku suatu pemberian dari sebagian hartanya. 
Ibuku, Amrah binti Rawwahah berkata, “Aku tidak rela sampai 
Rasulullah menjadi saksi atas pemberian tersebut.” Maka bapakku 
mendatangi Rasulullah untuk menjadi saksi atas pemberiannya kepadaku. 
Rasulullah bersabda, “Apakah engkau memberikan hal yang sama kepada 
semua anakmu?” Bapakku berkata, “Tidak,” Rasulullah bersabda, 
“Bertakwalah kepada Allah, berlakulah adil terhadap anak-anakmu.” 
Bapakku pun pulang dan mengambil kembali pemberiannya kepadaku. 
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari an-Nu'man bin Basyir). 


Selanjutnya—masih menurut Ibnu Kasir—ayat ini juga 
menuntun kaum mukmin untuk berlaku adil kepada siapa pun 
bahkan kepada musuh sekalipun. Hal ini dapat dipahami dengan 
jelas dari larangan Allah agar tidak menjadikan kebencian sebagai 
faktor penghalang berlaku adil.' 

Demikianlah, adil bisa dikatakan sebagai identitas muslim 
sejati. Oleh karenanya, begitu banyak ayat yang menegaskan 
kewajiban berlaku adil, bahkan Allah secara khusus memerin- 
tahkan Rasulullah dalam firman-Nya: 

LA DA TA EN mg al KILI A 2n 2,227 wie 
JAG Êsa Jas AA el, SAE saa pe NA 
D Pena WP WAWI Ka JES Ie ra 
SGG SEA ASI Ga 
e E SO TEE I E Dn 
KENA SEN LAN 
Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan 
berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan 
janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman 
kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar 
berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 
Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak 
(perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan 
antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” (asy-Syara/42: 15) 


Tantawi menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perin- 
tah Allah kepada Rasulullah untuk berlaku adil dalam menetap- 
kan hukum di antara kaumnya." Oleh karenanya, begitu banyak 
hadis yang menggambarkan keadilan Rasulullah, dan tidak sedikit 
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pula riwayat yang memotivasi kaum mukmin untuk berlaku adil 
terutama para pemimpin, di antaranya: 


D A VP es BE shg Eok DA Tiny BN Masing MIE Ia Le 


Pola op Jina P Well ola) TA Ie 


Tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin atas sebuah 
komunitas kemudian ia meninggal dalam keadaan menzalimi komunitas 
Jang dipimpinnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. (Riwayat al- 
Bukhari dari Ma'gil bin Yasar) 


A 


a da Al a A ang A ÓI Li 


gi os gia ody ye AI UE AL aa Ng MI 


Sesungguhnya orang yang paling dicintai dan dekat dengan Allah pada 
bari kiamat adalah pemimpin yang adil dan orang yang paling dibenci 
dan jauh tempatnya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. (Riwayat 
at-Tirmizi dari Abu Said) 


Dalam rangka menerapkan sistem peradilan, seorang 
kepala negara setidaknya memiliki kewajiban sebagai berikut: 
a. Mengangkat dan memberhentikan para hakim 

Berdasarkan UUD 1945, salah satu wewenang presiden 
adalah mengangkat dan memberhentikan para hakim. Dalam 
masa pemerintahannya, Rasulullah mengangkat para hakim untuk 
dikirim ke berbagai negeri untuk menetapkan hukum secara 
adil. Dalam sebuah riwayat, “Ali bin Abi Talib berkata: 


D das GS UG A di a E as Na E 
PA SBL J gle Ng IN Sani Oli alas 
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E Sa gl ola) SG Aw E ESKA [WA 5 WAE a ks -Jú 
dig 
(¿de 


Rasulullah mengutusku ke Yaman sebagai seorang hakim, aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, engkau mengutusku sementara aku masih begitu 
muda dan tidak memiliki pengetahuan tentang peradilan.” Rasulullah 
bersabda, “Sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu dan menegas- 
kan lidahmu. Maka, apabila datang kepadamu dua orang yang bertikai, 
jangan sekali-sekali engkau memberi keputusan hingga engkau mendengar 
dari keduanya sehingga engkau dapat memutuskan dengan benar.” “Ali 
berkata, “Maka tidak pernah sekalipun aku ragu dalam memberi sebuah 
keputusan.” (Riwayat Abu Dawud dari “AID 


b. Melaksanakan keputusan pengadilan atau mewakilkannya 
Seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk melak- 
sanakan keputusan pengadilan terutama terkait masalah pidana, 
atau dapat mewakilkannya. Rasulullah telah memotong kaki dan 
tangan sekelompok orang yang telah membunuh seorang gem- 
bala dan mencuri unta zakat (riwayat at-Tirmizi). Dalam 
beberapa kasus, Rasulullah mewakilkan pelaksanaan hukuman 
Karen yang lain, seperti dalam kasus seorang pencuri: 


Ha iaa In 1 GSi Yah af Ing ale d lo d aa 


E ia def erbe B1 Jae At Its 0 JUS 
Bu ag Ikon E SAB sieg afe 2 2 Io Bi Ih zs Jú JG USG 3 
aei g dis slet A a aldas Nan 
ade ih a D abi NGA) oh A3 saka Ja) sa A 

n papah ad gl o ant ag a dea 


Sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah seorang pencuri yang 
mengaku, tetapi tidak ada barang bukti, Rasulullah bersabda, “Apa betul 
kamu telah mencuri?” Ia menjawab, “Benar.” Pertanyaan ini diulangi dua 
atau tiga kali. Kemudian Rasulullah bersabda, “Potong tangannya.” Ke- 
mudian pencuri tersebut dibawa dan dipotong tangannya, setelah dipotong 


—M 


— 
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ia dibawa kembali kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, “Katakan: 
Astagfirullah wa atubu ilaih.” Ia berkata, “Astagfirullah wa atūbu 
ilaih,” kemudian Rasulullah bersabda, “Ya Allah terimalah taubatnya.” 
(Riwayat Ahmad dari Abu Umayyah al-Makhzumi) 


2. Pemimpin berkewajiban untuk menjaga hak asasi warga 

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak 
manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di mana 
pun ia berada. Tanpa adanya hak ini, maka berkuranglah harkat- 
nya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu 
tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu 
hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Al-Qur'an 
dan hadis Rasulullah menjamin HAM jauh sebelum PBB men- 
deklarasikannya pada tahun 1948. Di antaranya, kita mendapati 
ayat yang menjelaskan bahwa Islam memandang semua manusia 
sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya 
keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya 
hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, firman Allah: 


D 
A - 


TAN NE 2? yA Nata 3 Arm 
Ka lolak Kes bya pakan 515) ra 


Na MH 

Las Naas 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu ber- 
bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesung- 
gubnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (al- 
Hujurat/49: 13) 


Dalam tafsirnya, Tantawi menjelaskan sabab nugzyil ayat di 
atas adalah perintah Rasulullah untuk menikahkan seorang budak 
dengan salah seorang putri dari Bani Bayyadah. Mereka bertanya, 
“Bagaimana mungkin kami harus menikahkan putri kami 
dengan seorang hamba sayaha?” Maka turunlah ayat di atas." 

Dalam ayat di atas, Allah dengan tegas melarang manusia 
untuk merasa bangga dan memiliki kelebihan dari yang lain 
sekaligus mendorong manusia untuk berlomba dalam menggapai 
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predikat takwa. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa 
ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa semua manusia 
memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Mereka berasal dari 
tanah dan merupakan keturunan Adam dan Hawa, yang 
membedakan di antara mereka hanyalah ketaatannya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau menyitir beberapa 
riwayat yang melarang kaum mukmin untuk saling membangga- 
kan diri dan merasa lebih dari yang lain, di antaranya hadis 
riwayat Abu Hurairah: 


KAN asli y y e5 s Sara 
“Ga gf oe pe la) 


Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi melihat 
hati dan perbuatan kalian. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah) 


Jelaslah, bahwa manusia di mata Islam semua sama, walau 
berbeda keturunan, kekayaan, jabatan, atau jenis kelamin. 
Ketakwaanlah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa 
juga memiliki persamaan dalam Islam, bahkan Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, 
berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat. Maka Allah 
memerintahkan beliau untuk menyatakan: 


E 


S3 AP ATA ge GN LAN Panen Nop SA BI ag oA 
NGA YAN KAN AN SN a E KANG 
21 


— 2 Ae BAr 
lE 335 IN LS 


Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan 
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap 
pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan 
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah 
kepada Tuhannya.” (al-Kahf/18: 110) 


Dalam tafsirnya, asy-Sya'rawi mengatakan: 


“Pada ayat di atas Rasulullah menyatakan bahwa sebagaimana 
umatnya, beliau pun dituntut untuk melaksanakan perintah Allah. 
Bahkan, bisa dikatakan kondisi Rasulullah lebih berat, mengingat 
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beliau tidak hidup bergelimang kenikmatan dunia, sementara di 
antara umatnya banyak berkehidupan cukup bahkan dalam keme- 
wahan. Ayat di atas sama sekali tidak memberikan keistimewaan 
kepada Rasulullah. Beliau adalah seorang manusia sama seperti 
rakyatnya, hanya saja Allah memberi kepercayaan kepadanya untuk 
menerima wahyu-Nya.15 


Jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Islam terang- 
kum dalam ad-Dariiriyatul-Kbams, dimana ditetapkan bahwa 
tujuan diturunkannya syariah Islam adalah untuk menjaga agama, 
jiwa, kehormatan, harta, dan akal.“ Hal ini dapat kita temui 
dalam firman Allah: 

I JII GEL SEN mm da an aa NGETANG 


AALA A Es 


KAG F aa 
P “AA é NA Pa Aa rr A ANI 
SPAN OS Nan ISS 


en aa Lea YA Well 5 


Kiai aÝ 


LA AI Bare a LE 
OA Ba a) 
Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan 
Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, 
berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu 
karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang 
terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu 
mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 
sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan 
timbangan dengan adil Kami tidak membebani seseorang melainkan 
menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, 


pa 
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sekalibun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (al-An“am/6: 151-152) 


Ayat di atas dengan jelas memberikan perhatian kepada hak 
manusia yang mendasar (ad-daririyatul-khams). Jaminan terhadap 
agama tercermin dalam larangan menyekutukan Allah: 4 pa yi" 

"Ci, Jaminan terhadap jiwa terefleksi dalam larangan membunuh 
putra-putri dan manusia secara umum kecuali dengan alasan yang 
benar menurut syariat: "GBI 8 Ia SI WS Va" dan AD NR NG 
"šiu NI in 53 23 

Te terhadap keturunan dipahami dari larangan 
mendekati perbuatan keji: "5 Us Gi. 4b U Gie NAN NG a NG, 
Dalam Surah al-Isra'/17 ayat 32 dijelaskan bahwa Para keji 
yang terbesar adalah perbuatan zina yang mengakibatkan ketidak 
jelasan nasab (" Ia $ Ang Ki NGA) GAN NGA NYAN. 

Jaminan terhadap harta tercermin dalam larangan memakan 
harta anak n, dan perintah menyempurnakan takaran dan 
timbangan: ¿> "ia e ah NI PEA Íu Ig V3" dan Dada A8 Si MA 
"bug, a jaminan terhadap kebebasan berpikir (akal) 
terefleksi dalam larangan dan perintah di atas, karena tanpa akal 
manusia tidak akan mampu memahaminya apalagi untuk melak- 
sanakan atau menghindarinya. Oleh karena itu ayat pertama 
ditutup dengan firman-Nya: tis SÍ y 4; 3 25331 

Tidak sedikit hadis Rasulullah yang menegaskan perlin- 
dungan dan jaminan terhadap hak asasi warga, di antaranya adalah 
hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah: 


pe Ay pelan ola) Aeg Mg AAS iye AN IE led IS 
VGA 


Dibaramkan atas setiap muslim terhadap seorang muslim: darahnya, 
hartanya, dan kehormatannya. (Riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu 
Hurairah) 


Di Eropa, isu mengenai hak asasi manusia baru timbul 
pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi atas keabsolutan raja- 
raja dan kaum feodal di masa itu terhadap rakyatnya atau terha- 


224 Kewajiban dan Hak Pemimpin 


dap manusia-manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat 
lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai 
hak-hak. Mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak 
yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut timbul 
gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat 
derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama 
dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka 
adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk 
menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu 
sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang 
berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian 
tidak ada lagi budak. 

Sejak masa itu, usaha penegakan HAM terus berlangsung, 
mulai dari usaha menghapus perbudakan, perlindungan 
terhadap kaum minoritas, sampai perlindungan terhadap korban 
perang. Puncak dari usaha tersebut adalah dikeluarkannya 
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Decla- 
ration of Human Righ oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 
pada tahun 1948, yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental 
yang disetujui pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut 
bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, dan keamanan 
pribadi; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul 
secara damai, berserikat, dan berkepercayaan agama, dan kebe- 
basan bergerak; dan melarang perbudakan, penahanan sewenang- 
wenang, pemenjaraan tanpa proses yang jujur, lagi adil dan 
melanggar hak-hak pribadi seseorang. Di samping itu, deklarasi 
tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya." 

UUD 1945 telah mengakomodasi jaminan terhadap hak 
asasi warga dalam beberapa pasal, tepatnya dalam Bab X, Pasal 
28A-281.” Oleh karena itu, Presiden RI berkewajiban untuk 
menjamin hak asasi warga negara Indonesia yang meliputi hak 
hidup dan berpenghidupan yang layak. 


3. Pemimpin berkewajiban untuk melaksanakan amanat 
undang-undang 

Setiap muslim dituntut untuk mengemban amanah dengan 

sebaik-baiknya, terlebih apabila ia seorang pemimpin yang 
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mengemban amanah dari rakyatnya. Dalam Al-Qur'an kita dapat 
menemukan beberapa ayat yang memerintahkan kaum muslim 
terutama para pemimpin untuk melaksanakan amanat yang 
diembannya dengan sebaik-baiknya, di antaranya firman Allah: 


PP, YTB AP dgn 
al EN PANAI 


Sungguh, Allah menyurubhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya. (an-Nisa'/4: 58) 


Menurut Tantawi, ayat di atas memerintahkan kaum muslim 
untuk melaksanakan atau menyampaikan amanah dengan sebaik- 
baiknya, tidak kurang atau lebih. Dalam ayat ini, Allah menis- 
batkan perintah memenuhi amanah kepada Zat-Nya. Hal ini 
sebagai petunjuk bahwa apa yang diperintahkan merupakan hal 
yang sangat penting.” Hal ini memberikan indikasi terhadap 
urgensi amanah dalam perilaku dan sikap seorang muslim, 
bahkan dalam salah satu riwayat Abu Hurairah ditegaskan 
bahwa mangkir dari menjalankan amanah merupakan salah satu 
ciri seorang munafik. 


A 
- 


gi ó GI den Na DAS SAS NG EN GAN DUS ia 
21 f KANG 
Cae gl os kaa ola) 0x 


Di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila bicara, ia 
berdusta, apabila berjanji, ia ingkar, apabila diberi amanat, ia berkbianat. 
(Riwayat Muslim dari Abu Hurairah) 


Syekh asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan amanah adalah melaksanakan hak orang 
lain yang ada pada diri kita. Menurut beliau, mengemban amanah 
merupakan sebuah pilihan; seseorang memiliki pilihan untuk 
menerima atau menolak suatu amanah. Namun, ketika ia me- 
nyatakan kesanggupannya, maka ia berkewajiban untuk melak- 
sanakannya dengan sebaik-baiknya.” 

Dengan demikian, seseorang ketika menyatakan kesang- 
gupannya menjadi seorang pemimpin, maka ia berkewajiban 
untuk melaksanakan amanah yang diembannya berupa aspirasi 
anggota komunitasnya. Demikian halnya dengan seorang kepala 
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negara, ia berkewajiban melaksanakan amanah rakyat berupa 
aspirasi yang disampaikan melalui para wakilnya dan kemudian 
disusun dalam bentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan 
bunyi sumpah presiden dalam UUD 1945, yang menegaskan 
bahwa seorang presiden berkewajiban melaksanakan amanat 
undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang (atau 
disingkat UU) adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai 
aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan 
hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka me- 
wujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat 
pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang meng- 
atur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara 
keduanya.” 

Sampai saat ini, masih banyak undang-undang yang tidak 
terlaksana karena tidak ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan 
pelaksana oleh presiden dan pemerintah. Hal ini bisa dikatakan 
sebagai pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Di sisi lain 
banyak kasus yang belum sesuai dengan amanat undang- 
undang, misalnya: alokasi anggaran Kementerian Kesehatan 
yang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) 2011 sebesar Rp 26,2 triliun, belum memenuhi amanat 
Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
yang menetapkan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah 
dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Apabila belanja 
negara dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.202 triliun. Seharus- 
nya alokasi biaya kesehatan sesuai UU Kesehatan adalah Rp 
60,1 triliun (5 persen). Hal ini merupakan bentuk ketidakkonsis- 
tenan pemerintah—dalam hal ini presiden—dalam melaksana- 
kan amanat undang-undang. 


4. Pemimpin berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat 
Jaminan Islam terhadap kesejahteraan warga bukan sekadar 

teori, namun dibarengi dengan konsep yang konkret dalam me- 

realisasikannya. Dalam Islam, seorang pemimpin negara berke- 
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wajiban untuk menyejahterakan rakyatnya secara merata. Kita 
dapat menemui ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk 
mengambil zakat dari si kaya untuk kemudian didistribusikan 
kepada orang-orang miskin sehingga tercipta keseimbangan 
sosial dalam masyarakat. Di antaranya adalah firman Allah: 
Do A DA AA AN Ba TA 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka. (at-Taubah/ 9: 103) 


Dalam tafsirnya, Ibnu Kasir menjelaskan bahwa walau- 
pun ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Rasulullah 
untuk mengambil zakat dari para muzaki, namun ia berlaku 
umum untuk semua pemimpin umat Islam. Oleh karenanya, 
ketika sekelompok orang tidak mau mengeluarkan zakat pada 
masa Abu Bakar dengan dalih bahwa hanya Rasulullah yang 
berhak mengambil zakat, Abu Bakar dan para sahabat meme- 
rangi mereka hingga kembali mengeluarkan zakat." Sementara 
itu, Syekh asy-Sya'rawi menegaskan bahwa ayat di atas merupa- 
kan dalil bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah 
untuk kemudian didistribusikan kepada orang fakir atau para 
mustahik lain yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat ini, 
jelas sekali Allah tidak menginginkan orang-orang fakir meng- 
ulurkan tangannya kepada orang-orang yang mampu (kaya) yang 
pada hakikatnya akan mengurangi harga diri mereka. Oleh kare- 
nanya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para pemim- 
pin setelahnya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang 
mampu untuk menghindari rasa rendah diri pada para mustahik.” 

Berdasarkan ayat di atas, al-Mawardi dan Abu Yala 
menetapkan bahwa di antara kewajiban kepala negara adalah 
mengatur keluar masuk uang negara, berupa pengumpulan dan 
distribusi zakat dan pajak. Hal ini juga diakomodasi oleh UUD 
1945 yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban presiden 
adalah mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, presiden mengajukan ang- 
garan belanja yang kemudian dibahas oleh DPR dengan mem- 
perhatikan pertimbangan DPD. Dalam rangka merealisasikan 
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kesejahteraan rakyat, presiden memiliki wewenang untuk menarik 
pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa. Tentu saja 
kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang berlaku 
bagi semua rakyat. Artinya, seorang pemimpin bertanggung 
jawab untuk menyejahterakan semua rakyatnya, sebagaimana 
dimaksud oleh salah satu sila dari dasar falsafah negara (sila 
kelima): keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafah 
ini mengandung makna bahwa salah satu tujuan negara adalah 
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya memperkaya golongan 
tertentu dan menelantarkan yang lain, sehingga tercipta kesen- 
jangan sosial yang mencolok di antara lapisan masyarakat. Kon- 
disi seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah sehingga banyak 
riwayat dari beliau yang mengecam orang-orang yang ada dalam 
kemapanan dan tidak mengacuhkan saudaranya yang kekurangan, 
di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik: 


MA el) Se BE ORA SG A Ay ATU 

26 af , 
A ghk 
Tidaklah beriman kepada Allah dan Hari Akhir, orang yang tidur 
dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. (Riwayat al- 
Bazzār dan at-Tabrānī dari Anas) 


Dalam hadis di atas, Rasulullah mengecam orang-orang 
yang mengacuhkan tetangganya sementara ia hidup berkecu- 
kupan. Rasul bahkan melabelinya dengan tidak beriman kepada 
Allah dan hari akhir, karena kondisi semacam ini dapat merusak 
tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial dapat memicu timbulnya 
kejahatan. Untuk mengantisipasi hal ini, Islam menawarkan 
beberapa solusi di antaranya kewajiban zakat sebagaimana dije- 
laskan oleh salah satu ayat dari Surah at-Taubah/9 di atas. 
Demikian juga yang diperintahkan Rasulullah kepada Mu'az bin 
Jabal ketika beliau a sebagai wali di Yaman: 


z 4 
2 24 1 o $ 


HB 3 3 Gi ia yari B0 age PAW NAS 
(ke l ee el) 
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Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang 
diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan 
kepada orang-orang miskin di antara mereka. (Riwayat Muslim dari 


Ibnu “Abbas) 


Dalam perintah Rasulullah di atas tersurat bagaimana cara 
Islam menyejahterakan rakyatnya, dengan mengambil sebagian 
harta warga yang kaya untuk didistribusikan kepada warga yang 
miskin. Cara ini sudah terbukti berhasil diterapkan dalam peme- 
rintahan Islam. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam telah 
mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya hingga tidak ada lagi 
orang miskin. Bahkan, “Umar bin al-Khattab menutup rumah 
santunan orang miskin di Medinah karena seluruh rakyat 
Medinah hidup berkecukupan. Demikian halnya yang terjadi di 
Yaman, Mu“az bin Jabal tidak menemukan satu orang pun yang 
dilabeli sebagai orang miskin untuk mendistribusikan zakat yang 
telah terkumpul, sehingga ia terpaksa mengirim zakat yang 
terkumpul ke Medinah sebagai ibukota khilafah. Tak kalah 
menariknya kesuksesan yang ditorehkan oleh “Umar bin “Abdul 
“Aziz. Pada masa pemerintahannya, setiap hari beliau memerin- 
tahkan kepada stafnya untuk mencari orang miskin, orang yang 
tidak mampu membayar hutang, yang mau menikah namun 
tidak memiliki kemampuan finansial, dan anak-anak yatim yang 
terlantar, agar mereka dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. 
Demikian seterusnya, hingga suatu hari tidak ada lagi orang 
yang membutuhkan bantuan pemerintah, karena mereka telah 
hidup berkecukupan.” 

Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, maka kita bisa 
menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menyejah- 
terakan rakyatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas, Armida 
Alisjahbana, meski terus turun dalam lima tahun terakhir, 
tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Saat ini 
tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 persen dengan 
jumlah penduduk miskin 31 juta orang.” Hal ini membuktikan 
bahwa kinerja pemerintah belum optimal terutama dalam 
mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai 
upaya menyejahterakan rakyat. 
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5. Pemimpin berkewajiban untuk melindungi warga negara 

Perlindungan terhadap warga negara merupakan salah 
satu kewajiban pemimpin. Dalam rangka merealisasikan perlin- 
dungan tersebut, Rasulullah telah menorehkan konstitusi pertama 
di dunia yaitu yang dikenal dengan Piagam Medinah (as-sahifah 
an-nabawiyah). Dalam piagam ini, Rasulullah sebagai pemimpin 
tertinggi menjamin perlindungan terhadap semua warga negara 
Medinah yang heterogen, mencakup berbagai suku dan agama. 
Rasulullah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak 
yang sama dalam perlindungan selama mereka mematuhi kese- 
pakatan yang ada." 

Di Indonesia, perlindungan terhadap warga negara dila- 
kukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat 
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Mereka bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masya- 
rakat, serta menegakkan hukum. Perlindungan ini tidak hanya 
diperuntukkan bagi warga negara yang ada di wilayah Indonesia, 
namun juga warga negara yang menetap di luar negeri. Untuk 
tujuan perlindungan ini, presiden berkewajiban untuk menem- 
patkan duta besar di negara-negara yang memiliki hubungan 
diplomatik dengan negaranya. Hal ini ditegaskan oleh pasal 13 
UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden mengangkat duta dan 
konsul.” Setiap kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, baik 
di tingkat kedutaan besar, konsulat jenderal, maupun konsulat, 
mempunyai tugas utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu 
melindungi warga Indonesia yang ada di wilayah tugasnya. 
Namun sampai saat ini tampaknya perlindungan terhadap warga 
negara di luar negeri masih sangat lemah, terutama bagi para 
TKI. Sebagai pahlawan devisa yang dapat menghasilkan devisa 
60 triliun rupiah per tahun, pada kenyataannya tidak mendapat- 
kan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlin- 
dungan, bahkan mereka menjadi ajang pungli (pungutan liar) 
bagi pejabat dan agen terkait. Hampir semua TKI atau buruh 
migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Po- 
tongan ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan “bea jasa” 
yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya. 
Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga sampai tujuh 
bulan, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tidak 
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sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan 
harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Karenanya, 
Wikipedia mengklaim bahwa TKI adalah bentuk perbudakan 
yang paling aktual di Indonesia.” 

Selain kerugian materi, tidak sedikit TKI yang mendapat- 
kan gangguan fisik dan psikis dari para pengguna jasa mereka di 
negara setempat. Karena itu, nyaris pemberitaan tentang penyik- 
saan bahkan pembunuhan terhadap TKI selalu menghiasi media 
di tanah air. Tentu saja hal ini merupakan PR besar bagi peme- 
rintah dalam menjalankan tugasnya melindungi warga negara. 


6. Pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara 
Seorang kepala negara harus mampu menciptakan 
keamanan dan stabilitas nasional sehingga rakyatnya dapat 
beraktivitas dengan leluasa tanpa dihinggapi ketakutan. Lebih 
jauh dari itu, seorang kepala negara dituntut untuk dapat 
melindungi negara dari serangan musuh sehingga keutuhan dan 
kedaulatan wilayahnya terjamin. Untuk merealisasikan hal ini, 
diperlukan kekuatan militer yang memadai. Berkaitan dengan 
ini, Rasulullah telah memberikan teladan kepada setiap pemim- 
pin dengan selalu memberikan pos keuangan khusus untuk 
memperkuat pasukan perangnya dengan melengkapi alat-alat 
perang dan pertahanan serta memilih SDM yang tangguh. Apa 
yang dilakukan Rasulullah merupakan aplikasi dari firman Allah: 
y gar 2a A 27? ža 2 Boy obor ono NE 
AN aa ea JAN EEES AET 
- » Š aray angen rE re Utah g Arr 
SAN AAS ANG JUNA p AG 53 36 
PX 


saga par 2 4 GA y P An D3 
BSN Sp an Jana S3 


Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi 
mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda 
Jang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain 
mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. 
Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas 
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 
(al-Anfal/8: 60) 
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Ayat di atas memberi pesan bahwa kaum mukmin harus 
selalu dalam keadaan siap mempertahankan diri dari serangan 
musuh dengan kemampuan dan kekuatan maksimal. Sehingga 
dengan kekuatan dan pertahanan tersebut, musuh menjadi 
gentar. Oleh karenanya, seorang kepala negara yang bertanggung 
jawab akan memberikan perhatian yang besar terhadap pasukan 
militernya dengan melengkapi persenjataan yang paling mutakhir. 

Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah 
telah mengetahui di antara kaum mukmin akan ada yang merasa 
bahwa melengkapi kekuatan militer dengan persenjataan yang 
paling mutakhir merupakan pemborosan uang negara. Oleh 
karenanya, Allah telah menyiapkan jawabannya. Dalam ayat di 
atas dijelaskan bahwa harta yang dibelanjakan untuk berjihad di 
jalan-Nya sebenarnya tidak mengurangi harta yang ada, semua- 
nya akan dibalas oleh Allah dengan setimpal.” 

Dalam menafsirkan ayat di atas, Tantawi menyebutkan 
bahwa ketika para pemimpin muslim mengaplikasikan ayat ini 
dengan baik, negara Islam akan menjadi negara besar yang tang- 
guh dan disegani oleh musuh. Berbeda dengan kondisi negara 
Islam sekarang yang sangat tergantung kepada negara asing dalam 
hal persenjataan dan pertahanan, sehingga kekuatan asing tidak 
sungkan untuk menduduki wilayah teritorial sebuah negara.” 

Menurut UUD 1945, usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat 
sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia yang 
terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 
Udara adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 
Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat 
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan 
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. 

UUD 1945 juga menegaskan bahwa Presiden memegang 
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Presiden berkewajiban 
untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan 
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dan kedaulatan negara. Dalam kaitannya dengan kewajiban ini, 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden memiliki 
wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, 
dan perjanjian dengan negara lain. 

Posisi strategis Indonesia yang berlokasi di antara dua 
benua dan dua samudera membuat tugas pemerintah menjaga 
batas teritorial tidak gampang. Pada posisi tersebut, Indonesia 
berbatasan dengan sepuluh negara: India, Thailand, Malaysia, 
Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, 
dan Timor Leste. Hal ini menjadikan Indonesia tidak pernah 
sepi dari isu atau kasus seputar perbatasan. Misalnya, kasus 
Sipadan dan Ligitan yang berakhir dengan keputusan Mahka- 
mah Internasional untuk Malaysia, disusul dengan Ambalat yang 
sampai kini belum terselesaikan. 


B. Beberapa Hak bagi Pemimpin 

Setelah mengemukakan kewajiban-kewajiban yang melekat 
pada seorang pemimpin sesuai dengan tanggung jawab yang 
diembannya, kini perlu kita ketahui bersama, baik oleh para 
pemimpin maupun rakyat atau anggota yang dipimpinnya, 
beberapa hak bagi pemimpin. Banyak hak-hak yang dimiliki 
seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, antara lain 
ialah pemimpin berhak untuk ditaati, untuk mendapat 
penghargaan yang layak, memiliki hak prerogatif, mendapat 
pembelaan, fasilitas atau kemudahan dalam mengelola bumi, 
tanah, air, udara dan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. 
Selanjutnya akan kita coba membahasnya satu per satu. 
1. Pemimpin berhak untuk ditaati 

Setiap pemimpin dalam pelaksanaan tugasnya perlu 
membuat perencanaan (Planning), mengatur organisasi dalam 
pelaksanaan perencanaan tersebut (organizing), memberi perintah, 
mengatur tata kerja, dan menetapkan sistem kerja (actuating), dan 
melakukan pengawasan, memberi teguran, serta penilaian 
(controlling). Untuk mencapai keberhasilan tugas-tugas tersebut, 
pemimpin harus mampu dan berwibawa, dan yang lebih penting 
lagi harus ditaati oleh staf dan seluruh bawahan dan pengikutnya. 
Apabila pemimpin tidak ditaati bawahan dan pengikutnya maka 
sulit dibayangkan untuk berhasil dalam tugas kepemimpinannya. 
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Dalam Al-Qur'an kita melihat beberapa isyarat dan 
petunjuk yang menjelaskan tentang perlunya ketaatan kepada 
pemimpin, seperti dalam Surah an-Nisa'/4: 58-59: 


BING 5 oro AI 7 P 27 Tn Shan 2 LA KA 
(SEN GAN DAH ara akal EN P3 SA Al 
MA AN AA AN AN Asi 
BA BN GC O ha tes Ken Esa ON JA, 


A PERAN E AAA a Aok ui - 
SNI AN BAE, ANIS NAN 
ale. ke Cak ya 17 DaN 2 

O Ya NENGA GAN Gah 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berbak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik- 
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Men- 
dengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 
Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 


kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (an-Nisa'/4: 58-59) 


Sabab nuzul ayat 58 Surah an-Nisa'/4 ini banyak versi. 
Menurut Ibnu Juraij” ayat ini turun pada peristiwa “Usman bin 
Talhah, sebagai penjaga Ka'bah waktu itu. Setelah Fatbu Makkah 
yaitu pembebasan kota Mekah oleh Nabi dan kaum muslim dari 
orang-orang kafir, Nabi menerima kunci pintu Ka'bah dari 
“Usman bin Talhah, lalu masuk ke dalam Ka'bah. Setelah melak- 
sanakan salat dua rakaat, Nabi kemudian keluar dan membaca 
ayat 58 Surah an-Nisa' ini. Setelah itu beliau memanggil “Usman 
bin Talhah dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya kembali. 

Dalam ayat ini secara umum Allah subhanahu wa ta'ala 
memerintahkan kepada kita semua, baik para pemimpin maupun 
rakyat biasa, untuk melaksanakan amanah, yaitu menyampaikan 
barang titipan ataupun pesan, juga melaksanakan tugas pekerjaan 
dan/atau melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan ketentu- 
annya, dan rakyat menaati perintah juga sesuai dengan keten- 
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tuannya. Kita juga wajib melaksanakan tugas sebagai amanat 
yang dibebankan pada pundak kita. Sesuai dengan ketentuan 
waktu itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menerima 
kunci Ka'bah dari yang bertugas sebagai pemegang kunci Ka'bah 
waktu itu yaitu “Usman bin Talhah,” lalu masuk Ka'bah dan 
salat dua rakaat. Setelah itu, Nabi keluar dan mengembalikan 
kunci itu kepada “Usman bin Talhah kembali yang berhak 
menerimanya. 

Seseorang yang mendapat tugas atau amanah untuk me- 
ngerjakan suatu pekerjaan, atau menjadi pemimpin, juga harus 
melaksanakan tugas pekerjaan itu, dan melaksanakan kepemim- 
pinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berla- 
ku. Rakyat atau para pengikut yang dipimpinnya juga harus 
menerima dan mengikuti kebijaksanaan pemimpin mereka, harus 
taat dan patuh pada tugas yang diatur dan diperintahkannya. 

Tentunya pemimpin yang membuat keputusan dan mene- 
tapkan kebijakan kepemimpinannya harus adil dan bijaksana. 
Dalam memimpin rakyat atau orang-orang yang menjadi 
pengikutnya, pemimpin harus adil dan arif bijaksana, memahami 
persoalan yang dihadapinya, terbuka dan menerima saran dan 
kritik dari mana saja, untuk kebaikan dan keberhasilan tugasnya. 
Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketentuan ini sebagai 
pelajaran yang paling baik bagi semua orang Islam, baik yang 
memimpin maupun yang dipimpin. Pada akhir ayat disebutkan 
bahwa Allah senantiasa mengawasi dan mengetahui hal-hal ini 
semua, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. 

Sedangkan pada ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala meme- 
rintahkan kepada kita semua orang yang beriman, supaya taat 
dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kepada Uli! Amri. Taat dan patuh 
kepada Allah maksudnya mengikuti petunjuk dan mengamalkan 
isi Al-Qur'an, sedangkan taat dan patuh kepada Rasulullah 
artinya mengikuti petunjuk dan mengamalkan hadis Nabi. 
Adapun U% Amri yaitu orang yang diserahi tugas untuk 
mengurus persoalan atau kepentingan rakyat atau kepentingan 
kita semua. Jadi U// Amri yaitu pemimpin, atau penguasa yang 
bertugas mengurus orang-orang yang dipimpinnya. 

Dengan adanya kewajiban rakyat untuk taat dan patuh 
kepada U/i/ Amri atau kepada pemimpin, maka setiap pemimpin 
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menurut ketentuan agama Islam, berhak untuk ditaati. Ketaatan 
dan kepatuhan kepada UJi/ Amri atau kepada pemimpin dengan 
syarat sepanjang tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an 
maupun Hadis Nabi, karena sumber ketaatan muslim adalah 
hanya kepada Allah dan Rasul. Hadis Nabi yang diriwayatkan 
Ahmad antara lain juga mengatakan: 


KERRE AI ola) ij $e A Kaki 3 TICARET áis 


Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk dalam hal-hal yang merupa- 
kan maksiat (berlawanan) kepada Khalik (Allah subhanahu wa 
ta'ala). (Riwayat Ahmad dari “Alt) 


Dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin 
di samping harus mengikuti ketentuan dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, juga perlu berkoordinasi secara vertikal 
maupun horizontal. Koordinasi secara vertikal ialah dengan 
atasan maupun bawahannya, sedangkan koordinasi secara hori- 
zontal ialah dengan sesama pemimpin yang satu level atau satu 
tingkatan. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para pe- 
mimpin, maka harus dicarikan petunjuknya pada Kitab Al-Qur'an 
dan Hadis Nabi. Jika tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi 
yang langsung memberi petunjuk tentang hal tersebut, maka 
dianalogikan atau di-gias-kan dengan dalil-dalil yang ada. Demi- 
kianlah petunjuk-petunjuk yang diterangkan dalam ayat 59 
Surah an-Nisa'. 

Ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin memang tidak 
mutlak, tetapi ada batasnya, yaitu sepanjang tidak bertentangan 
dengan Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sebagaimana dite- 
rangkan pada Hadis yang diriwayatkan Ahmad di atas. Dalam 
Al-Qur'an Surah Lugman/31: 15 Allah juga berfirman: 


> P s2 Re Ai pipa “KAPAN ie 2 7 
Po S on 
A og 27 TA ten, 27,728 
LIL oh p pe 
aes ya 3 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 
sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah 
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engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 
baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian 
banya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman/31: 15) 


Menurut riwayat Ahmad bin Hanbal,” ayat ini turun 
berkaitan dengan peristiwa yang dialami Sa“ad bin Malik. Dia 
berkata, “Aku sangat hormat dan sayang kepada ibuku. Ketika 
aku masuk Islam, ibuku sangat tidak senang dengan tindakanku 
itu. Ibuku tidak mau makan dan minum jika aku beragama 
Islam. Aku pun mohon dengan hormat, “Makanlah ibu, nanti 
ibu sakit jika tidak mau makan.” Tetapi ibu menolak dan 
menjawab, “Saya tidak akan makan dan tidak akan minum jika 
kamu tetap beragama Islam.” Esok harinya aku berkata lagi, 
“Makanlah ibu nanti ibu sakit.” Ibu masih menjawab, “Saya tidak 
akan makan dan minum jika kamu masih muslim.” Dan pada 
hari ketiganya aku berkata lagi, “Makanlah ibu, nanti ibu sakit 
dan berbahaya bagi ibu.” Ibu tetap menjawab, “Aku tidak akan 
makan dan minum sampai mati, jika kamu masih Islam.” 
Kemudian aku berkata, “Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 
seratus nyawa, niscaya nyawa itu akan keluar satu per satu setiap 
hari sebelum aku keluar dari Islam.” Setelah ibuku melihat 
keteguhan imanku, maka beliau pun mau makan.” 

Dari sebab turunnya ayat ini dapat diambil kesimpulan, 
bahwa Sa“ad tidak berdosa dalam melawan orang tua, karena 
ibunya menyuruh untuk kembali kepada agama syirik. Hukum 
ini berlaku bagi seluruh orang Islam, jika disuruh atau pun 
dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama, baik 
oleh orang tua kita atau pun oleh seorang pemimpin, kita harus 
menolak dan tidak boleh taat. 

Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk 
tetap menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua, kita 
tetap harus menghormati keduanya, memenuhi perintah kedua- 
nya yang tidak bertentangan dengan agama. Demikian pula 
terhadap pemimpin, kita harus taat dan patuh sepanjang perin- 
tahnya tidak bertentangan dengan agama. Jika pemimpin 
memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, 
seperti mengadakan aturan bebas dalam perdagangan minuman 
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keras, mengizinkan pelacuran bebas di mana-mana, menyediakan 
tempat perjudian, pegawai negeri pada hari Jumat harus bekerja 
sampai jam 16.00 dan tidak boleh melaksanakan salat Jumat, 
dan sebagainya, orang Islam tidak wajib taat, tetapi hubungan 
dengan pemimpin tersebut harus tetap baik, perintah-perintah 
lainnya yang tidak bertentangan dengan agama wajib ditaati. 


2. Pemimpin berhak untuk mendapat penghargaan yang layak 

Seorang pemimpin di samping berhak untuk ditaati, juga 
berhak untuk mendapat penghargaan yang layak, seperti gaji, 
honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya secara berkelayakan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemimpin 
juga berhak untuk mendapat kehormatan secara wajar di 
masyarakat, supaya diketahui orang banyak dan dalam rangka 
menjaga kewibawaannya. 

Orang lain yang bukan berkedudukan sebagai pemimpin, 
tidak boleh menuntut penghargaan yang sama dengan pemimpin, 
karena tugas dan tanggung jawabnya memang tidak sama. Allah 
memberi petunjuk misalnya dalam Surah an-Nisa'/4: 32: 


E Pi E 


8, LEG» GP Z ur MORO 27 Lei 570 
past Ga SJ aa AA 


wa vc & r > A & 12, Z Ng 
Z r PERECA ELE aa Ass Zo R? TAN 
KOLNO arad iya N EAN EL S 
#057 2 
Ludes Tg 


Dan janganlah kamu iri hati terbadap karunia yang telah dilebihkan 
Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi 
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 
perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisa'/4: 32) 


Sabab nuzul ayat ini, menurut Mujahid,” menceritakan 
bahwa Ummu Salamah pada suatu hari mengadu kepada 
Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, “Ya Rasulallah, laki-laki ikut 
berperang, tetapi kami perempuan tidak, dan kami juga hanya 
menerima separuh (dari bagian laki-laki) dalam warisan.” Maka 
turunlah ayat ini. 
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Ayat ini menerangkan bahwa kita tidak boleh iri hati 
terhadap keberuntungan orang lain yang lebih banyak mem- 
peroleh karunia dari Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah 
mengatur alam ini secara bijaksana. Pengaturan Allah sedemi- 
kian rupa sehingga semua terjalin secara rapi dan berdasar 
pertimbangan yang matang, semua terjalin secara adil dan 
seimbang antara hak dan kewajiban, antara kesempatan dan 
kemampuan. Manusia pun tidak sama kesempatan dan kemam- 
puannya, sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan ke- 
kurangan. Bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi 
sesama laki-laki dan juga sesama perempuan tidak sama. 

Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mem- 
punyai bagian dari apa yang dia telah usahakan. Demikian pula 
perempuan berhak mempunyai apa yang dia usahakan, sesuai 
dengan kemampuan, kesempatan, dan tanggung jawab masing- 
masing. Maka jika ingin memperoleh bagian yang lebih banyak, 
orang harus memiliki kemampuan dan mengamalkan kemam- 
puannya itu dengan baik. Dia perlu menggunakan kesempatan 
yang dimilikinya dengan lebih baik dari yang lain, serta sanggup 
mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. 

Seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yang lebih besar dari orang lain yang bukan pemimpin, dan 
pemimpin harus mempunyai waktu dan kesempatan serta 
kemampuan yang lebih dari orang lain, sehingga seorang 
pemimpin juga berhak mempunyai penghargaan sesuai dengan 
besar kecilnya tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 
Makin besar tugas dan tanggung jawabnya makin besar pula 
penghargaan yang dapat diterimanya. Penghargaan ini diberikan 
juga dalam rangka untuk menjadi contoh atau teladan bagi yang 
lain, yaitu dalam rangka menyukseskan tugas dan tanggung 
jawab yang harus dilaksanakannya. 

Seorang pemimpin supaya lebih berkonsentrasi dalam pe- 
laksanaan tugas dan tanggung jawabnya, supaya tidak diganggu 
dengan memikirkan bagaimana memberikan nafkah kepada ke- 
luarganya, supaya tenang dalam bekerja maka perlu mendapat 
beberapa tunjangan dana khusus seperti tunjangan jabatan sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Pemimpin tidak perlu khawatir ten- 
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tang kesehatan anak-anak dan istrinya, tentang pendidikan anak- 
anaknya dan kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan, perlu 
mendapat beberapa fasilitas atau kemudahan dalam penyediaan 
pemeriksaan kesehatan dan ketersediaan obat-obat yang diper- 
lukan, juga tentang biaya bagi pendidikan anak-anaknya. 

Penghargaan ini dalam kehidupan modern dapat berupa 
gaji dan tunjangan yang lebih besar, honorarium atau uang 
kehormatan, ketersediaan perumahan, kendaraan, pengemudi 
kendaraan, pembantu rumah tangga, dan fasilitas kesehatan, 
pendidikan, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada kondisi dan 
kemampuan instansi atau pun lembaga tempat pemimpin 
tersebut bertugas. 

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa 
ta'ala tidak memberikan beban yang di luar kemampuan 
seseorang atau suatu instansi atau pun lembaga, karena memang 
diperlukan keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dapat 
diterimanya. Firman Allah dalam Surah al-Bagarah/2: 286: 


& $ pe 
2er o LALI arr T & G 
- 


rad LA d DXA DA. Dr A r WA 22 gg GoL? PAS 
KG ME SENANG LEK GI 


- 


& > A ILL # Pn 275 


wi WAS O Gal Laal YO » G pr 
WAE UE Ca ISI LSI 5 Uda Ga Ie 


SET At PA Pd 


Laii pa SE GE AA E 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan- 
nya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan 
dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka 
berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memi- 
kulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang- 
orang kafir.” (al-Bagarah/2: 286) 
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Ayat ini adalah ayat terakhir Surah al-Baqarah, tidak 


terlalu panjang tetapi mengandung banyak hal yang perlu 
diperhatikan, antara lain: 


I 
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Penegasan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tugas dan 
kewajiban yang dibebankan kepada manusia adalah sesuai 
dengan kemampuan manusia itu sendiri. Allah tidak 
memberikan tugas dan beban di luar kemampuan orang 
tersebut. Jadi, semua kewajiban yang ditetapkan agama pasti 
dapat dilaksanakan oleh setiap manusia yang normal. 

Setiap orang mendapat pahala dan balasan dari Allah sesuai 
dengan perbuatan baik yang dilakukannya, dan memperoleh 
dosa dan akibat sesuai dengan perbuatan buruknya. Hak 
dan kewajiban juga selalu seimbang, makin besar kewajiban 
yang diembannya maka makin besar pula hak dan 
penghargaan yang diterimanya. 

Karena manusia seringkali lupa dan khilaf, maka Allah 
mengajarkan doa: ya Allah Tuhan kami, janganlah kami 
dihukum karena perbuatan buruk yang kami lakukan yang 
disebabkan lupa dan khilaf, jagalah kami supaya kami 
senantiasa ingat dan sadar pada kewajiban-kewajiban kami. 
Manusia pada dasarnya memang lemah, baik fisik maupun 
jiwanya. Oleh karena itu, Allah juga mengajarkan doa: ya 
Allah Tuhan kami, janganlah kami diberi beban yang terlalu 
berat seperti umat-umat sebelum kami, berilah kami 
kekuatan dan kemampuan yang seimbang dengan tugas- 
tugas yang harus kami lakukan. 

Meskipun Allah tidak memberikan tugas dan kewajiban 
yang di luar kemampuan manusia, tetapi karena kondisi dan 
situasi tertentu mungkin kekuatan kita tidak optimal, maka 
Allah masih mengajarkan doa yang lain yaitu: ya Allah 
Tuhan kami, janganlah kami diberi beban kewajiban yang di 
luar kemampuan kami. 

Jiwa manusia memang seringkali tidak sanggup mengatasi 
godaan berat yang dihadapinya, sehingga kadang-kadang 
telanjur melakukan beberapa perbuatan yang dilarang. Oleh 
karena itu setiap muslim harus selalu sadar dan ingat 
petunjuk Allah dan doa yang perlu diucapkan ialah: Ya 
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Allah Tuhan kami, maafkanlah dosa dan kesalahan kami, 
ampunilah kami dan sayangilah kami; Engkaulah satu- 
satunya penolong kami, tolonglah kami dalam kesulitan 
menghadapi manusia-manusia yang ingkar kepada-Mu. 


Pemimpin perlu memahami sifat-sifat dan karakter 
manusia pada umumnya, supaya dapat memberi pengarahan, 
bimbingan dan petunjuk sesuai dengan kondisi dan situasinya. 
Pemimpin harus dapat memimpin dirinya sendiri dengan cara 
memberi contoh keteladanan yang baik, dan memimpin orang 
lain dengan membuat aturan-aturan yang baik dan jelas supaya 
dapat dilaksanakan dengan baik pula. 

Dalam perkembangan budaya manusia, penghargaan juga 
diberikan kepada orang-orang yang berprestasi dalam pekerjaan 
tertentu, maksudnya supaya menjadi contoh bagi yang lain. 
Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 4 Tahun 1962, memberikan penghargaan “Satyalancana 
Wira Karya” kepada warga negara Republik Indonesia yang telah 
berjasa memberikan dharma bhaktinya yang besar terhadap 
Negara dan Bangsa Indonesia hingga dapat dijadikan teladan 
bagi orang lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 
Tahun 1998, pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan 
tugasnya dengan baik selama sepuluh tahun, atau dua puluh 
tahun, atau tiga puluh tahun, atau lebih secara terus menerus 
terhadap Negara Republik Indonesia dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya, juga diberi penghar- 
gaan “Satyalancana Karya Satya” untuk dijadikan teladan bagi 
setiap pegawai lain. 

Di kalangan militer juga diberikan berbagai tanda jasa, 
seperti keberhasilan operasi militer dalam menumpas pembe- 
rontakan, mengamankan situasi yang sangat sulit, menumpas 
separatisme, dan lain-lain. Anggota militer atau kepolisian yang 
gugur dalam melaksanakan tugas negara juga diberi penghargaan 
dengan kenaikan pangkat anumerta, di samping pendidikan anak- 
anaknya dibantu pemerintah dengan diberikan beasiswa sampai 
jenjang tertentu. 

Tetapi dalam agama Islam, kita dilarang mengharapkan 
penghargaan dari orang lain atau dari pemerintah, karena semua 
perbuatan baik yang dilakukan orang Islam seharusnya hanya 
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karena Allah. Agama menyuruh kita untuk berbuat baik semata- 
mata karena melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. 
Balasan yang paling baik hanyalah dari Allah. Allah berfirman 
dalam Al-Qur'an Surah A 67: 9: 


NGANG “ KH 
Gay A pes Arin 
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena 


mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan 
terima kasih dari kamu. (al-Insan/67: 9) 


Dari ayat ini kita memahami bahwa agama mengajarkan 
kepada kita supaya setiap muslim berbuat baik dengan niat 
ikhlas /illahi ta'ala, atau semata-mata karena Allah, tidak boleh 
ada pamrih apa pun dari manusia. Berbuat baik dengan niat 
supaya dilihat orang, atau ingin mendapat pujian dari manusia 
yang lain adalah tidak baik, dan hal ini dilarang agama. Kalau 
pun ada orang yang memuji perbuatan baik kita, kita cukup 
menjawab, “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini berkat 
petunjuk dan hidayah Allah.” 


3. Pemimpin mempunyai hak prerogatif 

Prerogatif adalah bahasa Inggris, aslinya tertulis prerogative, 
artinya yaitu a privilege belonging to one specific class or person, 
maksudnya ialah hak tertentu yang dimiliki oleh sekelompok 
manusia atau oleh seseorang. Misalnya kelompok pelajar 
sekolah mempunyai hak tertentu yaitu jika naik bus kota dapat 
menggunakan tiket pelajar yang harganya lebih murah, anggota 
DPR RI naik kereta api eksekutif secara gratis, pegawai kereta 
api dan keluarganya jika naik kereta api juga gratis. Presiden 
mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat dan member- 
hentikan menteri-menteri dalam kabinetnya tanpa harus 
meminta persetujuan siapa pun. Para menteri juga mempunyai 
hak dalam membelanjakan dana taktis kementeriannya terserah 
menurut kebijaksanaan menteri tersebut. 

Pada prinsipnya pemimpin memang mempunyai hak-hak 
tertentu yang tidak dimiliki oleh bukan pemimpin. Hal ini diatur 
dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Hak prerogatif 
ini diberikan kepada pemimpin untuk melancarkan tugas-tugas 
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dan kewajibannya sebagai pemimpin. Hak-hak pemimpin yang 
lain ialah rumahnya mendapat penjagaan dari tentara atau polisi, 
juga dalam perjalanan dinas pemimpin berhak untuk dikawal 
oleh voor rayder dan lain-lain sesuai dengan tinggi rendahnya 
jabatan kepemimpinan yang disandangnya. 

Dalam agama Islam tidak ada hak prerogatif bagi 
pemimpin, karena sebetulnya pemimpin dan orang-orang yang 
dipimpin sama kedudukannya di hadapan Allah, yang ada ialah 
kbususiyyatur-rasil atau beberapa kekhususan bagi Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam. Misalnya, Rasul sallallahu “alaihi wa 
sallam adalah ma'sim artinya terjaga dari perbuatan dosa dan 
tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Rasulullah (Surah 
al-Ma'idah/5: 67). Rasulullah Muhammad sallallahu “alaihi wa 
sallam boleh mempunyai lebih dari empat istri, sedangkan 
muslim yang lain paling banyak empat istri. Bahkan Rasul 
sallallahu 'alaihi wa sallam boleh menerima wanita yang datang 
ingin dinikahinya, jika Nabi suka boleh menikahinya tanpa 
mahar,” hal ini disebutkan dalam Surah al-Ahzab/33: 50: 

KL EA KAT IA SUNAN GL 


- 
A 


A e `, yer A Pai E yz yee £ ar Lg PA) KU 
SI IE Ian kal ans Ole BN 
pd Wa rad wa ai pa za . æ 


LA LA EE EA AEA A E ai 

Tp 277 wi - 57 >a? 22 > Tg LL ABr L gl 
MALE GE GI apaa NGNE 
IG ET BN Ea aa 


pang 
Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu 
Jang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau 
miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang 
dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perem- 
puan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari sau- 
dara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki 
ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang 
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turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan 
dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan 
bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa 
yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba 
sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 50) 


Khususiyyatur-rasiil atau hak-hak khusus bagi Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam ini adalah dalam rangka pelaksanaan dakwah. 
Setelah dakwah Nabi dianggap selesai, Nabi tidak boleh me- 
nambah istri lagi, bahkan mengganti dengan menceraikan salah 
seorang istri beliau dan kemudian menikahi perempuan lain, 
juga tidak boleh. Hal ini Ha dalam firman Allah: 


Haa Naa PA 616 KEMA 
P, LEAN A Dana 
akeh T CESA] 


Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) 
setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri 
(yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan- 
perempuan (bamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha 
Mengawasi segala sesuatu. (Al-Ahzab/33: 52) 


Demikianlah hak prerogatif dalam agama Islam hanya ada 
pada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan pada pe- 
mimpin yang lain tidak ada. Bagi Rasul, hak-hak khusus tersebut 
juga hanya dalam pelaksanaan tugas dakwah seperti diberikannya 
beberapa mukjizat kepada Rasulullah maupun rasul dan nabi 
yang lain. Firman Allah dalam Surah Ge 5: 67: 

Ag mah Nah Ae NIA ISAT, 


Nge 0 


Daan NG Mean 


Wahai Rasul! S baron apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 
Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau 
dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang kafir. (al-Ma'idah/5: 67) 
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Ayat ini menjelaskan bahwa tugas Rasulullah sallallahu 
alaibi wa sallam adalah berat, meskipun demikian harus dilak- 
sanakan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 
beberapa privilasi atau hak-hak istimewa yang tidak diberikan 
kepada selain rasul dan nabi. 


4. Pemimpin berhak untuk dibela 

Pemimpin sebagaimana orang biasa yang bukan pemim- 
pin juga berhak mendapat pembelaan dalam sidang pengadilan. 
Sebelum hakim menetapkan vonis atau hukuman apa yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa, hakim perlu mendengar dari 
berbagai pihak. Selain alasan-alasan hukum mengapa jaksa 
penuntut umum (JPU) mendakwa demikian dan menuntut 
supaya terdakwa dihukum sekian tahun dan denda sekian juta, 
hakim juga perlu mendengar dari sisi lain yaitu dari pembela, 
betulkah dakwaan jaksa, mengapa sampai terjadi demikian, apa 
sesungguhnya yang terjadi dan sebagainya. Dalam persidangan 
dapat dihadirkan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, mau- 
pun saksi-saksi yang meringankan terdakwa. Jadi, setiap orang yang 
diadili di pengadilan berhak mendapat pembelaan dari pembela. 

Dalam agama Islam tidak ada hak-hak khusus bagi 
pemimpin untuk dibela, pemimpin dan bukan pemimpin kedu- 
dukannya sama dalam hukum yaitu berhak untuk dibela di 
depan pengadilan, untuk memberi informasi yang lengkap ke- 
pada hakim sebelum memutuskan perkaranya. Jasa-jasa pemim- 
pin memang dapat meringankan hukumannya, tetapi perbuatan 
buruk pemimpin juga dapat memberatkannya karena pemimpin 
seharusnya memberi contoh yang baik, bukan memberi contoh 
yang buruk. 

Jika seorang pemimpin dizalimi atau dijebak musuh 
sehingga merugikan perjuangan bersama, maka dapat saja 
teman-teman atau para pengikutnya sepakat dan secara kompak 
membela dan menuntut balas. Dalam Al-Qur'an ada kisah 
Bai'atur-Ridwan, yaitu ketika “Usman bin “Affan sebagai pemimpin 
Islam diutus Nabi untuk mengadakan perundingan dengan para 
pemimpin Quraisy di Mekah sebelum ditandatangani Perjanjian 
Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Setelah hampir dua hari, 
Usman belum juga kembali, bahkan tersiar kabar bahwa 
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“Usman bin “Affan dibunuh orang-orang Quraisy. Maka orang- 
orang Islam yang waktu itu mau melaksanakan umrah, jumlah 
mereka ada 1.500 orang," sepakat untuk menyatakan bai'at akan 
membela “Usman bin “Affan sampai titik darah penghabisan jika 
berita tentang pembunuhan “Usman bin “Affan betul-betul terjadi. 
Hal ini diungkapkan Al-Qur'an dalam Surah al-Fath/48: 10: 
ala ana SA ag PAR 
CK bé Spa NG yaa PERSIK ING 
Ka kepel aaa doa NAN AB IE 
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), 
sesungguhnya mereka banya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah 
di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesung- 
gubnya dia melanggar atas (janji) sendiri, dan barangsiapa menepati janji- 
nya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (al- 
Fath/48: 10) 


Dalam ayat ini diterangkan bahwa baiat yang dilakukan 
para sahabat kepada Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam untuk 
membela “Usman bin “Affan dibenarkan Allah, bahkan baiat 
mereka kepada Rasulullah juga berarti baiat atau janji setia 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Kementerian 
Agama" diterangkan bahwa yang dimaksud baiat dalam ayat ini 
ialah Bai'atur Ridwan yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan 
para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu 
berjanji kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa 
mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan 
bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang- 
orang Quraisy Mekah, seandainya kabar yang disampaikan 
kepada mereka bahwa “Usman bin “Affan yang diutus Rasulullah 
itu benar telah mati dibunuh orang musyrik Mekah. 

Orang yang berjanji setia biasanya berjabatan tangan. 
Dalam ayat ini diterangkan bahwa cara baiat yang dilakukan 
para sahabat kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ialah 
dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang 
berjanji setia tersebut. Jadi, maksud “tangan Allah di atas tangan- 
tangan mereka” ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan 
Rasulullah sama hukumnya dengan berjanji dengan Allah. Hal 
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ini berarti bahwa tangan (kekuasaan) Allah di atas tangan orang- 
orang yang berjanji itu, artinya Allah subhanahu wa ta'ala 
melindungi mereka yang telah berbaiat atau menyatakan janji 
setia tersebut. Perlu diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 
Mahasuci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluk-Nya. 

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 18 Allah berfirman: 
NB ar KAN Ta Ng A 
AAK Ah 


Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka 
berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui 
apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas 
mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, (al- 


Path/48: 18) 


Dalam tafsir Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya,” 
dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Zulkaidah 
tahun keenam Hijriah. Waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu 
alaihi wa sallam beserta pengikut-pengikutnya hendak mengun- 
jungi Mekah untuk melakukan umrah dan melihat keluarga- 
keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di 
Hudaibiyah, beliau berhenti dan mengutus “Usman bin “Affan 
lebih dahulu masuk Mekah untuk menyampaikan maksud keda- 
tangan beliau dan kaum muslim. Setelah lama mereka menanti- 
nanti kembalinya “Usman, tetapi tidak juga datang karena 
Usman ditahan oleh kaum musyrik, bahkan kemudian tersiar 
kabar bahwa “Usman telah dibunuh. Oleh karena itu, Nabi 
menganjurkan agar kaum muslim melakukan baiah (janji setia) 
kepada beliau. Mereka pun mengadakan janji setia kepada Nabi 
bahwa mereka bersama Nabi akan memerangi kaum kafir 
Quraisy sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah 
diridai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surah ini, 
karena itu disebut Bai'atur-Ridwan. — Bai'atur-Ridwan ini 
menggentarkan kaum musyrik, sehingga mereka melepaskan 
“Usman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian 
damai dengan kaum muslim. Perjanjian ini terkenal dengan 
Sulhul-Hudaibiyah. 
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Pada akhir ayat 18 Surah al-Fath ini dijelaskan bahwa 
dengan Sulhul-Hudaibiyah ini Allah telah memberikan ketenangan 
pada mereka, dan memberikan balasan dengan kemenangan 
yang sudah dekat. Yang dimaksud dengan kemenangan yang 
sudah dekat ialah kemenangan kaum muslim menguasai kota 
Mekah. Fathu Makkah atau pembukaan kota Mekah terjadi 
setahun setelah Swlbul-Hudaibiyah, yaitu pada tahun 7 Hijriah. 


5. Pemimpin berhak untuk mengelola bumi 

Pemimpin bukan hanya berhak mengelola bumi, tanah, 
air, udara, dan kekayaan alam lainnya untuk kepentingan rakyat, 
tetapi pemimpin harus memelopori dan memberi contoh 
bagaimana mengelola bumi dengan baik. Pemimpin juga harus 
membuat aturan bagaimana memakmurkan dan menyuburkan 
bumi, karena hal ini diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala 
dalam Al-Qur'an Surah Hud/11: 61: 


AI 


- 


AN 
aki 


€ 
E 


`% A 


y Å Eis 2, 


P Sar 
AA AE a Je ale KIAN 


TIENI DIIS MA ARAE 
Dan kepada kaum Samid (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadi- 
kanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat 
(rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Hud/11: 61) 


KAA 
zal 


a 


N 


Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa 
sebagaimana kepada umat-umat yang lain, Allah telah mengutus 
rasul-Nya kepada Bani Samud. Allah mengutus rasul dari salah 
seorang warga mereka yang baik, jadi masih saudara mereka 
juga, yaitu Nabi yang bernama Saleh. Nabi Saleh menyeru kepada 
kaumnya supaya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah 
Tuhan Yang Esa, dan meninggalkan sembahan-sembahan yang 
lain seperti matahari, patung, gunung, dan lain-lain, karena 
sembahan-sembahan selain Allah adalah tidak benar dan telah 
membawa mereka kepada kesesatan. 
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Kemudian dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah men- 
ciptakan manusia dari tanah. Dari tanah itulah Nabi Adam 
diciptakan Allah, dan dari sari pati tanah pulalah semua manusia 
ini diciptakan dan dibesarkan, sebagaimana firman Allah dalam 
Surah al-Mu'minun/23: 12: 


ASA EA, 


Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) 
dari tanah. (al-Mu'minūn/23: 12) 


Janin yang ada dalam kandungan seorang ibu adalah hasil 
pembuahan atau konsepsi antara sperma dan ovum. Baik 
sperma maupun ovum atau telur adalah sari pati dari makanan, 
baik nabati atau pun hewani, secara langsung ataupun tidak 
langsung. Janin ini dibesarkan dalam kandungan dengan sari 
pati makanan yang dimakan ibu tersebut. Setelah kemudian 
lahir, maka bayi ini juga menjadi besar dengan meminum ASI 
atau air susu ibu, yang juga merupakan sari pati makanan yang 
dimakan ibu yang menyusui. Setelah bayi tidak menyusu pada 
ibunya, maka memakan makanan dan minuman juga berupa 
makanan dan minuman dari bumi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Jadi, semua manusia menjadi besar dan 
berkembang biak berkat sari pati tanah atau bumi. Oleh karena 
itu, manusia diberi tugas untuk mengelola dan menjaga bumi 
sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. 

Kata kunci" pada ayat 61 Surah Hud di atas ialah 
ista marakum, yang berasal dari kata “amwara-ya muru, yang berarti 
memakmurkan atau menyuburkan. Huruf sim dan #4” yang 
membentuk kata ini menjadi ¿sza mara, berarti perintah atau 
menjadi, kemudian ditambah dengan damir “kum” (orang kedua 
jamak) yang berarti kamu semua, sebagai wafz!. Jadi kamu 
semua manusia benar-benar mampu dan diperintahkan untuk 
memakmurkan bumi. Ista marakum artinya: Allah memerintahkan 
kepada kamu semua supaya memakmurkan bumi seisinya, atau 
berarti taukid (penguat) yaitu Allah menjadikan kamu benar- 
benar mampu memakmurkan bumi ini. 

Pemimpin sebagai manusia yang bertugas memimpin 
manusia-manusia lainnya tentulah lebih sadar daripada manusia- 
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manusia lain yang dipimpinnya, bahwa perintah dan keputusan- 
nya diikuti oleh orang lain. Maka pemimpin perlu memberi 
contoh dan keteladanan serta membuat aturan-aturan supaya 
orang-orang yang di bawah kepemimpinannya melaksanakan 
pengelolaan bumi dengan baik, mengelola tanah, air, udara, dan 
semua kekayaan alam ini dengan baik untuk kepentingan rakyat 
dan manusia banyak. 

Banyak orang yang lupa pada tugas mulia yang ditetapkan 
Allah ini, karena hanya mengejar kepentingan sesaat dan keun- 
tungan untuk sendiri saja. Maka pada akhir Surah Hud/11: 61 
Allah memerintahkan supaya kita memohon ampun kepada 
Allah dan bertobat atau kembali pada perintah-Nya, yaitu 
melaksanakan pengelolaan bumi, air dan udara serta seluruh 
kekayaan alam ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pemimpin yang diberi kewenangan memberi izin penge- 
lolaan bumi seperti penambangan pasir, batu ataupun batu bara, 
emas, dan lain sebagainya, juga harus hati-hati dan penuh 
perhitungan, tidak boleh sampai membuat kerusakan lingkungan 
ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perlu menjaga 
kelestarian alam dan lingkungan, mengutamakan masalih 'ammah 
atau kemanfaatan bagi masyarakat, dan tetap dalam batas-batas 
Ja darara wa la dirar, yaitu tidak berbahaya bagi masyarakat dan 
alam lingkungan, juga tidak berpotensi akan menimbulkan 
bahaya di kemudian hari. Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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7 Ibnu Kasir, Tafsir a-Our'anil-“Azim, Jilid 2, h. 37. 

8 at-Tantawi, arTapirul-Wasit, Jilid 13, h. 24. 

9 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitabu-Ahkam, bab Yastari Ar-ra'iyyah, 
No. 6731. 
0 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Kitabul-Ahkam, Bab Imamul- Adil, No. 
1329. 
! Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitabu-Ahkam, Bab Kaifal-Oada, 
No. 3584. 
2 Ahmad, Musnad Imam Almad, 37/148 No. 22508, hadis ini di- 
basan-kan oleh Syu'aib al-Arna'ut. 
3 at-Tantawi, at-Tafsiru- Wasit, Jilid 13, h. 318. 
4 Muslim, Sahip Muslim, Kitab al-Birr wa Asilah wal-adab, Bab Tahrim 
Zulmi-Muslim, No. 6708. 
5 Asy-Sya'rawi, Tafsir asy-Sya rawi, (Kaito: Akhbarul-Yaum, t.th.), Jilid 
12, h. 7110. 
6 Asy-Syatibi, a-Muwafagar, (t.t: Dar Ibni “Affan, 1997) Jilid 1, h. 31. 
7 Muslim, Sabih Muslim, Kitab al-Birr wa Asilah wa al-adab, Bab Tahrim 
Zulmi-Muslim, No. 6706. 
8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1997), h. 495. 
? Berikut naskah lengkapnya: 


BAB XA 
HAK ASASI MANUSIA 
Pasal 28A 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 





Pasal 28B 
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 


Pasal 28C 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 


Pasal 28D 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 


Pasal 28E 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan mening- 
galkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. 


Pasal 28F 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 


Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain. 


Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun. 


Pasal 281 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
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untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- 
undangan. 
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DA C 


KEWAJIBAN DAN HAK RAKYAT 


Ba 


mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu 
organisasi atau perkumpulan. Jadi, warga negara adalah 
warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. 
Sementara istilah “rakyat” merupakan konsep politis. Rakyat 
menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah satu 
pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat 
umumnya dilawankan dengan penguasa. Atau dengan istilah 
lain, warga negara berarti semua yang menjadi warga pada suatu 
negara, sedangkan rakyat adalah warga negara di luar dari 
pemerintah /penguasa. Jadi, di sini menjadi jelas kapan seseorang 
disebut warga negara dan kapan seseorang disebut rakyat.' 
Dengan demikian, ketika disebut “hak dan kewajiban 
rakyat”, maka ini merujuk kepada pola hubungan antara negara, 
dalam arti penguasa/pemerintah dan takyat. Atau hubungan 
antara yang mengatur dan yang diatur, antara pemimpin dan 
yang dipimpin. Pola hubungan ini tentunya harus dilandasi atas 
saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Sebab, negara 
tidak mungkin ada tanpa rakyat. Sebaliknya, rakyat juga tidak 
bisa beraktivitas secara teratur dan terarah tanpa negara. Karena 
itu, pola hubungan keduanya seharusnya didasarkan atas asas 
simbiosis mutualisme, yakni masing-masing saling memperoleh 
keuntungan. 


Jas: “rakyat” berbeda dengan “warga negara”. Warga 
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Di samping itu, masing-masing pihak, yakni negara dan 
rakyat, harus menyadari sebagai pihak yang sama-sama bertang- 
gung jawab. Rakyat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas 
negara dari ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan, yang 
bisa mengancam eksistensi bangsa dan negara. Sementara negara 
bertanggung jawab atas terpenuhinya segala kebutuhan rakyat 
baik lahir maupun batin, seperti ketenangan, kedamaian, kese- 
jahteraan, keadilan, dan lain-lain. Sebagaimana diisyaratkan 
dalam hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam: 


A a elap) aes SA w KS 


Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannya. (Riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar) 


Adapun negara yang dimaksud adalah pemerintah yang 
berkuasa di dalam negara tersebut atau orang yang duduk di 
dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 
Melihat hal ini, maka yang harus ditegaskan di sini adalah 
menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing, yakni 
negara maupun rakyat. Di antara kewajiban negara adalah 
menjamin sistem hukum yang adil, menjaga HAM, melaksanakan 
amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi 
warga negara, memelihara keutuhan wilayah, dan aset-aset negara. 
Sementara hak negara adalah ditaati, memperoleh penghargaan 
yang layak dan wajar, dibela, memiliki hak prerogatif, mengelola 
tanah, air, udara, dan kekayaan alam lainnya yang digunakan 
sepenuh-penuhnya demi kepentingan rakyat (Ini sudah dijelaskan 
pada sub bab sebelumnya). 

Adapun kewajiban rakyat, antara lain, adalah menaati 
peraturan, bertanggung jawab, berperan serta dalam pelaksanaan 
kebijakan, menjaga kewibawaan negara, dan membela negara. 
Sedangkan hak-hak rakyat, antara lain, adalah perlindungan, 
kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan peker- 
jaan), kebebasan menjalankan agama dan keyakinan, dan 
kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul. Inilah yang 
akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini. 
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A. Kewajiban Rakyat 
1. Taat peraturan 

Peraturan atau perundang-undang dibuat dengan tujuan 
yang cukup jelas yaitu agar lalu lintas kehidupan bisa berjalan 
secara teratur demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama 
yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam 
suasana yang damai dan tenteram, karena itu, peraturan dan 
perundang-undangan harus benar-benar berpihak kepada ke- 
pentingan rakyat. Namun, sebaik dan selengkap apa pun bentuk 
perundangan-undangan dan peraturan itu, ia tidak akan memberi 
manfaat apa pun tanpa kesungguhan dari semua pihak untuk 
menaatinya. Di sinilah setiap rakyat dituntut untuk memiliki 
dedikasi demi terlaksananya peraturan dan perundang-undangan 
dengan baik. Dengan demikian, kewajiban rakyat untuk menaati 
pemimpinnya, sejatinya dengan menaati peraturan yang telah 
ditetapkan. 

Sikap patuh dan taat adalah hal yang sangat prinsip bagi 
rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Bahkan Islam me- 
mandang, ketaatan kepada pemimpin adalah sebagai salah satu 
indikasi iman. Atau dengan istilah lain, tidak ada iman tanpa 
ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana ditegaskan oleh 
Al-Qur'an: 


oo, Ia NN TAN Aog Tee AN BA Le TAH 
KEB AH KA 
AKI TA LI 28 Pa k, KEBAT 


A ANÈNG R AN A A DA 3 
Baa E ANN a sd L Gyan KIOS AI ao 2 


< 


Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (A-Our'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59) 


Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa iman dan 
ketaatan adalah menyatu. Dengan demikian, ketidaktaatan dan 
ketidakpatuhan terhadap pemimpin bukan saja dianggap salah 
dalam perspektif hukum tata negara, tetapi sekaligus mencederai 
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keimanannya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
juga menyatakan: 


SA alih Sah CA D Sa yas AM ALI AAS BALI a 

gi os GN oly) kah i GNI gak bas BALI AS 
3. 
(era 


Barangsiapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan 
barangsiapa yang bermaksiat (tidak taat) kepadaku berarti maksiat 
kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpin, maka ia taat 
kepadaku, dan barangsiapa tidak taat kepada pemimpin, berarti juga 
tidak taat kepadaku. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah) 


Adapun yang dimaksud dengan ulul amri, para ulama 
berbeda pendapat, yang secara umum bisa dibedakan dalam tiga 
pendapat, yaitu 1) pemimpin dalam pemerintahan, 2) pemimpin 
dalam peperangan, dan 3) para ulama (termasuk cendekiawan). 
Sementara Ibnu “Asyur menegaskan bahwa penggunaan redaksi 
ulul amri menunjukkan, paling tidak, dua maksud yaitu seseorang 
yang diberi tanggung jawab untuk mengurus persoalan umat 
dan seseorang yang layak menjadi sandaran bagi masyarakat 
untuk bertanya kepadanya. Hanya saja, Ibnu “Asyur memberi 
penekanan pada kejujuran atau integritas, sehingga seorang 
ulama, cendekiawan dan ilmuwan, jika ia teruji dan terbukti se- 
orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap 
ilmunya, maka ia termasuk wul amri” Artinya, jika mereka 
memerintah atau memberi pandangan atas suatu masalah yang 
sesuai dengan kapasitas keilmuannya, maka mereka juga harus 
dipatuhi dan ditaati sebagaimana pemimpin. 

Namun, menurut kebanyakan ulama, term ulu! amri dipa- 
hami sebagai term khusus yang terkait dengan kepemimpinan 
dalam pemerintahan. Artinya, persoalan yang ditanggung adalah 
hal-hal yang terkait dengan jabatannya, sehingga ketaatan kepa- 
danya pun juga terbatas, yakni selama ia menjadi pemimpinnya. 

Persoalannya adalah apakah ketaatan kepada ulul amri 
(pemimpin) itu bersifat mutlak? Melihat redaksi ayat di atas di 
mana ketaatan terhadap ulu! amri tidak didahului dengan kalimat 
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atin (taatlah), berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul- 
Nya, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak 
bersifat mutlak. Ia terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, 
kewajiban taat kepada pemimpin itu selama perintahnya atau 
undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan dengan 
Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan, seandainya aturan itu tidak 
disukai sekalipun, ia harus tetap patuh dan taat, selama perintah 
atau peraturan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat. 
Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis: 


Kek AB i Y as DA ls KANG AEJ betii gali Je 


ag aa E Yg HP SG kai gal OG 


Wajib bagi setiap orang muslim uniuk tunduk dan patuh terhadap 
aturan apa saja, baik yang disukai maupun tidak disukai, kecuali ia 
diperintah untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak 
kepatuhan dan ketaatan dalam bal ini. (Riwayat Muslim dari Ibnu 
Umar) 


Ketaatan terhadap pemimpin juga harus ditunjukkan secara 
tulus, tidak pilih-pilih, dan tidak didasarkan atas suka atau tidak 
suka (like and dislike), meski ia berasal dari rakyat biasa sekalipun, 
sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang dituturkan 
oleh Abu Zarr: 


A 
Z o7 


olas) AN áá Ás SS dy il KO 


oF 
ol 


uk Ki edl 9) 
G3 os el 
Kekasihku (Rasulullah) telah berwasiat kepadaku agar senantiasa patuh 


dan taat, meski (yang memerintah) seorang hamba sahaya yang cacat 
fisiknya. (Riwayat Muslim dari Abu Żarr) 


Namun, terdapat persoalan dalam hal ini, apakah seseorang 
tetap dituntut taat kepada pemimpin, jika sifat dan perilakunya 
buruk? Dalam kaitan ini, ulama berbeda pendapat, pertama, 
rakyat tetap dituntut untuk taat, selama perintahnya benar. 
Sebab, rakyat tidak diperintahkan untuk meneliti sampai 
sedetail-detailnya menyangkut pribadinya. Yang penting ia 
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membawa kemaslahatan bagi rakyat; kedua, rakyat tidak wajib 
menaatinya, karena kepemimpinan di dalam Islam harus 
diberikan kepada mereka yang layak atau kapabel dan 
berintegritas. Karena itu, jika terbukti jika perilaku dan sifat 
pribadinya buruk, maka ia bisa dikudeta, atau paling tidak, 
perintahnya tidak wajib dipatuhi atau ditaati." 

Kedua pendapat di atas, secara sepintas, terlihat berten- 
tangan. Namun, sebenarnya keduanya memiliki swessing masing- 
masing. Kalau yang pertama menekankan pada keharusan keta- 
atan kepada pemimpin. Sementara yang kedua, tekanannya pada 
pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas moral 
yang baik. Jika keduanya dikompromikan, maka kita bukan saja 
diperintahkan untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang sah, 
tetapi juga harus serius dan sungguh-sungguh dalam memilih 
pemimpin, agar bisa membawa kemaslahatan bagi umat, yang 
parameternya, menurut Ibnu Taimiyyah, adalah menyangkut 
kesejahteraan duniawi dan kualitas keberagamaannya. Meski 
begitu, Ibnu Taimiyyah tetap memberi penekanan pada agama 
Islam.” 

Sedemikian pentingnya kepatuhan, sehingga Rasulullah 
sendiri menegaskan bahwa ketidakpatuhan akan membawa kon- 
sekuensi buruk di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam 
sebuah hadis: 


Lia ola) Fa Tina SG DLS ekhi G3 aba) AE i 
10 ,- f 
P3, 


Barangsiapa keluar dari ketaatan) kepatuhan dan keluar dari jamaah, 
lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah. (Riwayat Muslim 
dari Abu Hurairah) 


Dalam hadis lain juga dinyatakan: 
SAI Ka KEL GB Ia BB nadi AAS WEB ajal In seh Ia 


"ed a alan). lala Has 


Barangsiapa melibat sesuatu yang tidak menyenangkan dari 
pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar (untuk tetap taat). Sebab, 
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orang yang keluar dari jamaah meski hanya satu hasta, lalu mati, maka 
ia mati dalam keadaan jahiliah. (Riwayat Muslim dari Ibnu “Abbas) 


Kedua hadis di atas seakan mengabaikan pentingnya 
integritas moral bagi seorang pemimpin. Namun, hadis tersebut 
harus dipahami dalam konteksnya, yaitu bahwa kapabilitas 
adalah hal yang cukup penting dalam persoalan kepemimpinan, 
agar bisa membawa maslahat bagi umat. Sebagaimana hal ini 
pernah terjadi pada masa Rasulullah, yakni dengan mengangkat 
Khalid bin Walid sebagai panglima perang, padahal Khalid 
bukanlah sosok yang terbaik. Namun, disebabkan kondisi saat 
itu yang memang membutuhkan sosok seperti Khalid bin Walid 
tersebut, maka beliau tetap memilihnya sebagai panglima perang, 
sampai-sampai beliau harus berdoa, “Ya Allah, saya tidak 
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Khalid bin 
Walid sebagai pribadi.” 

Terkait dengan hadis di atas, harus diberi perspektif yang 
tepat, agar tidak menimbulkan kesan seakan Rasulullah meng- 
abaikan pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin. 
Padahal, secara implisit, hadis tersebut bisa dipahami bahwa 
setiap muslim diperintahkan untuk mengangkat pemimpin yang 
benar-benar memiliki kapabilitas, integritas moral yang baik dan 
memiliki rack record yang baik pula. 


2. Bertanggung jawab 

Dalam diri setiap manusia terdapat dua kenyataan yang 
kontradiktif, yakni sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah di 
bumi. Layaknya seorang hamba (budak), manusia hanyalah 
sosok yang lemah, tidak memiliki posisi tawar (bargaining) apa- 
apa. Ia hanya menunggu perintah Tuannya atau dalam posisi 
pasif. Sementara sebagai khalifah, manusia seakan “mengganti- 
kan” posisi Allah dalam mengatur alam raya ini. Karena itu, 
kedua hal ini harus diterapkan secara integral. Atau dengan 
istilah lain, bahwa manusia itu berada pada titik nol sebagai 
hamba dan titik seratus sebagai khalifah, bukan dipahami secara 
simetris sehingga dalam posisi yang saling berlawanan, tetapi ia 
layaknya sebuah kalung yang melingkar, yang kedua ujungnya 
saling terkait atau bertemu. 
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Sebagai khalifah, manusia harus sadar bahwa di tangan- 
nyalah pengaturan alam raya ini diserahtugaskan. Ia tidak boleh 
hanya berpangku tangan karena semuanya disediakan untuk di- 
rinya, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan 
kemanusiaan dan alam raya. Namun begitu, ia tetap harus sadar 
bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Sebab, kesadaran seba- 
gai hamba inilah yang akan membawa kepada kerendahan hati 
(tawadu ) dalam menjalankan fungsi kekhalifahan. Meski seakan ia 
bisa melakukan apa saja, namun di balik itu, ternyata dirinya 
bukan siapa-siapa, bahkan melawan alam pun tidak mampu. 

Oleh karena itu, dalam teori khalifah, terdapat empat 
unsur yang saling terkait, yaitu Mustakhlif (Pemberi amanah), 
yakni Allah, mustakhlaf ‘alaih (yang diberi amanat), yakni manusia, 
mustakhlaf fih (tempat untuk merealisasikan amanat), yakni bumi, 
dan istikhlaf (proses atau pelaksanaan amanat). Melihat hal ini, 
maka dalam melaksanakan tugas kekhalifahan, manusia laksana 
cerminan Tuhan di bumi dalam mengatur dan mengurus alam 
raya ini. Ia dituntut untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya 
dengan penuh dedikasi. Hal ini, bukan saja demi menciptakan 
kehidupan yang aman dan tenteram, tetapi sekaligus sebagai 
wujud pertanggungjawabannya kepada sang Pemberi amanah, 
Allah. Dengan demikian, bertanggung jawab merupakan sifat 
yang melekat dalam diri manusia sebagai konsekuensi logis dari 
tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 

Hanya saja, tanggung jawab di sini, bisa dibedakan dalam 
dua kategori, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab 
sosial. Terkait dengan tanggung jawab individu, Al-Qur'an 
menegaskan, bahwa setiap manusia akan mendapatkan buku 
catatan amalnya, sebagaimana dalam firman-Nya: 


eta SNI NAK TI IK LM en TA s 

Pura SAR ipb an PS E 
4 A ai zr 12 D. Zr? 

DEA Ea, SES ISI 

Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya 

di lebernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah 

kitab dalam keadaan terbuka. “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sen- 
diri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.” (al-Isra'/17: 13-14) 
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Kata #'ir di dalam ayat ini berarti catatan amal." Artinya, 
setiap manusia akan dikalungkan di lehernya catatan amalnya. 
Buku catatan ini bersifat individu yang langsung dipersaksikan 
oleh dirinya sendiri. Inilah bentuk pertanggungjawaban individu 
yang paling adil yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa 
terkecuali. 

Sementara tanggung jawab sosial bisa dipahami dari ayat 
berikut ini: 


or ore PE PINEA ar A TAA | SA 7 A 25 
ER a KANGA LA) 
KA ne Wah Kl a D PIA Lo 25. 

lang NU ai ND AA ska yani) Sany 

6 » wa LAA ak Id 
p = sana SAP YA SAH 
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 
salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 


Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71) 


Ayat di atas memberikan informasi cukup jelas, bahwa 
amr ma'ruf nahy munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, 
serta menaati Allah dan rasul-Nya, merupakan tugas sosial bagi 
setiap orang Islam. Secara kontekstual ayat tersebut bisa 
dipahami bahwa dalam struktur masyarakat, setiap muslim pasti 
mendapatkan perannya masing-masing, dan ia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas peranannya tersebut. Oleh karena itu, 
baik sebagai pemimpin maupun rakyat, dalam konteks tanggung 
jawab, sebenarnya keduanya sama saja, sebab keduanya harus 
senantiasa melaksanakan tugas sosialnya, antara lain, ber-amr 
ma'rūf nahy munkar sesuai dengan kapasitas masing-masing. 
Bedanya, semakin besar amanat yang ditanggung akan semakin 
besar tanggung jawabnya. Karena itu, setiap orang harus 
menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diembannya itu, 
bukan saja dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, 
tetapi juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran teologis 
ini menjadi cukup penting dalam rangka menumbuhkan dedi- 
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kasi dalam menjalankan tugas, baik sebagai individu maupun 
anggota masyarakat. 

Dalam konteks tanggung jawab, Ibnu Taimiyyah meng- 
ingatkan bahwa setiap manusia, baik sebagai pemimpin maupun 
rakyat, mudah sekali menyia-nyiakan amanah atau memanfaatkan 
kedudukannya untuk memperkaya dirinya.” Pernyataan Ibnu 
pai A ini sesuai dengan firman Allah: 

PA LSI GE NI Pal Aan 
aan Z 3, a = PELER Pi 
AAA YG NAS elo WA 
Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 


bodoh. (al-Ahzab/33: 72) 


Redaksi zalim dan jahil adalah bentuk is mubalagah. Ini 
bisa dipahami bahwa manusia dalam konteks tanggung jawab 
(memegang amanah) adalah sangat zalim, atau dengan kata lain, 
mudah sekali melalaikan amanah. Sementara jahil berarti sangat 
bodoh, artinya manusia seringkali bertindak bodoh, yaitu dengan 
menerima amanah di luar kemampuannya. 

Oleh karena itu, manusia diingatkan agar selalu memper- 
hitungkan dan memikirkan terlebih dahulu setiap keputusan yang 
diambil, antara melakukan atau tidak, antara menerima atau 
menolak. Hal ini semata-mata demi keselamatan dirinya sendiri, 
sebab segalanya akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana 
dinyatakan oleh ayat berikut ini: 


a 


Te KIM KG WA NN Heni Ga aii 


Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. (al-Isra'/17: 36) 


Terkait dengan ayat di atas, paling tidak, terdapat lima 
pendapat, pertama, larangan untuk mengikuti akidah orang-orang 
musyrik, kedua, larangan bersaksi kecuali atas hal-hal yang 
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dilihat, diketahui, dan dipahami saja; Aetiga, larangan untuk 
melontarkan tuduhan zina, keempat, larangan berdusta atau 
berbohong, kelima, larangan menggunjing (gibah). Kelima penda- 
pat di atas tidak bertentangan, namun masing-masing memapar- 
kan sebagian contoh yang dilarang. Adapun semangat ayat ini 
adalah bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa segala 
aktivitas hidupnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. 


3. Berperan serta dalam bela negara 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 
tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam usaha pembelaan negara” dan “syarat-syarat tentang 
pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi, bela negara 
bukan saja kewajiban rakyat tetapi juga para pemimpin, yang 
sama-sama sebagai warga negara. Artinya, keduanya harus saling 
bahu membahu untuk membela negara dari segala macam 
ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang 
dari luar maupun dari dalam. 

Ide dasar usaha bela negara adalah terciptanya rasa aman. 
Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menyatakan: 


P 
PAR 


Ca KA 2043 
Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. (Ali Imran /3: 97) 


Ayat di atas secara tekstual menginformasikan tentang 
keutamaan Masjidilharam.” Namun, secara tersirat bisa dipahami 
sebagai dorongan kepada setiap manusia untuk secara sungguh- 
sungguh berupaya menciptakan rasa aman. Karena itu, ayat di 
atas meski berbentuk kalimat berita (kalam khabar), tetapi bisa 
dipahami sebagai perintah (kalam insya), yakni perintah men- 
ciptakan rasa aman, damai, dan tenteram. 

Inilah yang melandasi kewajiban bela negara. Bela negara 
sejatinya merupakan pelayanan oleh seorang individu atau 
kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai 
pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa 
sadar (wajib militer). Sebuah bangsa dengan relawan yang 
sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari 
wajib militer warganya, kecuali dihadapkan pada krisis perekrutan 
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selama masa perang.“ Sebagaimana yang pernah terjadi pada 
masa awal-awal Islam, dimana setiap muslim adalah militer. 

Secara konseptual, bela negara bisa dipahami dari firman 
Allah: 


PO and PPL - PE ý - uu 

mere GE GL AS TAN ESAI 
» Pa > DN 

BN Ga YAN MAA ENG, 
Pa Ne 1 
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 


dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/ 9: 
60) 


Ayat ini menyerukan kepada umat muslim agar mem- 
persiapkan kekuatan senjata semaksimal mungkin untuk meng- 
hadapi musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Ra- 
sulullah membaca ayat ini, di saat khutbah, beliau menegaskan, 
“Ingat, yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kemampuan 
memanah”. Penafsiran beliau sangat tepat, jika melihat 
konteks saat itu. Sebab, peralatan perang yang dikenal hanya 
tombak, pedang, dan panah. Namun, secara kontekstual penaf- 
siran beliau tersebut bisa dipahami sebagai upaya untuk me- 
numbuhkan kesadaran bela negara. 

Di samping itu, meski ayat di atas turun dalam situasi 
perang, namun bisa juga dipahami dalam situasi damai, sebab 
idenya adalah membela negara dari ancaman, tantangan, ham- 
batan, dan gangguan yang dapat mengancam eksistensi bangsa 
dan negara serta menciptakan ketidaktenangan dan ketidaknya- 
manan masyarakat. Jika demikian, maka sebenarnya bela negara 
tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga nonfisik. Secara 
fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau 
agresi musuh. Ini menjadi tugas TNI. Sementara secara nonfisik 
dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan 
negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni 
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kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan 
terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan 
bangsa dan negara. Atau ikut serta dalam mengamankan 
lingkungan sekitar, seperti siskamling, bahkan termasuk ikut 
serta membantu korban bencana di dalam negeri, dan lain-lain. 
Ide bela negara juga bisa dilandasi oleh ayat berikut ini: 
76 r Gbe 7 SA 57 P NG A 
AT AYI, = Ba aa Dan Hago 


Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40) 


Menurut riwayat yang kuat, ayat ini turun berkenaan dengan 
syariat perang. Namun begitu, ia juga mengandung hukum umum, 
yaitu mudafa'ah (hukum perimbangan). Artinya, melalui ayat ini, 
Allah menyeru kepada umat manusia, khususnya umat Islam, 
agar tampil untuk membela negaranya dengan melawan segala 
bentuk kezaliman, perilaku teror, perilaku yang mengancam disin- 
tegrasi dan eksistensi bangsa dan negara, dan sebagainya. Namun, 
menurut Quraish Shihab, mudafa'ah ini tidak selalu mengguna- 
kan senjata, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, bahkan hati walau- 
pun untuk yang terakhir dianggap selemah-lemahnya iman." 

Dengan demikian, ketidakpedulian masyarakat terhadap 
persoalan bela negara, sama saja dengan membiarkan merebak- 
nya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Jika demikian, 
maka yang terganggu bukan saja tempat-tempat beribadah, 
sebagaimana dinyatakan oleh ayat di atas, namun, lebih dari itu, 
ia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekaligus menjadi 
ancaman bagi kehidupan makhluk secara umum. Oleh karena 
itu, mudafa'ah sebagai wujud bela negara adalah demi menjaga 
kelangsungan agama dan kelestarian kehidupan manusia." Hal 
ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya: 


A? - A r > Pa. 27 KI 
AN DI JAR Kiran SANA 35) 
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Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian 
Jang lain, niscaya rusaklah bumi ini. (al-Baqarah/2: 251) 


Di samping itu, prinsip bela negara bukan saja upaya aktif 
untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan 
gangguan, akan tetapi, juga dimaksudkan untuk menjaga kewi- 
bawaan negara di mata dunia. Sebagai rakyat yang baik serta 
peduli terhadap eksistensi negaranya, juga harus merasa tersing- 
gung jika negaranya “diinjak-injak” negara lain, baik secara poli- 
tik, ekonomi, maupun sosial-budaya. 


4. Berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan 

Setiap pemerintahan di suatu negara selalu menetapkan 
suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, agar tercipta 
sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien, demi terwujudnya 
sebuah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta senantiasa 
merasa aman. Namun, kebijakan pemerintah yang dituangkan di 
dalam undang-undang dan peraturan tidak ada manfaatnya apa- 
apa jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk turut serta 
dalam pelaksanaannya. Sebab, sebaik apa pun sebuah peraturan, 
tetapi jika rakyat tidak peduli bahkan bersikap apatis, maka 
jalannya pemerintahan tidak akan baik, justru yang terjadi adalah 
anomali terhadap peraturan itu sendiri. Harus terbina suasana 
saling mendukung dan saling membantu secara positif, asalkan 
peraturannya benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat. 
Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menyatakan: 


TAN Tati TC Za Zeie 125 PE ROA Bae 
gha 3 II deal sa ep 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 


takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
(al-Ma'idah/5: 2) 


Ayat ini bisa dipahami bahwa tolong menolong dalam 
kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat 
muslim. Artinya, seandainya harus menolong, maka harus dipas- 
tikan terlebih dahulu bahwa pertolongan itu menyangkut 
kebaikan dan ketakwaan. Saling menolong juga menyangkut 
berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan. Sebab, dengan 
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saling menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat 
terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.” 

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap warga 
harus berpandangan yang sama bahwa segala bentuk pelang- 
garan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah, 
harus diberi tindakan yang tegas tanpa pandang bulu, atau tanpa 
melihat siapa pelakunya, baik suku, golongan, mazhab, agama, 
dan sebagainya. Begitu juga, rakyat harus berani memberi 
koreksi yang positif, jika ternyata kebijakan pemerintah tidak 
benar atau tidak berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, 
peranan rakyat bukan saja pada sisi pelaksanaannya, tetapi juga 
keberaniannya untuk memberi koreksi. Justru peranan semacam 
inilah yang dianggap cukup berat, sebagaimana dinyatakan 
dalam sebuah hadis: 


A z o 


aal yi oly) LA pal ai AS obl Ae Jie 0S Gh ii 
Haah ai ge 


Jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil/ benar di hadapan 
penguasa yang zalim. (Riwayat Abu Dawud dari Abu Said al- 
Khudri) 


Kata "'adl" menyangkut segala sesuatu yang mengarah 
kepada al-amr bil-ma rif wa nahy 'anil-munkar, baik berupa ucapan 
maupun tulisan. Al-Khattabi berkata, “Koreksi melalui perkataan 
maupun tulisan yang benar dianggap sebagai bentuk jihad yang 
paling utama, karena cara semacam ini akan membawa tisiko 
yang cukup berat bagi pelakunya. Sebab, bisa saja memunculkan 
ketersinggungan bagi pada pihak si penguasa, dan ini tentu saja 
akan membawa dampak buruk bagi dirinya.” Al-Munzir berkata, 
“Seorang penguasa zalim biasanya mencakup seluruh kebijakan- 
nya. Karena itu, jika seseorang mampu mengubahnya, baik 
melalui ucapan maupun tulisan, maka akan membawa manfaat 
yang cukup besar bagi rakyat.”” 


B. Hak Rakyat 
1. Perlindungan 

Mendapatkan perlindungan merupakan keinginan bagi 
setiap warga negara. Tanpa adanya perlindungan yang nyata, 
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setiap warga tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Sebab, terlaksananya tugas dengan baik membutuhkan ke- 
hidupan yang tenang; dan kehidupan yang tenang mensyaratkan 
adanya perlindungan yang nyata. Dengan demikian, perlindungan 
merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, 
setiap warga negara, apa pun suku, ras, golongan, aliran, maupun 
agamanya, harus mendapatkan jaminan perlindungan ini. 

Yang namanya perlindungan, berarti dari atas ke bawah. 
Artinya, yang berkewajiban melindungi rakyat adalah negara 
sebagai institusi yang terlahir atas dasar kontrak sosial. Sebab, 
sebuah negara yang sehat pada dasarnya adalah negara yang bisa 
memberikan perlindungan kepada rakyatnya secara nyata dari 
apa saja yang dapat mengganggunya dalam melaksanakan tugas. 
Jika tidak, maka negara semacam ini tidak dibutuhkan oleh 
rakyat. 

Adapun hal-hal yang harus dilindungi adalah seharusnya 
menyentuh hak-hak yang paling mendasar dan mencakup 
seluruh warga. Dengan merujuk kepada magasidusy-syari'ah, maka 
hak yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak 
hidup (bifkun-nafs awil-hayah), hak beragama (bifzud-din), hak 
untuk berfikir dan berilmu pengetahuan (hifzul-'agl wal-“ilm), 
perlindungan terhadap harta (hifzul-mal), dan perlindungan 
terhadap keturunan (/ifzun-nasl). 

a. Perlindungan terhadap agama 

Negara harus memberi jaminan kebebasan bagi warga 
negaranya untuk memilih dan melaksanakan agamanya secara 
bebas namun didasarkan atas rasa tanggung jawab kepada 
Tuhan, dan tidak takut diintimidasi. Oleh karena itu, terhadap 
tindakan pelecehan agama, termasuk simbol-simbol agama, juga 
bentuk intimidasi atas nama agama, baik yang dilakukan oleh 
pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain, negara 
harus segera memberikan tindakan tegas, sebagai konsekuensi 
dari terpenuhinya perlindungan yang merata tanpa diskriminasi. 

Islam telah memberikan arahan cukup jelas bahwa meng- 
hormati kebebasan beragama bagi setiap individu merupakan 
salah satu etika kehidupan berbangsa yang harus ditegakkan. 
Sebab, kebebasan beragama sejatinya merupakan bentuk peng- 
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hormatan Allah terhadap manusia sebagai makhluk yang ber- 
tanggung jawab untuk menentukan pilihan agamanya sesuai 
dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan nuraninya. 

Di sinilah, setiap pemeluk agama, khususnya para tokoh- 
nya, harus bisa memahami dan membedakan, mana yang masuk 
wilayah privat dan mana yang masuk wilayah publik dalam 
masalah agama. Kapan mereka bisa bahkan seharusnya berbeda 
dan kapan mereka harus bersatu. Setiap agama pasti memiliki 
concern bersama dalam persoalan publik yang menyangkut 
keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan kepedulian. Setiap 
pemeluk agama dituntut untuk mampu mencari titik temu. 
Bahkan, Islam sendiri memandang bahwa sikap tidak meng- 
hargai, tidak menghormati bahkan melecehkan penganut agama 
lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama 
mereka, dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah 
subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini: 

PRS 
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampani 
batas tanpa dasar pengetahuan. (al-An“am/6: 108) 


Yang dimaksud sabb adalah setiap perkataan yang me- 
ngandung penghinaan, pelecehan, dan penistaan. Oleh karena 
itu, sebuah perkataan yang dimaksudkan untuk meluruskan 
pemikiran dan akidahnya yang salah tidak termasuk sabb, 
termasuk mengoreksi perilaku sesat yang dilakukan oleh para 
penentang agama.” Bahkan, menurut para ulama, tindakan 
pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol 
agama, adalah haram.” Sebab, dampak sosialnya akan melahirkan 
sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya 
tidak akan pernah tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. 

Melihat hal ini, maka negara memiliki kewajiban untuk 
memberi jaminan perlindungan dari kemungkinan terpengaruh- 
nya setiap pemeluk agama oleh ajaran-ajaran agama apa pun 
yang dipandang sesat menurut ijma“ ulama atau tokoh-tokoh 
agama tersebut. Karena itu, negara harus menindak tegas kepada 
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siapa saja yang melakukan penodaan atau penistaan terhadap 
agama, termasuk mengubah ajaran-ajaran pokok agama yang 
mendasar, yang telah disepakati oleh pemeluk agama masing- 
masing, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri 
maupun pemeluk agama lain. Dalam hal ini, para penyelenggara 
negara dituntut untuk mampu bersikap arif dan bijak dalam 
menyikapi persoalan-persoalan yang cukup krusial semacam ini. 

Sebagai bentuk lain dari perlindungan terhadap agama 
adalah memberi hak bagi warganya untuk menunaikan kewa- 
jibannya dengan mudah dan nyaman, serta memberi waktu yang 
cukup untuk melaksanakannya dengan tenang. Sebagai contoh, 
setiap umat muslim bukan saja dijamin keamanan dan kenya- 
manannya dalam beribadah, tetapi juga harus diberi waktu yang 
cukup untuk melaksanakan salat, sebagai kewajibannya yang 
paling utama. Oleh karenanya, negara harus memberi sanksi 
kepada perusahaan atau instansi yang tidak memberikan waktu 
cukup kepada karyawan atau pegawainya yang beragama Islam 
untuk melaksanakan salat. Bahkan, ini harus dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Begitu juga, sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI yang 
kemudian dilabelisasi oleh pemerintah—dalam hal ini Kemen- 
terian Agama—harus dilihat sebagai bentuk perlindungan negara 
terhadap keyakinan warganya. Sebab, persoalan halal-haram 
bagi umat Islam bukan sekadar persoalan hukum; tetapi sudah 
menyentuh ranah agama yang harus dilindungi dan dihormati. 


b. Perlindungan terhadap jiwa 

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapat 
perlindungan demi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Islam 
sangat menghormati hak hidup bagi setiap manusia, apa pun 
latar belakangnya. Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sampai- 
sampai Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain 
tanpa alasan yang benar dianggap seperti membunuh seluruh 
umat manusia: 


. 
= 2r pZ AAA PEREP EA ... 


An Cai ES MAA Fe AN 3 JA LL Nb Jl ya 
Cara ya a S PNG 


# 
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Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (al-Ma'idah/5: 32) 


Ayat di atas pada mulanya terkait dengan persoalan gisas, 
yakni orang yang membunuh dengan sengaja, ia juga harus 
dibunuh. Namun, ayat ini menunjukkan betapa besar dosa 
orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, karena ia 
seakan mengambil hak Tuhan, sebagai satu-satunya yang berhak 
memberi kehidupan sampai batas waktu yang telah ditentukan.” 
Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, 
sebagaimana dalam firman Allah: 


Sda ai Kd a K3 GN AAN Ga NENG 


Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan 
alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar 
kamu mengerti. (al-An'am/6: 151) 


Ayat di atas menggunakan redaksi wassakum (Dia “mewa- 
siatkan” kepada kalian), bukan nasihat. Hal ini bisa dipahami 
bahwa prinsip-prinsip ajaran tersebut harus dipegang teguh dan 
dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; 
yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di 
sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh 
sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah 
ada kepastian hukum dari pengadilan. 

Berangkat dari penjelasan di atas, maka negara harus 
melindungi nyawa setiap warganya dari apa saja yang dapat 
mengancam keselamatannya. Segala tindakan apa pun yang 
dapat merenggut nyawa secara sia-sia, harus mendapatkan 
tindakan tegas tanpa terkecuali. Dengan alasan apa pun, negara 
tidak boleh menoleransi tindakan atau perilaku yang dapat 
menyebabkan jiwa seseorang atau beberapa orang melayang, 
seperti aksi teror, menyerang kelompok lain yang tidak 
sepaham, dan lain-lain. Setiap warga harus memiliki pemahaman 
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yang sama, bahwa nyawa atau jiwa manusia sebagai makhluk 
yang merdeka harus senantiasa dilindungi dan dihormati. 

Demikian juga, pemberian subsidi kesehatan kepada 
rakyat yang tidak mampu, mengusahakan pelayanan kesehatan 
yang murah bagi rakyat miskin, mengurangi angka kematian 
bayi dan ibu hamil, memberi sanksi hukum kepada malpraktik 
kedokteran serta perdukunan ilegal yang bisa mengancam, harus 
dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap jiwa 
atau hak hidup setiap warga. 


c. Perlindungan terhadap akal 

Akal bagi manusia merupakan modal yang paling utama. 
Melalui akal-lah manusia bisa dibedakan dari binatang. Melalui 
akal juga manusia bisa mengembangkan kehidupannya kepada 
yang lebih baik, maju, dan modern. Sedemikian pentingnya akal 
bagi manusia, sehingga orang yang tidak waras dibebaskan dari 
segala bentuk ta£/if (beban) agama. Namun, dengan akalnya 
juga, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang paling 
mengerikan, mengancam kehidupan makhluk hidup secara 
umum, jika akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Di sinilah 
perlunya pencerahan dan perlindungan akal agar bisa berpikir 
secara sehat dan bermanfaat. 

Kata “akal” dalam bentuknya yang asli, a/-ag/, tidak 
ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun dengan bentuk kata 
kerja, terulang sebanyak 50 kali. Ini sudah cukup memberikan 
bukti yang kuat betapa Al-Qur'an telah memberikan perhatian 
yang cukup besar bagi peran akal; sekaligus hal ini menunjukkan 
bahwa akal harus senantiasa difungsikan demi kemaslahatan 
manusia secara umum. 

Dalam kaitan ini, al-Asfahani menyatakan bahwa kata 
“aka?” mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu: 


Ja Ga ade AS US AN GIS La 
Tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang lebih mulia dibanding akal. 
Sin Jini in ga gal es Let catu 
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Tidak ada satu pun yang diusahakan oleh seseorang dianggap lebih utama 
daripada akal, di mana ia mampu menunjukkannya kepada bidayah 
atan mengembalikan posisinya dari tempat yang buruk. 


Pengertian pertama mengacu kepada wujud materinya, 
sedangkan pengertian yang kedua kepada hasil kerjanya. Melihat 
hal ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam orang-orang 
kafir sebagai orang-orang tidak berakal adalah mengacu kepada 
makna yang kedua, yakni fungsionalisasi akal. Sementara, penia- 
daan Zaklif agama bagi seseorang yang tidak berakal adalah 
mengacu kepada makna yang pertama, yakni belum dewasa, 
atau kesadaran akalnya tidak ada (orang gila). 

Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, maka ia harus 
senantiasa dilindungi, baik dari faktor internal maupun eksternal. 
Dari faktor internal, akal harus senantiasa mendapat pencerahan 
dari agama, agar apa yang dihasilkan oleh akal tidak kontrapro- 
duktif dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat, serta 
menjaga produk akal agar senantiasa berpihak kepada kebenaran 
serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini, bentuk perlindungan 
negara adalah melakukan kerja sama dengan para agamawan 
dan rohaniwan, meskipun tetap menjaga independensi dan 
otoritas keilmuan mereka. 

Sementara dari faktor eksternal, negara harus melindungi 
akal pikiran rakyat agar senantiasa sehat sehingga bisa digunakan 
sebesar-besarnya untuk kebaikan kemanusiaan. Terkait dengan 
hal ini, maka negara harus mengambil tindakan yang sangat 
tegas kepada para pemakai dan pengedar narkoba serta minum- 
minuman keras. Bahkan, upaya pemerintah untuk membuat 
undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, menutup situs- 
situs porno, perdagangan buku-buku atau majalah porno dan 
sejenisnya, harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap 
akal tersebut dari pengaruh buruk dan kotor. 


d. Perlindungan terhadap anak keturunan 

Kehadiran seorang anak bagi setiap makhluk hidup, 
termasuk manusia, adalah sesuatu yang bersifat naluriah. 
Bahkan, ia dianggap sebagai kebutuhan fitrahnya, sehingga 
apabila tidak terwujud, maka akan dirasakan ada sesuatu yang 
kurang. Oleh karenanya, Islam akan sangat mengecam kepada 
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mereka yang telah menikah, namun menolak kehadiran anak. 
Sikap ini bukan saja menyalahi fitrahnya, tetapi juga bentuk 
pengingkaran terhadap Yang Menciptakan fitrah, Allah. 
Sebenarnya kehadiran seorang anak adalah cukup penting, 
antara lain, demi melanjutkan generasi keturunannya, mewarisi 
harta bendanya, bahkan sebagai kebanggaan orang tuanya. 
Kebutuhan fitrah manusia untuk selalu berketurunan 
tentu saja bukan sekadar menambah jumlah penduduk, akan 
tetapi harus dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh 
untuk melahirkan generasi masa depan yang kuat, secara lahir- 
batin. Sebab, terwujudnya generasi yang baik merupakan 
kebutuhan utama dari sebuah perjalanan negara ke depan. Oleh 
karena itu, sosok pemimpin masa depan pada hakikatnya 
gambaran pemuda hari ini. Dan, atas alasan inilah, maka Islam 
memberikan perhatian cukup besar akan lahirnya sebuah 
generasi yang baik ini. Sebagaimana dalam firman Allah: 


A A Gan, PA God 27 > PPA 
AN yana ee l5 Seibo PE GET, 


Pan Nag 


EEA TAAT 


Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan 
tutur kata yang benar. (an-Nisa'/4: 9) 


Dalam satu riwayat dinyatakan, ketika Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abi Waggas, 
Sa'ad bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, saat ini saya me- 
miliki banyak harta dan anak saya hanya satu perempuan, boleh- 
kah saya bersedekah dengan 2/3-nya?” Beliau menjawab, “Tidak 
boleh,” Sa'ad bertanya lagi, “Kalau saya sedekahkan setengah- 
nya?” Beliau menjawab, “Jangan.” Sa'ad bertanya lagi, “Bagaimana 
kalau 1/3-nya.” Beliau menjawab, “Ya boleh 1/3, dan jumlah 
1/3 itu sudah banyak.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 

Berdasar pada riwayat di atas, mayoritas penafsiran banyak 
mengarah kepada hal-hal yang bersifat materi. Namun, hal ini 
harus dikritisi dan perlu dilakukan reinterpretasi. Sebab, dalam 
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realitanya kekuatan materi yang tidak didukung oleh kekuatan 
ilmu dan moral, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang 
lemah. Sebaliknya, betapa banyak kita jumpai sebuah generasi 
yang sukses meski tidak didukung oleh kekuatan materi, tetapi 
memiliki moralitas dan mentalitas yang kokoh. 

Karena itu, harus ada pembacaan ulang terkait dengan 
hadis, “Nikahilah perempuan-perempuan dan bisa memberinya 
banyak anak.” Riwayat ini tidak hanya memerintahkan untuk 
memiliki banyak anak, namun yang lebih ditekankan adalah 
munculnya generasi yang berkualitas. Dalam hal ini, posisi ibu 
menjadi cukup penting, demi mewujudkan generasi-generasi 
masa depan yang handal. Bukan saja kuat secara ekonomi, tetapi 
justru yang terpenting adalah kuat dari segi spiritual, moralitas, 
emosional, dan intelektual. 

Melihat ini semua, maka negara wajib memberi perlin- 
dungan secara merata kepada seluruh rakyat demi terwujudnya 
cita-cita besar tersebut. Perlindungan negara, antara lain, men- 
jamin terwujudnya sarana kesehatan yang memadai, baik dari 
segi pelayanan maupun biaya. Di samping itu, negara juga harus 
memberi perhatian yang serius bahkan mengambil tindakan 
tegas terhadap setiap perilaku seksual yang menyimpang, 
misalnya perilaku perzinaan, homoseksual, dan lesbian. Hal ini 
semata-mata memberi perlindungan kepada setiap rakyat agar 
tercipta regenerasi secara sehat, wajar, dan bermartabat. 


e. Perlindungan terhadap harta 

Harta bagi manusia cukup penting yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan dan membantu orang yang tidak mampu. Artinya, 
jika harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka ia akan 
menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan secara umum, 
misalnya sekadar untuk mempertegas status sosial, “membeli” 
keadilan, digunakan sebagai money politic, dll. 

Yang pasti, setiap orang sangat mencintai harta, sebagai- 
mana firman Allah: 


An 972 Pari P 


aa MA 


Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. 
(al-“Adiyat/100: 8) 
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Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua 
pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai harta, (2) 
manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena 
kecintaannya kepada harta.” Dua pemahaman ini mengandung 
konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat 
netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu 
yang tercela. Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi 
negatif, sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang 
cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua penafsiran 
ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan 
sikap negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang 
berlebihan. 

Kata al-mal juga berarti al-wail, yaitu bergeser dari posisi 
tengah ke arah salah satu sisinya (K2 AA Ái BARAH 
Hatta disebut demikian karena ia berpotensi menggelincirkan 
pemiliknya dari jalan yang lurus.” Namun demikian, harta juga 
diungkapkan dengan al-khair, yang berarti kebaikan. Ini 
menunjukkan bahwa karakter harta adalah baik, bahkan akan 
memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain. 
Meski ini juga bisa dipahami terbalik, bahwa manusia seringkali 
menjadikan harta sebagai standar kebaikan dan kemuliaannya, 
sehingga mendorong dirinya bersikap sombong, dan tiranik, atau 
menjadi alat untuk menindas pihak lain. 

Melihat kenyataan ini, maka negara harus tetap menjaga 
harta sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oleh karenanya, 
negara harus mencegah praktik-praktik kotor, seperti illegal 
logging, kolusi, manipulasi, korupsi, suap, mencegah terjadinya 
monopoli oleh konglomerat tertentu, dan lain-lain. 

Dalam konteks perlindungan terhadap harta juga, negara 
harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap warganya 
dalam konteks keadilan, untuk melakukan usahanya secara wajar 
dan leluasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, 
terjadinya gejolak sosial ditengarai bukan disebabkan oleh miskin 
dan kaya, tetapi karena banyaknya praktik-praktik perdagangan 
atau perbisnisan yang kotor atau illegal, di satu sisi, dan 
ketidakpedulian atau ketidaktegasan negara untuk menindak, 
pada sisi lain. Inilah faktor utama yang mudah sekali memicu 
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masyarakat untuk bertindak anarkis, sebab mereka menganggap 
negara tidak mampu melindungi harta mereka. 


2. Kesejahteraan 

Hidup sejahtera menjadi keinginan setiap orang. Tidak 
ada seorang pun dan dari latar belakang manapun yang tidak 
ingin hidup sejahtera. Karena itu, terwujudnya sebuah masyarakat 
yang sejahtera menjadi concern bagi setiap penguasa. Bahkan, 
terciptanya rasa aman sekalipun tidak begitu berpengaruh jika 
kehidupan rakyatnya tidak sejahtera. 

Persoalan kesejahteraan selalu dikaitkan dengan persoalan 
kemiskinan. Meski begitu, masyarakat yang sejahtera tidak selalu 
dipahami sebagai masyarakat yang semua penduduknya kaya. 
Namun ada beberapa indikator yang bisa dibuat tolok ukur 
apakah sebuah keluarga itu masuk kategori sejahtera atau tidak. 
Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 14 
kriteria sebagai keluarga miskin, yaitu:" 

- Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 m? per 
orang. 

- Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau kayu yang 
berkualitas rendah / bambu. 

- Hidup dalam rumah dengan dinding dari kayu yang 
berkualitas rendah/bambu/ rumbia/tembok tanpa diplester. 

- Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan 
WC/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 

- Hidup dalam rumah tanpa listrik. 

- Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air yang 
tidak terlindungi / sungai/ait hujan. 

- Menggunakan arang/kayu bakar/minyak tanah untuk 
memasak. 

- Mengkonsumsi susu atau daging seminggu sekali. 

- Belanja satu set pakaian baru setahun sekali. 

- Makan sekali atau dua sekali dalam sehari. 

- Tidak mampu membayar biaya kesehatan di Puskesmas 
terdekat. 

- Pendapatan keluarga kurang dari 600.000/ bulan. 

- Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat sekolah dasar. 
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- Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual seharga 
500.000 (kendaraan, emas, ternak, dll.). 

-  Mempekerjakan anak di bawah umur. 

- Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah. 


Hanya saja, beberapa indikator di atas yang benar adalah 
terkait dengan keluarga miskin. Sepintas memang sulit 
dibedakan antara pengertian miskin dan prasejahtera. Padahal, 
ukuran kesejahteraan sendiri sebenarnya lebih kompleks dari 
kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan 
fisik, psikologis, dan sosial. Orang yang bisa berobat ke dokter 
bila sakit, dapat mudah mengakses makanan bergizi, adalah 
orang sejahtera. Bahkan, orang sejahtera juga bisa diukur 
melalui persoalan kerohanian, misalnya, ia bisa menjalankan 
ibadah agamanya dengan baik, Karena itu, kesejahteraan dan 
ketidaksejahteraan bisa terjadi karena alasan ekonomi atau non- 
ekonomi. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat 
mengakses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pangan, tempat 
tinggal, kesehatan, dan lainnya. 


a. Pendidikan 

Tidak bisa dimungkiri, pendidikan merupakan salah satu 
pilar terpenting dari sebuah bangsa yang maju dan 
berperadaban. Atau dengan kata lain, majunya pendidikan 
sebagai indikator majunya sebuah bangsa dan negara. Sehingga 
bisa dikatakan pendidikan merupakan pintu masuk utama untuk 
mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia seolah sulit 
terpecahkan boleh jadi karena selama ini kita kurang 
menghiraukan masalah pendidikan. Logika sederhananya, 
dengan pendidikan rakyat menjadi melek huruf, cerdas, kreatif, 
dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara. 

Hanya saja, memvonis bahwa mereka tidak peduli terhadap 
masalah pendidikan adalah suatu keputusan yang terlalu terburu- 
buru dan tidak fair. Sebab, melihat kenyataan di mana biaya 
pendidikan begitu mahal, apalagi jika sekolah tersebut berstan- 
dar nasional bahkan internasional, maka wajar saja jika rakyat 
miskin tidak akan mampu bersaing karena memang tidak 
pernah mengenyam pendidikan yang baik/ berkualitas. Bahkan 
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secara ekstrim bisa dikatakan, “rakyat miskin dilarang pintar”. 
Karena itu, ketidakpedulian sebagian masyarakat, terutama yang 
tidak mampu, terhadap pendidikan bisa jadi karena faktor 
tersebut. 

Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi sendiri, melalui 
Undang-undang Otonomi Pendidikan, pihak universitas secara 
sengaja membuat beberapa jalur tes masuk untuk menjadi 
mahasiswa. Jalur mahal dengan persaingan lebih sedikit dan 
jalur murah dengan persaingan amat ketat. Tentu saja, kaum 
miskin lebih memilih jalur murah dengan peluang diterima kian 
kecil. 

Pendidikan memang diakui sebagai sarana yang cukup 
efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 
jika masyarakat tidak mampu menjangkaunya, maka itu hanyalah 
sebuah harapan kosong semata. Pemerintah memang telah 
menetapkan 20% dari APBN untuk subsidi pendidikan, namun 
realisasinya masih belum maksimal. Pemerintah juga menggra- 
tiskan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), namun 
disebabkan kurang adanya kontrol yang baik, sehingga meski 
SPP gratis, tetapi orang tua masih harus memikul biaya uang 
buku, transportasi, uang piknik, dan lain-lain. Di samping itu, 
kebijakan tersebut bukanlah kebijakan dari pemerintah pusat, 
tetapi masing-masing daerah, sehingga fasilitas gratis SPP hanya 
dirasakan oleh daerah-daerah tertentu saja. 

Namun begitu, bagi rakyat miskin, Pemerintah telah 
mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sehing- 
ga mereka merasa banyak terbantu meski hanya untuk pem- 
bayaran SPP atau uang buku. Hanya saja, penyaluran dana BOS 
juga belum maksimal, bahkan di beberapa sekolah ternyata tidak 
tepat sasaran. Sebab, yang mendapatkan subsidi dari dana BOS 
banyak di antaranya dari keluarga yang mampu. 

Sementara itu, bagi mereka yang bisa masuk di sekolah- 
sekolah unggulan dengan biaya yang melangit, secara tidak 
sadar, akhirnya terjebak kepada pikiran pragmatis. Sebab, dengan 
besarnya biaya pendidikan yang mereka keluarkan, mereka akan 
berpikir bagaimana caranya bisa “kembali modal”. Jika ini yang 
terjadi, maka keberhasilan pendidikan untuk menyejahterakan 
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rakyat justru akan berbalik memangsa rakyat dan negara itu 
sendiri, karena pendidikan hanya melahirkan sosok sarjana 
tanpa karakter. 

Adapun sosok sarjana yang berkarakter sebagaimana 
diisyaratkan oleh firman Allah berikut ini: 


Da 


y Pan Ao A m CAE GA 22, 
SEMISAL on Ea 
22 g, PA ep p » PPPA sh SEA 

FEB Gas 


X Z PPA Pp Ep an oa gt 212 P 
ITB ALAN LAN G0 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk 
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah 
Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah 
kami dari azab neraka. (Ali Imran/3: 190-191) 


Ayat ini menyatakan bahwa ulu! albab adalah sosok yang 
memiliki kekuatan zikir dan pikir. Jika term wul albab bisa 
dimaknai sebagai sarjana atau ilmuwan, maka seorang ilmuwan 
atau sarjana adalah seseorang yang memiliki dua kekuatan, 
rohani (zikir) dan jasmani (pikir). Dua potensi tersebut harus 
saling berkelindan. Dengan potensi pikir, seseorang bisa bertin- 
dak efektif dan efesien, sementara dengan zikir, seseorang bisa 
mengarahkan hasil oleh pikirnya sesuai dengan yang dikehendaki 
oleh Allah dan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Inilah 
yang diisyaratkan dengan pernyataan, “Wahai Tuhan kami, 
Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia, tanpa 
tujuan.” Ini merupakan pernyataan yang tulus yang terlahir dari 
seorang ilmuwan yang memiliki kekuatan zikir dan pikir. 

Dengan demikian, peran pemerintah sangat diharapkan 
sekaligus dipertaruhkan. Pemerintah bukan saja dituntut mampu 
membangun sistem pendidikan yang diharapkan bisa mampu 
bersaing di dunia global, tetapi juga hasil pendidikan tersebut 
harus mampu melahirkan sosok-sosok ilmuwan yang memiliki 
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karakter, tangguh lahir-batin, kuat potensi zikir dan pikirnya. Di 
samping itu, pemerintah juga harus bisa menyediakan fasilitas 
pendidikan yang murah, tetapi tetap menjaga kualitas standar, 
serta memastikan bahwa anak-anak pada usia sekolah bisa 
mengenyam pendidikan secara baik. Jika tidak, maka pemerintah 
semacam ini bukanlah yang diidamkan oleh rakyat, karena 
dianggap tidak mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera 
lahir-batin. Mereka juga merasa tidak memperoleh haknya 
secara wajar, khususnya dalam hal pendidikan. 


b. Kesehatan 

Masalah kesehatan menjadi salah satu tolok ukur 
kesejahteraan. Setiap orang selalu ingin hidup sehat. Namun, 
dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang pasti pernah meng- 
alami sakit. Oleh karena itu, jika ia sakit lalu tidak mampu 
berobat karena tidak punya biaya, maka ia terindikasi sebagai 
keluarga prasejahtera. Dan, apabila jumlahnya cukup besar, 
maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidak sejahtera. 

Sementara gambaran tentang derajat kesehatan biasanya 
meliputi indikator mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas 
dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 
kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 
kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 
kelahiran hidup, dan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Eo). 
Namun, dari beberapa indikator tersebut, indikator Angka 
Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat penting 
untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan 
masyarakat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebab 
kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan pranatal, 
status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA-KB, 
serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. 

Sementara morbiditas dilihat dari indikator-indikator Angka 
Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, Angka Kesembuhan TB 
Paru BTA-, Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap pendu- 
duk beresiko), Angka Acute F/acid Paralysis (AFP) pada anak usia 
di atas 15 Tahun per 100.000 anak, dan Angka Kesakitan 
Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk. 
Sedangkan status gizi dilihat dari indikator prosentase balita 
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dengan status gizi di bawah garis merah pada KMS (Kartu 
Menuju Sehat) dan prosentase kecamatan bebas rawan gizi. 
Selain indikator tersebut di atas, disajikan pula beberapa 
indikator tambahan yang dianggap masih relevan yaitu Angka 
Harapan Hidup (Eo), dan angka kesakitan beberapa penyakit 
tertentu lainnya.” 

Dari beberapa indikator di atas, maka pemerintah harus 
berusaha menekan angka kematian ibu dan bayi, di antaranya 
dengan menyediakan fasilitas persalinan yang memadai dan 
terjangkau, menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang 
memadai bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, 
subsidi kesehatan menjadi cukup penting, namun harus 
dimonitor agar tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat 
yang tidak bisa memeriksakan keluarganya hanya gara-gara tidak 
mampu membayar. Adalah sebuah ilusi semata, jika keinginan 
untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, tidak dibarengi dengan 
kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
yang memadai. 

Juga tidak kalah pentingnya adalah penyediaan makanan 
bergizi bagi masyarakat. Makanan bergizi adalah makanan yang 
cukup kualitas dan kuantitasnya serta mengandung unsur yang 
dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. 
Sebelum memilih menu makanan ada baiknya diketahui 
kandungan makanan tersebut bukan hanya sekadar membuat 
perut kenyang, akan tetapi makanan adalah dikatakan sehat jika 
makanan itu mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, 
dan vitamin. 

Makanan yang sehat sangatlah berguna untuk membina 
tubuh bahkan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Selain 
itu, makanan juga akan menghasilkan panas dan energi di dalam 
tubuh kita. 

Protein, mineral, air, makanan yang mengandung unsur 
ini berperan penting di dalam membangun sel jaringan tubuh, 
kemudian karbohidrat dan lemak unsur yang berguna untuk 
memberi tenaga sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. 
Vitamin dan mineral juga sangat penting bagi tubuh, unsur ini 
berperan dalam pengatur pekerjaan jaringan tubuh. Unsur- 
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unsur makanan yang dikomsumsi seharusnya diperhatikan 
jumlah keseimbangannya sesuai dengan kebutuhan tubuh 
seseorang. 

Terkait dengan makanan bergizi, Al-Qur'an menyatakan: 


z e P Ngy Pen E T a sh Gi rA 

Cb SEL NI IS 
Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi. (al-Bagarah/2: 168) 


Kata halal berasal dari halla-yahillu, yang berarti mengurai 
ikatan (hallul-ugdah), atau berarti “terlepas/tidak terikat”, kemu- 
dian kata ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan 
makanan yang halal.” Dalam kaitan ini, Quraish Shihab 
menjelaskan bahwa sesuatu yang halal pada hakikatnya ia 
terlepas ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi, sehingga kata ini 
dalam agama juga diartikan “boleh”. Sementara kata tayyib 
berasal dari kata #iba yatibu, berarti sesuatu yang dirasakan 
nikmat oleh jiwa dan raga." Ada yang mengartikan sesuatu yang 
menenangkan jiwa ketika menikmatinya, sehingga tidak memba- 
hayakan dirinya, baik jasmani maupun rohani.” Atau lebih 
tegasnya, #ayyib berarti lezat, baik, sehat, dan menenteramkan. 

Dengan demikian, makanan yang bergizi tidak selalu 
mewah dan mahal, namun yang terpenting halal dan baik 
(tayyib). Sementara penggunaan redaksi ya ayyuhan-nas menunjuk- 
kan bahwa setiap manusia diberi kesempatan yang seluas- 
luasnya untuk mengonsumsi apa saja yang telah diciptakan 
Allah di muka bumi ini, asalkan halal.” Oleh karena itu, seruan 
universal yang ditujukan kepada semua umat manusia bukanlah 
suatu paksaan, namun sesuatu yang wajar dan adil, sebab 
manusia, pada kenyataannya, meskipun tidak menyembah Allah 
mereka selalu memperoleh rezeki-Nya selama hidup di dunia. 
Bahkan, yang perlu disadari adalah bahwa mengonsumsi dan 
mencari rezeki yang halal bukan untuk menyenangkan Allah, 
tetapi demi kemanfaatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa 
dan raga. Sedangkan bagi seorang muslim, hal itu sekaligus 
sebagai wujud pengabdiannya kepada sang Pemberi rezeki, 
Allah subhanahu wa ta'ala. 
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Terkait dengan ayat ini, Ibnu “Asyur menjelaskan bahwa 
pada mulanya ayat di atas ditujukan kepada orang-orang 
musyrik, karenanya perintah mengonsumsi makanan yang halal 
adalah dimaksudkan untuk #aubikh (mencela), sebagaimana yang 
ditunjukkan pada redaksi setelahnya, “janganlah mengikuti 
langkah setan”. Oleh karena itu, perintah ini bagi umat Islam, 
bukan sekadar bersifat informatif, namun sebagai penegasan 
agar senantiasa mencari apa saja yang halal, yang dalam usul 
fiqh dikenal dengan min babi-aula”" Jadi, term palal, mengacu 
kepada cara dan jenisnya, dan 'ayyib terkait dengan alasannya, 
yakni demi kesehatan jasmani dan rohani.” 

Oleh karena itu, penyuluhan tentang pentingnya makanan 
bergizi (halal dan tayyib) bagi kesehatan tubuh harus terus diga- 
lakkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan. Na- 
mun, ini semua tidak ada gunanya jika daya beli masyarakat tidak 
sebanding dengan harga makanan yang memenuhi standar gizi. 
Di sinilah ironisnya, masyarakat dituntut hidup sehat, namun 
sarana untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak bisa terpe- 
nuhi. Siapa pun percaya bahwa hidup sehat adalah sesuatu yang 
paling diidamkan. Tanpa kesehatan, apa pun tidak ada gunanya. 
Namun, jika daya beli masyarakat rendah, maka harapan ter- 
sebut hanya tinggal kenangan. Karena itu, setiap orang harus 
bisa memperoleh kesempatan kerja yang sama dan memadai. 


c. Pekerjaan 

Memperoleh pekerjaan yang layak selalu menjadi cita-cita 
dan harapan bagi setiap orang. Sebab, melalui pekerjaan besar 
kemungkinan kesejahteraan hidupnya akan meningkat. Namun, 
sayangnya saat sekarang mencari pekerjaan yang layak, ternyata 
cukup sulit, bahkan yang ada pun banyak yang di-PHK, 
sehingga menambah jumlah angka pengangguran tinggi. 
Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, 
Latif Adam, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan 
akan naik sebesar 9 persen di tahun 2009 dari tahun lalu, sekitar 
8.5 persen. Menurutnya, kenaikan jumlah pengangguran ini 
lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam 
bidang industri, yang mencapai 36.6 persen pada kuartal kedua 
di tahun 2008 ini. 
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Banyak bidang yang mengalami penurunan, termasuk bi- 
dang ekonomi yang menunjukkan semakin melemahnya perfor- 
ma sektor #adable (pertanian dan industri). Selain itu, penurunan 
kemajuan pertanian dan peternakan yang turun masing-masing 5 
persen dan 3 persen, juga sektor pertambangan dan industri 
pengolahan. Menurut Latif, masih terdapat 12 persen hingga 14 
persen angka kemiskinan yang menanti di tahun 2009, semen- 
tara penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran sepertinya 
hampir tidak ada. Latif menambahkan bahwa yang maju pesat 
pertumbuhannya adalah nontradable, sementara tradable semakin 
melemah. Makanya, ini harus menjadi perhatian semua pihak. 

Bahkan yang paling ditakutkan adalah semakin banyaknya 
sarjana yang menganggur. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan 
survei tenaga kerja setiap Februari dan Agustus setiap tahunnya. 
Dari jumlah tersebut, pengangguran dengan gelar sarjana sekitar 
12,59%. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlahnya bila angka 
tersebut naik sekitar 9%. Dari data di atas, sudah sangat jelas 
Indonesia mempunyai permasalahan yang tidak ringan dalam 
mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar sarjana. Bila 
tidak segera diatasi, angka ini bukannya semakin turun, tetapi 
akan melonjak naik. Apalagi bila mengingat tiap tahun ada dua 
gelombang wisuda di tiap perguruan tinggi (PT), maka tinggal 
mengalikan saja jumlah tersebut dengan jumlah PT di Indonesia. 

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan 
pihak-pihak industri yang berkompeten untuk mendorong 
terbukanya kesempatan kerja dalam bidang industri. Hal ini 
sekaligus akan dapat mengurangi dominasi dari sektor zon- 
tradable yang telah menyerap sekitar 70% tenaga kerja produktif. 


d. Perumahan 

Sebuah keluarga yang telah memiliki rumah sendiri akan 
merasa lebih sejahtera, meskipun kecil, di samping anggota 
keluarganya tidak buta huruf dan bisa menyekolahkan anak. 
Sedemikian banyak fungsi rumah bagi kehidupan kita, antara 
lain, tempat memulai aktivitas sekaligus mengatur strategi sebe- 
lum berangkat tugas, tempat membina keluarga yang harmonis, 
tempat istirahat setelah seharian berada di luar rumah, dan lain- 
lain. Walhasil, rumah merupakan salah satu dari sekian banyak 
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yang dinginkan oleh setiap orang, sebagaimana diisyaratkan oleh 
firman Allah: 


2. ARA HES EZZ ag Aa Aa 9.4, 
CEFN AÉ GG NUR CELNE 
ad a Sh A Ne NGA PTERA RRES Arr 
PESTEN ENE GSS RINCI 
A . - 7 (7 MAA Da Sae 
Ge NA SATA yaa SAY dan 3 


Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, 
istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perda- 
gangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat 
tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul- 
Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mem- 
berikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang fasik. (at-Taubah/ 9: 24) 


Ayat di atas pada mulanya merupakan kritikan kepada 
mereka yang lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, di 
antaranya adalah tempat tinggal, daripada mengikuti perintah 
Allah untuk berjihad. Namun, secara implisit ayat di atas meng- 
isyaratkan betapa rumah atau tempat tinggal adalah sesuatu yang 
sangat dicintai oleh setiap manusia. Makanya ada yang menga- 
takan bahwa ketiadaan tempat tinggal yang tetap menduduki 
stres yang kedua setelah ditinggal mati sang kekasih. 

Sebenarnya, yang dibutuhkan setiap orang, pada mulanya, 
bukan besar dan luasnya rumah, tetapi sebuah rumah yang bisa 
dikategorikan sehat meski sederhana. Namun, sejalan dengan 
semakin bertambahnya pemasukan, maka secara tidak langsung 
mempengaruhi bentuk dan ukuran rumah tersebut. 

Terkait dengan rumah sehat, banyak pendapat di kalangan 
para ahli, baik melalui perspektif rohani, misalnya, rumah sehat 
adalah rumah yang mampu menciptakan surga di dunia (baiti 
jannati, rumahku adalah surgaku), maupun perspektif jasmani. 
Namun, secara umum bisa didefinisikan bahwa rumah sehat 
adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan 
jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau 
perlindungan dari pengaruh alam luar. 
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Melihat hal ini semua, maka pemerintah harus memberikan 
subsidi pembangunan rumah sehat sederhana (RSS) sebagai 
upaya awal terwujudnya masyarakat sejahtera. Hanya saja, harus 
ada pengawasan agar subsidi untuk pembangunan RSS tidak 
menguap. Namun, dengan kebijakan saat ini (2010) ada yang 
menengarai bahwa RSS akan punah. Sebab, pola baru yang 
caranya menempatkan semua dana subsidi di bank dengan 
tujuan menurunkan bunga, tidak lagi berorientasi pada pengada- 
an rumah murah bersubsidi. Menurut Ferry Sandyana, Ketua 
Asosiasi Pengembangan Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia, 
jika pola baru diberlakukan, RSS otomatis hilang karena tak ada 
lagi rumah yang disubsidi yang harganya dipatok maksimal Rp 
55 juta (agar terjangkau masyarakat berpendapatan rendah). 
Karena dengan kecenderungan harga rumah semakin mahal, 
akan semakin sedikit masyarakat yang mampu membeli rumah. 
Selama ini pun, pengembang RSS perlu membuat perjanjian buy 
back guarantee dengan bank agar konsumen yang kurang bankable 
tetap bisa mendapatkan rumah.” 

Perbedaan pandangan di atas tidak ada yang perlu 
diunggulkan, sebab bagi keluarga yang kurang mampu, yang 
terpenting adalah bagaimana mereka bisa memiliki Rumah 
Sehat Sederhana (RSS). Mereka hanya tahu bahwa itu adalah 
haknya untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai 
warga negara yang sah. Karena itu, upaya mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera tentu saja bagaikan pribahasa, jauh 
panggang dari api jika pemerintah tidak berupaya secara sungguh- 
sungguh untuk mewujudkan, salah satunya, RSS tersebut. 
Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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DA C 


WILAYAH DAN KEDAULATAN 


a 


N ) Tilayah dan kedaulatan menjadi unsur mutlak dalam 
pengertian dan konsep negara-bangsa. Wilayah meru- 
pakan ruang dimana rakyat, masyarakat, serta kompo- 

nen lainnya menjalankan kehidupan sosialnya yang dilindungi 
oleh seperangkat pranatanya. Sementara kedaulatan adalah 
bentuk kemandirian serta kemampuan penuh dari sebuah 
pranata yang ditegakkan. Kedua hal tersebut saling melengkapi 
dan bersama-sama menjadi pilar utama dalam pembicaraan 
mengenai negara bangsa. 

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh 
diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai 
satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memer- 
lukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah, rakyat akan 
menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah 
akan melaksanakan fungsinya. 

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan hal-hal yang terkait 
dengan wilayah dan kedaulatan dalam konsep berbangsa dan 
bernegara dari perspektif Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan resonansi terhadap diskursus negara bangsa dari 
perspektif keislaman. Perbincangan wilayah dan kedaulatan 
biasanya didominasi oleh perspektif politik dan hubungan inter- 
nasional. Untuk mensistematisir pendefinisian konsep-konsep 
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yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan menduduki tempat 
pertama, kemudian melacak bagaimana teks keagamaan me- 
nyinggung serta pemahaman apa yang bisa dihasilkan dari 
paparan teks keagamaan. 


A. Konsep Negara-Bangsa 

Bangsa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang 
yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, 
dan sejarah serta memiliki pemerintahan sendiri. Akan tetapi, 
pendefinisian ini merupakan definisi klasik, mengingat dalam 
konteks sekarang ini, tidak ada satu wilayah pun di globus ini 
yang didiami oleh satu etnik tertentu serta memiliki satu 
pemerintahan sendiri yang terdiri dari unsur dari kesamaan asal 
keturunan. Demikian pula, tidak ada satu negara pun di globus 
ini yang adat istiadatnya satu, demikian pula bahasanya. Oleh 
karenanya, pengertian dasar mengenai bangsa di atas sudah 
semestinya mengalami pelebaran cakupan serta penetapan 
unsur-unsur pokok yang menjadi pembangunnya. 

Dalam buku Kewarganegaraan tulisan Suprapto, dikemuka- 
kan berbagai definisi mengenai bangsa. Salah satunya adalah 
definisi yang diberikan oleh Ernest Renant yang menyatakan 
bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki 
kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu. 
Pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan 
suku, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan 
keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. Bangsa bisa 
terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tetapi 
sebenarnya merupakan kesatuan jiwa.' 

Pengertian yang dikemukakan Renant seperti di atas 
menandakan adanya unsur inti dalam konsep bangsa itu sendiri, 
yakni kesatuan kelompok atau masyarakat yang dipersatukan 
oleh tujuan dan cita-cita bersama. Jika konsep dari Renant ter- 
sebut diurai maka ada beberapa elemen, yakni 1) sekelompok 
manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu, 2) berada 
dalam suatu wilayah tertentu, 3) ada kehendak untuk mem- 
bentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya 
sendiri. Secara psikologis, kelompok tersebut merasa senasib, 
sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita. 
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Sedangkan negara juga didefinisikan oleh banyak ahli, di 
antaranya: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan 
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang 
secara sah lebih agung daripada individu dan kelompok yang 
merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Beberapa definisi 
yang dikemukakan oleh para teoritisi dapat diambil pengertian 
bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya 
diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut 
warga negaranya taat pada peraturan perundang-undangan 
melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah.” 

Pandangan para teoretikus yang disimpulkan di atas 
berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh sarjana muslim, 
semisal al-Bagillani maupun al-Mawardi. Bagi keduanya, negara 
adalah rakyat yang memiliki supremasi di atas kekuasaan 
pemimpin /imam.” Dalam pandangan kedua sarjana ini, kekua- 
saan berada di tangan rakyat yang kemudian diamanatkan kepada 
pemimpin. Imam atau pemimpin dalam hal ini berfungsi 
sebagai perpanjangan tangan kekuasaan rakyat. 

Penggabungan dua kosakata negara dan bangsa menjadi 
sebuah konsep negara bangsa merupakan konsep negara yang 
dibangun atas dasar kebangsaan. Dalam hal ini, masing-masing 
negara dan bangsa memiliki karakteristik sendiri sejalan dengan 
sejarah masa lalu serta ikatan emosional yang mempersatukannya. 

Konsep seperti di atas bisa dikaitkan dengan pesan 
Qur'ani mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kosakata 
yang sering dipakai Al-Qur'an untuk menyinggung negara-bangsa 
adalah balad, baldah, bilad. Kosakata tersebut kebanyakan diguna- 
kan Al-Qur'an dalam konteks mengisahkan umat serta pera- 
daban terdahulu sebagai 7brah. Sedangkan muatan lain yang bisa 
dijadikan sebagai pijakan mengenai pembahasan negara-bangsa 
adalah kisah-kisah Al-Qur'an mengenai umat terdahulu, seperti 
kaum Saba', “Ad, Samiid, serta kenabian Dawud dan Sulaiman 
yang mewakili ketokohan sebagai pemimpin agama sekaligus 
pemerintahan. 

Banyak kisah umat terdahulu yang diilustrasikan dengan 
kekuasaan para nabi yang kuat kekuasaan serta wibawa peme- 
rintahan yang dipimpin. Kisah Nabi Dawud, misalnya dalam 
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Surah al-Baqarah/2: 251; al-Anbiya'/21: 79; Saba'/34: 10; 
Sad/38: 26 banyak menyinggung tentang kewibawaan wilayah 
serta kekuatan yang berhasil dibangun sebagai sentral per- 
adaban. Sebagai ilustrasi dari beberapa penyebutan ayat di atas 
adalah ayat ke-26 Surah Sad/38: 

P an z ngk a ah ESAE AS 
SANA SEK AE SIG ARE DAA 


P 
KI 234 a WA AM a 


Z 7005 A A , » “3 7# AH 
Iya bina d a) A Jaa ESA ANG) a Jae Ana 
Aas 


(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang- 
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad/38: 26) 


Ayat ke-26 Surah Sad ini ditafsirkan oleh beberapa mufasir 
sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada 
Nabi Dawud karena kecakapannya untuk menjadi pemimpin. 
Penyebutan Dawud dalam ayat ke-26 Surah Sad senada dengan 
beberapa ayat lain yang telah disinggung, yang kesemuanya 
memberikan penjelasan, bahwa figur Dawud adalah representasi 
dari tokoh yang sangat diperhitungkan dalam kepemimpinan 
serta kekuasaan dalam arti yang positif. 

Perintah untuk berbuat adil serta menjauhi hawa nafsu 
kepada Dawud dalam redaksi, “Berikanlah keputusan (perkara) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti 
hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah,” 
bisa dipahami dalam konteks ilustrasi ideal seorang pemimpin 
yang memiliki kekuasaan besar serta wilayah yang luas. Sebagai 
pemimpin negara, hukum dan keadilan harus ditegakkan. 
Hukum yang menjadi perangkat pranata sosial merupakan aturan 
yang mesti ditaati bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan 
meniscayakan ketegasan serta figur teladan. Pola kepemimpinan 
masa dulu yang didominasi oleh figur raja menjadikan raja 
sebagai panutan dalam segala hal. 
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Tegaknya hukum di atas sendi mewujudkan keadilan 
merupakan prasyarat terwujudnya tatanan sosial yang sehat. Oleh 
karenanya, perintah selanjutnya dalam ayat adalah larangan bagi 
Dawud untuk mengikuti hawa nafsu. Ketika seorang pemimpin 
mengikuti hawa nafsu maka yang terjadi adalah kesewenang- 
wenangan. Tesis klasik dari Lord Acton yang menyatakan bahwa 
power tends to corrupt absolutely, kekuasaan secara absolut cenderung 
korup, akan menimpa pemimpin yang tidak sadar sepenuhnya 
akan amanah kepemimpinan yang diemban. 

Kombinasi antara perintah untuk menegakkan keadilan 
serta menjauhi hawa nafsu menjadi penyeimbang sikap dalam 
kepemimpinan. Apa pun bentuk kekuasaan dalam sebuah sistem 
kenegaraan ketika dijalankan dengan penuh tanggung jawab 
dengan mengedepankan keluhuran, niscaya akan menjelma 
menjadi kekuatan positif untuk menegakkan keadilan yang 
bersendi kemanusiaan. Sebaliknya, apa pun bentuk kekuasaan 
ketika tidak ada sistem penyeimbang sesuai dengan rule of game, 
pastilah akan menghasilkan kebijakan yang semena-mena, korup, 
serta mengebiri nilai-nilai keadilan. 

Prinsip Our'ani yang bisa dipetik dari ilustrasi ayat ke-26 
dari Surah Sad juga diperkuat oleh rumusan ulama usil fiqh yang 
menyatakan bahwa kebijakan pemimpin harus memperhatikan 
kepentingan umum, tasarrufu-imam 'alar-ra'iyyah manitun bil- 
maslahah” Mempertimbangkan kepentingan umum merupakan 
nama lain dari penggunaan kekuasaan yang jauh dari kepentingan 
pribadi atau golongan. 

Paparan Al-Qur'an mengenai kepemimpinan dan kekua- 
saan Dawud senada dengan uraian beberapa ayat tentang 
Sulaiman. Beliau merepresentasikan penguasa yang komprehen- 
sif, tidak saja wilayahnya yang luas, melainkan juga kecakapan 
dalam memerintah, berkomunikasi serta membawa rakyat 
menuju peradaban mulia. Kesejahteraan ekonomi, pranata sosial 
yang baik yang dipadukan dengan religiusitas menjadi ciri 
menonjol dalam kehidupan, kekuasaan, dan kepemimpinan 
Sulaiman. Ayat 16-22 Surah an-Naml/27 berikut menjadi salah 
satu contohnya: 
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NAN MAT Sa AAA ka PAUN EDAR 
1 >» ASA 27? - 


tah pa H3 OA Ee Ka 
vå 2 AG BT IA Az Pa Ye 2291521 > A 
a aa A 


MAYA OK sana Ne AIA -A Ed A s- 27 JŽ 
Opal YA 0359 a bay 


DILLE L SR 


SB KK A 2 


PASP P 


O iG ASA STAN, 
2124 PA AS Syr GL 
AN E N AÍ Jas aia 
WAB PINAK OREA EY j+ goi RS SG AEN 


@ P Sedan 
Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, 
“Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi 
segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” 
Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia 
dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka 
sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, “Wahai semut-semut! 
Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 
Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” 
Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) 
perkataan semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah 
aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku 
mengerjakan kebajikan yang Engkau rida; dan masukkanlah aku 
dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” 
Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “Mengapa aku tidak 
melihat bud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan 
kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali 
Jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.” Maka tidak lama 
kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui 
sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri 
Saba! membawa suatu berita yang meyakinkan.” (an-Naml/27: 16-22) 
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Para mufasir banyak mengulas mengenai kisah ini dengan 
menukil cerita dan kisah Israiliyat.” Terlepas dari informasi 
penambah dari uraian Al-Qur'an mengenai kebesaran kekuasaan 
Nabi Sulaiman, yang bisa dipetik ibrah dari rangkaian ayat di 
atas adalah kewibawaan seorang pemimpin. Pemimpin, baik 
individu, kolektif, maupun berupa sistem, dituntut untuk memi- 
liki kewibawaan di dalam rangka menegakkan kepemimpinannya. 
Kewibawaan memiliki beberapa pilar pembentuk, di antaranya, 
1) ketegasan; 2) kejujuran; 3) membela yang lemah; 4) tidak 
memikirkan diri sendiri atau golongan; serta 5) rela berkorban 
untuk masyarakat. 

Figur Nabi Sulaiman yang diilustrasikan dalam ayat di atas 
adalah simbol pemimpin individual, mengingat beliau mewakili 
peradaban zamannya. Ketika titah raja merupakan “titah Tuhan”, 
maka raja menjadi simbol keadilan, ketegasan, keberanian, serta 
pengorbanan untuk melindungi yang lemah. Frasa dalam ayat 
ke-21, “Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat,” 
merepresentasikan penegakan hukum dari seorang pemimpin di 
masa itu yang tegas. Aturan, pranata serta hukum merupakan 
sesuatu yang harus ditegakkan, karena dengan tegaknya aturan, 
jaminan kepastian hukum akan dapat diperoleh. 

Ketegasan seorang pemimpin hanya akan dipatuhi oleh 
rakyat apabila pemimpin memiliki kejujuran. Jujur dalam bersi- 
kap, menghargai kebenaran, jauh dari sikap hipokrit atau kemu- 
nafikan, apalagi hanya tebar pesona, merupakan sikap yang mesti 
dimiliki oleh pemimpin agar kepemimpinannya berwibawa. 
Dalam kisah Al-Qur'an, figur Nabi Sulaiman mewakili pemimpin 
yang menguasai pengetahuan, ilmu pemerintahan sekaligus tata 
berkomunikasi serta memiliki religiusitas yang tinggi. Kombinasi 
yang ideal dalam figur Nabi Sulaiman tersebut menjadikan 
kepemimpinannya disegani oleh rakyat dan umatnya. 

Rangkaian ayat dari 16 sampai dengan 19 yang mengin- 
formasikan kelebihan keilmuan dan aspek lainnya yang dianuge- 
rahkan Allah kepada Nabi Sulaiman menjadi indikator beliau 
sebagai makhluk pilihan Allah. Kecerdasan, penguasaan terhadap 
pengetahuan, pada masa tersebut merupakan daya pinilih yang 
tidak semua makhluk memilikinya. Dalam konteks kekuasaan 
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yang kemudian dikaitkan dengan kewibawaan, penguasaan akan 
pengetahuan menjadi perangkat niscaya seorang pemimpin. 
Dalam sejarah Islam, misalnya, Rasulullah Muhammad sallallahu 
alaihi wa sallam juga dikenal sebagai seorang yang cerdas, cermat, 
sekaligus mampu menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi 
umatnya. Teladan dari Nabi Sulaiman dalam konteks ayat di 
atas salah satunya adalah penguasaan masalah dan penguasaan 
untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. 

Kisah adalah kisah, namun kisah dalam Al-Qur'an memi- 
liki ibrah yang amat penting. Peradaban manusia pada dasarnya 
adalah pengulangan sejarah dalam bentuk dan formatnya yang 
berbeda. Kejahatan, kemunafikan, kebohongan, kecurangan, 
keculasan, dan pelbagai sifat jelek lainnya adalah sifat yang 
lumrah melekat pada makhluk yang bernama manusia. Untuk 
itu, agama yang diajarkan untuk umat manusia adalah dimak- 
sudkan untuk mengeliminasi watak dan sifat jelek tersebut untuk 
diimbangi serta diganti dengan watak-watak yang terpuji. 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya 
besar kekuasaannya, melainkan juga mampu menggunakan 
kebesaran kekuasaan tersebut untuk melindungi yang lemah. 
Frasa dalam ayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman akan 
menghukum burung hud-hud sejatinya adalah simbol dan 
cermin bagi siapa saja yang tidak patuh pada aturan yang telah 
diundangkan. Spirit untuk melindungi yang lemah memang 
tidak dikatakan secara eksplisit dalam ayat tentang kisah ini. 
Untuk itu, secara implisit, ketika ketegasan dan aturan diterap- 
kan, maka dapat diambil pengertian, secara otomatis yang lemah 
juga akan terlindungi, karena sistem berjalan dengan baik. 

Pemimpin yang baik di samping tegas dengan aturan yang 
ditetapkan juga tidak berpikir untuk dirinya sendiri ataupun 
golongannya. Dalam lanjutan ayat, yakni ayat 24-27, disebutkan 
bahwa Nabi Sulaiman ketika mendengar laporan dari burung 
hud-hud mengenai sebuah masyarakat yang dipimpin oleh raja 
perempuan yang tidak menyembah Allah terpanggil untuk 
mengajak ke jalan tauhid. Ajakan terhadap tauhid adalah bentuk 
kepedulian Nabi Sulaiman terhadap penguasa Negeri Saba, agar 
kekuasaannya tidak sia-sia hanya di dunia, melainkan bisa 
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menghantarkannya menjadi sesuatu yang lebih abadi setelah 
meninggalkan kehidupan dunia. 


B. Teritorial 

Perbincangan tentang teritorial tentunya terkait dengan 
diskursus bangunan sebuah negara. Seperti diungkap dalam 
bagian sebelumnya, sebuah negara hanya bisa diakui ketika 
memiliki pemimpin, wilayah atau teritorial tertentu, serta rakyat 
atau warga yang mendiami teritorial tersebut yang patuh pada 
pranata yang ditetapkan. 

Kalimat dalam ayat ke-26 Surah Sad: “Wahai Dawud! 
Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi...”, 
menggambarkan seorang pemimpin yang menguasai wilayah 
tertentu, yang dipergunakan untuk menyejahterakan warga atau 
rakyatnya. Wilayah dalam konteks geopolitik dalam terminologi 
kontemporer sejatinya merupakan representasi dari bagian yang 
integral dalam konsep negara-bangsa. Kisah yang diilustrasikan 
oleh Al-Qur'an mengenai kekuasaan Nabi Dawud misalnya, 
menggambarkan teritorial, yang tidak saja berupa daerah yang 
dikuasai, melainkan juga kekayaan dari wilayah tersebut. 

Ayat ke-26 Surah Sad tersebut bisa dikaitkan dengan 
uraian dalam rangkaian ayat ke-18-20 surah yang sama, yang 
menjelaskan tentang pelbagai kelebihan yang dimiliki oleh 
Dawud atas wilayah kekuasaannya. Rangkaian ayat tersebut 
adalah sebagai berikut: 


5 ak AS TN ANN ea aa dag 
JANG GS Oa YNA 
OS SAS PERA EEA 


Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih 
bersama dia (Dawud) pada waktu petang dan pagi, dan (Kami 
tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing- 
masing sangat taat (kepada Allah). Dan Kami kuatkan kerajaannya dan 
Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutus- 
kan perkara. (Sad/38: 18-20) 


Kalimat “Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk 
bertasbih kepada dia (Dawud)” bisa dipahami dalam konteks 
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sekarang mewakili salah satu dari wilayah teritorial kekuasaan 
sebuah pemerintahan. Dawud yang dinobatkan sebagai khalifah 
di bumi oleh Allah adalah mewakili pemimpin yang diberi 
kewenangan untuk memberikan teladan baik kepada rakyatnya. 
Kisah yang, diilustrasikan dalam rangkaian ayat di atas lebih luas 
cakupannya ketimbang pengertian wilayah teritorial dalam 
konsep negara-bangsa di era kontemporer. 

Teritorial dalam kisah kenabian atau pemimpin yang 
diangkat oleh Allah seperti Dawud, Sulaiman, misalnya, tidak 
disebutkan secara rinci. Hal ini menjadi salah satu karakter 
Al-Qur'an ketika menampilkan kisah yang pernah terjadi dalam 
sejarah umat manusia. Muhammad Ahmad Khalafallah pernah 
menyatakan bahwa tidak disebutkan secara detail tentang 
karakter, tempat, waktu kejadian, serta daerah yang rinci dalam 
kisah Al-Qur'an merupakan salah satu rahasia Al-Qur'an 
mengenai universalitas pesan yang hendak disampaikan. Jika 
yang dipaparkan adalah sebaliknya, alias sangat mendetail dari 
sisi ruang, waktu, dan tempat kejadian, maka kemukjizatan 
Al-Qur'an akan terganggu, seperti halnya klaim para Orientalis 
Barat yang meragukan kemukjizatan tersebut.” 

Penyampaian informasi Al-Qur'an yang tidak rinci 
tersebut bisa dipahami sebagai simbol dari luas dan besarnya 
wilayah teritorial dari kekuasaan Nabi Dawud dan Sulaiman. 
Jika dalam Al-Qur'an gunung, burung, binatang, dan sebagainya 
diilustrasikan sebagai bagian dari “rakyat” dan wilayah kekuasaan, 
berarti bisa dipahami bahwa wilayah yang menjadi teritorial nabi 
masa lalu sangat luas. 

Pengotak-ngotakan wilayah teritorial menjadi terbatas 
dalam konsep negara-bangsa kontemporer adalah akibat dari 
pecahnya perang dunia pertama dan kedua. Pembagian wilayah 
teritorial dalam pengertian konsep negara-bangsa kontemporer 
disepakati dalam konvensi hukum internasional, yakni yang 
membatasi wilayah daratan, perairan, dan udara dari negara 
tertentu. Bahkan untuk wilayah perairan, sebatas berjarak 
beberapa kilometer dari daratan, sementara sisa lautan lepas 
yang luas menjadi milik komunitas internasional. Demikian pula 
dengan batasan wilayah udara, yang dijadikan sebagai wilayah 
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lalu lintas penerbangan domestik, sementara untuk batas tertentu 
menjadi wilayah internasional untuk lalu lintas penerbangan 
internasional. 

Pesan Al-Qur'an yang bisa dipahami dalam diskursus 
teritorial adalah wujud dari wilayah dalam kekuasaan para nabi 
yang sekaligus menjadi pemimpin atau raja pada masa itu 
sebagai simbol dari pranata sosial dan keagamaan. Dengan 
demikian, bisa pula dipahami bahwa konsep modern mengenai 
negara-bangsa yang salah satu unsurnya adalah teritorial sejalan 
dengan ilustrasi peradaban masa lalu yang disampaikan oleh 
Al-Qur'an. Wilayah, baik darat, perairan, maupun udara menjadi 
salah satu pilar dari bangunan sebuah negara yang di dalamnya 
berlaku sebuah sistem pemerintahan. 


C. Keragaman dan Keutuhan 

Keragaman adalah sunatullah dalam peradaban umat 
manusia. Baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah menyebutkan 
manusia diciptakan secara berkelompok, bersuku dan bergo- 
longan, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip mengenai penciptaan 
manusia yang berbagai macam adalah ayat ke-13 Surah 
al-Hujurat/49: 


A ta DA naat ga AIA YA Ge. AA Ina Ntar 
KINI ab SA Sr 
Pali Ty oe 

Pena KENA 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Kalimat “kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal” dipahami tidak jauh 
berbeda oleh para mufasir yang berbeda model pendekatan. 
Dengan kata lain, umumnya mereka sepakat bahwa ada 
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keragaman di dalam penciptaan, dan hikmah dari keragaman 
tersebut adalah agar bisa saling mengenal satu sama lain. 

Keragaman atau pluralitas etnik, bahasa, serta budaya 
merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban 
modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus 
ini yang hanya dihuni oleh satu etnik tertentu atau budaya 
tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari 
pelbagai etnik dan budaya. Eropa yang semenjak abad perte- 
ngahan menjadi salah satu wilayah tempat terjadinya revolusi 
industri dan kemudian menjadi “pioner” dalam eksport alat-alat 
industri meniscayakan wilayah lain sebagai pasar, yang kemudian 
berakibat pada keragaman etnik dan budaya di wilayah Eropa 
sendiri. Hal yang sama dan lebih kentara di Benua Amerika, di 
mana bagian Amerika Latin banyak pendatang dari Eropa 
terutama Spanyol dan Portugal kemudian wilayah tengah 
menjelma menjadi Amerika Serikat, sementara Amerika Utara 
menjadi Kanada. 

Dalam konteks Indonesia sendiri yang menurut statistik 
kependudukan, tidak kurang dari 300 etnik berada di Nusantara, 
dengan pelbagai budaya serta ragam bahasa yang dimiliki, 
ilustrasi ayat di atas sangat jelas. Para pendiri negara ini 
semenjak awal telah menyepakati Pancasila sebagai pilar dasar 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang meniscayakan 
perlakuan yang adil bagi semua elemen bangsa, meski secara 
budaya maupun agama memiliki perbedaan satu sama lainnya. 

Sebagai kitab suci yang mengandung hidayah, Al-Qur'an 
telah menggambarkan keniscayaan sebuah keragaman atau 
pluralitas. Keberagaman ini pula yang menjadi ajang bagi 
“perlombaan” makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yakni 
yang paling bertakwa. Dengan demikian, melalui ayat dari Surah 
al-Hujurat/49 di atas, Al-Qur'an hendak menyatakan bahwa 
manusia di atas bumi tidak ada yang lebih baik dan utama dari 
manusia yang lainnya. Secara fisik mereka berbeda, demikian 
pula watak, tabiat serta karakter yang dimiliki. Pengakuan 
keragaman Al-Qur'an dengan demikian hendak menegaskan 
bahwa manusia satu dengan lainnya sama, yang membedakan 
mereka di sisi Allah adalah kualitas ketakwaannya. 
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Pengakuan keragaman dalam Surah al-Hujurat/49 ayat 13 
ini juga senada dengan Surah al-Ma'idah/5 ayat 48 sebagai 
berikut: 


CA Ia AK GA. Ma en 
8, 2 Wa kw De» Pra 2 Ly {E Ia A 
o an Pn a apa 
reg Aing) NA KANE FA 74 aa 
Karan o AWI sk Kalapa A AN un 


73 A 


aa - Ku aa itagia 
Sa a VASA 


Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muham- 
mad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang 
diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau 
mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 
datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan 
aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba- 
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua 
kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terbadap apa yang dahulu 
kamu perselisihkan. (al-Ma'idah/ 5: 48) 


Uraian dari tafsir-tafsir klasik menyatakan pendefinisian 
kata syira dan minhaj. Syir'a jika dilihat dari asal katanya memiliki 
arti leksikal “menjalankan (syara'a), menjelaskan, bayyana dan 
awdaha” yang kemudian dipakai dalam pengertian syari'ah yang 
berarti pranata. Dua kosakata ini mengundang pendapat 
beberapa ahli seperti yang ditulis dalam beberapa literatur tafsir. 
Di antaranya adalah pendapat yang diberikan oleh Said bin Abi 
“Arubah. Menurutnya, dengan merujuk pendapat Oatadah bin 
Muzahim seorang tabi'in, syirah dan minhaj adalah jalan dan 
pranata. Dan pranata itu sendiri sangat beragam sesuai dengan 
kitab induk sebagai sumbernya, seperti pranata dalam Taurat, 
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dalam Injil, Al-Qur'an, yang masing-masing berlaku dan 
menjadi panutan bagi yang mengimaninya. 

Frasa atau kalimat “untuk setiap umat di antara kamu, Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang” penting di sini untuk 
digarisbawahi. Apalagi jika dihubungkan dengan kalimat 
selanjutnya: “Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 
satu umat saja”. Beberapa literatur tafsir memang memiliki 
perbedaan ketika menjelaskan. Namun demikian, jika dilihat 
dalam konteks pembicaraan ayat, mafhum muwafagah yang bisa 
dipetik adalah masing-masing kelompok atau umat diberi cara 
dan jalan untuk mengatur diri mereka. Plus dimungkinkan juga 
pemahaman akan beragamnya cara serta jalan dalam memegangi 
ajaran serta pranata keagamaan. 

Ketika dinyatakan dalam ayat bahwa Allah tidak meng- 
hendaki umat hanya satu saja, itu artinya keragaman diakui 
keberadaannya oleh Al-Qur'an. Masing-masing kelompok, ko- 
munitas memiliki pranata, baik yang berdasar pada ajaran-ajaran 
keagamaan yang bersumber dari sebelum datangnya Islam, 
maupun hasil kreativitas akal budi. Studi budaya dan Antropo- 
logi lazim menyebut dengan /ocal wisdom atau kearifan lokal, 
yakni pranata, nilai dan tatanan yang hidup di tengah 
masyarakat. 


D. Keragaman di Indonesia 

Dalam konteks pembicaraan Indonesia yang dimaklumi 
sebagai negara yang amat plural penduduknya, persatuan dan 
kesatuan menjadi keniscayaan. Segala bentuk ikhtiar untuk 
mempersatukan semua elemen bangsa di tengah segala bentuk 
keragaman mestinya diapresiasi. Persatuan meniscayakan keber- 
samaan dan perlakuan setara tanpa diskriminasi terhadap siapa 
pun. 

Kegagalan beberapa negara di Eropa, Jerman salah satu 
contohnya, dalam mengelola keragaman diakibatkan oleh sikap 
arogan pemerintah tentang konsep kultur utama, Leitkultur. 
Jerman mewacanakan budaya Jerman sebagai “imam” kebuda- 
yaan, sementara kultur masyarakat lain yang notabene adalah 
pendatang sebagai “makmum”. Arogansi inilah yang kemudian 
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memicu kegagalan program integrasi yang diterapkan dalam 
kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentunya berbeda 
dengan Amerika Serikat yang sedari awal menyadari posisi 
wilayahnya sebagai tungku pelebur, meling pot, dari pelbagai 
budaya masyarakatnya yang juga multi etnik. 

Sebagai negara yang berpenduduk multi etnik, budaya 
bahkan agama, memang Indonesia tidak memiliki alasan untuk 
mempromulgasikan konsep Leitkultur seperti yang dilakukan 
banyak kalangan di Jerman, karena konsep budaya Indonesia itu 
sendiri masih mengundang perdebatan. Oleh karenanya, pe- 
nempatan budaya lokal serta kearifan lokal secara proporsional 
dari komunitas masyarakat di Indonesia menjadi sebuah pilihan. 
Perbedaan antar etnis, budaya serta agama semestinya tidak 
menjadi unsur yang meretakkan kebersamaan, sebaliknya kera- 
gaman menjadi kekayaan khazanah yang saling melengkapi. 

Dalam pandangan Al-Qur'an, ketika keragaman disinyalir 
sebagai sunatullah, maka kebersamaan di tengah keragaman 
semestinya menjadi bagian dari ikhtiar positif untuk merawat 
keragaman tersebut. Frasa dalam ayat pada Surah al-Hujurat/49, 
inna akramakum “nda allahi atgakum dan ayat pada Surah al- 
Ma'idah/5, likullin ja'alna minkum syir'atan wa-minhajan memiliki 
ketegasan makna akan keragaman yang merupakan salah satu 
media bagi kompetisi yang positif. 

Keragaman bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan 
sesuatu situasi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk 
memberikan kontribusi positifnya secara optimal. Keragaman 
dalam keahlian, misalnya, menjadi sarana tukar menukar jasa 
keahlian dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang tidak 
mungkin hidup sendirian, melainkan membutuhkan jasa orang 
lain. Demikian pula keragaman dalam adat istiadat dan budaya 
akan menciptakan sarana untuk terjadinya perjumpaan budaya 
yang bisa saling melengkapi. 

Pada akhirnya, keragaman tidak semestinya dijadikan 
sebagai alat pemecah belah sebuah komunitas, terlebih dalam 
konteks kehidupan bernegara-bangsa di Indonesia. Sebaliknya, 
keragaman merupakan sesuatu yang positif, mengingat kebera- 
daannya dilegitimasi oleh Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai 
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perekat kohesi sosial dalam masyarakat. Upaya optimal yang 
dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang 
menyadari arti penting dari keragaman yang ada di masyarakat 
Indonesia meniscayakan pemikiran dan tindakan nyata dari 
generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik 
di masa mendatang berbasis spirit teks keagamaan. Wallahu 
a Jam bis-sawab. || 


Catatan: 


1 Suprapto, Kewarganegaraan, (Jakarta: Arissa Press, 1987), h. 25. 

2 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Media, 1987), h. 40. 

3 Al-Bagillani, ”at-Tamhid” dalam Yusuf Ibish (ed), Nususul-Fikris- 
Siyasi al-Islami, al-Imamah 'indas-Sunnah, (tt., 1960), h. 56; al-Mawardi, al- 
Ahkamus-Sultaniyyah, (Beirut: t.p., 1983), h. 8. 

“Jalaluddin as-Suyuti, a-Asyhbah wan-Naga'ir fil-Furü', h. 45. 

5 Misalnya yang paling menonjol adalah at-Tabari, karena memang 
tafsirnya merupakan paparan riwayat yang beragam mengenai hal-hal yang 
terkait dengan ayat yang sedang ditafsirkan. 

6 Bandingkan, Khalafallah, a/-Fannul-Oasasi fi-Our'an, (Kaito: al-Hay'a 
al-Misriyyah al-Ammah lil-Kitab, 1978), h. 34. 

7 Selengkapnya berbunyi: 


{uig Bass AKU Ulas HSI d iila ye GP gf kera JU 
Ga dad JAWI Ig dai hall SA aabt ag Dama idoi 
caman of dada ya dad coliu La phg tel Le Lg Al JE cini OBa 

ea osla SAI cah Ayla all on AN Jai Y SU ogla 
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DA C 


KEKAYAAN DAN KEUANGAN NEGARA 


Ng 


llah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan aneka fasilitas 
År terhampar di alam semesta bagi kehidupan manusia. 
Kekayaan alam tersebut tentu saja belum menjadi sesuatu 
yang langsung dapat digunakan manusia, melainkan harus diusa- 


hakan sampai akhirnya dapat dimanfaatkan manusia. Allah 
berfirman: 


Osis Ja GG KND ENG 
CD Aa As Ja Ga Ka 


Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya 
gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut 
ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan 
untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang 
bukan kamu pemberi rezekinya. (al-Hijt/15: 19-20) 


Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan keka- 
yaan sumber daya alam yang melimpah. Namun apabila dilihat 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang 
menjadi salah satu tolok ukur kemampuan suatu negara tampak- 
nya belum sebanding dengan kekayaan alam yang dimilikinya. 
Fakta ini memunculkan pertanyaan ada apa dengan negara 
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Indonesia. Apa yang keliru dengan pengelolaan sumber daya 
alam Indonesia. 

Bab ini tidak akan menjawab pertanyaan di atas, karena 
memang bukan bagian dari fokus tulisan ini. Tulisan ini akan 
menguraikan bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang sumber 
daya alam sebagai salah satu kekayaan negara. Juga tentang 
keuangan yang dikaitkan dengan sistem pengelolaannya dalam 
satu negara. 

Kehidupan suatu negara akan dapat berlangsung dengan 
baik salah satu prasayaratnya adalah memiliki aset dan sumber 
daya untuk dapat menopang keberlangsungannya. Ukuran-ukuran 
kemajuan suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh kepemi- 
likan dan pengelolaan terhadap aset dan sumber dayanya. Jenis 
aset dan sumber kekayaan suatu negara di antaranya adalah 
sumber daya alam, sumber daya laut, zakat, wakaf, pajak, dan 
devisa. 


A. Sumber Daya Alam 

Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta 
dengan segala isinya untuk kepentingan manusia. Di antara ayat- 
ayat yang menjelaskan hal ini antara lain: 
- Surah Luqman/31: 20 


Ne: Naa : II 


l2 FA 


SY; SISI de ja a ABI Save Sah Fang 


Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa 

Jang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 
menyempurnakan nikmat Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau 
petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Lugman/31: 20) 


- Surah al-Hajj/22: 65 


Lt PA 


LAA PN ERA EKA 
KERIAN SI Je SU AN 
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Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu 
(manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan 
dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit agar tidak 
jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha 
Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Hajj/22: 65) 


- Surah al-Baqarah/2: 29 


ena CAEG SA 
BB YZ Lat 


pai AI D gama pan 


Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 
29) 


- Taha/20: 6 


SN EU NEW NGK 


Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada 
di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. (Taha/20: 6) 


B. Sumber Daya Laut 

Al-Qur'an menyebut paling tidak ada 32 ayat yang 
membicarakan tentang laut dalam berbagai aspeknya: ada 
sebagai perumpamaan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, 
ada yang menunjukkan kewilayahan dalam aktivitas dan tempat 
yang mengandung resiko bagi yang ada di dalamnya kecuali 
dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa 
ayat yang secara khusus mengisyaratkan untuk pemanfaatannya, 
demi kemakmuran suatu negara." 

Bukan hanya itu, keistimewaan Al-Qur'an dalam meng- 
uraikan masalah lautan juga terlihat dari perbandingan jumlah 
ayat. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang menyebut kata 
laut. Sedang kata ‘dara? terkandung dalam 13 ayat. Jika 
dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama 
dengan 71,11 persen dari 45. Sedang 13 itu identik dengan 28,22 
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persen dari 45. Berdasar ilmu hitungan sains, ternyata memang 
71,11 persen bumi ini berupa lautan dan 28,88 persen berupa 
daratan.” 

Di antara ayat yang berbicara tentang laut antara lain: 
- Surah al-Baqarah/2: 164 


A) NG KA IN IE Ne NG 
SAS AN NAN AG) F3 
Fe AN EA D3 PR AA 


ce 


Gia KANYA JON EI YAYA] 


IP 


Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan 
siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat 
bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu 
dengan itu dibidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia 
tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran 
angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua 
itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang- 
orang yang mengerti. (al-Bagatah/2: 164) 


Sayyid Qutb dalam memberikan tafsirnya pada ayat 164 
Surah al-Baqarah: 4428 iye IRA ad elsa WA (f3 adalah bahwa 
kebesaran kapal-kapal yang berlayar di atas laut dengan segala 
kemegahan dan muatannya tidak ada apa-apanya dibanding 
dengan kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya.” 

- Surah an-Nahl/16: 14 
I Nak LAKA 2 27 X2 r or 
AEN S KY 


AN 2 


Ia z > pa Pa Pa 2E WAN 4 
A EA pes WO AAN AT 


Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 
memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu 
mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perabu 
berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan 
agar kamu bersyukur. (an-Nahl/16: 14) 
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Ayat ini diberi penjelasan oleh as-Sa'di dengan 
menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang 
menyediakan kebutuhan yang bermacam-macam bagi manusia, 
dari berbagai jenis ikan, juga kapal-kapal yang berlayar dari satu 
negeri ke negeri lain dengan membawa barang-barang perda- 
gangan dan para penumpang yang bepergian." 


- Al-Isra'/17: 66 

p, 7P | >72? 229A? 5) 24. KA AA A 
ERLE ahaaa bya aa Aa KTI 
Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar 


kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. 
(al-Isra'/17: 66) 


- Ar-Rum/30: 46 
API s 


2 ib NAN GPS ES A SHON DS As 


yer 


ya sekam 
BEN a 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu 
merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar 
dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari 
karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. tat-Rum/30: 46) 


- Fatir/35: 12 


Gi aaa PN ah Lak Ta 


Kaset Te Sa a 
2e > 2292 Pe an Kao, lap > 757 24 DAA 
Pa KN SA Top PE AS 6 

aa 14 da Sapa 


Dan tidak sama (antara) dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap 
diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) 
itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat 
mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat 
kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia- 
Nya dan agar kamu bersyukur. (Fatit/35: 12) 
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Pada zaman dahulu (sebelum Islam datang dan masa awal 
Islam sampai abad pertengahan) fungsi laut adalah sebagai salah 
satu jalur transportasi yang sangat populer bagi manusia setelah 
jalur darat. Laut memberikan kontribusi yang sangat luas bagi 
kemakmuran hidup manusia. Ini bisa dimaklumi dikarenakan 
secara geografis pun komposisi laut jauh lebih besar daripada 
daratan. Sehingga manusia senantiasa berusaha dengan segala 
upaya agar mampu memanfaatkan jalur ini untuk kepentingan 
perdagangan mereka dan juga kepentingan transportasi laut 
lainnya.” Beberapa manfaat laut bagi manusia adalah: 

1. Sarana transportasi 

Manfaat laut untuk kepentingan transportasi ini sudah 
dijelaskan dalam firman-Nya di Surah al-Baqarah ayat 164, “Dan 
kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa yang berman- 
Jaat bagi manusia.” Dengan segala bentuk aktivitas para nelayan 
dan mungkin juga dari angkatan perang yang memanfaatkan 
jalur ini tentu harus dalam koridor senantiasa untuk melakukan 
inovasi-inovasi agar lebih maju baik dari segi peralatan dan 
sarana pendukung agar mampu menundukkan segenap bencana 
yang ada di laut apakah itu badai, kehilangan arah, dan tidak 
adanya angin yang membuat kapal-kapal konvensional berhenti 
tidak mampu bergerak, Allah juga berfirman, “Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin seba- 
Zai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian 
dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah- 
Nya,” (ar-Rūm/30: 46). Itulah mengapa kita senantiasa dimak- 
lumkan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan kondisi alam 
yang demikian menakjubkan ini, di mana semua harapan inovasi 
ini hanya akan bisa dilakukan bagi mereka yang mau memi- 
kirkannya. 

Sebagai jalur transportasi, laut mengantarkan manusia ke 
mana yang dia mau, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu 
pulau ke pulau lain, dengan berbagai kepentingannya apakah 
sebagai transportasi perang, perdagangan, atau ekspedisi biasa. 
Hal ini tidak akan bisa ada tanpa rahmat-Nya yang menunduk- 
kan kapal-kapal yang berlayar itu dan juga laut dengan segala 
gejala alam yang melingkupinya." 
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2. Lahan eksploitasi 
a. Sumber hayati 

Inilah keistimewaan agama Islam yang telah begitu 
sempurna memberikan ajarannya kepada para pemeluknya 
dengan memberikan hukuman halal bagi segenap hewan-hewan 
laut baik yang masih hidup dalam proses penangkapan ataupun 
sudah mati ketika ditangkap. 

Bisa dibayangkan laut yang mempunyai prosentase 70% 
dibandingkan dengan daratan, tentu keanekaragaman hayatinya 
jauh lebih banyak dibandingkan dengan daratan, kemudian akan 
dilabeli haram tentu akan sangat menyusahkan manusia yang 
akan memanfaatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

1) Hewan-hewan laut 

Dalam konteks Indonesia jenis fauna yang ada di lautan 
Indonesia sungguh sangat luar biasa banyaknya, apalagi untuk 
kawasan timur Indonesia. Jenis ikan yang ada di Indonesia 
ratusan bahkan ribuan spesies. Tentu sangat besar kemanfaatan- 
nya jika dikelola dengan baik dan tanpa eksploitasi yang tidak 
bertanggung jawab. 

Dengan perairan yang demikian luas yang dimiliki bangsa 
ini, dan kurang optimalnya pengamanan tentu akan memberi- 
kan implikasi banyaknya pencurian kekayaan laut oleh orang- 
orang luar Indonesia. 

Memang kepemilikan menurut Islam, utamanya masalah 
air (baca: laut dan kandungan di dalamnya) ini tentu milik 
umum, sehingga tiap individu dapat memanfaatkannya, namun 
kita harus menyerahkan urusan pengelolaannya kepada negara 
agar dapat dijaga dari monopoli di antara anggota masyara- 
katnya. 


2) Flora 

Rumput laut adalah tumbuhan yang paling populer di 
antara kita karena kita sudah lama memanfaatkan ini. Namun 
tentu masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di dalam 
laut yang menantang kita untuk memanfaatkannya. Taman 
Bawah Laut Bunaken di Laut Sulawesi adalah satu di antara 
sekian banyak komunitas bawah laut yang dapat dinikmati dan 
memberikan pemasukan bagi para pengelola, pemerintah daerah 
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(pemda) dan juga untuk warga sekitar dengan memberikan 
pelayanan jasa boga atau tempat peristirahatan. 


b. Sumber nonhayati 

Barang-barang tambang seperti emas, perak, dan logam- 
logam lainnya tentu bukan tidak mungkin juga terdapat di dalam 
laut, sebagaimana sudah dieksplorasi dan dieksploitasi barang- 
barang tambang lainnya di daratan, sebagaimana firman-Nya, 
“dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perbiasan yang kamu pakai,” 
(an-Nahl/16: 14). 

Bahan bakar minyak adalah sumber langka yang walaupun 
termasuk dalam golongan sumber alam yang tidak mampu 
untuk diperbaharui, namun tidak dapat dimungkiri sumber 
cadangannya juga cukup besar dan berada di lepas pantai. 

Allah mengisyaratkan ini dengan firman-Nya, “Dan laut 
yang menyala,” (at-Yut/52: 6) mungkin karena kandungan minyak 
yang ada di dalamnya yang sangat besar sehingga nantinya akan 
mengakibatkan ledakan besar dari bahan bakar ini pada saatnya. 

Merupakan tugas para insinyur dan para ahli serta negara 
dalam melaksanakan eksplorasi setiap saat dan senantiasa di- 
kembangkan demi kesejahteraan yang merata. 


C. Zakat 

Di antara sumber kekayaan negara yang dapat digunakan 
untuk menyejahterakan masyarakat adalah zakat. Ketentuan 
tentang zakat sudah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an 
sehingga lebih jelas alokasinya sebagai sumber dan instrumen 
menyejahterakan umat. Ketentuan tersebut terdapat dalam 
Surah at-Taubah/9: 60: 


Area SPN GAJAH (Ae S a AI LIL 


.. 


Kg Ap Adaa Jan x AE EN 

G < - G AA 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang jakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
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bamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60) 


Demikian juga dalam Surah at-Taubah/9: 103 

232 PERAN Ca 2 PN AN NN A AA MA, 

ke YO ARAHAN AA KG aya BINA yaa 
4 : | 74 y n A Ah | 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menum- 

buhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui. (at-Taubah/9: 103) 


Dari ayat di atas dapat menjadi landasan yang kuat 
tentang posisi zakat yang sangat strategis untuk mengentaskan 
kemiskinan dan menyejahterakan umat. Para ulama sepakat 
bahwa di luar delapan kelompok seperti yang terdapat dalam 
ayat di atas, maka dilarang untuk menerima zakat. Tidak ada 
satu pihak pun yang boleh mengganti atau mengubah ketentuan 
ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro- 
poor. Tidak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang 
memiliki karakteristik unik seperti ini.” 

Kelebihan lain zakat adalah memiliki prosentase yang 
rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah 
diatur dalam syariat. Misalnya, zakat yang diterapkan pada basis 
luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 Yo, ketentuan 
zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Oleh 
karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif 
investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik 
serta memberikan kepastian usaha. Namun demikian, zakat 
memiliki prosentase berbeda dan mengizinkan keringanan bagi 
usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih 
tinggi. Contohnya untuk zakat produk pertanian yang dihasilkan 
dari lahan pertanian irigasi tarifnya adalah 5 Yo, sedangkan jika 
dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10 Yo, karakteristik 
seperti ini membuat zakat bersifat market-friendly (bersahabat 
dengan pasar) sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha." 
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Aspek lain yang menjadikan zakat sangat baik sebagai 
sumber kekayaan negara adalah bahwa zakat dikenakan pada 
basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. 
Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, sim- 
panan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang- 
barang tambang yang diambil dari perut bumi. Para ulama kon- 
temporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari se- 
luruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. 
Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan 
program-program pemberdayaan umat. Surah al-Baqarah/2: 267 
menegaskan hal ini: 

Na ae ts BAGI 


"3 ormi Aok lah 23 Jo Za ag, 3 


EAN E wol Yi PARE AA ASI 
EE AAT 


Wahai orang-orang yang beriman! Injakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.( al-Baqarah/2: 267) 


D. Wakaf 

Salah satu sumber yang dapat dijadikan usaha untuk 
menyejahterakan umat adalah wakaf. Para ulama memberikan 
definisi wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan 
dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur 
tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk ke- 
baikan, semata-mata untuk #agarrub (mendekatkan diri) kepada 
Allah subhanahi wa taala” Sedangkan Undang-Undang Nomor 
41 tentang Wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah per- 
buatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah." 
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Arti definisi menurut undang-undang ini telah meng- 
akomodir berbagai macam harta benda wakaf, termasuk adalah 
wakaf uang. Demikian juga diakomidir tentang wakaf dalam 
jangka waktu tertentu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak 
dibahas oleh para ulama fikih salaf. Secara spesifik, undang- 
undang tentang wakaf memuat bagian yang mengatur wakaf 
uang. 

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak 
terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, 
termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal 
dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya me- 
nyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang telah ada semenjak 
zaman Pemerintahan Dinasti Usmaniyah.'' Di Indonesia, pada 
tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah 
sebagai berikut. 

1) Wakaf uang (Cash Wakaf/ Wagfun-Nugud) adalah wakaf yang 
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan 
hukum dalam bentuk uang tunai. 

2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 
berharga. 

3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk 
hal-hal yang dibolehkan secara syarak. 

5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak 
boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah 
diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. 
Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri 
atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. 

Pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda 
bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 
1) uang, 

2) logam mulia, 
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3) surat berharga; 
4) kendaraan; 
5) hak atas kekayaan intelektual; 
6) hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf, wakaf uang juga 
diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut 
disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak beru- 
pa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang 
(LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian 
dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda 
bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang 
dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinya- 
takan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wa- 
kaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa 
sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diter- 
bitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada 
wakif dan nagir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 
28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah 
menetapkan tujuh LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI 
Syariah, Bank Mw'amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 
Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank 
Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogja Syariah." 
Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia," sertifikat dapat diberikan 
kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit 
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul 
uang dan identitas lengkap wakifnya. 

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan perlu- 
nya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) 
Undang-undang tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka 
memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk 
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Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut ber- 
kedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/- 
kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat 
(1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan 
Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia 
merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. 
Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia disebut- 
kan dalam Pasal 49 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan 
bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang; 
1) melakukan pembinaan terhadap nagir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf; 

2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf berskala nasional dan internasional; 

3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan per- 
untukan dan status harta benda wakaf; 

4) memberhentikan dan mengganti nazir, 

5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, 

6) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Adapun ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, 
para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap 
perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf 
Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan 
Majelis Ulama Indonesia. 

1. Potensi wakaf di Indonesia 

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah 
ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, 
wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan 
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kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, 
keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim 
untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengu- 
rangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah." Wakaf 
terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka 
membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik 
berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan 
pendidikan. 

Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong 
terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indo- 
nesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikem- 
bangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indo- 
nesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 m’. 

Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat 
melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup 
sasaran pemberi wakaf (wagif) bisa menjadi luas dibanding 
dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat 
dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen 
muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran 
beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya 
atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih 
mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam 
wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontri- 
busi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam 
jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu 
menjadi “tuan tanah” untuk menjadi wagif. Selain itu, tingkat 
kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga 
kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam 
gerakan wakaf uang. Disebutkan hasil penelitian yang dipublika- 
sikan PIRAC tahun 2002, 96 persen kedermawanan untuk 
perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan, dan 77 persen 
untuk lembaga nonkeagamaan. 

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia meru- 
pakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan 
wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa, yang 
mayoritas beragama Islam." Jika wakaf uang dapat diimplemen- 
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tasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa 
dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. 
Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau 
mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, 
maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap 
tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan 
terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 
juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar 
Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana 
wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per 
tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per 
tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 
10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu 
potensi yang luar biasa. 

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution!” seperti yang 
dikutip Cholil Nafis tentang potensi wakaf di Indonesia dengan 
jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta 
jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500.000 hingga 
Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 
triliun per tahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel 
berikut ini: 
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Tingkat Jumlah Tarif Potensi Potensi 
Penghasilan Muslim Wakaf per | Wakaf Uang | Wakaf Uang 
per Bulan Bulan per Bulan per Tahun 
Rp500.000 | 4 juta Rp5000,- Rp20 Milyar | Rp240 Milyar 
Rp1 juta- 3 Juta Rp10.000,- | Rp30 Milyar | Rp360 Milyar 

Rp2 juta 
Rp2 juta- 2 Juta Rp50.000,- | Rp100 Milyar | Rp1,2 Triliun 
Rp» juta 
Rp5 juta-10 | 1 Juta Rp100.000,- | Rp100 Milyar | Rp1,2 Triliun 
juta 

Total Rp3 Triliun 














2. Pengelolaan wakaf di Indonesia 

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak 
pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung 
oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 
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8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus meng- 
kampanyekan penghimpunan wakaf uang yang berskala nasional 
dan internasional. Sementara wakaf uang di tingkat lokal dan 
nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh 
masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola 
wakaf. 

Kemudian, dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan 
diinvestasikan oleh nagr ke dalam berbagai sektor usaha yang 
halal dan produktif. Misalnya pengembangan wakaf uang dalam 
produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah 
kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun 
di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan 
bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam 
perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa 
tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan 
pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara 
lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan 
untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan. 

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan 
cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal 
untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan 
mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal 
dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan 
potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan 
industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di 
kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sederhana 
sewa (rusunawa) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit peru- 
mahan masyarakat miskin, di daerah wisata yang strategis, dapat 
dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, 
rumah sakit, dan pusat perdagangan. 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana 
di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, 
yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash wagj) 
istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan 
Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian yang 
menjadikan wakaf uang sebagai sumber dana tunai. Konsep 
Temporary Wagf, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka 
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waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada wagif. 
Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang 
untuk membiayai sektor investasi beresiko, yang resikonya ini 
diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. 

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan 
Wakaf. Pertama, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk 
Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka 
waktu tertentu harus diinvestasikan ke produk bank syariah. 
Investasi wakaf uang atas asas bagi untung (mudarabah) atau 
berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf uang diinvestasikan 
dalam bentuk wudarabah/ wadi'ah (deposito) di bank Islam ter- 
tentu atau unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, mazir 
wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari 
keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada 
orang yang berhak mendapatkannya (augnf ‘alaih. Sebagai 
nagir, juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu 
bank Islam ke bank Islam. Akan tetapi, nazir tidak bisa meng- 
ambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena 
kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada 
prosedur dan memilih model investasinya. 

Kedua, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat 
ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi 
sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena 
harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan 
hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk yang 
sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk cara 
bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan cara mengem- 
bangkan tanah wakaf. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya 
menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, 
seperti pabrik pembangunan perangkat komputer, kemudian 
memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu seperti untuk 
yayasan anak yatim piatu dan sebagainya. Dengan banyaknya 
hasil wakaf yang diperoleh, tujuan wakaf bisa banyak dan terdiri 
dari beberapa macam bentuk amal kebaikan." 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk 
investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada 
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asuransi syariah. Demikian juga sebaran investasi harta dalam 
bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan 
dengan ketentuan 60 Yo (enam puluh perseratus) investasi dalam 
instrumen LKS dan 40 Yo (empat puluh perseratus) di luar LKS. 
Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, sagir dapat 
menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil 
dan manfaat wakaf kepada peruntukannya (maugaf 'alaih) tidak 
kurang dari 90%. Ketentuan Undang-Undang Wakaf ini untuk 
memaksimalkan fungsi perwakafan. 


E. Pajak 

Pajak adalah a compulsory levy made by public authorities for 
which nothing is received directly in return.” Sedangkan menurut Prof. 
Dr. Rochmat Soemitro, SH, seperti yang dikutip oleh Nur 
Kholis, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (public 
imestmend).” 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diguna- 
kan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.” 

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban 
kaum muslim atas harta selain zakat. Sebagian ulama terutama 
para fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya 
kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunai- 
kan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. 
Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.” 

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta keka- 
yaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah firman 
dalam Surah al-Baqarah/2: 177: 


ME PAPA GAN Pat 2 Arab Pn KA aa 
ISA Ah Gal AA 3 AS pil IG sa lp Ola al 
TE aa 


ya AS Zah VeA rg NE BN PM Tr Pa 
SA Gada aa NG AI 
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ANGIN Aa 


SAN AG NI KG AANG APEA 
f Geni sak SA AA masa BA, Yg 330 
Ga an KAYA AKA] 


Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke 
barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 
Allah, bari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang- 
orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta- 
minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan 
salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila 
berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada 
masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Bagatah/2: 177) 


Juga al-An'am/6: 141: 
Z TA Pak AGAMI A 2921In K 
Uas Lu E 


Kang PA aa 


PE E, An EA KEB AA SEN DE NE 


— zorg r ON on 


SIA DAYS STIP ISP LIA ANN ATI 


Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 
tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam 
itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin): dan janganlah kamu 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan. (al-An'am/ 6: 141) 


Demikian juga dengan ayat-ayat lain dalam Surah 
al-Ma'un/107: 4-7; al-Ma'idah/5: 2: al-Isra'/17: 26; an-Nisa'/4: 
36; al-Balad/90: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua 
perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang 
wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang 
menghendaki adanya keperluan tambahan (darvirah), maka akan 
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ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (daribah). Pendapat 

ini misalnya dikemukakan oleh Qadi Abu Bakar Ibnul-Arabi, 

Imam Malik, Imam al-Qurtubi, Imam asy-Syatibi, Mahmud 

Syaltut, dan lain-lain.” 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama 
tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan 
umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai 
berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, 
maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemuda- 
ratan adalah juga suatu kewajiban. 

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara 
paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban 
kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi 
rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran 
seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban 
warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara berke- 
wajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): 

1. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah 
dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan 
tujuan-tujuan pajak. 

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata 
di antara mereka yang wajib membayarnya. 

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut 
pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem 
perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut 
mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 
tiga kriteria: 

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar- 
benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid (tujuan) syariah. 

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada 
kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan 
secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. 

3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi 
tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.” 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ag- 
daribah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena 
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merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga 
dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. 
Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya 
memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai 
ungkapan daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai 
kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. 
Sedangkan &haraj berbeda dengan daribah, karena £haraj meru- 
pakan pajak yang objeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya 
adalah nonmuslim. Sementara jizyah objeknya adalah jiwa (an- 
nafi) dan subjeknya adalah juga nonmuslim. 

Sumber utama pendapatan negara menurut Islam dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 









































No Nama Pen-| Jenis Pen- Subjek Objek Tarif Tujuan 
dapatan dapatan Penggunaan 
1 Ganimah Tidak Non Harta Tertentu |5 Kelompok 
Resmi muslim 
2 Zakat Tidak Muslim Harta Tertentu |8 Kelompok 
Resmi 
c 5 Hasil 
3 Da Tidak. Muslim | Pertanian/ | Tetap 8 Kelompok 
Sadaqah Resmi 
: dagang 
4 | Jizyah Resmi N 2 Jiwa Tidak Umum 
: muslim tetap 
5 | Kharij Resni Aon [SEWA Tidak Umum 
muslim Tanah tetap 
6 Usr F Bea Resmi Non- Barang Tidak Umum. 
Cukai muslim dagang tetap 
7 | Waqaf Tidak: Muslim Harta Tidak Umum 
Resmi tetap 
8 Dabah Resmi Muslim Harta Tidak Umum 
(Pajak ) tetap 


























Selain itu, negara juga mendapatkan sumber pendapatan 
sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan 
lain-lain yang diterima secara tidak tetap.” 

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf al-Qaradawi 
adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 
harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 
mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan 
untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, 
dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Gazi 
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Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk 
membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat 
berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 
Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik 
harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan 
secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan 
bagi pemerintah.” 

Abdul Qadim berpendapat bahwa pajak adalah harta yang 
diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslim untuk 
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 
memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 
ada uang/harta. 

Dari berbagai definisi tersebut, tampak bahwa definisi 
yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan 
nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya 
terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: 

1) Diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 

2) Objeknya harta; 

3) Subjeknya kaum muslim yang kaya; 

4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka; 

5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang 
harus segera diatasi oleh Ulil Amri. 

Adapun karakteristik pajak (daribah) menurut syariat, yang 
hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah 
sebagai berikut: 

1) Pajak (daribah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, 
hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta 
atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka 
kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, 
yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang 
membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif 
konvensional adalah selamanya (abadi). 

Pajak (daribah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 
merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah 
yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh 
lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditu- 
jukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. 


2 


— 
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3) Pajak (daribah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum 
non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak 
membedakan muslim dan nonmuslim dengan alasan tidak 
boleh ada diskriminasi. 

4) Pajak (daribah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, 
tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam per- 
spektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang 
miskin, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 

5) Pajak (daribah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pem- 
biayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. 

6) Pajak (daribah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 
Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena 
hanya itulah sumber pendapatan. 

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerap- 
kan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah 
terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 
dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha 
Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di 
dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh 
wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PPh. 
Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan 
pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 
2008 tentang PPh. 


F. Devisa 
Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk 

transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan 
diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak 
dijadikan devisa saat ini adalah dollar Amerika (USD). 
1. Sumber devisa: 

-  Pinjaman/hutang luar negeri. 

- Hadiah, bantuan, atau sumbangan luar negeri. 

- Penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri. 

- Hasil ekspor barang dan jasa. 

- Kiriman valuta asing dari luar negeri. 

- Wisatawan yang belanja di dalam negeri. 

- Dan lain-lain. 
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2. Manfaat devisa: 

- Membeli barang atau jasa dari luar negeri (impor). 

- Membayar utang pokok serta bunga utang luar negeri. 

- Pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri. 

- Membiayai perwakilan di luar negeri (duta besar, 
konsulat, dll). 

-  Membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding/perja- 
lanan dinas pejabat negara. 

3. Jenis-jenis atau macam-macam devisa: 

- Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan 
ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. 

- Devisa kredit, yakni devisa yang diperoleh dari kredit 
pinjaman luar negeri. 

4. Fungsi devisa: 

- Alat pembayaran utang luar negeri. 

- Alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri. 

- Alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negeri 
seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, 
bantuan, dan lain-lain. 

Sebagai sumber pendapatan negara. 
Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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DA C 


HUBUNGAN ANTARNEGARA 


a A 


A. Prinsip Hubungan Antarnegara dalam Islam 

Hubungan antarnegara merupakan suatu ikatan yang 
dibangun berdasarkan asas dan kaedah-kaedah umum dan 
aturan-aturan yang mengatur hubungan antarnegata yang 
memiliki pemerintahan dan kepemimpinan sendiri. 

Hubungan ini dilandaskan atas hukum internasional yakni 
seperangkat hukum perundang-undangan yang mengatur hu- 
bungan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Hukum 
internasional juga diartikan dengan sekumpulan peraturan/ 
kaedah yang mengatur kerja sama antarnegara dan membatasi 
hak dan kewajiban masing-masing baik dalam kondisi damai 
maupun perang.' 

Prinsip hubungan antarnegara didasarkan pada hubungan 
antara umat Islam dan orang kafir. Sebagian ulama berpendapat 
bahwa hukum asal hubungan antara muslim dan kafir adalah 
perang (LAN D 3 PA). 

Perang diperintahkan tidak hanya untuk memelihara 
diri, namun merupakan perintah dasar dalam menyebarkan 
ajaran Islam. Setiap muslim lebih seyogyanya mengutamakan 
mengusir orang kafir dari negeri mereka baik mereka memusuhi 
umat Islam atau tidak. Menurut kelompok ini tidak ada istilah 
damai dengan orang kafir kecuali pada saat mendesak atau 
untuk mewujudkan kemaslahatan agama. 
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Pendapat ini mengacu pada ayat-ayat perang. Misalnya 
Surah al-Baqarah/2: 216, an-Nisa'/4: 74, al-Anfal/8: 65, at- 
Taubah/9: 29. 


tpg Gac Ac Zi P Aa b La NG AA 
ana “alel (MEI na 3 naga 
Wah tas Ng NG 15. Dg Pot ana 


SAE arina VAME S Gan 


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak 
baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al- 
Baqarah/2: 216) 


Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an, kelompok ini berpa- 
tokan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam: 


a Ny Y s sg a Ý d Y ik ge yai gpi i i 
58 h olg) A Ae Hg gia Y KANGA a La liat 
“Gal 


Saya diberintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengata- 
kan tiada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengatakan kalimat 
tersebut, darah dan barta mereka aman (terjaga) kecuali sebatas haknya, 
dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah. (Riwayat Muslim dari 
Jabir) 

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut jumhur ulama, 
di antaranya as-Sauri, al-Auzai, Abu Hanifah, asy-Syafit dan 
Ahmad bin Hanbal dasar hubungan antara umat Islam dan 
nonmuslim adalah damai (HEJ 33 ai 3 ARI), Perang 
diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, 
menghindari fitnah, dan dalam rangka mempertahankan diri. 
Apabila orang kafir tidak memerangi umat Islam, tidak meng- 
halangi dakwah Islam dan mengancam keselamatan umat Islam, 
mereka aman berada dalam wilayah Islam dan tidak boleh 
diperangi. Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam ketika mengirim 
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utusan ke suatu negeri selalu berpesan kepada utusan tersebut 
agar mereka lebih mengutamakan jalan damai dalam menyebar- 
kan ajaran Islam dan menghindari pertumpahan darah. 

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menyuruh 
umat Islam menyebarkan agamanya dengan jalan damai. Di 
sa al-Hajj/22: 39 dan pl 2: 190-191: 


vw. Le ala" KA A 2 


Diizinkan aan kepada orang-orang yang diberangi, karena sesung- 
gubnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong 
mereka itu. an 22i 
3 <12 EA GA ABG M 2 . 22 5; 
PPR a 2-1 Lana sa eka Tua 


ANE 6 Aa Na Na < a EA F 4 
mas pian ola Pn aan 
Os 


Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 

jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
Jang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui 
mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. 
Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu 
perangi mereka di Masjidilbaram, kecuali jika mereka memerangi kamu di 
tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. 
Demikianlah balasan bagi orang kafir. (al-Bagarah/2: 190-191) 


Ayat-ayat di atas secara jelas memaparkan bahwa perang 
baru diperintahkan apabila orang kafir memerangi umat Islam. 
Apabila mereka tidak menampakkan permusuhan dan tidak 
memerangi umat Islam, Allah melarang kaum muslim memulai 
peperangan. 

Sedangkan hadis Nabi sallallahu “alaihi wa sallam di atas, 
menurut kelompok ini berlaku bagi orang atau kelompok yang 
memerangi umat Islam dengan tujuan untuk menolak kezaliman 
mereka. Apa yang diungkapkan dalam hadis ini tidak berlaku 
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umum. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, dasar hubungan 

antar mukmin dan nonmukmin atau hubungan internasional 

adalah damai bukan perang. Sejarah nabawiah banyak menam- 

pilkan bagaimana Nabi selalu mengutamakan jalan damai dan 

menjaga hubungan baik dengan nonmuslim. Peperangan yang 

ada antara umat Islam dan kaum musyrik atau orang kafir 

hanyalah dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam. 
Dalam bukunya an-Nizamus-siyasi fil-Islam, Abdul “Aziz 

“Izat al-Khayyat menjelaskan kaidah-kaidah umum yang dijadi- 

kan landasan hubungan antarnegara antara lain: 

1. Semua manusia sama derajatnya dalam hak dan kewajiban 

tanpa melihat perbedaan agama dan kebangsaan, 

2. Menghormati perjanjian antara negara Islam dan lainnya, 

3. Tidak boleh mengumumkan perang secara tiba-tiba tanpa 

terlebih dahulu memberikan peringatan: 

Membalas dengan yang setimpal, 

Bersinergi dengan kemaslahatan umat Islam dan penyebaran 

dakwah Islam, 

Hak hamba lebih dahulu dari hak Allah, 

Buah dari hubungan internasional adalah dakwah Islam, 

Menegakkan ajaran Islam yang tinggi; 

Dasar hubungan antarnegara dalam Islam adalah damai, 

perang menyalahi sifat kemanusiaan. 


Saba 


LA 


B. Hubungan Antarnegara dalam Kondisi Damai 

Hubungan antarnegara mencakup hubungan antarnegara 
dalam kondisi damai dan dalam kondisi perang. Damai adalah 
asas hubungan Internasional. Begitu juga dalam Islam. Sesuai 
dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, Islam lebih 
mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara mana 
saja. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta 
(al-Anbiya'/21: 107). Karena itu, Allah tidak membenarkan umat 
Islam melakukan peperangan, apalagi mengekspansi negara lain. 
Perang hanya diizinkan dalam kondisi yang terdesak dan hanya 
untuk membela diri (defensif) (al-Hajj/22: 39-40). 

Hubungan damai antara negara akan melahirkan banyak 
kemaslahatan bagi masing-masing negara. Hubungan ini bisa 
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terjalin dalam bentuk pengiriman diplomasi antarnegara, fakta 
perjanjian, dan kerja sama ekonomi. 


1. Hubungan diplomatik 

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara 
pun yang dapat hidup dengan mengisolasi diri dari pergaulan 
internasional. Negara tersebut membutuhkan negara lain untuk 
memasarkan produk-produknya atau untuk mendapatkan produk- 
produk negara lain yang tidak mereka miliki. Hal ini semakin 
mudah mereka lakukan, apabila mereka menjalin kerjasama dan 
membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 

Dalam sejarah perkembangan Islam, istilah diplomasi 
dalam bentuknya sekarang belum ada pada masa awal 
kemunculan agama ini. Namun demikian, hubungan antarnegara 
seperti pengiriman utusan pada waktu tertentu dari satu negara 
ke negara lain atau antarpimpinan kabilah menyerupai hubungan 
diplomatik yang ada sekarang. 

Islam kemudian meneguhkan prinsip-prinsip ini dengan 
melarang membunuh utusan. Dalam sebuah hadis yang diriwa- 
yatkan oleh Ibnu Mas'ud disebutkan: 


alga Na naa Ke JAN Ne 
ISA Is lea Ola NE o wí ji 
Ja V6 LP P LT lag ade a A, 


“(gama i a XS yS NAS ola) ek 


Ibnu an-Nawwahah dan Ibnu Usal yang merupakan utusan Musailamah 
mendatangi Rasul sallallahu “alaihi wa sallam. Rasul kemudian bertanya 
kepada mereka, “Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah utusan 
Allah?” Keduanya menjawab, “Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah 
utusan Allah.” Nabi kemudian bersabda, “Aku beriman kepada Allah, 
seandainya aku dibolehkan membunuh utusan, pasti akan kubunuh 
kalian berdua. (Riwayat Ahmad dari “Abdullah bin Mas'ud) 


Dalam negara Medinah, Nabi Muhammad sebagai kepala 
negara, juga melakukan jalinan kerjasama dengan berbagai nega- 
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ra sahabat. Kerjasama ini dipererat melalui hubungan diplo- 
matik dengan negara-negara tersebut. Negara-negara sahabat 
yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Darul-Islam 
dinamai oleh ulama Syafiiyah dengan darul-'ahd atau darus-sulh. 


a. Pengertian diplomasi 

Diplomasi (diplomacy, Inggris) berasal dari bahasa 
Yunani Kuno, diploo yang berarti “meliputi”; diploma yang 
berarti “perjanjian atau perikatan atau surat kepercayaan”. Pada 
mulanya, kata ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu 
penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh dua 
pihak yang mengadakan perjanjian. Pada masa kekaisaran 
Romawi, semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan 
surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan 
dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu. Surat jalan ini 
disebut “diplomas”. 

Dalam perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa 
Latin dan digunakan untuk pengertian perjanjian kerjasama 
bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar Romawi. Dari 
peristiwa ini, lama kelamaan kata “diplomasi” dihubungkan 
dengan manajemen hubungan internasional. Orang yang diutus 
oleh negara masing-masing untuk melakukan kerja sama dalam 
perjanjian ini dinamakan dengan “diplomat”. Mereka memper- 
oleh hak-hak istimewa dan perlindungan keamanan dalam me- 
laksanakan tugas-tugas diplomatiknya di negara tempat bertu- 
gasnya. Menurut hukum internasional, mereka memiliki hak-hak 
kekebalan diplomatik, tidak tunduk pada hukum yang berlaku di 
negara ia bertugas. 

Dalam The Oxford English Dictionary, kata diplomasi 
diartikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui 
negosiasi yang mana hubungan ini diatur dan diselaraskan oleh 
duta besar dan para wakil bisnis atau seni para diplomat. Dari 
sini dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah seni mengede- 
pankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara- 
cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila 
cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diingin- 
kan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan 
nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. 
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b. Kekebalan diplomatik dalam Islam 

Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum 
dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin 
bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak 
dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah 
hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). 

Dalam tradisi Islam, seorang utusan tidak boleh dirugi- 
kan, walaupun datang dari musuh dan bantalan yang sangat 
provokatif atau pesan ofensif. Imam-imam fikih sepakat bahwa 
seorang utusan wajib dijaga keamanannya baik nyawa maupun 
hartanya selama mereka berada dalam wilayah negara Islam. 
Hadis Nabi sallallahu “alaihi wa sallam menggambarkan bagaimana 
Islam sangat menjaga keselamatan utusan sekalipun mereka 
berasal dari musuh yang sangat membenci Islam. 

Ketika utusan Musailamah dikirim kepada Nabi Muham- 
mad, beliau bertanya kepada mereka, “Apakah kalian bersaksi 
bahwa aku adalah utusan Allah?” Keduanya menjawab, “Kami 
bersaksi bahwa Musailamah adalah rasulullah.” Nabi kemudian 
bersabda, “Aku beriman kepada Allah, seandainya aku diboleh- 
kan membunuh utusan, pasti akan kubunuh kalian berdua.” 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Seandainya bukan karena 
utusan tidak boleh dibunuh, tentulah akan kupukul pundak 
kalian berdua.” 

Diplomat dipandang sebagai seorang penyampai amanah 
yang harus dihormati. Melanggar hal tersebut biasanya dipandang 
sebagai pelanggaran besar atas kehormatan. Perlakuan kepada 
mereka menyerupai perlakuan terhadap orang yang kafir yang 
berada di daerah Islam yang dijamin keamanan dan kesela- 
matannya. 


2. Fakta perjanjian 

Sebagaimana diungkapkan di atas, adanya hubungan 
diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya diawali 
oleh penandatanganan pakta perjanjian. 

Perjanjian yang dalam istilah bahasa Arab disebut 
“mu'abadah” secara bahasa berarti perjanjian antara dua orang 
atau banyak orang. Sedangkan secara istilah kata ini bermakna 
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perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengatur 
hubungan antara keduanya. Atau dengan istilah lain kesepakatan 
yang dijalin oleh dua negara atau lebih dalam rangka mengatur 
hubungan perundang-undangan atau kenegaraan serta menetap- 
kan prinsip-prinsip yang menyertainya. Mu dhadah juga bermakna 
kesepakatan dua negara yang mengikat keduanya dalam bentuk 
hukum tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah 
tercakup dalam satu dokumen atau lebih dan apa pun namanya." 

Dalam Konferensi Wina tahun 1959, perjanjian inter- 
nasional diartikan dengan perjanjian yang diadakan oleh dua 
negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat- 
akibat hukum tertentu. Tegasnya, perjanjian internasional meng- 
atur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum interna- 
sional. 
a. Dasar pensyariatan perjanjian 

Perjanjian dibolehkan dalam Islam selama tidak menyalahi 
syariat dan bertentangan dengan kaedah-kaedah agama serta 
tidak merendahkan kehormatan Islam dan umatnya. Perjanjian 
tersebut juga tidak menghambat dan menghalangi dakwah 
Islam. Islam membolehkan mengadakan perjanjian dengan 
orang-orang kafir (musuh Islam) yang tidak memerangi umat 
Islam. Dalam Surah an-Nisa'/4, Allah berfirman: 


` j2 7 Ve 297 az Or AI PAKA 3A P 

Ba Yi Na GN MS Gan 

az PA Ganga ga A a >A Penano 
(8) 


meb PNA GA a Bal yana 
GAS SE PIK UPI an KA, 

Zr 2 (ing C3, LAN LA. 1È Aa. a 
KE WÉ i 44 BAN SAS mera 


= Kh ge GANG naa Pers 
PI 


> 


Or È 


Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah 
menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah 
kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum 
mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka 
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tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu 
temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka 
sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta 
perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah 
ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati 
mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi 
kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekua- 
saan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka 
memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak meme- 
rangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka 
Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) 
mereka. (an-Nisa'/4: 89-90) 


Dalam ayat lain dijelaskan: 


A "ia 4 age > Lee Aa Panas 
SEN ae aaa SAS Ga SAE AI 


KALA mel Tapa GI 


Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan 
kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan 
tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka 
terhadap mereka itu penubilah janjinya sampai batas waktunya. Sung- 
guh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (at-Yaubah/ 9: 4) 


Ayat—ayat di atas menunjukkan kebolehan mengadakan 
perjanjian internasional antara negara Islam dengan yang lain. 
Di samping Al-Qur'an, beberapa hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa 
sallam diungkapkan bahwa Nabi pernah mengadakan perjanjian 
dengan orang kafir. Seperti perjanjian Nabi dengan orang 
Yahudi Medinah ketika beliau memasuki kota ini. Dalam 
Perjanjian Hudaibiyah, juga terlihat bagaimana Nabi melakukan 
perjanjian dan gencatan senjata dengan musyrik Mekah selama 
beberapa tahun. Peristiwa ini menjadi dalil kebolehan 
mengadakan perjanjian dengan musuh Islam, bahkan Nabi 


bersabda: 


Ha ep Al aus ye Glen ola) AA Ash, SEL AA JS Ia 
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Siapa yang membunuh orang yang berada dalam perjanjian damai tidak 
akan mencium ban surga. (Riwayat al-Bukhari dari “Abdullah bin 
“Amr) 


Apabila perjanjian telah disepakati, masing-masing pihak 
harus menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Jauh 
sebelum perumusan Konvensi Wina mengenai Pakta Perdamaian 
tahun 1959, Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam dan sahabat telah 
mempraktikkan bagaimana negara Islam harus tunduk dan patuh 
pada pakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. 
Pakta perjanjian damai yang pertama kali dilakukan Nabi dalam 
sejarah Islam adalah Perjanjian Hudaibiyah dengan pihak 
Ouraisy Mekah pada tahun 6 H. 

Bila dilihat sepintas, perjanjian ini timpang dan merugikan 
umat Islam, terutama pasal dua yang mengharuskan ekstradisi 
secara sepihak. Namun Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa 
sallam sebagai pihak yang telah menandatangani Perjanjian 
Hudaibiyah ini tidak punya pilihan kecuali mematuhi dan 
melaksanakannya. Tidak lama setelah ratifikasi perjanjian ini, 
Abu Jandal bin Suhail—delegasi kaum Quraisy Mekah yang 
menandatangani perjanjian yang telah memeluk Islam, datang 
berlutut kepada Nabi dengan keadaan tangan terbelenggu, 
untuk minta perlindungan dari perlakuan kasar dan siksaan 
orang Quraisy terhadap dirinya. Suhail bersikeras menghendaki 
agar anaknya diserahkan kembali ke Mekah, sesuai dengan 
perjanjian yang baru saja disepakati. “Umar sendiri bermohon 
kepada Nabi agar melindungi Abu Jandal. Namun Nabi tetap 
pada pendiriannya menghormati perjanjian dan tidak dapat 
melindungi Abu Jandal. Akhimya Abu Jandal diesktradisi ke 
Mekah. Dari dimensi hukum internasional, perbuatan Nabi ini 
menunjukkan betapa perjanjian yang telah disepakati harus 
dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. 


b. Syarat-syarat perjanjian 

Selayaknya sebuah akad seperti akad-akad lain dalam 
Islam, perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi 
guna sahnya perjanjian tersebut. Dalam bukunya al Alagatud- 
Dauliah fisy-Syari'ah wal-Oanun fi Silmi wal-Harb, “Abdul Latif al- 
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Humayyim merinci syarat ini menjadi dua: pertama, dari segi 
isi/materi perjanjian (ak-syurituk-maudi ah),) isi perjanjian tidak 
boleh menyalahi kaedah-kaedah agama, tidak mengandung 
syarat-syarat yang batil, masing-masing pihak rida, isi perjanjian 
harus dapat menciptakan kemaslahatan umat Islam, dan 
mencantumkan waktu berlakunya. Kedua, dari segi fisik 
perjanjian itu sendiri (syuritusy-syakliah) harus berkompeten 
(abliah). Berbeda dengan “Abdul Latif al-Humayyim yang 
merinci syarat perjanjian, sebagian besar ulama menyatukan dua 
syarat tersebut, di antaranya adalah ah/iah (berkompeten), rida, 
aman, dan muwada'ah (adanya jaminan). 


c. Macam-macam perjanjian 
1) Perjanjian ekonomi 

Perjanjian ekonomi antarnegara dimaksudkan untuk 
mengatur perdagangan luar negeri (impor ekspor) antarnegara. 
Dalam Islam perjanjian ini bertujuan untuk menjamin 
keselamatan perdagangan antara negara Islam dan negara lain. 
Syarat-syarat atau ketentuan perdagangan harus sesuai dengan 
ajaran Islam. Dalam perdagangan ini dilarang adanya praktik 
riba serta jual beli khamar dan babi. 


2) Perjanjian politik 

Yang dimaksud dengan perjanjian politik adalah perjan- 
jian yang meliputi persoalan hukum dan hubungan kenegaraan 
yang biasanya berlaku untuk waktu yang lama atau berlaku 
selamanya tidak terikat waktu. Contoh perjanjian yang berlaku 
untuk kurun waktu yang lama adalah Perjanjian Hudaibiyah 
yang dirancang untuk 10 tahun. Sedangkan contoh perjanjian 
yang berlaku selamanya adalah perjanjian antara Nabi sa/lallahu 
alaihi wa sallam dengan orang Yahudi. Perjanjian dalam bentuk 
yang pertama dibolehkan dalam Islam. Namun untuk perjanjian 
selamanya ulama berbeda pendapat mengenai kebolehannya. 
Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang membolehkan. 
Perbedaan ini sebenarnya disebabkan oleh perbedaan dasar 
hubungan internasional dalam Islam. Bagi yang membolehkan 
perjanjian politik yang tidak terikat waktu adalah yang berpen- 
dapat bahwa asas hubungan internasional adalah damai. Sedang 
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yang tidak membolehkan adalah yang mengatakan bahwa dasar 
hubungan internasional adalah perang. 


3) Perjanjian militer 

Perjanjian militer dimaksudkan untuk menjaga keamanan 
suatu negara atau menjaga perbatasan antarnegara, dan menjaga 
negara dari serangan negara lain.” 


3. Hubungan ekonomi 

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara, 
tidak akan mungkin dapat terwujud jika hanya mengandalkan 
kekuatan sendiri. Karena itu, perlu adanya kerjasama ekonomi 
agar saling melengkapi kebutuhan primer maupun sekunder. 

Istilah kerja sama ekonomi internasional tidak sama 
dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi interna- 
sional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan 
internasional. Dengan demikian kerjasama ekonomi internasional 
adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya 
dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu, dengan 
memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. 

Dalam pergulatan ekonomi sekarang ini, kerjasama 
ekonomi menjadi hal yang paling diburu oleh seluruh dunia. 
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama 
ekonomi antara lain: a) Mengisi kekurangan di bidang ekonomi 
bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama eko- 
nomi. b) Meningkatkan perekonomian negara-negara yang 
mengadakan kerjasama ekonomi di berbagai bidang. 0) 
Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan 
kemakmuran dunia. d) Memperluas hubungan dan mempererat 
persahabatan. e) Meningkatkan devisa negara. 

Perdagangan luar negeri antara negara Islam dan negara 
asing bukan merupakan hal yang baru. Perdagangan ini telah 
banyak dilakukan oleh umat Islam, kafir &immi dan kafir /arbi. 
Dalam menjalankan perdagangan luar negeri terdapat semacam 
membayar pajak yang harus dibayar. Pajak ini diistilahkan 
dengan bea cukai. Menurut ulama fikih, bea cukai ini menjadi 
kewajiban karena seorang muslim apabila keluar dari negerinya 
untuk berniaga, dia membutuhkan perlindungan negara Islam 
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untuk menjaga diri dan hartanya. Jika pemeliharaan ini tidak 
ada, maka akan menyulitkannya untuk berniaga. Oleh sebab itu, 
penguasa/imam berhak mengambil zakat dari pedagang 
tersebut. 


C. Hubungan Antarnegara dalam Kondisi Perang 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya sebagian ulama 
berpendapat bagi hukum asal hubungan internasional (hubungan 
antar bangsa adalah damai), walaupun sebagian lagi berpendapat 
bahwa hukum asal hubungan internasional adalah perang. 
Namun demikian, mempertahankan perdamaian jauh lebih 
menguntungkan dari peperangan. Setiap negara harus berupaya 
menciptakan perdamaian dunia dan menghindari kericuhan 
apalagi peperangan. Sebab peperangan antar bangsa tidak hanya 
merusak tatanan pemerintahan, namun juga menghancurkan 
sendi-sendi kehidupan, merusak alam, dan menimbulkan 
kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, dalam Islam perang baru 
diizinkan dalam kondisi tertentu, di antaranya: 
1. Mempertahankan diri 

Dari kitab-kitab sejarah, dipaparkan cara Nabi Muhammad 
menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri Medinah 
dari serangan-serangan orang kafir Quraisy. Dalam Perang 
Badar, bukan Nabi yang menyerang, tetapi musuh Nabi yang 
menyerang ke Medinah. Adapun pada waktu Fathu Makkah, 
Rasulullah datang ke Mekah bukan sebagai perang atau 
penakluk, melainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai 
tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh Mekah, seperti Abu 
Sufyan yang pada waktu itu masih kafir. 


2. Dalam rangka dakwah 

Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin 
jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan 
keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh 
dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan 
bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila 
penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang- 
orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan kepada 
penguasa yang zalim. Perilaku seperti itulah yang diperton- 
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tonkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu yaitu 
tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk 
agama yang diyakininya. Wallahu a'lam bis-sawab. || 


Catatan: 


1 Ali Mansur, asy-Syariah Islamiah wal-Oaniinud-Dauli al-'Am, h. 80. 

2 Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab a-Amr bi Oitalin-Nas 
hatta Yaguli la Haha illa Allah, (al-Maktabatusy- Syamilah), Juz 1, h. 39, hadis 
nomor 137. 

3 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (al 
Maktabatusy-Syamilah), Juz 6, h. 306, hadis nomor 3761. 

4 Muhammad al-Ganimi, Oaninuk-Islam fil-Islam, h. 458 dan Ibrahim 
Ahmad Syilbt, Mabadiul-Qaniin ad-Dauli al-Am, h. 256. 

5 Imam Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Abwab al-Jizyah wa-Muwada'ah, 
Bab Ism Man Oatala Mu'abidan bigairi Jurm, (al-Maktabah asy-Syamilah), Juz 3, 
h. 1155, hadis nomor 2995. 

6 Untuk lengkapnya lihat macam-macam perjanjian ini dalam “Abdul 
“Aziz “Izat al-Khayyat, an-Nizamus-siyasi fil-Islam, h. 304-309. 


350 Hubungan Antarnegara 


DA C 


KONFLIK INTER DAN ANTARNEGARA 


mmy 


A. Asas Legalitas Perang dan Damai 

Satu prinsip yang menjadi basis hubungan antar negara 
yang paling fundamental dalam Islam adalah bahwa Islam 
menjadikan perdamaian sebagai prinsip dasar dari hubungan 
antarbangsa. Adapun konflik bersenjata atau perang yang 
diperbolehkan dalam Islam sebenarnya lebih bercorak defensif 
(al-harbul-difa'iyyah) yang bertujuan untuk semata-mata membela 
diri dari serangan musuh. Dalam hal ini menarik menyimak 
M. “Abdullah Diraz yang menulis: 


Tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Islam adalah agama 
yang disebarkan dengan senjata, sebab prinsip Islam adalah: “La 
ikraha fid-din” [tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)| 
Begitu pula, tak seorang pun bisa berkata bahwa ide perang terus- 
menerus melalui serangkaian penaklukan telah meracuni pikiran 
umat Islam, karena inilah prinsipnya: “Negeri akhirat (dengan kenik- 
matan surganya) itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.” Sesung- 
guhnya perang yang dilegalkan oleh Islam adalah “perang defensif”. 


Mengenai istilah “perang defensif” yang dilegalkan Islam 
dan bersifat “pengecualian” sebagaimana akan kita lihat nanti, 
Diraz dalam bahasannya mengenai “Prinsip-prinsip Hukum 
Publik Internasional dalam Islam” (Mabadi a-Oanin ad-Duwali 
al- Am fi-Islam) lebih lanjut menjelaskan," 
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Istilah “perang defensif” ini dapat diimplementasikan dalam 
dua bentuk berdasarkan penegasan Al-Qur'an: Perfawa, untuk 
membela diri, sesuai firman Allah yang artinya, “Diizinkan (berperang) 
kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan 
sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir 
dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, banya karena mereka berkata, 
“Tuhan kami ialah Allah.” Dan kedua, untuk membantu komunitas 
muslim atau sekutu yang tak berdaya ketika diserang oleh pihak 
musuh, sebagaimana firman Allah, “Dan mengapa kamu tidak mau 
berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, 
perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah 
kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung 
dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”S 


Sebenarnya jauh sebelum Diraz, melalui magnum opus-nya 
al-Mugaddimah, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa usia sejarah 
perang dan segala bentuk konflik antar anak manusia, sebenarnya 
seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi 
semenjak Tuhan menciptakan dunia yang akan terus terjadi 
selama manusia masih maujud di pentas dunia.” Al-Qur'an 
sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal yang 
sulit dihindari sama sekali, sehingga bila tujuannya legal (syar), 
yaitu untuk mengantisipasi serangan musuh dan menolong yang 
(di)lemah(kan) sebagaimana dijelaskan di atas", perang diizinkan 
—bahkan diwajibkan—meskipun terasa berat dan menyakitkan, 
sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


IAIN 1S D A 
SIS Ne SS 


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. (al-Baqarah/2: 216) 


Dengan kata lain, peperangan dalam Islam mungkin lebih 
tepat dikatakan—meminjam kata-kata Diraz—sebagai, “Syarrun 
la yalji'u ilaihi illa al-mudtir (keburukan yang tidak akan dilakukan 
kecuali karena keterpaksaan).” Di sinilah kita mengerti mengapa 
Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersedia menerima beberapa butir 
perjanjian Hudaibiyyah yang sepintas tampak merugikan umat 
Islam ketimbang menyambut tantangan perang kaum Quraisy. 
Menurut Ditaz, hal ini sama sekali tidak aneh, karena Nabi 
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sallallahu 'alaihi wa sallam, yang memahami betul prinsip dasar 
perdamaian dalam hubungan antarbangsa, memandang bahwa 
menerima perjanjian yang kerugiannya dapat ditolerir namun 
dipastikan dapat menghindari pertumpahan darah, adalah lebih 
baik dari suatu kemenangan yang gemilang dengan memakan 
korban jiwa." 

Demikianlah, ayat-ayat Al-Our'an yang menegaskan prinsip 
perdamaian dunia dan bahwa peperangan tidak lain sebagai 
bentuk pengecualian adalah sangatlah gamblang. Allah subhanahu 
wa ta'ala mengizinkan kaum muslim untuk melakukan pepe- 
rangan bilamana musuh-musuh Islam telah melakukan serangan 
terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


o Go LN IA A AA In, GL 
PA angan SAN iyah AN AE ASI 


Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesung- 
gubnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong 
mereka itu. (al-Hajj/22: 39) 


Demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: 
Lo L >A A NI PA BAPA SI YA ga PANG 
GEN Sa TAN EN a IAI G3 


Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
Jang melampaui batas. (al-Bagatah/2: 190) 


Penting untuk dicermati di sini bahwa ayat di atas secara 
tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam 
Islam untuk tujuan-tujuan yang telah disinggung di atas, tetapi 
di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas- 
batas diperbolehkannya peperangan, karena Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. Karena itulah Allah subhanahu 
wa ta'ala mengafirmasi ayat di atas dengan firman-Nya: 


Car Da Dae AN PIA KOTA Ad DIA NGE 1 
SES Jw AE Pra CX yag 


Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal 
dengan serangannya terhadap kamu. (al-Bagarah/2: 194) 
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Menjaga perdamaian dan anti-peperangan sebenarnya 
merupakan sikap dasar dari wajah Islam sesungguhnya. Ia men- 
jadikan pertumpahan darah dan peperangan sebagai bentuk 
pengecualian untuk membela diri dari serangan musuh; suatu 
pengecualian yang, kendatipun tidak menyenangkan, menjadi 
pilihan terbaik ketimbang menyerah kepada musuh tanpa 
perlawanan. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari firman 
Allah subhanahu wa ta'ala: 


2i odon IR NABI 4 A 
asas JE SS 


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. (al-Baqarah/2: 216) 


Dengan demikian, peperangan ofensif dalam bentuk dan 
tujuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu merupakan 
tindakan yang tidak direstui Islam dan tidak mendapatkan 
dukungan pembenaran dari agama yang sangat mengutamakan 
perdamaian dan kedamaian ini. 

Sejatinya, jihad dalam Islam yang berarti suatu bentuk 
“perang defensif” sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya 
tidak terbatas dalam arti peperangan fisik semata (qifa). Tetapi 
juga mencakup jihad melalui harta, jiwa, dan pemikiran serta 
sarana-sarana lain yang dapat membantu mematahkan ofensif 
musuh (penjajah) dengan berbagai bentuknya. Sebab, tujuan 
jihad adalah memelihara dan menjaga eksistensi masyarakat 
muslim dan keyakinan yang mereka anut, suatu hak yang sah 
bagi umat manapun untuk mempertahankannya sebagaimana 
ditegaskan oleh hukum internasional yang mengatur hubungan 
antarnegara dewasa ini." 

Kemudian, dalam suatu peperangan, jika kaum muslim 
mendapati pihak musuh berkeinginan untuk berdamai dan 
menawarkan gencatan senjata, maka Islam memerintahkan 
untuk menerima inisiatif damai itu, sebagaimana firman Allah 
subhanahu wa ta ala: 


2 Ang CA PAN TAA UP aan PA ARI 
ANA IN JK Gb AA Ana 
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Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. (Al-Anfal/ 8: 61) 


Lebih dari itu, Islam senantiasa mengajak untuk mencipta- 
kan suatu tata kehidupan yang damai (ko-eksistensi/ at-ta ayusyus- 
silmi dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati 
eksistensi kaum muslim. Di sinilah kita mendapatkan mengapa 
Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi 
dengan umat lain atas dasar keadilan, objektivitas, fair, dan 
bertolak dari sikap ihsan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa 
ta'ala: 


4, 


Kas 3 wara Ae ea KANG II 1 G2, Ne Gak A AA 
KENA HE SA A 


-y ŠA PL 

WEH era 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
Jang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Dengan demikian, adalah jelas kiranya bahwa Islam 
memandang pihak non-muslim tidak dari sudut pandang 
kebencian, fanatisme, dan arogansi. Dua ayat Al-Qur'an dalam 
Surah al-Mumtahanah/60: 8 dan 9 berikut ini juga dapat meng- 
gambarkan pandangan Islam tentang dasar hubungan antar 
bangsa (internasional): 


Aole - AN 2A KA or LA 72,4 PA PP DN 577, 
DEE Nges SPAN NG SNG Pl PKI 
odi AG NX 576 PA >93? AN 7 Š, RUA B 
SNG GG NAN E NO EATER T 
aha ENE S 25 Ke s 72 7. mi AL 212 an nk AKA 
cange ra ap DSA Sea bak pia pul) 
|) 
Oa 
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Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung balamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil, Sesungguhnya Allah hanya melarang 
kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi 
kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung 
halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa 
menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang 
zalim. (l-Mumtahanah/ 60: 8-9) 


Dua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang 
prinsip dasar Islam menyangkut hubungan antarnegara, suatu 
prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang 
antar sesama ketimbang perang dan permusuhan. Bahkan kepada 
mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas 
membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas, karena 
penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia 
yang seharusnya selalu dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang 
antar mereka. Di sinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat 
yang dikutip di atas, Allah menyinggung tentang pentingnya kasih 
sayang antar manusia: 


Karan 3 SAN SALE BONE KE Jah TAN gt 
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu 
dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah 
Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al- 
Mumtahanah/60: 7) 


B. Etika Perang 

Saat membahas basis etika perdamaian dunia sebagai 
prinsip yang paling fundamental dalam Islam menyangkut hu- 
bungan internasional, telah disinggung bahwa Islam mengizinkan 
perang dalam situasi-situasi mendesak yang telah disinggung di 
atas. Namun demikian, agama salim dan rahmah ini tidak 
membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan dan 
etika. Bahkan dalam hal ini, Islam mendahului hukum perang 
positif yang kini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter 
Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam konvensi 
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Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi 
Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang", 
dan kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan I dan II 
tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi 
sengketa bersenjata internasional dan non-internasional. 
Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan, 
dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (principle of 
distinction). Melalui prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam 
sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur 
(tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah untuk 
melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran serangan 
dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer." 
Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan 
warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama 
sekali asing dalam Islam, jika tidak dikatakan bahwa Islam 
mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan 
dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an 
lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru 
muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


la 230 A ad ab An 2 Ge LA alana. 4 2 . 2A NGE 
GEN Ea S KEG a Ja 363 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190) 

Dalam Tafsir al-Qurtubi, sahabat Ibnu “Abbas, “Umar bin 
“Abdul “Aziz, dan Mujahid menafsirkan ayat di atas DG berikut: 


Sua si a NG Sbi; Wa AN pE 
p 6433 OLI 


Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan 
melampaui batas sebingga terbunuhnya perempuan, anak-anak, tokoh 
agama, dan semisalnya. 


Atas dasar inilah maka seyogyanya segala bentuk pertem- 
puran hanya terjadi di kalangan, dan dibatasi untuk, kombatan 
(tentara) yang memang bertugas untuk berperang. Adapun warga 
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sipil” dan non-kombatan" serta objek-objek dan fasilitas sipil, 
kesemuanya harus dilindungi dari ekses destruktif yang ditim- 
bulkan dari suatu konflik bersenjata." 

Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasi- 
kan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam yang melarang membu- 
nuh warga sipil yang tidak ikut andil dalam suatu peperangan. 
Beberapa teks hadis dan asar memerinci warga sipil dan non- 
kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk ekses 
operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam, 
dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai 
dari serangan militer.” Oleh karena itu, etika perang dalam 
Islam dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini. 


1. Menjamin perlindungan penduduk sipil 
Di antara penduduk sipil yang wajib dilindungi dari ekses 
destruktif perang adalah: 
a. Para wanita dan anak-anak 
“Abdullah bin “Umar melaporkan: 
6 | 


dika Ag ade d ka AN Jai akh aki 3 Lag TA ó 
s oia sdi g5 flag e kan Jas KL 
NGON 


Selama beberapa peperangan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, 
seorang wanita ditemukan terbunuh, maka Rasulullah sallallahu 'alaihi 


wa sallam melarang pembunuhan wanita dan anak-anak,” (Riwayat al- 
Bukhari dari “Abdullah bin Umar) 


Dalam hadis lain dilaporkan bahwa, “Seorang wanita 
ditemukan terbunuh. Rasulullah tidak menyetujui pembunuhan wanita 
dan anak-anak,” (riwayat al-Bukhari dan Muslim. Hadis dengan 
arti yang sama diriwayatkan juga oleh Malik dan Ibnu Majah). 


b. Para “asif (pelayan sewaan) 

Rabah bin Rabi‘ melaporkan, “Ketika kami bersama Nabi 
dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul 
dan mengirim seseorang dan berkata, “Lihatlah apa yang 
dikerumuni orang-orang tersebut) Orang suruhan itu lalu 
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datang dan berkata, “Mereka mengerumuni seorang wanita yang 
terbunuh.” Beliau bersabda, “Dia (wanita) itu tidak berperang 
[bagaimana mungkin sampai terbunuh)? (Saat itu) Khalid bin 
Walid berada di barisan terdepan: Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam 
pun mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan, “Katakan 
pada Khalid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan sewaan 
('asif!.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

“Asif di sini berarti kategori orang yang tidak ikut ber- 
perang tetapi ada dalam medan perang untuk mengerjakan tugas- 
tugas perawatan (paramedis) dan personil keagamaan militer. 
Dalam istilah Hukum Humaniter Internasional, ‘asif ini dapat 
dimasukkan sebagai tentara bukan-pejuang atau nonkombatan. 


c. Para orang tua manula 

Anas bin Malik melaporkan bahwa Nabi sallallahu “alaihi 
wa sallam bersabda, “Pergilah atas nama Allah, percaya pada 
Allah dan tetap pada agama Rasul-Nya. Jangan membunuh 
orang-orang tua jompo, bayi, anak-anak, atau wanita, janganlah 
curang dalam harta rampasan, berlakulah dengan benar dan adil, 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Riwayat 
Abu Dawud) 

Malik juga melaporkan dalam a-Muwata' bahwa “Umar 
bin “Abdul “Aziz, Khalifah Bani Umayyah kedelapan (717-120 
M.) pernah menginstruksikan kepada salah satu gubernurnya: 


“Telah diwasiatkan kepada kita ketika Nabi sallallahu “alaihi wa 
sallam mengirimkan pasukan razia, beliau berkata, “Rampaslah 
harta mereka atas nama Allah, di jalan Allah. Jangan mencuri harta 
rampasan dan jangan berbuat curang. Jangan memutilasi mayat 
dan jangan membunuh anak-anak.” Katakan hal yang sama kepada 
pasukanmu, Insya Allah kesejahteraan meliputi kamu.” (Riwayat 
Malik) 

d. Para agamawan dan rohaniawan 

Yahya bin Said melaporkan bahwa Abu Bakar menasihati 
Yazid bin Mu'awiyah, “Kamu akan menemukan sekelompok 
orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada 
Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (biarawan 
Kristen).... Aku menasihatimu sepuluh hal: jangan membunuh 
para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah, jangan 
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menebang pohon yang menghasilkan buah, jangan menghan- 
curkan tempat tinggal, jangan membantai kambing atau unta 
kecuali untuk makanan, jangan membakar rumah dan memorak- 
porandakannya, jangan mencuri barang rampasan perang, dan 
jangan bersikap pengecut.” (Riwayat Malik) 


2. Menjamin perlindungan korban cedera dan sakit 

Salah satu argumentasi (dalil) yang membuktikan adanya 
perlindungan Islam terhadap korban yang cedera, sakit, dan 
kapal karam adalah bahwa membunuh, menyiksa, atau meleceh- 
kan kemanusiaan mereka yang tidak mampu melakukan pepe- 
rangan bukanlah suatu bentuk tindakan ksatria yang dijunjung 
tinggi oleh prajurit. Oleh karena itu, tindakan membunuh dan 
menyiksa mereka yang tak mampu lagi melakukan perlawanan 
dianggap telah melanggar batasan-batasan kedaruratan dari pe- 
rang yang dibolehkan oleh Islam. Bahkan pelanggaran ini diang- 
gap sebagai perbuatan merusak di muka bumi yang sangat di- 
kecam oleh Islam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


5 Pr BAR NG 
UA SAS, 


Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat 
kerusakan. (al-Bagarah/2: 60) 


Demikianlah, jika Islam dengan tegas melarang membunuh 
kaum wanita, anak-anak, orang tua renta, dan para rohaniwan 
(tokoh-tokoh agama), karena mereka tidak terlibat dalam 
peperangan dan mereka tidak menjadi ancaman bagi kaum 
muslim, maka sesungguhnya mereka yang cedera, sakit, dan 
korban kapal karam yang sudah tidak mampu lagi melakukan 
peperangan dan tidak lagi menjadi sumber kekuatan bagi pihak 
musuh, kedudukan mereka—dalam pandangan hukum Islam— 
disamakan dengan kaum wanita, anak-anak, para agamawan, 
dan orang tua renta yang dilarang untuk dibunuh.” 


3. Menjamin perlindungan tawanan perang 

Jaminan perlindungan bagi tawanan perang berdasarkan 
prinsip-prinsip kemanusiaan sebenarnya sangat jelas dikukuhkan 
oleh hukum Islam. Hal ini tampak terutama setelah kita menge- 
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tahui bahwa prinsip-prinsip damai, toleran, dan saling memaaf- 
kan, bersikap ihsan, menjunjung tinggi kemuliaan esensi setiap 
insan, keadilan, dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan 
prinsip-prinsip yang selalu ditegakkan dan dibela Islam. Oleh 
karena itu, Islam telah memberikan jaminan perlakuan yang 
manusiawi terhadap tawanan perang, serta menghormati hak 
dan kebebasan mereka sejak mereka jatuh dalam kekuasaan 
kaum muslim, sampai mereka kemudian kembali ke negara dan 
keluarga mereka masing-masing. Karena pentingnya pembahasan 
ini, penulis akan membahas secara khusus pada sub judul 
tersendiri. 


4. Menjamin perlindungan terhadap objek-objek sipil 

Merusak lahan pertanian, peternakan, unit-unit pelayanan, 
dan bangunan sipil serta objek-objek yang menjadi kebutuhan 
penduduk sipil merupakan hal yang dikecam dalam Islam. 
Secara umum, Al-Qur'an melarang segala bentuk tindakan me- 
rusak di muka bumi seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


/ 2 o5 


e EEA LNG ENG CRET 

ALI 
Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang 
Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Bagarah/2: 205) 


Oleh karena itu, Abu Bakar pernah berpesan kepada Yazid 
bin Abi Sufyan dalam sebuah ekspedisi perang agar, “Jangan 
membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang tua renta. Jangan memo- 
tong pohon yang berbuah, jangan menghancurkan bangunan, jangan 
membunuh domba atau unta kecuali untuk keperluan konsumsi, jangan 
membakar perkebunan kurma...” Dalam Hukum Humaniter 
Internasional, landasan etika ini dikenal dengan prinsip keter- 
paksaan (principle of necessitj), yakni prinsip yang menetapkan 
bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer 
apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti digunakan 
sebagai tempat operasi militer. 
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5. Operasi militer tidak menyebabkan penderitaan yang tidak 
perlu 

Etika ini berlandaskan satu prinsip yang disebut dengan 
prinsip pembatasan (principle of limitation). Dalam HHI, prinsip 
pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan 
metode dan alat perang. Yakni, bahwa metode dan alat perang 
yang benar adalah yang hanya bertujuan untuk melemahkan 
kekuatan militer lawan. Oleh karena itu, Islam telah meletakkan 
batasan-batasan yang berkaitan dengan metode dan penggunaan 
sarana perang, sehingga—dengan batasan-batasan itu—hal-hal 
yang tidak diperlukan dalam suatu operasi militer dapat dicegah. 
Hal ini karena, dalam perspektif hukum Islam, perang pada 
dasarnya bukanlah sesuatu yang hukum asalnya boleh dilakukan 
(ubah), tetapi Islam memandang perang sebagai sesuatu yang 
dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau kondisi-kondisi darurat, 
dan kedaruratan itu hanya dapat dilakukan dalam batas-batas 
yang diperlukan (ad-darirah tugaddar bi gadariha) Dalam praktik 
perang Islam, Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan agar tidak 
melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam perang (melewati 
batas) seperti berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya 
dan melakukan mutilasi terhadap korban perang dengan alasan 
apa pun.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa 
dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan 
perlindungan warga sipil dan non-kombatan serta fasilitas atau 
objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Jaminan 
ini dalam Islam berlandaskan di atas beberapa basis etika perang 
dalam Islam, yaitu: 

Pertama, prinsip kemanusiaan (principle of humanih). Yakni 
bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (waqasid syari'ah) adalah 
menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling menda- 
sar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, 
keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila Islam 
mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan dan kelaliman 
kepada orang/kelompok lain, sampai-sampai Islam menganggap 
kelaliman yang dilakukan kepada seorang manusia sama artinya 
melakukan kelaliman kepada umat manusia secara keseluruhan. 
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Sesungguhnya Islam memandang kehidupan dan nyawa manusia 
sebagai sesuatu yang suci yang menjadi tanda komitmen yang 
teguh untuk menjamin hak asasi manusia, sesuai firman Allah 
subhanahu wa ta ala: 


ING aa MR Tn Manan AN 
gu PI 3 2 BI aa A Las Jiya 


Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (-Ma'idah/5: 32) 


Tambahan lagi, dalam pandangan Islam, setiap individu- 
manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang dimu- 
liakan oleh Allah.” Dan kemanusiaan yang sangat dihormati 
dan dijaga oleh Islam ini terefleksi dari bagaimana setiap ma- 
nusia diperintahkan untuk menghormati manusia yang lain: ke- 
bebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.” 

Kedua, prinsip pembedaan (principle of distinction), prinsip 
pembatasan (principle of limitation), dan prinsip keterpaksaan 
(principle of necessity). Ketiga prinsip ini dengan singkat dan padat 
ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang adalah, “Dan 
perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
Janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas.” (al-Bagarah/2: 190) 

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun 
peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang 
legal, tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak me- 
lampaui batasan-batasan diizinkannya peperangan, yaitu dengan 
cara membedakan orang/ objek sipil dan personil/objek militer, 
melarang menggunakan metode dan sarana perang yang tidak 
diperlukan dalam melemahkan kekuatan musuh, dan melarang 
menghancurkan objek-objek yang tidak semestinya dihancurkan. 

Ketiga, prinsip fitrah dasar manusia adalah keadaan tidak 
bersalah secara moral (moral innocence), yakni bebas dari dosa. 
Dengan kata lain, Islam tidak mengenal istilah “dosa bawaan” 
atau “dosa turunan”. Setiap orang bertanggung jawab atas apa 
yang dilakukannya dan tidak dapat membebankannya ke pundak 
orang lain, sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala: 
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1242 Âs 2 21 gr 


Spon AYI 


(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain. (an-Najm/53: 38) 


Karenanya, membunuh warga sipil yang tidak berdosa 
adalah termasuk suatu tindakan yang tidak direstui dalam Islam. 
Oleh karena itu pula, Yusuf al-Qaradawi dan beberapa fatwa 
lembaga Islam internasional” sepakat mengutuk berbagai tin- 
dakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penye- 
rangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman objek- 
objek wisata dan gedung sipil, dan aksi-aksi teror serupa.” 


C. Sarana dan Alat Perang 

Sebagaimana disinggung di atas, salah satu etika yang 
dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah 
prinsip pembatasan (principle of limitation). Prinsip pembatasan ini 
merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat 
perang. Yakni, bahwa metode dan alat perang yang benar adalah 
yang hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. 
Jika kita bandingkan dengan Islam, agama damai ini pun sebe- 
narnya telah meletakkan batasan-batasan yang berkaitan dengan 
metode dan penggunaan sarana perang, sehingga—dengan 
batasan-batasan itu—hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu 
operasi militer dapat dicegah. Hal ini karena, dalam perspektif 
hukum Islam, perang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang 
hukum asalnya boleh dilakukan (mubah), tetapi memandangnya 
sebagai sesuatu yang dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau 
kondisi-kondisi darurat, dan kedaruratan itu hanya dapat 
dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan (ad-dariirah tugaddar 
bi gadariha)” Dalam praktik perang Islam, Nabi sallallahu alaihi 
wa sallam berpesan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak 
diperlukan dalam perang (melewati batas) seperti berlaku sadis 
terhadap musuh yang tidak berdaya dan melakukan mutilasi 
terhadap korban perang dengan alasan apa pun.” 

Prinsip pembatasan penggunaan sarana dan alat perang 
ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa 
sasaran perang adalah: 
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Lo L PIN PGA aa LN NGA In? NU AE 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampani batas. (al-Baqarah/2: 190) 


Sebagaimana telah dinyatakan di atas, ayat di atas secara 
tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam 
Islam untuk tujuan-tujuan yang legal, akan tetapi di dalamnya 
terkandung ancaman untuk tidak melampaui batasan-batasan 
diizinkannya peperangan, di antaranya dengan melarang meng- 
gunakan metode dan sarana perang yang tidak diperlukan dalam 
melemahkan kekuatan musuh. 


D. Perlakuan terhadap Tawanan Perang 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, jaminan per- 
lindungan bagi tawanan perang berdasarkan prinsip-prinsip ke- 
manusiaan sebenarnya sangat jelas dikukuhkan oleh hukum 
Islam. Hal ini tampak terutama setelah kita mengetahui bahwa 
prinsip-prinsip damai, toleran, dan saling memaafkan, bersikap 
ihsan, menjunjung tinggi kemuliaan esensi setiap insan, keadilan, 
dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan prinsip-prinsip yang 
selalu ditegakkan dan dibela Islam. Oleh karena itu, Islam telah 
memberikan jaminan perlakuan yang manusiawi terhadap 
tawanan perang, serta menghormati hak dan kebebasan mereka 
sejak mereka jatuh dalam kekuasaan kaum muslim, sampai 
mereka kemudian kembali ke negara dan keluarga mereka 
masing-masing. 

Dalam hukum Islam, tawanan perang tidak tunduk pada 
kekuasaan orang atau kesatuan militer yang menawan mereka. 
Tawanan perang hanya tunduk terhadap kekuasaan pemerin- 
tahan Islam atau pejabat yang diberikan wewenang untuk meng- 
urus tawanan perang.” Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi 
Jenewa III tahun 1949. Beberapa hak tawanan perang yang 
harus dipenuhi dalam etika perang menurut Islam adalah: 

1. Hak tempat tinggal 

Kaum muslim pada masa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam 

memang belum mengenal adanya kamp-kamp atau bangunan- 
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bangunan khusus untuk para tawanan perang sebagaimana yang 
dikenal pada masa modern. Hal ini karena pemerintahan Islam 
pada masa itu masih terbilang baru pada tahap permulaan. 
Kendatipun demikian, jika kita melihat sejarah Islam, para 
tawanan perang yang berada di bawah naungan pemerintahan 
Islam kala itu telah menikmati penempatan dan penampungan 
yang baik selama masa tawanan berlangsung. Sejarah mencatat 
bahwa seringkali Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam mendistri- 
busikan penampungan para tawanan perang di rumah-rumah 
kaum muslim untuk tinggal bersama mereka.” Tidak jarang 
mereka juga ditempatkan di masjid sampai berakhirnya masa 


34 
penawanan. 


2. Hak ransum tawanan perang 

Jika dalam Konvensi Jenewa telah ditetapkan kewajiban 
menyediakan ransum makanan yang memadai bagi para tawanan, 
baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun menunya, dan jatah 
ransum makanan itu tidak boleh lebih sedikit dari jatah 
makanan anggota pasukan negara penahan, maka dalam hal ini 
pun Islam telah menetapkan kewajiban menyediakan ransum 
makanan yang lebih baik dari ketetapan Konvensi Jenewa. Hal 
ini terlihat jelas ketika kita mengetahui bagaimana cara kaum 
muslim dalam memberikan makan para tawanan Perang Badar 
yang jatuh dalam kekuasaan mereka. Saat itu, dalam memberi- 
kan makanan, kaum muslim lebih memprioritaskan para tawanan 
ketimbang diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri mem- 
butuhkan dan sangat menyenangi makanan itu. Mereka ikhlas 
melakukan hal itu karena terdorong oleh pesan Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam untuk selalu memuliakan para 
tawanan.” Perilaku para sahabat inilah yang kemudian dipuji 
oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya: 


ea 
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Insan/67: 8) 
Perlakuan yang manusiawi kepada para tawanan juga 


dapat dipetik dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa tatkala 
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Sumamah bin Usal ditawan oleh kaum muslim, mereka membe- 
rinya makanan dan susu yang diambil langsung dari rumah 
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam." 


3. Hak pakaian 

Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah sa/lallahu ‘alaihi 
wa sallam senantiasa berpesan kepada para sahabatnya agar 
memuliakan dan berbuat baik kepada tawanan yang berada di 
bawah kekuasaan kaum muslim, maka pesan seperti ini tidak 
akan terwujud secara sempurna bila para tawanan dibiarkan 
terlantar tanpa pakaian atau membiarkan mereka memakai pa- 
kaian yang compang-camping. Lebih-lebih lagi Islam memang 
tidak memperkenankan aurat yang seharusnya tertutup terlihat 
oleh orang lain. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam 
sepakat berpandangan bahwa tersedianya pakaian yang layak 
merupakan salah satu hak tawanan perang yang ditetapkan oleh 
hukum Islam.” 


4. Hak kehormatan martabat dan harga diri 

Ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya memu- 
liakan dan menjaga kehormatan para tawanan perang. Hal ini 
dapat dilihat dengan jelas ketika kita mengetahui bagaimana 
sikap Islam dalam memelihara kemuliaan dan kehormatan ta- 
wanan wanita. Di antaranya adalah larangan menikahi dan atau 
berhubungan intim dengan tawanan wanita sebelum ia melahir- 
kan atau memasuki masa haid.” Ini sesuai dengan petunjuk 
hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, “Nabi sallallahu 'alaihi 
wa sallam mengharamkan melakukan hubungan intim dengan 
tawanan wanita (yang tengah mengandung) sampai mereka 
melahirkan.” Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Nabi 
sallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Barangsiapa yang 
beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menikahi 
tawanan wanita sampai ia memasuki masa haid.”” Jika seseo- 
rang menikahi wanita tawanan yang masih berstatus ganimah 
(rampasan perang) yang belum didistribusikan, dan ia memang 
memiliki bagian dari ganimah itu, maka ia berkewajiban memba- 
yar mahar yang sesuai bagi wanita tersebut yang diambil dari 
bagian harta ganimah-nya. Jika laki-laki itu melakukan perzinaan, 
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maka ia harus menerima budrid (hukum cambuk atau rajam bagi 
pezina)." 


5. Hak berkumpul dengan keluarga 

Para pakar hukum Islam sepakat berpendapat bahwa 
tawanan yang masih kecil tidak boleh ditempatkan terpisah 
dengan ibunya, walaupun sang ibu merelakannya. Karena pemi- 
sahan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif bagi sang 
anak. Memang, seorang ibu boleh jadi pada awalnya merelakan 
apa yang menimbulkan keburukan bagi dirinya, tetapi seringkali 
hatinya kemudian berubah dan merasakan penyesalan. Kesepa- 
katan pakar hukum Islam ini sejalan dengan sabda Rasulullah, 
“Tidak boleh memisahkan seorang ibu dengan anaknya.”" 


6. Hak berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat 

Islam tidak pernah melarang para tawanan perang untuk 
berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat 
dekat mereka untuk saling memberikan dukungan dan kete- 
nangan. Hal ini sejalan dengan spirit dan perhatian Islam untuk 
menyebarkan ke-rahmah-an (kasih sayang), menjunjung tinggi 
kemuliaan manusia, akhlak yang mulia, persaudaraan kemanu- 
siaan, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur lainnya. Namun 
demikian, suatu pemerintahan muslim— sebagaimana pemerin- 
tahan lainnya—tentu memiliki hak untuk mengambil langkah- 
langkah yang diperlukan guna memelihara keamanan dan 
stabilitas negara bersangkutan. Oleh karena itu, adalah wajar jika 
suatu pemerintahan Islam mengambil kebijakan-kebijakan yang 
diperlukan menyangkut surat-menyurat dan paket kiriman antara 
tawanan dengan keluarganya, sehingga upaya-upaya merugikan 
negara, seperti membocorkan rahasia negara untuk kepentingan 
pihak musuh, dapat dicegah.” 


E. Harta Rampasan Perang 

Sebagaimana dimaklumi, perang dalam Islam haruslah 
semata-mata terbangun dengan landasan, dan bertujuan untuk, 
melaksanakan kewajiban zaqarrub kepada Allah subhanahu wa 
ta'ala (fi sabilillah). Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh 
ayat Al-Qur'an yang menyebut kata jihad dan gital selalu diikuti 
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dengan penjelasan fi sabilillah.” Jelas kiranya bahwa yang dimak- 
sud dengan jihad fi sabilillah di sini, sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam, adalah jihad yang 
bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, 
bukan yang lain, sebagaimana dilaporkan oleh Abu Musa al- 
Asyari: 


ad 


al a A das ae ke a 
ESA Jara g 3S SKA A I JANG SU pa ENG 
Ka À Jea G S i aa KG Ia 


Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu berkata, 
“Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseo- 
rang yang berperang agar terkenal (namanya), dan seseorang yang berpe- 
rang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka 
yang berperang di jalan Allah?” Nabi menjawab, “Orang yang berperang 
agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, dialah orang yang berada di 
jalan Allah.” (Riwayat al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari) 


Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa apabila seseorang 
berperang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan 
lantas terbunuh, maka yang membunuhnya adalah harta yang 
diinginkannya tersebut. Dengan demikian, berjihad di jalan 
Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan 
dunia merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, 
sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah: 
SA Jaa GB LI JEG AN Ia Gde 9 
BD FAN telah Ale AN Ito AI gt JW SAI pp Ia Kp 

“aa gl os ago al ola) 


Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam 
tentang seorang yang berjihad di jalan Allah dengan tujuan mencari 
kesenangan dunia—yakni mendapatkan harta rampasan perang 
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(ganimah), beliau menjawab, “(Orang tersebut) tidak mendapatkan 
pahala (jihad).”. (Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah) 


Ini berarti bahwa jihad harus terbebaskan dari motif- 
motif pribadi, keinginan hawa nafsu baik individual, kelompok, 
maupun negara. Jihad juga tidak boleh dilakukan untuk tujuan 
meraih ambisi jabatan, kekuasaan, prestise, atau manfaat keduniaan 
lainnya. Bahkan, jihad harus terbebaskan dari keinginan untuk 
menghegemoni dan menjajah umat manusia, atau menguasai 
negara dan harta mereka Singkatnya, jihad harus dilakukan 
semata-mata untuk mencari keridaan Allah (f sabilillah). 

Namun demikian, salah satu metode Al-Qur'an untuk 
men-targih (memotivasi) umat Islam untuk berjihad adalah 
dengan menjanjikan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak 
boleh dijadikan tujuan. Motivasi duniawi ini dipaparkan hanya 
untuk memperkuat semangat dan motivasi dalam berjihad. Oleh 
karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para 
mujahid f sabilillah dalam Surah al-Fath/48: 20: 


BA Gore GIE BSR an MANAK AANG BAN SA 
KENA BEAN NE IKA: SONP 

2o lok 4 Aw GA PENA, 

Per ERA APA > Sa KA PAC af 
Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang 
dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini 
untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu 
(agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar menjadi bukti bagi orang-orang 
mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. (al- 


Path/48: 20) 


Berikut ini beberapa apresiasi dan imbalan duniawi dari 
jihad sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis: 
1. Ganimah 

Landasan tentang ganimah adalah firman Allah subhanahu 
wa ta'ala dalam Surah al-Anfal/8: ayat 1 dan 41: 


A5 
Aror 


PA pe RE 2G a NEGO 


AN peh As 
OA ya Ana | Pa MA 
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Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah 
dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka 
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara 
sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang- 
orang yang beriman.” (Al-Anfal/8: 1) 


pet AT KAA Ad | Gee Zoso? On TA 
AAS Jya Ng a l asa AN AE, 
211 Pa Tag Eue Oa ` pa A > A 2 ya 27.2? pian 
| TAN Oa up Lah LB PT EU AN Ch 
as JA SPAN gand FI AG 
Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba 
Kami (Muhammad) di hari Furgan, yaitu pada hari bertemunya dua 
pasukan. Allah Mahaknasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal/ 8: 41) 


Dalam terminologi fikih, ganimah berarti rampasan perang, 
yakni “harta” yang diperoleh dari musuh Islam melalui pepe- 
rangan yang pembagiannya diatur oleh agama." Istilah ini 
dikenal pertama kali dalam Islam pasca Perang Badr, tahun 2 
Hijriah. Peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik 
Quraisy ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Karena 
kalah, kaum musyrik meninggalkan harta yang banyak di medan 
perang. Harta itu kemudian dikumpulkan dan diambil oleh 
umat Islam. Akan tetapi, segera setelah itu, umat Islam berbeda 
pendapat tentang cara pembagiannya. Mereka kemudian bertanya 
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat itulah turun ayat Al-Qur'an 
yang menjelaskan tatacara pembagian rampasan perang (Surah 
al-Anfal/8: 1)." 

Tatacara pembagian ganimah sudah diatur di dalam 
Al-Qur'an pada Surah al-Anfal ayat 41 seperti tersebut di atas." 
Harta ganimah ini pertama-tama dibagi menjadi lima bagian, 
seperlima menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana 
tersebut dalam ayat di atas, dan sisanya yang berjumlah empat 
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perlima dibagi-bagikan kepada tentara. Yang seperlima pertama 
(hak Allah), oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 
kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian, masing-masing 
untuk: 1) Allah dan Rasul-Nya; 2) kerabat Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muttalib; 3) anak 
yatim; 4) orang miskin; dan 5) ibnu sabil. Adapun sisanya yang 
berjumlah empat perlima—menurut jumhur ulama—terdapat 
saham tentara berkuda (alfari) dan tentara infantri (ar-rajil) 
dengan pembagian 3:1," berdasarkan hadis Nabi sallallahu ‘alaihi 


wa sallam: 
KA UD Gaal TS A3 aa 5 ale AN) lo Cai) ol 
NG dus a ol olg) rer 3503 Olah 


Nabi sallallahu “alaihi wa sallam membagi kepada tentara berkuda 
tiga bagian; dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk tentara. 
(Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar) 


Berkenaan dengan bagian untuk Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam, menurut jumhur ulama, ketika Rasulullah 
sallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup, diambil oleh beliau untuk 
kebutuhan nafkahnya selama setahun, dan selebihnya dianggar- 
kan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembelian senjata. 
Ulama berbeda pendapat tentang pembagian seperlima di atas 
setelah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam wafat. Asy-Syafit, Ahmad, 
ulama mazhab az-Zahiri dan para ahli hadis berpendapat bahwa 
yang seperlima itu tetap dibagi menjadi lima, satu bagian yang 
semula untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dijadikan 
untuk kemaslahatan umum dan empat bagian lagi tetap seperti 
semula. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian Allah 
dan Rasul-Nya menjadi hilang, karena bagiannya itu didasarkan 
pada kerasulan dan bukan pada kepemimpinannya. Oleh karena 
itu, yang seperlima dari ganimah tersebut hanya dibagi menjadi 
tiga bagian: yaitu untuk anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. 
Adapun Malik berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan 
kepada imam untuk dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa 
ta'ala.” 
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Berkenaan dengan nonmuslim dari kalangan immi yang 
ikut berperang di pihak Islam, Sufyan as-Sauri dan “Abdurrahman 
al-Auzat dari kalangan fuqaha tabiin berpendapat bahwa 
mereka mendapat bagian (saham) dari harta ganimah. Ulama 
mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai 
bagian, tetapi mereka diberikan sedikit bagian sesuai dengan 
kebijakan imam.” 

Khusus tentang harta gunimah yang terdiri atas tanah, 
pembagiannya dapat dilakukan seperti harta ganimah lainnya 
tersebut di atas, dan dapat juga diwakafkan kepada kaum 
muslim. Tanah yang diwakafkan itu boleh digarap oleh baik 
muslim maupun nonmuslim dari kalangan zimmi. Apabila tanah 
itu diwakafkan oleh imam, maka atas tanah itu dikenakan 
kharraj (pajak tanah) secara terus-menerus yang diambil dari 
penggarap atau pemegangnya. Kharraj itu merupakan sewa tanah 
yang diambil setiap tahun.” 

Perlu disinggung di akhir pembahasan tentang ganimah ini, 
bahwa istilah seperlima (&bumus) di kalangan Syi'ah berbeda 
dengan pemahaman kalangan Sunni tentang seperlima (£humus) 
sebagai salah satu bagian (saham) dari ganimah sebagaimana dije- 
laskan di atas. Di kalangan penganut Syi'ah, Ehumus (seperlima) 
itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan di 
samping zakat. Selain dari rampasan perang (ganimah), khumus 
dapat diperoleh dari enam sumber lainnya, yaitu: kelebihan 
bersih dari biaya hidup setahun, barang-barang tambang, harta 
karun, mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam, harta 
halal yang bercampur dengan harta haram, dan tanah yang 
dibeli oleh kafir immi dari seorang muslim. Kbumus (seperlima 
dari keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan 
untuk biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) harus 
diserahkan kepada Wali Urusan Khums yaitu Marja‘ Taqlijd yang 
diikuti oleh seorang penganut Syi'ah. Bila seorang sy/7 bertaklid 
kepada Ayatullah Sayyid “Ali Khamene-i, misalnya, maka ia 
wajib menyerahkan £humus kepada Ali Khamene-i. Apabila si 
Fulan bertaklid kepada Ayatullah Arif Bahjat, maka ia wajib 
menyerahkan khumusnya kepada Ayatullah Arif Bahjat 
tersebut, dan begitu seterusnya. Adapun orang-orang yang 


Konflik Inter dan Antar Negara 373 


berhak menerima huwus itu, menurut penganut Syi'ah, telah 
disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. 
Mereka adalah: 1. Allah: 2. Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam, 
3. Zil Qurba (para imam maksum); 4. Anak-anak yatim (keturunan 
Sadat yang Syi1 dan fakir); 5. Orang-orang miskin (keturunan 
Sadat yang Syi“i); 6. Ibnu sabil (Sayyid syii yang kehabisan bekal 
di dalam perjalanan).” 


2. Nafal (Anfal) 

Istilah lain yang berkaitan dengan ganimah adalah nafal 
(jamaknya anfal) yang secara semantik berarti tambahan). Sayid 
Sabiq,” ahli fikih asal Mesir, mengidentikkan ganimah dengan 
nafal. Sementara Wahbah az-Zuhaili,” pakar fikih dari Suriah, 
dan Kamil ad-Dags” dalam disertasinya tentang ayat-ayat jihad, 
membedakan keduanya. Menurut az-Zuhaili dan ad-Dags, safal 
adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam sebagai 
dorongan kepadanya agar aktif bertempur. Dinamakan demikian 
(nafal/ tambahan), karena ia merupakan tambahan hak seseorang 
atas rampasan perang, lebih dari bagian (saham) yang dimiliki- 
nya dalam pembagian ganimah sebagaimana dijelaskan sebelum- 
nya. Tambahan dalam bentuk safal ini, menurut az-Zuhaili, 
dibenarkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam 
Surah al-Anfal/ 8: 65, 


San an Sa, 


A > Ar OH » » -Eaz > » 
LEAN BNN a na AK GA pa 
BROAN A 


DA PP 


Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk 
berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya 
mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada 
seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat 
mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah 
kaum yang tidak mengerti. (al-Anfal/8: 65) 


Penulis Ensiklopedi Hukum Islam mencatat bahwa nafal 
dapat terjadi dalam dua bentuk: 
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Pertama, najal yang diberikan kepada tentara Islam tertentu 
dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong semangat 
tempurnya. Dalam hal ini panglima perang, misalnya, berkata 
kepada tentara, “Barangsiapa mendapatkan barang rampasan, 
maka ia diberi seperempat atau sepertiga daripadanya.” Barang 
rampasan itu dapat berupa apa saja. Bolehnya imam 
menentukan afal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam 
Surah al-Anfal/8: 65 sebagaimana tersebut di atas. Di sini, naja/ 
berfungsi untuk mengobarkan semangat jihad. Akan tetapi, 
menurut Wahbah az-Zuhaili, bolehnya memberi bagian lebih 
kepada tentara tertentu sebagai pendorong semangat jihad 
disyaratkan sebelum dihasilkannya harta rampasan (ganimah) itu. 
Harta yang dijanjikan itu tidak termasuk dalam kategori harta 
ganimah yang harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku.” 

Kedua, nafal yang diambil dari harta ganimah. Beberapa 
pendiri mazhab fikih seperti Ahmad, asy-Syafit, dan Malik 
berpendapat bahwa imam boleh memberi tambahan bagian 
kepada orang tertentu sebanyak sepertiga atau seperempat dari 
bagian yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan besarnya 
jasa mereka. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang asal 
harta ganimah yang ditambahkan itu. Ahmad berpendapat bahwa 
tambahan itu diambil dari bagian harta ganimah untuk tentara 
(yaitu yang empat perlima), sedangkan asy-Syafit dan Malik 
berpendapat bahwa tambahan itu boleh diambil dari yang 
seperlima, yaitu bagian—yang dalam ayat pembagian gunimah di 
atas—dinyatakan sebagai hak Allah dan Rasul-Nya." 


3. Salab 

Adapun salab, yang secara semantik berarti rampasan, 
adalah perlengkapan perang seperti baju besi, perisai, kuda, atau 
unta yang digunakan dalam berperang yang berhasil dirampas 
tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya."" Menurut 
ulama mazhab Syafit dan Hambali, tentara Islam yang berhasil 
membunuh prajurit musuh berhak atas salab-nya, meskipun tanpa 
izin imam. Pendapat ini didasarkan pada pengertian umum 
hadis Nabi sallallahu “alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh 
Jama'ah, kecuali an-Nasa't: 
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KA mamas GI ola) AL AG NB JS Ia 


Siapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia 
mendapat salab-nya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas) 


Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat 
bahwa tentara Islam yang berhasil membunuh prajurit musuh 
tidak berhak atas salah kecuali seizin imam. Apabila imam 
mengizinkannya, maka menurut mereka, harta salab itu termasuk 
dalam kategori nafal. Izin imam itu, misalnya, ucapan imam 
sebelum atau dalam peperangan kepada tentara Islam, “Barang- 
siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia men- 
dapatkan salab-nya.” Ucapan itu dimaksudkan untuk mendorong 
semangat jihad tentara Islam. Namun, apabila imam tidak 
mengizinkannya, maka harta salab itu termasuk dalam kategori 
ganimah yang harus dibagi sesuai aturan yang berlaku.” 

Perbedaan pendapat di atas muncul karena terjadinya 
perbedaan penafsiran atas hadis di atas. Ulama mazhab Maliki 
dan Hanafi berpendapat bahwa hadis itu merupakan ucapan 
Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemimpin perang. Oleh 
karena ucapan itu merupakan upaya mengobarkan semangat 
perang dalam Perang Hunain, maka ia hanya berlaku dalam 
Perang Hunain itu. Namun, ulama mazhab Syafii dan Hambali 
berpendapat bahwa hadis itu merupakan fatwa keagamaan yang 
berlaku sepanjang masa." 


4. Fai' 

Secara semantik, /ai' berarti kembali (ar-ryji') sebagaimana 
firman Allah dalam al-Hujurat/49: 9. Dalam terminologi fikih, 
Jai' adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui 
pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama.” Dengan 
demikian, jika ganimah, nafal, dan salab adalah harta yang diram- 
pas tentara Islam dari musuh di medan perang, maka /ai' adalah 
harta musuh yang diambil umat Islam tanpa pertempuran. 

Ayat yang menjadi landasan fa?! adalah al-Hasyt/59: 6. 
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: 


AAN L Gg get > KA DAIL STA Sg 232 NI AY amen 
ASI E Le irado ein bas aa den Jean JG la, 
Âs Z a PA, s Â uh 
PACER LERNA aa 


- 
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Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapat- 
kannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya 
terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaknasa atas segala 
sesuatu. (al-Hasyt/59: 6) 


Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan 
bahwa harta /ai' adalah hak Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan ia berhak mengeluarkannya untuk kepentingan apa pun.” 
Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa harta Bani 
Nadir yang merupakan harta /ai' seluruhnya menjadi wewenang 
Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: 


4 


46 kasade Sea Je biak Gs g igt ang 
EN aks Ir SG P3 NG Ja ale Dl Lang 


A @ 
HEA E 


II äu A E asa US AM de bil NG ioe adag 
67 AN a PA 
CAE E phena ola) A Jana 3 Sae ENG 


Adalah harta Bani Nadir yang Allah jadikan fai' untuk Rasulullah 
sallallahu “alaihi wa sallam yang tidak dikerahkan kuda dan unta 
(untuk memperolehnya). Harta (fai') tersebut menjadi milik khusus 
Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam. Sebagiannya beliau keluarkan 
untuk keperluan nafkah keluarga selama setahun, dan selebihnya untuk 
kepentingan senjata dan kendaraan sebagai persiapan berperang di jalan 
Allah. (Riwayat Muslim dari Umar) 


Setelah Nabi sallallahu “alaihi wa sallam wafat, ulama 
sepakat menyatakan bahwa harta jui' menjadi milik umat Islam. 
Dalam hal ini, menurut jjma' ulama, pembagian harta fai 
diserahkan kepada pendapat dan ijtihad imam. Imam boleh 
menafkahkan harta itu untuk keperluan apa pun, sejauh menurut 
ijtihadnya mendatangkan kemaslahatan." 


5. Jizyah 

Adapun jizyah (poll tax) adalah pajak yang dipungut oleh 
negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian 
dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu 
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mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Islam 
bersangkutan.” 

Dalam Al-Qur'an, kata jizyah hanya disebut satu kali, yaitu 
ip Surah at-Taubah/9 ayat 29: 


Ac A 


WA Laku 274 AN < Wa 2 A a 
Mean GAN AS ae SA G 
Ed Lal DN GN KNA; 
2$, A g o 

Cho wè ERE i Kadi 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan 
Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, 


hingga mereka membayar jizyah (bajak) dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29) 


Pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, 
berpendapat bahwa jizyah hanya wajib ditarik dari nonmuslim 
dari kalangan &immi yang mampu berperang. Pendapatnya ini 
didasarkan terutama pada kalimat pertama dari ayat di atas yaitu, 
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian... hingga mereka membayar jizyah.” Menurutnya, dari 
ayat ini dipahami bahwa yang diperintahkan untuk diperangi 
adalah orang kafir yang memerangi Islam. Dengan demikian, 
penarikan jizyah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang 
sudah layak terlibat di dalam peperangan. Karena itu, 
menurutnya, ada lima syarat orang yang wajib membayar jizyah: 
1) Orang yang sudah balig dan berakal, 2) Laki-laki (wanita tidak 
wajib): 3) Orang yang sehat dan mampu secara ekonomi, 4) 
Orang yang terbebas dari penyakit menahun, seperti buta dan 
penyakit tua; dan 5) Orang merdeka." 

Suatu pemerintahan Islam, sebagaimana pemerintahan 
lainnya, memang membutuhkan dana untuk memelihara kese- 
jahteraan warga negaranya. Kaum nonmuslim (ahlux-zimmah) 
tidak dikenakan wajib militer. Sementara itu, kaum muslim, 
selain wajib membayar zakat juga dikenakan wajib militer. 
Karena itu, jizyah yang diterima dari kaum nonmuslim di 
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antaranya digunakan untuk memperkuat pasukan tentara yang 
berada di garis depan dan memberikan santunan bagi keluarga 
yang ditinggalkannya. Namun, kaum non-muslim (ahlux-zimmah) 
yang ikut berperang dalam barisan Islam, mereka dibebaskan 
dari membayar jizyah. Pada tahun 13 Hijriah, Bani Taglib ikut 
bertempur di barisan Islam dalam peperangan dengan Romawi 
yang terjadi di Buwaib (utara Suriah). Karena itu, mereka 
dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah oleh Umar bin al- 
Khattab. Selain itu, “Umar bin al-Khattab juga tidak memungut 
jizyah dari penduduk Jurjan (kota di Persia) karena mereka 
berjanji siap bertempur di barisan muslim menghadapi musuh- 
musuh Islam." 

Selaras dengan fakta sejarah di atas, M. H. Zagzoug,” 
Guru Besar Universitas al-Azhar yang kini menjabat Menteri 
Awqaf Mesir, menyatakan bahwa jizyah tidak lebih dari pajak 
yang dikeluarkan oleh penduduk negeri yang berada di bawah 
kekuasaan Islam sebagai imbalan atas perlindungan, keamanan, 
dan pertahanan yang diberikan pemerintah Islam kepada 
penduduk setempat. Oleh karenanya, bila ada di antara non- 
muslim dari kalangan mmi yang bergabung dalam pasukan 
tentara Islam, maka jizyah menjadi gugur atasnya. Sir T. W. 
Arnold memperkuat kedudukan jizyah seperti dikemukakan di 
atas dengan mengambil kabilah Jarajimah sebagai contoh. 
Menurutnya, kabilah ini adalah salah satu kabilah Kristen yang 
berdomisili di dekat Antokia yang menyepakati perdamaian 
dengan kaum muslim. Kabilah ini juga menyepakati perjanjian 
untuk membantu kaum muslim serta berada di pihak Islam saat 
peperangan berkecamuk, dengan satu syarat: jizyah tidak 
diwajibkan atas mereka.” 


F. Perang Menghadapi Separatis (Bugar) 

Secara etimologi, kata al-bagy diartikan sebagai mencari 
atau menuntut sesuatu (as Jb). Pengertian etimologis ini 
kemudian menjadi populer untuk menunjukkan “suatu tuntutan 
yang tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan zalim ( Ú cÍ 
RiT Ži & JAN), sebagaimana digunakan oleh Al-Qur'an 
Surah al-Araf/7: 33: 
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BRA aa SINGA 


Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala 
perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, 
perbuatan zalim tanpa alasan yang benar.” (al-A'raf/ 7: 33) 


Secara terminologi, terdapat perbedaan definisi kata a4 
bagy di kalangan mazhab-mazhab fikih. Mazhab Hanafi mende- 
finisikan al-bagy sebagai “suatu perlawanan terhadap pemimpin 
negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak sah 
(35 pe šil puj a b NG EN”. Mazhab Syafi mendefinisikan 
bugat (para pemberontak) sebagai “sekelompok muslim yang 
memberontak terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi 
peraturan yang ada dan dilakukan dengan kekuatan yang terko- 
ordinasi di bawah komando seorang pemimpin yang ditaati de- 
ngan suatu alasan/ ta'wi! (& SN 253 ade BA 2 na oai 
(age? ang, Ju Sa as Din edi 2 GS S3 ” Sementara 
Mazhab Hambali mendefinisikan al- bagy sebagai “ AK memisah- 
kan diri dari pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut 
bukan orang yang adil, karena suatu alasan dan terkoordinasi 
meskipun tanpa pemah yang ditaati ( 55 3; da iE o SEES] 
GUA en RT s ih is io Jala Jae?” 

Dari Tg definisi di atas, menurut “Abdul Qadir 
“Audah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang men- 
jadi unsur pokok (rukun) dalam al-bagy adalah: (1) pemberon- 
takan tersebut dilakukan untuk menggulingkan pemimpin negara 
yang sah (a-khurnj 'ani-imam). Dalam hal ini, para pemberontak 
tersebut tidak mau mematuhi peraturan dan undang-undang 
yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai 
warga negara, (2) pemberontakan tersebut dilakukan secara 
demonstratif (al-mugdlabah), yakni didukung oleh kekuatan, seka- 
lipun bukan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, sikap sekadar 
tidak mengakui atau menolak kepemimpinan kepala negara yang 
sah, tanpa mendemonstrasikan kekuatan, belum dapat dikate- 
gorikan sebagai al-bagy, dan (3) pemberontakan itu mengandung 
unsur pidana (a-gasdul-jina'), dengan cara melakukan tindakan 
pengacauan ketertiban umum (makar). 
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Ulama fikih mengatakan bahwa a/-bagy merupakan salah 
satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana hudiid. 
Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama 
fikih membagi menjadi dua kelompok:" pertama, kelompok 
pemberontak yang tidak memiliki kekuatan bersenjata dan tidak 
menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pem- 
berontak seperti ini, ulama fikih menyatakan bahwa pemerintah 
yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai 
mereka sadar dan tobat. 

Kedua, kelompok pemberontak yang menguasai suatu 
daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap pemberon- 
tak seperti ini, pihak pemerintah pertama kali harus mengimbau 
mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku serta 
mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini 
mereka sambut dengan gerakan senjata, maka pihak pemerintah 
dapat memerangi mereka. Hal ini berdasarkan pada firman 
Allah dalam Surah al-Hujurat/49: 9: 


2 LI a NA a 7 
MA 


2 22yr ye a PI Papa Apr 
SEN IN AL EA Aa sal ga ab ON) 


pa 


Z 
or? Les 2» 


Ea 2 AA PU PRA KUA AA 
Ik JING gk GG MAN EA DNA 
GAWA] 


Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
galim terbadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, 
Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al- 
Hujurat/49: 9) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menyikapi pembe- 
rontakan dan makar, pemerintah harus memulai mengingatkan 
mereka dengan cara-cara yang damai (politik). Hal ini sebagai- 
mana pernah dilakukan oleh Khalifah “Ali bin Abi Talib terhadap 
pemberontak dari kalangan Khawarij, melalui pernyataannya: 
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bi Yg ue Uis fani YM Kung Kiang ais ba ES 
"ad AKI Dis slah bp aiet gabs yg Sia 


Berbuatlah sesuka hati kalian, asalkan jangan menumpahkan darah 
orang yang tidak berdosa serta membuat kekacauan dan menzalimi orang 
lain. Apabila kalian melakukan hal itu, kami menyatakan perang 
terhadap kalian! 


Apabila tindakan peringatan dari pemerintah tidak meng- 
hentikan kegiatan makar mereka, pemerintah memiliki wewenang 
untuk memerangi mereka. Namun demikian, pemerintah tidak 
boleh langsung memerangi mereka, sebelum mereka terlebih 
dahulu melancarkan serangan.” Hal ini karena tindakan yang 
harus dilakukan terhadap suatu pemberontakan adalah, dalam 
istilah M. Salim al-Awwa, bagaimana bisa terwujud dan terpeli- 
hara “ketertiban dan kemaslahatan umum” (ad-difa usy-syar'il- 
amm). Dan upaya serta tindakan memelihara ketertiban umum 
ini tentu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang justru 
termasuk dalam tindak kejahatan (jarimah)." 

Apa yang dijelaskan di atas agaknya sejalan dengan penaf- 
siran M. Quraish Shihab atas ayat 9 Surah al-Hujurat/49 yang 
disebutkan tadi. Menurut Shihab, kata gatala pada ayat tersebut 
dapat berarti membunuh, bertengkar, atau memaki”. Karena itu, kata 
igtatali tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh, 
sebagaimana diterjemahkan sementara orang. Ia bisa diartikan 
berkelahi/ bertikai atau bertengkar dan saling memaki. Dengan 
demikian, perintah fa gdtili pada ayat di atas tidak tepat bila 
langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh 
jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terje- 
mahan yang jauh lebih netral untuk kata tersebut—lebih-lebih 
dalam konteks ayat ini—adalah tindaklah. Singkatnya, ayat 9 
Surah al-Hujurat/49 di atas menuntun orang-orang beriman 
agar melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan dan 
pertikaian muncul di antara kaum muslim. Jika pun harus 
melakukan aksi tindakan, bertindaklah dengan arif dan bijak. 
Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api 
sebelum menjalar." Wallahu alam bis-sawab. || 
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Catatan: 





1 Surah al-Bagarah/2: 256. 

2 Surah al-Gasas/28: 83. 

3 M. Abdullah Diraz, Dirasat Islamiyyah: Fil-'Alagatik-ljtima iyyah wad- 
Dauliyyah, (Kuwait: Darul-Galam, 1994), cet. IV, h. 142. 

4M. Abdullah Diraz, Dirasat Islamiyyah, h. 142-143. 

5 Surah al-Hajj/22: 39-40. 

6 Surah an-Nisa'/4: 75. 

7 Dalam al- “Muqaddimah h.145, Ibnu Khaldun menulis: 


a isg Eoi A aiy iu aii g ia Ji auii esh oyi SI ly 
As DAGAN A3 UN NGANG IBI asat JAN II eh Laki Ca yes 


Ja GE PEN ja o gab A ghs Lb esa ak ay ella 

8 Lihat antara lain: Surah al-Hajj/22: 39 dan al-Bagarah/2: 190. 

? M. “Abdullah Diraz, Dirasat Islamiyyah, h. 143. 

10 Di antara butir perjanjian Hudaibiyyah yang disepakati berlaku untuk 
masa 10 tahun yang sepintas terlihat merugikan pihak Islam sehingga banyak 
sahabat yang pada mulanya berkeberatan adalah butir kesepakatan yang 
menyatakan bahwa Nabi sallallahu “alaihi wa sallam dan kaum muslim tidak 
boleh berumrah ke Mekah pada tahun itu, dan butir yang menyatakan bila 
ada orang Ouraisy di Mekah yang lari ke Medinah (untuk masuk Islam), Nabi 
harus mengembalikannya ke Mekah, namun bila ada penduduk Medinah 
yang lari ke Mekah, kaum Quraisy tidak dituntut mengembalikannya ke 
Medinah. Lebih dari itu, Nabi saw juga “mengalah” saat pihak Quraisy tidak 
menerima julukan mulia Rasulullah ditambahkan pada kata Muhammad 
dalam perjanjian itu yang membuat geram “Ali bin Abi Talib. Tetapi pada 
akhirnya, berkat perjanjian yang sepintas merugikan umat Islam itu, umat 
Islam di Medinah yang sebelumnya tidak diakui keberadaannya, menjadi satu 
komunitas politik yang diakui kedaulatannya secara de jure dan kemudian 
berkembang sangat pesat (lihat: al-Mubarakfurt, ar-Rahigul-Makhtum, h. 341, 
343). 





1 M. “Abdullah Diraz, Dirasat Islamiyyah, h. 143. 

12 M. H. Zagzoug, Hagd'ig Islamiyyah fi Muwajabah Hamalat at-Tasykik, 
(Kairo: Maktabatusy-Syurugid-Dawliyyah, 2004), h. 41. 

3 Empat Konvensi Jenewa tahun 1948 itu terdiri dari: (1) Konvensi I 
berkaitan dengan perbaikan kondisi korban cedera dan sakit dalam angkatan 
bersenjata di medan pertempuran darat (Geneva Convention for the Amelioration 
of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field), (2) 
Konvensi II berkaitan dengan perbaikan kondisi anggota angkatan 
bersenjata di laut yang cedera, sakit, dan korban karam (Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea); (3) Konvensi III berkaitan dengan perlakuan yang 
diberikan bagi tawanan perang (Geneva Convention relative to the Treatment of 
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Prisoners of Wan); dan (4) Konvensi IV berkaitan dengan perlindungan orang 
sipil di waktu perang (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War). Lihat: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen 
Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, (Jakarta: Pengayoman, 
1999). 

14 Rina Rusman, Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter 
Internasional, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS 
hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan International Committee of the Red 
Cross ICRC), Semarang 11 — 16 Desember 2007. 

15 Rina Rusman, Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum  Humaniter 
Internasional. 

16 Al-Gurtubi, al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur'an, Maktabah Syamilah versi 
2, 1/519. Bandingkan, Ibnu ‘Atiyyah, a-Mubharrirul-Wajiz, 1/209. 

1 Dalam HHI, warga sipil adalah: (1) orang yang tidak berperan aktif 
dalam peperangan dan tidak melakukan pekerjaan militer, dan (2) seorang 
yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, militan, 
korps sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata, dan 
gerakan perlawanan (lihat: pasal 3, Konvensi Jenewa, 1949 dan pasal 15 (b) 
Konvensi Jenewa IV, 1949). 

18 Istilah bukan-pejuang atau nonkombatan menunjuk kepada 
anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti 
menjadi personil medis, dan personil keagamaan militer, atau tidak lagi 
mengambil peran dalam pertempuran (bors de combat) seperti tawanan perang, 
orang yang terluka, dan korban dari kapal karam (lihat: Pasal 4, para 1 dan 
pasal 8 (c), protokol Tambahan 1/1977; pasal 9 Protokol Tambahan 
11/1977, dan pasal 24 dan 41 Konvensi Jenewa 1/1949). 

19 “Abdul-Gani Mahmud, Himayah Dahaya an-Niza'at a-Musallahah fil- 
Oanunid-Duwali al-Insani wasy-Syari'ah al-Islamiyyah, (Kairo: Bi'satul-Lajnah ad- 
Dawliyyah lis-Saltbil-Ahmar bil @ahirah, 2000), h. 54-55. 

20 Lihat: M. H. Hassan, Teroris Membajak Islam, Jakarta: Grafindo 
Khazanah Ilmu, 2007, h. 185 dst. 

2! Imam al-Bukhari, Sahih a-Bukhari, Kitab al-Jihad wa as-Sair, Bab 
Oatlunnisa', n0.2851. 

22 “Abdul-Gani Mahmud, Himayah Dahaya an-Niga'at al-Musallahah, h. 
20-23. 

23 Imam Malik, a-Muwatta', h. 360, asy-Syaukani, Nailu-Awtar, 7/249. 

2 “Abdul-Gani Mahmud, Himayah Dahaya an-Niga'at a-Musallahah, h. 
14. 

25 Pesan Rasul sallallahu 'alaihi wa sallam selengkapnya berbunyi: 
“Apabila Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat seorang panglima 
untuk suatu pasukan atau ekspedisi perang, beliau akan berpesan kepadanya 
dan pasukan yang dipimpinnya untuk selalu berperilaku baik. Kemudian 
Rasulullah salallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Berperanglah dengan nama 
Allah, untuk membela agama Allah. Perangilah orang yang kafir. 


384 Konflik Inter dan Antar Negara 





Berperanglah, jangan berbuat curang dalam harta rampasan, jangan meng- 
khianati perjanjian, jangan berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya, 
dan jangan bunuh anak kecil. Apabila kamu bertemu musuhmu dari orang- 
orang musyrik, maka ajukanlah kepada mereka tiga pilihan. Apa saja yang 
mereka pilih dari ketiganya, terimalah dan lindungilah mereka. Ajaklah 
mereka pada agama Islam, apabila mereka menerima ajakanmu, terimalah 
mereka dan lepaskanlah mereka. Apabila mereka menolak ajakanmu 
memeluk Islam, maka mintalah mereka agar membayar jizyah, apabila mereka 
mau membayar jizyah, terimalah mereka dan lindungilah mereka. Dan jika 
mereka menolak membayar jizyah, mohonlah pertolongan kepada Allah dan 
perangilah mereka.” (lihat: asy-Syaukani, Nailul-Awtar, juz VII, h. 230; as- 
San'ani, Subulus-Salam, juz IV, h. 1339, Ibnu Hajar al-“Asgalant, Buligul- 
Maram, h. 236-237). 

26 Surah al-Isra'/17: 70, al-Hijt/15: 29. 

2 Lihat: M. H. Zagzug, Haga'ig Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at- 
Tasykik, h. 51 — 52. 

28 Tentang fatwa-fatwa lembaga Islam Internasional, lihat “Lampiran 
Pengecaman Umat Islam Terhadap Peristiwa Bom Bali dan Aksi Teroris 
Serupa” dalam M. H. Hassan, Teroris Membajak Islam, h. 235 dst. 

2 Yusuf al-Qaradawi, al-Islam wak Unf: Nagarat Tasiliyyah, (Kairo: 
Darusy-Syurug, 2005), h. 27 — 29. 

30 “Abdul-Gani Mahmud, Himayah Dahaya an-Niza'at a-Musallahah, h. 





14. 

31 Lihat catatan nomor 24. 

32 Asy-Syarbini, Mugni a-Muhtaj, juz IV, h. 227-228, al-Mawardi, al- 
Ahkamus-Sultaniyyah, h. 167, Ibnu Qudamah, a-Mugui, juz IV, h. 407. 

33 Al-Baidawi, Tafsir a-Baidawi, juz II, h. 372. 

34 Asy-Syaukani, Nailu-Awtar, juz VII, h. 301-303. 

35 Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, juz IV, h. 454-455, dan Ibnul-Arabi, 
Ahkamul-Our'an, juz IV, h. 1898. 

36 Asy-Syaukant, Ngilu-Awtar, juz VII, h. 303. 

37 “Abdul-Gani Mahmud, Himayah Dahaya an-Niga'at a-Musallahah, h. 
32. 

38 As-San'ani, Subulus-Salam, juz IV, h. 1359, dan asy-Syarbini, Mugni 
al-Muhtaj, juz IV, h. 229. 
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DA C 


PENYIMPANGAN PENGELOLAAN NEGARA 


a 


baik. Amanah yang diperoleh pejabat seharusnya dapat 

dipegang teguh. Namun demikian, kenyataannya tidak 
selalu seperti itu, dimana terjadi penyimpangan-penyimpangan 
dalam pengelolaan negara. Beberapa hal berikut ini termasuk 
unsur-unsur penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan 
sebuah negara, yaitu: korupsi, kolusi, nepotisme, money 
laundering, money politics, penjualan aset negara, dan makelar kasus. 
Sesungguhnya pembahasan tentang tiga hal yang pertama, yaitu 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan termasuk suap sudah 
dibahas dalam uraian tafsir tematik yang lalu.' Oleh karena itu, 
dalam tulisan ini uraian diberikan terhadap apa yang belum 
terdapat dalam rujukan tersebut. 


| ja sebuah negara seyogianya dilakukan dengan 


A. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Wujud dari tindakan korupsi telah ada sejak lama meskipun 
istilah ini merupakan produk peradaban modern. Di abad ke-7, 
Nabi Muhammad salallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan 
sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan 
yang merugikan orang lain yang merupakan bagian dari korupsi. 
Beliau mengajarkan untuk menghindari suap, mengambil harta 
umat, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Sedangkan di abad 
pertengahan, seorang filosof ternama, Dante, dengan tegas 
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memosisikan dirinya sebagai seorang yang sangat membenci 
tindakan korupsi dan menyatakan pelaku suap (salah satu 
bentuk korupsi) akan ditempatkan di neraka paling dasar.” 

Seorang sejarawan berpendapat bahwa korupsi muncul 
ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan 
pribadi dan keuangan umum dan pemisahan keuangan tersebut 
tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Korupsi sebagai 
konsepsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepen- 
tingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan 
keuangan jabatannya.” Sebuah prinsip yang muncul di Barat 
setelah adanya Revolusi Perancis dan negara-negara Anglo- 
Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada permulaan 
abad ke-19. Semenjak itulah penyalahgunaan wewenang demi 
kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap 
sebagai tindak korupsi. 

Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat 
melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas 
(kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan dari 
kepercayaan tersebut dilihat sebagai pengkhianatan terhadap 
kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensya- 
ratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rak- 
yat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Korupsi dapat didefinisikan 
sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam 
konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk ke- 
pentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi, praktek korupsi 
sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masya- 
rakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. 

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana 
pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya 
menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi 
menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang 
administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengu- 
ras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun 
asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, 
status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan 
pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. 

Secara normatif dan sosiologis, definisi korupsi selalu 
berkembang. Dari perspektif hukum, korupsi berasal dari 
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bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere yang berarti 
busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok 
yang mencakup unsur-unsur: melanggar hukum berlaku, penya- 
lahgunaan wewenang, merugikan negara; dan memperkaya 
pribadi dan diri sendiri. Pada umumnya, masyarakat mende- 
finisikan perilaku korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan 
atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi." 

Kamus Online Oxford mendefinisikan korupsi sebagai 
“penyimpangan atau perusak integritas dalam pelaksanaan tugas- 
tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa” Sedangkan 
kamus Webster mendefinisikannya sebagai “bujukan untuk ber- 
buat salah dengan cara-cara yang tidak pantas secara moral atau 
melawan hukum (seperti penyuapan)." Dalam kamus Bahasa 
Indonesia dijelaskan bahwa korupsi sebagai “penyelewengan atau 
penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain.” 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjelaskan pe- 
ngertian korupsi sebagai “tindakan melanggar hukum dengan 
maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi 
yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara.” Di dalam UU tersebut, ada 9 tindakan yang dikategori- 
kan sebagai korupsi: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, 
hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme dan penya- 
lahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. * Kolusi 
diberi pengertian sebagai “permufakatan atau kerjasama secara 
melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penye- 
lenggara negara dengan pihak lain, masyarakat dan atau negara.” 
Sedangkan nepotisme oleh Pasal 1 butir 5 diartikan “setiap 
tindakan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang 
menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas 
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.” 

Pengertian KKN didefinisikan sebagai praktik kolusi dan 
nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung 
unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan 
operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau 
perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD 
kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat 
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terkait, kerabat, atau konconya. Bentuk fasilitas istimewa di 

antaranya adalah: 

1) Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat asas 
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam 
rangka kerjasama pemerintah/BUMN/BUMD dengan swasta. 

2) Fasilitas kredit, pajak, dan cukai yang menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan 
untuk itu secara eksklusif. 

3) Penetapan harga penjualan dan tuislag. 

John Girling menganalisa bahwasanya korupsi itu berasal 
dari ekses kapitalisme yang notabene mewakili persepsi yang 
normatif, yaitu kulminasi dari proses sistematik praktik-praktik 
kolusi di antara elite politik dan pelaku ekonomi dengan meli- 
batkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swas- 
ta). Selanjutnya, dia berpendapat bahwa korupsi terjadi di saat 
pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan yang 
dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit) 
dengan cara proses yang sebenarnya. Di satu sisi, elite politik 
sendiri juga memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai 
dirinya sendiri dan bahkan membiayai praktik politik yang 
dilakukannya." 

Kontradiksi terlahir antara kepentingan birokrasi peme- 
rintahan yang harus melayani kepentingan umum dengan per- 
kembangan dan intervensi kepentingan pasar, sebuah ekses dari 
demokrasi modern dan kapitalisme. Seharusnya, dengan mandat 
atas nama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan 
demokratis, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat 
secara umum. Akan tetapi, seiring perkembangan kapitalisme, 
yang juga berkepentingan terhadap birokrasi modern, malah 
berbanding terbalik dengan kepentingan umum. Akumulasi 
modal sebagai logika dasar dari kapitalisme mengharuskan 
adanya kontrol pasar dan jalur distribusi. Maka, untuk meraih 
kepentingan tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan 
jalur birokrasi publik untuk kepentingan mereka. Hal inilah yang 
dikenal sebagai kolusi, yang merupakan bentuk akomodasi 
normal antara kepentingan politik dan ekonomi. Kolusi meru- 
pakan bentuk pra-kondisi dari korupsi. Sudah barang tentu 
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pelaku ekonomi memperoleh manfaat keuntungan ekonomi 
dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memper- 
oleh keuntungan untuk membiayai kepentingan-kepentingan 
politik yang akan mereka raih. 

Derivasi atau turunan dari KKN ini akan menyebabkan 
kerusakan akhlak, moral, kehancuran ekonomi, pendidikan, 
budaya, dan tatanan kehidupan lainnya. Dalam perspektif ajaran 
Islam, korupsi termasuk kategori perbuatan jasad dan khianat 
yakni perbuatan yang merusak (fasad) tatanan kehidupan, dan 
pelakunya boleh dikategorikan melakukan jinayah kubra (dosa 
besar). Balasan bagi pelaku fasad adalah dikemukakan dalam 
al-Ma'idah/5: 33: 


BRG Lho A r 


a AT ora Too Ti 2 [o >. AT “5 
BED SSS SN AA PA Sp GAN LSI 


a NGANA LE Wi. 20 AAS o o TAG Aa AP 
CON al yan Sa Ae HH AI SA PS 


Ep SARAN AGAN ES 3 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (al-Ma'idah/ 5: 33) 


Kalimat yuparibün Allah wa rasiilahi, para ulama berbeda 
pendapat dalam memahaminya. Imam Malik berpendapat 
mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada 
dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang 
dirampas. Baik perampasan itu terjadi di kota atau di daerah 
terpencil. Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan 
tersebut terjadi di tempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota 
atau di tempat keramaian, maka ia tidak termasuk dalam 
kategori yuharibun. Ulama-ulama mazhab Syafii dan Abu 
Hanifah memahami kata aw (atau) pada ayat ini berfungsi 
sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai 
dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan,” yakni 
jika membunuh, maka balasannya dibunuh, bila membunuh, 
merampok dan menakut-nakuti maka dibunuh dan disalib, jika 
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merampok tanpa membunuh maka kaki dan tangannya dipo- 
tong menyilang, dan jika hanya menakut-nakuti, ia dibuang dan 
dipenjarakan. Sementara itu, Imam Malik memahami kata aw 
dalam arti pilihan yakni empat macam pilihan tersebut diserah- 
kan kepada yang berwenang untuk memilih yang paling sesuai 
dan adil sesuai dengan kejahatan pelaku. 

Muhammad “Ali as-Sabini,? menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan al-fasad yaitu segala perbuatan yang menye- 
babkan hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, seperti 
membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, 
melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. 
Karena itu, berdasarkan pendapat tersebut, korupsi sama buruk 
dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan 
tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan 
kriminal biasa, bahkan sering dianggap perbuatan yang wajar. 
Tentu pendapat ini perlu ditolak, sehingga perang melawan 
korupsi mungkin harus disuarakan senyaring dan sekeras perang 
melawan terorisme. Kedua-duanya sangat membahayakan eksis- 
tensi dan keutuhan masyarakat dan bangsa. 

Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda: 


Mame y a Eh Ia SI TN 3G Y 


Tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari makanan haram. 
(Riwayat at-Tabrani dari Ka'ab bin “Ujrah) 


Artinya mengonsumsi makanan hasil korupsi adalah 
haram, dan akan mendorong para pelakunya berperilaku buruk 
yang menghancurkan martabatnya baik di dunia ini maupun di 
akhirat nanti. Bahkan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik 
pun, jika dihasilkan melalui korupsi tidak akan diterima oleh 
Allah subhanahu wa ta'ala, seperti infak dan sedekah (hadis 
riwayat Muslim), ibadah haji yang dilakukan (hadis riwayat 
Ahmad), juga doa yang dipanjatkan akan ditolak oleh Allah 
subhanahu wa ta'ala (hadis riwayat Muslim). 

Bahkan jika seorang koruptor meninggal dunia, ada ulama 
yang berpendapat bahwa jenazahnya tidak perlu disalatkan oleh 
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kaum muslim sebelum harta hasil korupsinya itu dijamin akan 
dikembalikan oleh ahli warisnya kepada negara. Hal ini diana- 
logikan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan 
masih memiliki utang, yang tidak boleh disalatkan sebelum ada 
keluarga yang bersedia menjaminnya. Jika tidak, maka kelak di 
alam kuburnya akan terombang-ambing. Dalam sebuah hadis 
riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam bersabda: 

Tap gi os gi oy) AS si aah Kla yadi 
Nyawa seorang mukmin (di alam kuburnya) terombang-ambing, sebingga 


utangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. (Riwayat at-Tirmizi dari 
Abu Hurairah) 


Meskipun demikian, terdapat pula pendapat beberapa 
ulama yang mengharuskan menyalatkan setiap muslim meskipun 
melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan." Tetapi 
Rasulullah sendiri pernah melarang menyalatkan orang yang 
memiliki utang, sehingga utangnya itu dibayarkan." 

Penghindaran manusia dari tindak KKN dapat dilakukan 
jikalau manusia memahami benar peran dan fungsi mereka di 
atas bumi ini sehingga tidak melakukan kerusakan dan khianat 
terhadap amanah yang Allah anugerahkan untuk mengelola 
kehidupan ini. Allah berfirman dalam Surah al-Bagarah/2: 30: 

aa oh 3 AAA DR JAS 

ia Ga JANGGAN a 
Zore WR IA w782 2. WA pae IE ra 577 z 
SS A5 sd aa pas s AN Da ga kad 

TAA A 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.” (al-Bagarah/2: 30) 
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Allah pun menegaskan betapa serius tanggung jawab yang 
dipikul manusia sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut ini: 


os 200 SSL yet x > » td 
bean eka AS Aan 
PAN AN aa KKN 


Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi 
dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 
mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'am/6: 165) 


Rasulullah menambahkan bahwa eksistensi manusia seba- 
gai khalifah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah: 
“kullukum rain wa kullukum mas'ilun ‘an ra'yyyatih” (Muttafag 
alaih). 

Pemberantasan korupsi (terutama korupsi kelas kakap) di 
Indonesia terasa sangat sulit, karena sudah menggurita dan juga 
karena masih belum kuatnya komitmen penegak hukum untuk 
menumpasnya. Hampir semua kasus mega korupsi selalu 
menguap tanpa alasan yang jelas dan tanpa memperhatikan rasa 
keadilan masyarakat. Meskipun demikian, bukan berarti korupsi 
itu boleh dibiarkan atau bahkan dianggap perbuatan yang wajar. 
Sebab jika hal itu terjadi, maka kehancuran bangsa dan negara 
ini hanyalah tinggal menunggu waktu. Karena itu, diperlukan 
kesungguhan, kerja keras, dan kebersamaan semua elemen 
masyarakat yang masih memiliki nurani untuk memperbaiki 
bangsa dengan bukti nyata. Beberapa hal berikut ini mungkin 
dapat diperhatikan dengan seksama: 

Pertama, semua pimpinan partai politik dan organisasi 
massa (terutama yang berbasiskan ajaran Islam) harus membuk- 
tikan dirinya bahwa mereka itu bersih dan tidak korup, baik 
terhadap harta negara maupun terhadap harta organisasinya. 
Demikian pula mereka yang mendapatkan amanah sebagai 
pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus memiliki 
keberanian untuk menyatakan kepada khalayak bahwa harta 
yang dimilikinya adalah benar-benar bukan hasil korupsi. Misal- 
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nya, rumah dan kendaraan mewah, atau harta lainnya, harus siap 
untuk diaudit dengan auditor publik yang netral. Alangkah 
idealnya jika saat ini mereka benar-benar mempunyai keberanian 
untuk melakukannya. Upaya ini akan lebih baik jika dimulai dari 
diri kita sendiri sebelum pada orang lain. Seperti sabda Rasulullah: 
éli IB) (mulailah dari diri Anda sendiri). 

Kedua, harus ditumbuhkan keberanian masyarakat untuk 
ikut aktif dalam mengawasi perilaku para pejabat, apalagi jika 
diduga pejabat yang bersangkutan memiliki harta yang banyak 
dengan cara-cara yang tidak wajar. Komponen generasi muda 
yang dianggap masih memiliki idealisme dan kejujuran yang 
tinggi, seperti pelajar dan mahasiswa, harus didorong untuk 
memiliki keberanian tersebut. 

Ketiga, para calon pejabat publik harus memiliki keberanian 
menjelaskan asal usul hartanya kepada masyarakat. Dan jika 
telah menjadi pejabat, mereka siap melaporkannya kembali 
dalam waktu yang rutin, misalnya enam bulan sekali. 

Keempat, para koruptor harus dihukum dengan hukuman 
yang seberat-beratnya secara terbuka dan transparan, agar 
menjadi sebuah shocked therapy bagi mereka yang memiliki 
keinginan melakukan hal serupa. 

Tentu masih banyak cara lain yang lebih efektif untuk 
menumpas perbuatan korupsi yang sangat membahayakan ini. 
Namun yang penting, semua pihak harus memiliki niat dan 
keinginan yang kuat untuk segera memotong habis perbuatan 
ini sampai ke akar-akarnya, jangan sampai terwariskan kepada 
generasi mendatang. Sesungguhnya orang yang benar-benar 
mengaku muslim tidak akan melakukan korupsi, suap, manipulasi, 
berkhianat, menipu, zalim, dan tindakan KKN lainnya. Sebab, 
ia amat paham bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya dan 
menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilaku- 
kannya. Jadi, jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai sifat 
takwa, tidak takut terhadap pengawasan Allah subhanahu wa 
ta'ala, maka dapat dipastikan ia memiliki sifat zalim dan menin- 
das rakyat. Allah subhanahi wa ta'ala berfirman dalam Ali 
“Imran/3: 161: 
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Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada bari Kiamat 
dia akan datang membawa apa yang dikhianaikannya itu. Kemudian 
setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Ali Imran/3: 161) 


Ayat ini masih terkait dengan ayat yang lalu yaitu 
berbicara tentang khianat, sifat ini merupakan salah satu sebab 
utama ketidakhadiran pertolongan Allah, sebaliknya menjauhi 
khianat merupakan syarat utama bagi kehadiran pertolongan- 
Nya. Ulama menyebutkan salah satu sebab petaka yang terjadi 
di Perang Uhud adalah khianatnya pasukan pemanah yang 
meninggalkan posisi mereka. Kata yagulla yang diartikan ber- 
khianat, oleh sementara ulama dipahami bergegas mengambil 
sesuatu yang berharga dari rampasan perang, namun juga berarti 
pengkhianatan secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah 
yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi." 
Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin nabi berkhianat 
apalagi Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, umatnya pun 
tidak wajar melakukan pengkhianatan. 

Terkait khianat dengan kekayaan hasil KKN adalah, 
harta-benda (kekayaan) yang diperoleh para penguasa—dari 
tingkat rendah sampai tinggi—ataupun perorangan secara tidak 
sah (tidak syarĝ, yaitu diperoleh dari berbagai pihak karena telah 
menjalankan suatu pekerjaan tertentu yang sebenarnya sudah 
menjadi tugasnya sebagai pejabat negara/publik, baik harta 
kekayaan itu milik negara, kaum muslim, ataupun individu 
muslim. Harta benda halal yang berhak mereka peroleh hanya- 
lah berupa gaji, insentif, kompensasi/ganti rugi, dan sejenisnya. 
Lalu bagaimana jika dijumpai pejabat negara/publik yang 
melakukan kecurangan, entah itu korupsi, suap, memperoleh 
komisi, hadiah, manipulasi, penipuan, penggelapan, dan 
sejenisnya? 
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Berikut adalah berbagai contoh sikap negara Islam terhadap 
para pejabatnya yang “diduga” melakukan KKN, sekaligus 
tindakan preventif negara untuk mengatasi penyimpangan yang 
dilakukan oleh mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah 
“Umar bin al-Khattab, beliau telah membuat suatu keputusan 
yang mengharuskan para pejabat negara/publik untuk diketahui 
terlebih dulu jumlah harta kekayaannya tatkala mulai menjabat. 
Kemudian, pada akhir masa jabatannya, harta kekayaan pejabat 
tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih positif setelah 
dikurangi dengan gaji/tunjangan selama kurun waktu jabatannya, 
“Umar bin al-Khattab tidak segan-segan untuk merampas paksa 
kelebihannya itu, dan menyerahkannya ke baitul mal sebagai 
milik kaum muslim. Di samping itu, beliau juga pernah 
mengangkat seorang pejabat—yaitu Muhammad bin Maslamah— 
khusus untuk mengawasi harta kekayaan milik pejabat negara. 
Berdasarkan laporannya itulah, “Umar bin al-Khattab kemudian 
membagi dua harta kekayaan Abu Hurairah (Penguasa/Gubernur 
Bahrain, “Amr bin al“As (Penguasa/Gubernur Mesir), Nu'man 
bin “Adi (Penguasa/Gubernur Mesan), Nafi bin “Amr al-Khuza'i 
(Penguasa/Gubernur) Mekah, Yala bin Munabbih (Penguasa/ 
Gubernur Yaman), Sa'ad bin Abi Waqqas (Penguasa/Gubernur 
Kufah), dan Khalid bin Walid (Penguasa/ Gubernur Syam). 

Khalifah “Umar bin al-Khattab juga membuat keputusan 
lain dengan melarang seluruh pejabat negara untuk melakukan 
kegiatan bisnis/perdagangan dan sejenisnya seraya memerintahkan 
mereka untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan pikirannya 
melayani kemaslahatan seluruh masyarakat. Pendek kata, 
Khalifah “Umar berhasil mengatasi secara tuntas dan mendasar 
kerusakan-kerusakan di bidang administrasi pemerintahan dalam 
bentuk yang tidak pernah dikenal sebelumnya, bahkan tidak 
dapat ditandingi oleh pemerintahan manapun dewasa ini. 
Beliaulah yang merampas separuh keuntungan dari penjualan 
kambing gembalaan milik anaknya, “Abdullah, dan menyerah- 
kannya kepada Baitul Mal, karena dia telah menggembalakan 
kambingnya di padang gembalaan milik negara (yang subur) 
sehingga kambingnya menjadi gemuk. 

Zaid bin Aslam menuturkan riwayat dari ayahnya, yang 
artinya, sebagai berikut: 
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Pada suatu hari, “Umar bin al-Khattab mengatakan kepada 
kami, “Aku mengetahui harta kekayaan yang kalian peroleh. Jika di 
antara kalian ada yang memiliki harta dan berasal dari kekayaan 
negara, yang berada di bawah pengawasan kami, maka janganlah 
menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali 
atau pelana unta. Sebab, semua itu adalah milik kaum muslim, dan 
setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Apabila bagian itu 
milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar. Jika bagian 
itu milik jamaah kaum muslim, mereka akan memandangnya 
kurang berharga/sepele.”2 


Bagaimanapun, rakyat memerlukan keteladanan dari para 
pemimpinnya tentang kesederhanaan dan tekadnya menumpas 
KKN. Itulah yang dipresentasikan oleh Khalifah “Umar bin 
“Abdul “Aziz. Beliau adalah orang yang mencabut seluruh tanah 
(garapan) milik Bani Umayyah yang mereka peroleh melalui 
penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Khalifah 
Umar bin “Abdul “Aziz memulai dari dirinya sendiri. Ia mele- 
paskan hak atas kekayaannya, seluruh harta miliknya, seluruh 
hewan tunggangannya, seluruh perkakas rumah tangganya, dan 
bahkan seluruh minyak wangi simpanannya. Lalu semuanya 
dijual hingga diperoleh uang senilai 23.000 dinar emas. Selu- 
ruhnya diserahkannya kepada baitul mal, beliau cukup memper- 
oleh santunan setiap hari yang bernilai dua dirham perak.” 
Sejarah Islam dan kaum muslim telah menunjukkan bagaimana 
mereka (para khalifah dan para gadi/hakim) tidak segan-segan 
bersikap tegas dan mengambil tindakan konkrit terhadap harta 
kekayaan pata pejabat negara/publik yang nyata-nyata menya- 
lahgunakan jabatan atau wewenangnya untuk memperkaya diri 
sendiri maupun karib keluarganya. 

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal 
dari sang Pencipta yang Maha Sempurna, Allah “Azza wa Jalla, 
Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk 
menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam 
upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan 
maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:” 
1. Sistem penggajian yang layak 

Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu me- 
merlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. 
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Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda 
untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang 
layak. Rasul sallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 
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Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah 
menikah, atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan, 
atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak 
mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. 
Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri! (Riwayat 
Ahmad dari al-Mustaurid) 


2. Larangan suap dan menerima hadiah 
Tentang suap, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
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Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap. (Riwayat Ibnu Hibban 
dari Abu Hurairah) 


Tentang larangan menerima hadiah, Rasul sallallahu ‘alaihi 
wa sallam juga bersabda: 
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Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, “Ini 
untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya.” 
Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu 
memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak? 
(Riwayat al-Bukhari dari Abu Humaid as-Sa'idi) 


3. Penghitungan kekayaan pejabat 
Agar tidak berbuat curang, Khalifah “Umar selalu meng- 
hitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatan- 
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nya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah “Umar akan 
memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada 
negara (Lihat: Tabagat Ibnu Sa'ad, Tarikhul-Khulafa' as-Suyuti. 


4. Teladan dari pemimpin 

Dengan keteladanan pemimpin, tindakan atas penyim- 
pangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan 
juga tidak sulit dilakukan. Khalifah “Umar misalnya, pernah me- 
nyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, “Abdullah bin 
Umar. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa 
unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. 
Khalifah “Umar menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan 
fasilitas negara. Allah berfirman dalam Surah an-Nisa'/4: 58: 
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berbak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 


sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


5. Hukuman setimpal 

Pada umumnya orang akan takut menerima risiko yang 
akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang 
juga berfungsi sebagai upaya pencegahan. Dengan hukuman 
setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu 
kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, selain yang 
sudah disebutkan di atas, korupsi merupakan kejahatan yang 
pelakunya wajib dikenai hukuman ta'gir. Bentuknya bisa berupa 
hukuman tasyhir (dipermalukan di depan umum), hukuman 
kurungan, dan lain-lain, tentu disertai dengan penyitaan hasil 
korupsi oleh negara. Khalifah “Umar bin “Abdul “Aziz, misalnya, 
pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan 
dalam waktu lama terhadap koruptor.” Adapun Khalifah “Umar 
bin al-Khattab pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang 
dicurigai sebagai hasil korupsi. 
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6. Pengawasan masyarakat 

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau 
menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh 
budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan 
efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga 
korupsi bisa dicegah. Allah berfirman dalam Surah an-Nisa'/4: 1 
yaitu: 
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan- 
nya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah memperkembang- 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada 
Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu. (an-Nisa'/4: 1) 

Awal ayat ini menerangkan pentingnya persatuan dan 
kesatuan dalam masyarakat, saling bantu dan menyayangi karena 
seluruh manusia berasal dari satu keturunan. Semuanya dituntut 
untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat. 
Perintah untuk bertakwa kepada Tuhanmu (rabbakum) mengindi- 
kasikan kepada manusia untuk berbuat baik, karena Tuhan 
(rabb) adalah Tuhan yang memelihara dan membimbing dan 
berharap agar manusia menghindari sanksi (za) yang dapat 
dijatuhkan oleh Allah. Pemilihan kata tersebut adanya hubungan 
antara manusia yang tidak boleh putus sekaligus menuntut 
manusia untuk saling memelihara dan mengawasi untuk kebaikan, 
dalam hal ini mengawasi para pejabat dari tindak korupsi agar 
bisa dicegah.” 


7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh. 

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang 
pada kekuatan iman dan kontrol diri para bitokrat/individu itu 
sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi 
Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu takut untuk melakukan 
penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka. 
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Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin 
diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam 
sistem sekuler. Agama Islam menjadi sumber kemaslahatan dan 
rahmat bagi kaum muslim, bahkan bagi umat manusia dan 
seluruh alam jika diamalkan dengan sebaik-baiknya. Allah 
subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah al- 
Anbiya'/21: 107 
Are E 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiya'/21: 107) 


Dan perintah untuk berbuat adil kepada sesama manusia 
(al-Ma'idah/5: 8): 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terbadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahbateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 


Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam pernah murka pada 
seorang petugas zakat Suku Azad yang menerima hadiah. Beliau 
naik ke atas mimbar dan berkhotbah, “Demi Zat yang jiwa 
Muhammad ada di tangan-Nya tidaklah aku menugaskan seseorang atas 
suatu pekerjaan yang dipercayakan Allah kepadaku, kemudian ia 
berlaku curang, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dengan 
memikul unta yang mulutnya tak henti-hentinya meneteskan busa, atau 
sapi yang terus-terusan mengauk atau kambing yang tak berhenti 
mengeluarkan kotoran.” Kisah yang diriwayatkan Imam Muslim di 
atas menjadi bukti hukum dan sejarah bahwa Islam telah 
menempatkan KKN dan para pelakunya sebagai musuh. 
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Permusuhan terhadap KKN juga diteruskan oleh para khalifah 
sesudah beliau. Khalifah “Umar bin al-Khattab misalkan pernah 
menyita unta milik putranya sendiri “Abdullah bin “Umar setelah 
mengetahui bahwa unta itu digembalakan di padang gembalaan 
yang merupakan fasilitas umum. Hasil penjualannya kemudian 
dibagi dua; separuh untuk putranya, separuh untuk baitul mal. 
Beliau juga selalu melakukan audit terhadap harta orang-orang 
yang ia angkat sebagai pejabat; sebelum dan sesudah menjadi 
pejabat. Jika ia melihat kelebihan, maka ia tidak segan-segan 
menyitanya dan disimpan di baitul mal. 

Hal itu bahkan berlaku bagi seorang sahabat seperti Abu 
Hurairah ketika ia menduduki satu jabatan tertentu, ia juga 
mengumpulkan harta dari cara yang halal. Amirul mukminin 
‘Umar bin al-Khattab mengetahui hal ini. Maka ia 
memanggilnya ke Medinah dan mengambil sebagian harta milik 
Abu Hurairah untuk disimpan di baitul mal. Di masa Khalifah 
“Umar bin “Abdul “Aziz para pegawai kekhalifahan digaji sebesar 
300 dinar (1,275 kg emas) setiap bulannya. Kebijakan ini 
diambil untuk mencegah terjadinya pengkhianatan para pejabat 
atas harta negara. 


B. Money Laundering 

Money laundering adalah pencucian uang yaitu proses untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang 
diperoleh dari hasil kejahatan. Hal ini dilakukan untuk meng- 
hindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan 
salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini. 
Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga 
negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas 
perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini 
sangat bertentangan dengan tujuan Zasyri” yaitu mencegah 
mafsadah dan menciptakan maslahah. Pencucian uang menimbul- 
kan kerusakan, kerugian, mudarat, sekaligus menjauhkan kemas- 
lahatan dari kehidupan manusia. Ia merupakan perbuatan 
tercela dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak 
pidana. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan tersebut dapat 
dikenai hukuman za gir bagi pelakunya. Allah berfirman: 
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Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan 
Yanganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui- 
nya. (al-Bagarah/2: 42) 


Money laundering atau pencucian uang merupakan modus 
baru dari kejahatan nonkonvensional sebagai side effect yang 
mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya, jenis 
kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas 
teritorial negara. Lahirnya "ide kreatif” tentang praktik kejahatan 
money laundering karena didorong oleh maraknya berbagai macam 
kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlu- 
kan trik-trik khusus untuk menghindari upaya penegakan hukum 
(law enforcemeni) agar bisa bertahan (survival) bahkan makin 
berkembang (development), seperti perdagangan ilegal narkotika, 
psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perda- 
gangan senjata ilegal, perdagangan budak, wanita, anak-anak, 
dan sebagainya. 

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan 
pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh 
para pelaku kejahatan. Sebab, konsekuensinya akan mudah dilacak 
oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. 
Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dima- 
sukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama 
dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat 
menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum. Para pelaku 
kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatan- 
nya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti dengan 
membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek 
yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya. 
Dengan ini seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat 
yang diputar melalui proses-proses demikian sepertinya menjadi 
sah adanya. Praktik kejahatan tersebut sangat popular sekali 
dinamakan money laundering atau pencucian uang haram, dan 
pelakunya disebut penjahat kerah putih. 

Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat 
banyak negara (termasuk Indonesia) memahami pentingnya 
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memiliki perangkat hukum anti pencucian uang. Maka dike- 
luarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang- 
Undang No. 25 Tahun 2003. Praktik money laundering merupakan 
perbuatan yang nyata sekali unsur myafasid dan darar-nya, sebab 
tindakan tersebut bersumber dan berorientasi pada upaya 
melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan 
yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun 
nonfisik. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam perbuatan 
money laundering sangat bertentangan dengan hukum Islam dan 
UU tentang tindak pidana pencucian uang. 

Harian Umum Suara Merdeka, 21 Februari 2004, 
memberitakan, “Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah 
membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait 
indikasi praktek pencucian uang di pasar modal senilai Rp 11,47 
miliar.” Harian Kompas, 8 September 2004, menyatakan bahwa 
pencucian “uang kotor” uang tunai atau kekayaan lain yang 
berasal dari aktivitas kriminal (termasuk hasil korupsi) guna 
menghilangkan asal-usulnya merupakan suatu bisnis yang meng- 
giurkan. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan 
bahwa nilai transaksi pencucian uang mencapai 2-3 persen dari 
produk domestik bruto global tahunan atau 1,82 triliun dollar 
AS. Nilai ini membuat praktik pencucian uang menempati 
posisi ketiga secara global, setelah bisnis nilai tukar (foreign 
exchange) dan perminyakan. Diperkirakan ada 250 miliar dollar 
AS per tahun nilai pencucian uang di kawasan Asia Pasifik, 
kawasan di mana transaksi tunai dan pengiriman uang 
(remittance) begitu dominan di banyak negara.” 

Money laundering di samping sangat merugikan masyarakat 
juga sangat merugikan negara. Ia dapat mempengaruhi atau 
merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, 
baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun oleh 
korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi 
batas wilayah negara lain. Hukum pidana Islam secara eksplisit 
tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian 
uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki 
dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak 
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miliknya, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, atau 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian, 
berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, 
dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, 
bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta gir. 
Dengan demikian, pembahasan ini hanya menspesifikasikan 
kepada “tinjauan hukum Islam tentang money laundering”. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 
di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem 
keuangan termasuk sistem perbankan yang banyak menawarkan 
dana melalui mekanisme lalu lintas dana antar bangsa atau 
negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. 
Keadaan semacam ini memiliki dampak positif, juga membawa 
dampak negatif bagi masyarakat luas dengan meningkatnya 
tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional. 

Money laundering merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram 
yang berasal dari kejahatan dengan maksud menyembunyikan 
atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau 
otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak 
pidana, dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan 
(financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari 
sistem keuangan sebagai uang halal. 

Menurut Welling, money laundering dimulai dari adanya 
uang kotot (dirty money). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua 
cara, yaitu:® pertama, melalui pengelakan pajak. Maksud dari 
pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau 
halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk 
keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang 
diperoleh sebenarnya. Kedua, memperoleh uang melalui cara- 
cara yang melanggar hukum, seperti korupsi, perdagangan 
narkoba (drug sales or drug trafjicking), perjudian gelap (illegal 
gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran 
(prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan 
minuman keras, ganja, dan pornografi (smuggling of contraband 
alcohol, tobacco, pornography), dan kejahatan kerah putih (white collar 
crime). 
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Pada perbuatan pertama yaitu pengelakan pajak, asal-usul 
uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi 
uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas 
pajak yang berwenang. Pada cara yang kedua, uang tersebut 
sejak awal sudah menjadi uang haram karena uang tersebut 
diperoleh melalui cara-cara yang ilegal. Praktik-praktik money 
laundering mula-mula dilakukan terhadap uang yang diperoleh 
dari lalu lintas perdagangan minuman keras, narkotika, dan 
sejenisnya. Namun demikian, bisa diperluas lagi terhadap uang 
yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lainnya. Suatu 
contoh yang dekat adalah uang yang diperoleh dari hasil 
korupsi. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang 
korupsi, dinyatakan bahwa korupsi terwujud dalam bentuk yang 
berbeda-beda dan biasanya meliputi beberapa unsur, seperti 
penyuapan, pencurian, curang, pemerasan, memanfaatkan konflik, 
perdagangan manusia, dalam hal penawatan/penerimaan per- 
senan secara melawan hukum, pemberian/komisi ilegal, fanatisme 
dan nepotisme dari sumbangan politik secara ilegal." 

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
terimplementasikan dalam perundang-undangan tersebut arahnya 
pada memidana si pelaku, baik penjara, denda, atau hukuman 
mati dari tindakan pidana korupsi yang telah dilakukannya. 
Draft United Nations Manual on Anti-Corruption Policy dalam 
program globalnya adalah memerangi korupsi, bahwa tindakan 
tersebut ditujukan kepada pencegahan dan penanggulangan 
pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang berkesinam- 
bungan. 

Dalam prosesnya, money laundering dapat dibagi dalam tiga 
tahapan, yang meliputi?” P/acement, yaitu menempatkan uang 
haram ke dalam financial system (sistem keuangan). Biasanya 
dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat 
besar ke dalam sistem keuangan. Pencucian uang ini berusaha 
untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari 
sumbernya. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan uang 
tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu 
ke negara yang lainnya sampai beberapa kali, dan yang paling 
sering dilakukan oleh pelaku adalah memecah-mecah jumlahnya 
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sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, 
asal-usul uang itu tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas 
moneter (penegak hukum). Selain itu, para pelaku pencuci uang 
menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan 
sebagai pembayaran untuk barang dan jasa agar terlihat seperti 
transaksi yang sah, atau dengan cara membeli sejumlah instrumen- 
instrumen moneter sepetti cek, perintah bayar (woney orders), dan 
lainnya. Kemudian dapat menagih uang tersebut dan dapat juga 
mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lainnya. 
Setelah ditempatkan di bank, maka uang itu telah masuk ke 
dalam sistem keuangan negara bahkan sistem keuangan global 
atau internasional yang dapat dipindahkan ke bank yang lainnya, 
baik di dalam maupun di luar negeri. 

Setelah melakukan p/acement, maka selanjutnya dilakukan 
layering (heavy soaping). Tahap ini, pelaku pencuci uang berusaha 
untuk memutuskan hubungan dengan uang hasil kejahatan dari 
sumbernya atau mengupayakan konversi dana menjauh dari 
asalnya. Biasanya pelaku tersebut mungkin memilih suatu 
tempat pusat bisnis regional (offshore financial center) atau pusat 
perbankan dunia, yang mana menyediakan infrastruktur 
keuangan atau bisnis yang memadai. Dana yang telah dicuci 
hanya transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat, 
yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak baik sumber 
atau tujuan akhir dari dana tersebut. 

Integration atau bisa disebut dengan repatriation and 
integration atau spin dry. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci 
dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan 
yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Begitu uang 
tersebut dapat diupayakan sebagai uang halal melalui cara 
layering, maka uang yang dianggap halal tersebut dibelanjakan 
untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan atau 
organisasi kejahatan yang akan diulangi lagi oleh pelaku, dan 
para pelaku ini dapat memilih penggunaannya dengan cara 
menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate (barang- 
barang maupun perusahaan). 

Secara yuridis, dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 
tentang tindak pidana money laundering dibedakan dalam dua 
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tindakan pidana pencucian uang: Pertama, tindak pidana yang 
aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, men- 
transfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana 
dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul 
uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah. 
Kedua, pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap 
orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrans- 
feran, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan 
tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini 
dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, 
secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional 
tidak dibenarkan. 

Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini 
merupakan bagian jarimah ta gir. Jarimah ta gir menurut bahasa- 
nya adalah wasdar dari azzara yang berarti menolak atau mence- 
gah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, 
dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'gir adalah per- 
buatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan 
melakukan perbuatan yang diharamkan yang perbuatan itu 
dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana 
pencucian uang masuk dalam kategori jarimah ta gir” 

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan 
kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan 
kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak 
dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat 
disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) 
manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang 
mengatakan “uang haram atau uang halal”, maksudnya adalah 
uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi, perkataan 
tersebut adalah majazi/metafotis, bahwa hukuman hanyalah 
menjadi attibut/sifat dari perbuatan. Dalam Hasyiah Raddil- 
Mukhtar Ibnu “Abidin, dijelaskan bahwa status keharaman 
uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah 
haram ligairih. Tetapi ia menegaskan kembali sekalipun haramnya 
ligairih, namun statusnya qatiy (pasti). Berdasarkan penjelasan 
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tadi, perbuatan pencucian uang, secanggih apa pun teknologi 

dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang, adalah 

haram dan dilarang oleh agama. 

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan 
dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan 
umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. 
Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan 
mengganggu ketertiban, kedamaian, serta ketenteraman hajat 
hidup orang banyak. Hal inilah yang dikatakan sebagai jarimah 
ta gir. Money laundering dimasukkan ke dalam jarimah ta gir karena 
memenuhi berbagai kategori sebagai berikut: 

1) Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, 
sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan 
manusia, 

2) Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan 
bagi kehidupan manusia, 

3) Adanya unsur merugikan kepentingan umum, 

4) Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan dan ketertiban 
umum, 

5) Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang, 

6) Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang 
serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat. 

7) Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan hilangnya 
kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya 
distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan 
negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menim- 
bulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya 
pun sangat besar terhadap kehidupan manusia. 

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara 
lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dengan keluarnya UU 
No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
(diundangkan pada tanggal 25 April 2002) sudah menunjukkan 
keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan money 
laundering yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasio- 
nal. Bahkan kemudian, UU No. 15 tahun 2002 diubah dengan 
UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
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agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang dapat berjalan secara efektif. Dasar pemikirannya adalah 
untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang 
pencucian uang dan standar internasional. 

Pada ranah hukum Islam, permasalahan kejahatan money 
laundering ini dapat dikategorikan ke dalam fikih jinayat. Jinayah 
dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak 
pidana. Secara etimologi, jinayah merupakan bentuk verbal noun 
(masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah, 
sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan 
salah. Secara terminologi, kata jindyah mempunyai beberapa 
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh “Abdul-Gadir “Audah 
bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik 
perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. 

Untuk hukuman bagi terpidana TPPU ini sepenuhnya 
diserahkan kepada hakim sesuai dengan berat ringannya jarimah 
dan keadaan terpidana, karena hukuman agir banyak 
jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai 
hukuman yang terberat. Khusus terhadap penerapan hukuman 
mati dalam jarimah tair, pada dasarnya menurut syariah Islam, 
hukuman ir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) 
dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum 
fair tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau peng- 
hilangan nyawa. Akan tetapi, beberapa ahli fikih memberikan 
pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan 
dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki 
demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali 
dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat 
fitnah, atau residivis yang membahayakan. Namun menurut 
sebagian fukaha yang lain, di dalam jarimah ta'gir tidak ada 
hukuman mati. 

Memang tidak ditemukan mengenai money laundering di 
dalam khazanah fikih jinayah. Akan tetapi, kejahatan tersebut 
dapat dimasukkan ke dalam perbuatan fasad. Allah subhanahu wa 
ta'ala membenci perbuatan fasad, dan ini jelas dalam ayat 
Al-Qur'an. Kata fasad dan derivasinya diulang selama 47 kali 
dalam Al-Qur'an, dan 83 kali dalam hadis. Fasad mengandung 
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makna yang luas, yaitu: eksploitasi, salah arus, anarki, ketidak- 
adilan dengan berbagai bentuknya, penyia-nyiaan, penyimpangan 
moral, keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, 
dan segala bentuk yang menyimpang dari kebenaran. 

Namun perlu diperhatikan bahwa money laundering meru- 
pakan kejahatan yang pasti didahului dengan kejahatan lain. 
Dari kejahatan-kejahatan yang mendahuluinya, ada beberapa 
yang dikategorikan sebagai jarimah budud, yaitu perbuatan 
melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya 
ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman 
budid yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan 
tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban 
atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). 
Misalnya saja pencurian yang jenis hukumannya sudah ditentukan 
oleh nas. Maka pencuriannya merupakan jarimah tersendiri, 
sementara untuk pencucian uang juga sudah merupakan jarimah 
tersendiri. 


C. Money Politics 

Tumbangnya rezim Orde Baru tidaklah berarti bahwa 
rezim tersebut sudah habis. Wacana reformasi yang kerap 
didengungkan sejak jatuhnya rezim Orba hingga sekarang tidak 
lantas memberikan hasil yang positif bagi rakyat banyak. 
Ternyata wacana reformasi kini hanya menjadi retorika. 
Reformasi kini telah menemui jalan buntu. Keadaan ekonomi 
Indonesia tidaklah menjadi lebih baik, bahkan dari hari ke hari 
negara kita yang tercinta seolah mengalami musibah yang tidak 
ada habis-habisnya. Raja-raja kecil di kabupaten dan kota— 
berkat “otonomi daerah' yang prematur—bergentayangan. Korupsi 
dengan berbagai variannya yang termasuk disebut money politics 
terutama menjelang pemilihan presiden, gubernur, bupati 
sampai lurah dan ketua rukun warga. Ada banyak istilah seputar 
modus operandi suap dalam peta politik di Indonesia. 

Pertama, “Serangan Fajar. Istilah ini sudah dikenal sejak 
era Orde Baru. Dalam operasi tersebut segenap aparat desa dan 
kader salah satu partai politik menjelang subuh pada hari 
pemungutan suara mendatangi rumah penduduk satu per satu 
dengan menawarkan imbalan uang atau ancaman represi dengan 
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juru gertak dari Babinsa, Koramil, dan Kodim agar mencoblos 
tanda gambar partai tersebut. 

Kedua, Influence buying. Praktek beli pengaruh (influence 
buying), adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan kandidat 
atau partai politik dengan “membeli” tokoh masyarakat seperti 
pemuka agama dan pemuka adat untuk mempengaruhi pemilih 
dalam menentukan pilihan politik mereka. Dalam kondisi ketika 
pemilu dilakukan secara langsung, sebagaimana dalam pemilihan 
kepala daerah nanti, praktek pembelian pengaruh akan lebih 
efektif digunakan daripada pendekatan beli suara. 

Ketiga, “Bantuan relijius’. Di samping operasi “serangan 
fajar” pada subuh hari H, partai politik tertentu tak segan-segan 
menggunakan uang untuk mempengaruhi para saksi dan segenap 
aparat penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan segala- 
galanya demi kemenangan partai pemerintah. Menjelang pemi- 
lihan umum, para petinggi pemerintah, yang juga menjabat 
sebagai fungsionaris partai tersebut, rajin berkunjung ke pondok 
pesantren untuk membagi-bagikan uang dan bantuan lain 
dengan harapan agar para kyai dan segenap santri mereka 
bersedia mendukung parpol tersebut. Ada yang memenuhi 
dengan setengah hati, dan ada yang secara sadar ingkar janji. 

Misalnya menjelang pemilihan gubernur, biasanya para 
calon aktif menghadiri acara-acara keagamaan, mulai dari 
maulid permanen yang rutin sampai acara maulid kelilingan dan 
majelis taklim insidental (hanya selama pemilihan gubernur 
saja). Biasanya, calon gubernur mendermakan “sumbangan”. 

Keempat, Money Politics. Istilah "money politics’ (politik uang) 
baru menjadi populer di Indonesia pada pertengahan 90-an, 
yang menandai tumbangnya rezim Orde Baru. Ketika itu, 
skandal Bank Bali terbongkar dan melibatkan sejumlah 
fungsionaris partai penguasa. Money politics kini merupakan 
istilah yang berarti penggunaan uang untuk membeli dukungan 
politik melalui transaksi jual beli suara. Uang yang digunakan 
untuk menjualbelikan dukungan politik biasanya bersumber 
pada negara. 

Kelima, Intertaining Penyelenggara Pemilu. Pembelian 
penyelenggara pemilu adalah tindakan ilegal oleh kandidat atau 
partai politik demi mempengaruhi proses pemilu dan hasilnya 
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dengan menyuap para penyelenggara pemilu, dari tingkat desa, 
kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, serta pengawas pemilu 
untuk melakukan praktik-praktik curang seperti menggandakan 
jumlah pemilih, memasukkan surat suara ilegal, membatalkan 
suara sah, dan memanipulasi perhitungan suara. Sesungguhnya 
praktik ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi 
independensi penyelenggara pemilu, sekaligus dapat menelikung 
aspirasi pemilih yang seharusnya dicerminkan dari pilihan 
politik mereka pada saat mencoblos. 

Keenam, “Mahar (beli kursi, seat buying). Menjelang pemi- 
lihan kepala daerah, sebuah istilah religius yang identik dengan 
pernikahan pun mendadak laris manis. Sejumlah media meng- 
angkat isu mahar di balik penjaringan nama calon gubernur dan 
calon wakil gubernur provinsi tertentu. Misalnya, sejumlah 
mantan kandidat calon wakil gubernur menagih kembali mahar 
yang telah disetor ke sejumlah partai agar lolos pencalonan. 

Para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik, seperti 
anggota DPR/DPRD, presiden, ataupun kepala daerah, dengan 
kekuatan uang dan koneksinya dapat memesan jatah kursi 
nomor wahid. Praktek ilegal ini akan tumbuh subur jika 
penentuan kandidat pejabat publik hanya boleh dilakukan oleh 
partai politik, tanpa memberikan peluang bagi kandidat inde- 
penden untuk turut serta sebagai rival dalam kompetisi politik. 
Apalagi jika mekanisme pemilu internal partai, semisal konvensi, 
juga tidak membuka kesempatan bagi masyarakat (konstituen) 
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat 
menentukan calon yang akan mewakili partai. 

Dalam literatur Islam klasik, istilah-istilah di atas tidak 
dijelaskan secara eksplisit dan rinci. Yang dibahas dalam fikih 
Islam adalah cara pengelolaan uang. Meski demikian, apa pun 
istilahnya dan sebanyak apa pun variannya, semua tindakan di 
atas dapat disingkat dengan satu kata “suap'. Menurut hukum 
agama, suap, sebagai perbuatan mempertukarkan Allah (baca: 
kebenaran dan keadilan) dengan suatu yang bersifat materi. 
Agama sangat mengecam tindakan ini karena dapat menimbul- 
kan kerugian material maupun sosial. Akibat suap yang diterima 
seorang hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum, vonis bisa 
dipesan dan mengalahkan pihak yang berhak. Dengan suap 
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untuk seorang penguasa, pengusaha culas bisa menang tender 
dan melakukan ekspor fiktif dengan jutaan dolar. Membayar 
uang ‘mahar’, jabatan lurah, bupati, gubernur, atau presiden bisa 
dipegang oleh monster. 

Dalam Islam, kepentingan publik, terutama lapisan bawah 
merupakan kepentingan Allah. Karena praktik suap secara nyata 
berlawanan dengan prinsip pemihakan pada kebenaran dan 
keadilan sebagai kepentingan bersama, maka Allah benar-benar 
telah menyatakan kutukan atasnya. Nabi bersabda, “Allah 
mengutuk pemberi dan penerima suap.” Fenomena kesadaran 
ritual dan simbol Islam menunjukkan grafik yang meningkat 
mulai maraknya pemungutan pembangunan masjid, memblu- 
daknya bisnis konsultasi spiritual, ramainya majelis taklim, dan 
perayaan hari besar dan bertambahnya jumlah jamaah haji 
Indonesia meskipun biayanya paling mahal sampai maraknya 
bisnis sms ucapan sejuk ustaz kondang. Namun, ironisnya, 
peningkatan grafik ibadah formal itu tidak diimbangi dengan 
grafik peningkatan moral dan ibadah sosial. Indonesia, yang 
merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di 
dunia, menduduki peringkat teratas di Asia dan peringkat ketiga 
di dunia dalam bidang korupsi. 

Meski bukan satu-satunya pihak, pemerintah dan pemegang 
kekuasaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab bila 
terjadi kerusakan sosial di tengah masyarakat. Pemerintahan 
yang bersih adalah pemerintah yang melakukan pengelolaan aset 
negara, pemerataan ekonomi, distribusi hasil pajak, pembuatan 
fasilitas-fasilitas umum, administrasi yang rapi, serta pemberan- 
tasan in-efisiensi, penyalahgunaan, dan korupsi. “Masyarakat 
dalam semua tugasnya mendapat jaminan baitul-mal dan berhak 
atasnya.”” Petuah agung ini tampaknya mulai diterapkan di 
Iran. Jam emas yang dihadiahkan oleh Amir Emirat kepada 
rombongan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, ketika 
berkunjung ke negeri kaya itu, ditarik oleh pemerintah dan 
dikategorikan sebagai harta baitul mal.” 


D. Penjualan Aset Negara 
Tanda-tanda perbaikan ekonomi negeri ini terutama bagi 
rakyat kecil, belum tampak sama sekali alias masih jauh dari 
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harapan. Memang benar, krisis ekonomi beberapa tahun lalu 
hingga saat ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat. 
Rakyat terbelit dengan masalah kebutuhan hidupnya sehari-hari, 
sedangkan pemerintah terbelit dengan semakin membumbung- 
nya utang luar negeri. Lengkap sudah penderitaan rakyat di 
negeri ini, yang konon terkenal dengan negeri yang gemah ripah 
loh jinawi. Keadaan sudah berbalik 180 derajat. Setelah didera 
oleh musibah banjir yang hampir menenggelamkan sebagian 
besar negeri ini, gunung meletus, gempa dan tsunami, sekarang 
harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap 
hidup lainnya mulai merangkak naik hingga relatif sulit terbeli 
oleh rakyat kecil. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa lima puluh persen 
komponen keuangan APBN ternyata diambil dari utang luar 
negeri. Belum lagi utang swasta nasional yang ditanggung oleh 
pemerintah melalui BPPN lewat program bantuan likuiditas. 
Menurut hitungan rasional, Indonesia sudah tidak sanggup lagi 
membayar cicilan bunga utangnya, apalagi untuk membayar 
utang pokoknya. Ditambah lagi gelagat buruk yang ditunjukkan 
oleh swasta yang me-zgemplang pemerintah dengan tidak mem- 
bayar utang. Semua itu berujung pada semakin beratnya beban 
yang dipikul oleh rakyat. 

Parahnya lagi, langkah-langkah konkret jangka pendek 
yang diambil pemerintah dalam menutupi defisit APBN kurang 
tepat kalau tidak mau dikatakan salah, yaitu dengan menjual 
aset-aset rakyat yang dikelola oleh negara ke pihak asing. 
Dengan kata lain, pemerintah melakukan privatisasi terhadap 
BUMN yang ada. Itulah alasan pokok yang dijadikan pemerintah 
memprivatisasi sektor publik. Privatisasi sektor publik sebenarnya 
merupakan babak lanjutan dari proses pencarian dana segar 
penutup defisit anggaran negara yang terjadi dari waktu ke 
waktu." 

Banyak pihak mengatakan bahwa privatisasi merupakan 
“solusi” yang irasional. Sudah menjadi rahasia umum kalau 
negeri ini ada yang menyebut sebagai keranjang sampah. Hal ini 
sangat tegas dinyatakan oleh Megawati ketika menanggapi isu 
tentang kabinetnya yang kurang kompak. Artinya, Megawati 
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sendiri menyadari betul bahwa aparatur pemerintahan negeri ini 
penuh dengan praktik-praktik busuk dalam memenangkan 
kepentingan pribadi dan politiknya. 

Hal senada juga diperingatkan oleh Amien Rais bahwa 
ada tiga lembaga pemerintah yang mengalami pembusukan lebih 
parah dibandingkan dengan yang lain, yaitu: Badan Pengawas 
Perbankan Nasional, kantor Kementerian Negara Badan Usaha 
Milik Negara, dan Kementerian Koordinator Perekonomian 
(Republika, 26/2/2002). Ketiga lembaga tersebut merupakan 
kunci dalam menangani penyelesaian krisis saat ini. Bisa 
dibayangkan bagaimana badan yang seharusnya mampu 
mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah konkret yang jelas 
dan terencana sehingga mampu mengatasi problem pereko- 
nomian negeri ini ternyata digerogoti dari dalam dan menjadi 
tempat pesta bagi pejabat-pejabat korup yang tidak peduli 
terhadap rakyat. 

Bila kenyataannya seperti di atas, dijadikannya penjualan 
BUMN dan aset-aset publik yang lainnya sebagai alasan utama 
untuk menutupi defisit anggaran negara adalah tidak tepat. 
Tampak jelas bahwa problem utamanya bukanlah pada keter- 
sediaan dana, tetapi justru pada praktik-praktik busuk yang 
dilakukan oleh aparatur negeri ini. Penjualan aset-aset publik ke 
swasta pada akhirnya bukanlah solusi mendasar untuk meme- 
cahkan utang luar negeri Indonesia. Sebaliknya, yang mungkin 
terjadi adalah kekayaan Indonesia akan habis terjual ke swasta, 
sedangkan problem utang luar negeri masih menumpuk. 
Mengapa bisa seperti itu? 

Jika pembusukan terus berlangsung bahkan semakin 
menjadi-jadi pada lembaga-lembaga yang bertugas untuk 
menyediakan dan menyalurkan dana paket penyehatan dan 
pemulihan ekonomi, maka ketersediaan dana untuk menyelesai- 
kan problem ekonomi sampai kapan pun tidak akan pernah ada. 
Sementara itu, utang luar negeri dan defisit anggaran negara 
akan selalu membutuhkan dana segar. Dengan demikian, pen- 
jualan aset-aset publik melalui BUMN hanya merupakan langkah 
jangka pendek yang irasional. Sebab, jika dana habis maka akan 
terulang lagi proses penjualan BUMN. Hal itu akan terus 
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berulang. Bila semua aset BUMN terjual habis, aset mana lagi 
yang akan dijual lagi? Boleh jadi, ide penjualan beberapa pulau, 
yang ketika zaman Habibie masih sebatas wacana, akan 
terealisasi dalam waktu yang tidak lama lagi. 

Beberapa dampak penjualan aset rakyat pada swasta, 
menyangkut bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang 
politik, dengan adanya privatisasi ini, sektor-sektor publik akan 
dikuasai oleh swasta, baik negara maupun perorangan. 
Swastalah yang akhirnya menjadi penentu kebijakan bagi maju 
mundurnya perekonomian negara. Artinya, fungsi negara sebagai 
pelayan rakyat dalam meraih kesejahteraan hidup diambil alih 
oleh swasta. Jika ditilik lebih teliti, ternyata kemampuan daya 
beli swasta nasional sangat rendah dibandingkan dengan swasta 
asing. Artinya, boleh jadi nantinya aset-aset publik tersebut akan 
dikuasai oleh swasta asing. Amerika Serikat dan Barat dengan 
politik imperialisnya sangat berkompeten dalam kondisi seperti 
ini. Perusahaan besar yang bercokol di Indonesia sebagian besar 
sahamnya dikuasai oleh AS dan Barat. Sebut saja Exxon Mobil 
Oil, Caltex, Newmount, Cemex yang akan masuk ke Semen 
Gresik, dan Freeport. 

Dengan adanya dominasi ini, sering terjadi kebijakan- 
kebijakan politik dipengaruhi oleh negara donor. Kita bisa meli- 
hat bagaimana IMF mampu menekan dan menyetir kebijakan 
pemerintah Indonesia. IMF mampu mengintervensi pemerintah 
tentang pengurangan subsidi sektor publik seperti BBM, listrik, 
telepon, dan swastanisasi bidang pendidikan. Itu adalah contoh 
nyata bagaimana Amerika Serikat dan Barat mampu menyetir 
Indonesia melalui IMF. Asing akan menjadi penentu terhadap 
sebagian besar kebijakan strategis Indonesia atau dengan kata 
lain Indonesia akan senantiasa berkhidmat dengan kehendak 
negara pemberi utang. 

Pada bidang ekonomi, pihak swasta, ketika menjalankan 
aktivitasnya, akan senantiasa menggunakan prinsip ekonomi: 
menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keun- 
tungan sebesar-besarnya. Artinya, swasta akan berusaha menekan 
sekecil mungkin biaya produksi dan seluruh komponen produksi 
lainnya. Ini bertujuan untuk meminimalisasi biaya yang dikeluar- 
kan. Akan tetapi, dengan modal sedikit ini diharapkan mampu 
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meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lagi 
dampak sosial masyarakat. Hal ini bertentangan dengan fungsi 
pemerintah yang berusaha mengelola aset-aset rakyat yang 
ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya, 
hasil olahan BUMN oleh pemerintah tidak akan dikenai biaya 
(gratis) ketika rakyat akan memanfaatkannya. Kalaupun dikena- 
kan biaya, itu pun dengan harga yang minimal, sebatas biaya 
operasional saja. Tidak ada niat sama sekali untuk mengambil 
keuntungan sebesar-besarnya. Diambilnya fungsi pemerintah 
oleh swasta dalam pengelolaan sektor publik ini jelas akan 
menyebabkan semakin melambungnya harga-harga barang dan 
jasa. Kenaikan per kuartal Tarif Dasar Listrik (TDL), telepon, 
dan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bukti nyata efek 
dari privatisasi ini. Kenaikan tersebut menyebabkan efek 
multiplier terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. 

Ditambah lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh 
pemerintah kepada Penanaman Modal Asing (PMA) yang mem- 
berikan peluang praktik eksploitasi dan pengurasan aset publik 
tanpa sisa ke luar negeri. Di antaranya adalah diperbolehkannya 
menggunakan tenaga pemimpin dan ahli asing, pembebasan 
pajak laba kepada pemegang saham di bawah lima tahun, biaya 
masuk perlengkapan tetap, izin usaha selama 30 tahun yang 
dapat diperpanjang, serta kebolehan mentransfer modal yang 
sudah dikurangi pajak dan kewajiban keluar negeri (UU No. 
1/1967 tentang Penanaman Modal Asing). Akhirnya, kesengsaraan 
rakyatlah yang terjadi. 

Selanjutnya di bidang sosial, kenaikan harga kebutuhan 
pokok yang tidak didukung dengan naiknya daya beli masyarakat 
terhadap barang dan jasa akan menyebabkan semakin suburnya 
penyakit sosial. Kita bisa melihat pada saat ini orang dengan 
mudahnya tanpa ada perasaan bersalah sama sekali membunuh 
orang lain gara-gara masalah sepele, berebut lahan parkir yang 
menjadi sumber kehidupannya (perkelahian antar geng di 
Kompleks Kalijodo adalah salah satu contohnya), atau 
“melacurkan” diri dengan alasan terimpit oleh kebutuhan 
ekonomi seolah-olah sudah menjadi alasan yang dapat dengan 
mudah diterima. Intinya, tindak kriminal semakin meningkat. 
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Dari uraian di atas tampak jelas bahwa penanaman modal asing 
(PMA) merupakan salah satu alat penjajahan suatu negeri 
terhadap negeri yang lain. 

Berkaitan dengan penjualan aset negara ini, syariat Islam 
telah menjelaskan bahwa seluruh benda yang oleh Allah telah 
diperuntukkan untuk suatu komunitas—dimana mereka masing- 
masing saling membutuhkan—terkategori sebagai barang milik 
umum. Benda-benda tersebut tampak dalam tiga hal: (1) Yang 
merupakan fasilitas umum, yang kalau tidak ada di dalam suatu 
negeri atau suatu komunitas, akan menyebabkan sengketa dalam 
mencarinya, (2) Barang tambang yang tidak terbatas, (3) Sumber 
daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk 
dimiliki oleh individu secara perorangan (Lihat: Nizamul-Iqtisadi 
Ji-lslam). Islam melarang setiap individu maupun kelompok 
untuk menguasainya. 

Nabi sallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


Fat sa 3313 gf ola) E sudh pad 3 1G 3 NG SZ A 
KE mel opa Gae ad Re Jen 


Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu: padang rumput, air, dan 
api. (Riwayat Abu Dawud dari salah seorang sahabat Nabi dari 
kaum Muhajirin) 


Abu Hurairah juga menuturkan bahwa Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam bersabda: 


Vana gf oe ba o elan) JÊNG NG UJI SAK SE 
Tiga hal yang tidak akan pernah tidak dilarang (untuk dimiliki siapa 
pun) yaitu air, padang dan api. (Riwayat Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah) 


Jadi, dalam kasus aset negara Indonesia misalnya Krakatau 
Steel, Telkom, PT Angkasa Pura II, dan barang tambang yang 
dihasilkan oleh PT Bukit Asam atau PT Aneka Tambang Tbk. 
yang diprivatisasi oleh negara pada hakikatnya adalah milik 
umum, bukan milik perorangan. Artinya, rakyat secara kolektif 
mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan aset tersebut. 
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Untuk menjaga terjaminnya kesejahteraan rakyat, hak pengelo- 
laannya dibebankan kepada negara. Negara berkewajiban untuk 
mengatur pengelolaannya sehingga potensi alam tersebut dapat 
dengan optimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan 
justru menjualnya kepada swasta. 


E. Mafia dan Makelar Kasus 

Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupa- 
kan istilah populer yang terdiri dari dua kata “makelar dan 
“kasus, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah 
‘makelar’ biasanya digunakan dalam urusan bisnis dan perda- 
gangan. Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi 
mediator dalam perdagangan. Misalnya, seorang berkehendak 
untuk menjual tanahnya. Ia dapat menggunakan jasa makelar 
untuk memasarkan dana mencari calon pembeli agar cepat laku 
dengan harga yang disepakati. Dalam hukum adat ataupun 
kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu 
menjualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat 
upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut. 

Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik 
benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual 
beli rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, 
dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual 
beli benda, melainkan kasus. Kasus dalam pembahasan ini, 
identik dengan perkara di pengadilan atau kasus hukum. 
Sehingga, markus (makelar kasus), berarti kegiatan makelar atau 
jasa seseorang untuk memenangkan sebuah kasus. Kegiatan ini 
dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan penga- 
dilan, maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya. Sehingga, 
markus ini dekat terkait dengan para penegak hukum. 

Perbuatan makelar ini dapat berupa kegiatan menghu- 
bungkan para justiabele (dalam kasus perdata misalnya) atau di 
tersangka atau terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para 
aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar 
si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan 
hukum. Atau bahkan markus ini dapat saja dilakukan oleh para 
aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa 
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kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas 
dari dakwaan, atau pemidanaannya. 

Terlepas dari segala jenis kegiatan tersebut, perbuatan 
markus ini merupakan tindakan menghalangi keadilan dan 
penegakan hukum itu sendiri. Seorang yang mengadukan kasus 
hukum— misalnya dalam perkara perdata—ia berharap untuk 
mendapatkan keadilan; seorang yang telah melakukan perbuatan 
pidana, dituntut di pengadilan, agar mendapatkan keadilannya 
dengan memberi sanksi pemidanaan, agar seorang pelaku terse- 
but jera dan menjadi lebih baik. Namun, keadilan dan penegakan 
hukum ini dapat dipermainkan dengan praktik markus ini. 
Sehingga, dengan adanya markus tersebut, tujuan hukum untuk 
menegakkan keadilan, memberi kemanfaatan, dan mewujudkan 
perdamaian tidak dapat tercapai. 

Dengan adanya markus, hukum akan berpihak kepada 
orang yang punya banyak uang, sehingga mampu membayar si 
makelar agar membantunya memenangkan perkara/kasusnya. 
Hukum, dengan demikian akan berpihak kepada orang-orang 
yang kuat dan kaya. Mereka yang menggunakan jasa markus 
akan menang, sehingga mereka akan merasa kebal hukum, tidak 
dapat dijerat oleh hukum. Markus ini, akan menambah carut- 
marutnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga apa yang 
disebut dengan rechtsstaat (negara hukum) hanya akan menjadi 
slogan semata. 

Berdasarkan berbagai gambaran dari markus tersebut, 
dalam hukum Islam dapat dirujukkan beberapa perbuatan 
seperti suap (risywah), ataupun memakan harta dengan batil. 
Sehingga, dasar hukum yang dapat dirujuk di antaranya adalah 
firman Allah dalam Surah al-Bagarah/2: 188: 


Gt” o [WA Pa 27 or 4 P ae 
ERR PA a 
AA 7495. WANA J 


Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu A aa yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Bagarah/2: 188) 
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Ayat ini menjelaskan bahwa harta seharusnya memiliki 
fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A 
seharusnya dimiliki pula oleh si B, melalui zakat maupun 
sedekah. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan 
interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk 
pertukaran dan saling membantu. Makna inilah yang antara lain 
dikandung oleh penggunaan kata bainakum (antara kamu) dalam 
firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. 
Kata antara mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan 
harta terjadi antara dua pihak, dan harta seakan berada di 
tengah. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh 
ditarik terlalu jauh oleh masing-masing. Perolehan yang tidak 
seimbang adalah batil, dan segala yang batil adalah tidak hak, 
tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sejalan dengan tuntunan 
Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi." 

Begitu juga dalam Surah al-Baqarah/2: 172 disebutkan: 


KERA KG Celeb AL GIRE 
aya A 


Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik 
Jang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 
kamu hanya menyembah kepada-Nya. (al-Bagarah/2: 172) 


Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kesadaran 
iman yang ada dalam hati, menjadikan ajakan Allah kepada 
orang-orang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada 
seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin, tidak lagi disebut 
kata halal, sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, 
karena keimanan yang bersemi di dalam hati merupakan jaminan 
kejauhan mereka dari yang tidak halal. Mereka di sini bahkan 
diperintah untuk bersyukur disertai dengan dorongan kuat yang 
tercermin pada penutup ayat 172 ini. Syukur adalah mengakui 
dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata 
bersumber dari Allah." 

Jika perbuatan makelar kasus—sebagaimana terpapar di 
atas—merupakan perbuatan yang mengganggu tegaknya keadilan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perbuatan 
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markus tersebut berarti tidak sejalan bahkan bertentangan dengan 
kemaslahatan. Sementara itu, hukum Islam disyariatkan sejalan 
dengan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan individu 
maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, perbuatan markus 
dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. 

Sebenarnya, istilah perbuatan markus tidak disebut 
langsung dalam nas (sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan 
as-Sunnah), karena kasus dan perbuatan tersebut relatif baru. 
Namun, detail perbuatan tersebut dapat di-giyas-kan kepada per- 
buatan Yisywah' (menyuap yaitu membayar sejumlah uang untuk 
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). Adapun risywah 
merupakan perbuatan yang dilarang dan bahkan dilaknat dalam 
Islam. 

Secara umum, dapat dilihat dalam dua ayat Al-Qur'an 
tersebut di atas; ayat pertama (al-Bagarah/2: 188), tentang 
larangan memakan harta orang lain secara batil (tidak sah), 
sedangkan ayat kedua (al-Bagarah/2: 172), tentang anjuran 
untuk memakan rezeki Allah yang baik. Ayat pertama—secara 
tekstual —menggunakan kalimat wah; (larangan) secara tegas, yang 
berisi larangan untuk memakan harta orang lain secara batil. 
Apalagi jika mengadukannya kepada hakim agar dapat memakan 
harta orang lain dengan tidak benar, atau dengan kata lain 
menuntut sesuatu yang bukan haknya, namun dilakukan secara 
yuridis melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan ber- 
bagai muslihat seperti pembuktian palsu dan lainnya, sehingga 
hakim menjadi percaya kepadanya dan memenangkan kasusnya. 
Hal ini dilarang dengan tegas dalam nas. Sebaliknya, dalam ayat 
kedua, dianjurkan untuk memakan dari rezeki Allah yang baik 
dan bersyukur. Ayat ini secara tekstual, dapat dilihat dalam 
kalimatnya menggunakan kata perintah (fi ul-amr), dan kalimat 
didahului dengan kata seru “ya ayyuha4”. Kata seru tersebut 
diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga akhir 
ayat ditambahkan dengan kalimat “jika kalian menyembah 
kepada-Nya”. 

Perintah dalam kaidah usvilul-figh dapat berarti wajib, 
sunah, mubah, ataupun peringatan dan bimbingan. Kategori 
wajib, biasanya perintah yang diberikan berulang-ulang, atau 
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perintah yang disertai dengan ancaman jika tidak dilakukannya 
perbuatan yang diperintahkan tersebut. Adapun, kategori sunah, 
jika perintah tersebut tidak dengan ancaman, walaupun tingkatan 
sunah kemudian juga berbeda-beda. Adapun perintah menjadi 
mubah, jika sebelumnya ada kalimat larangan; atau jika suatu 
perbuatan sebelumnya dilarang dalam nas, tapi kemudian dipe- 
rintahkan, biasanya perintahnya tidak dipahami dengan wajib, 
melainkan tanda bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang lagi 
atau boleh dilakukan; dan seterusnya. 

Dua ayat tersebut, saling terkait dan saling mendukung. 
Ayat pertama jika dipahami dengan mwafbhim mukhalajah (argumentum 
a-contrario) dari larangan terhadap perbuatan memakan harta 
orang lain secara batil, berarti yang boleh dimakan adalah rezeki 
yang baik dan halal. Begitu juga ayat kedua dengan visa versa. 
Keduanya saling menguatkan bahwa memakan harta harus 
dengan jalan yang baik, tidak boleh dengan cara yang batil atau 
ilegal. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka perolehan 
uang atau harta dari perbuatan markus, dapat dikategorikan 
kepada harta yang batil atau ilegal dan tidak sah. Sehingga, tidak 
diperbolehkan dalam Islam. Jika perbuatan markus dikategori- 
kan kepada perbuatan risywah, maka ia jelas dilarang dalam 
Islam. Namun, sanksi atas pelanggarannya tidak dinyatakan 
secara jelas dalam nas. Sehingga, jika perbuatan markus dipida- 
nakan, termasuk dalam jarimah ta'gir (tindak pidana yang jenis 
dan hukumannya belum ditentukan dalam nas, kemudian 
diserahkan kepada penguasa). 

Dalam wacana hukum pidana Islam, suatu perbuatan 
dipidanakan atau dianggap sebagai perbuatan pidana (kriminal/ 
jarimah/ delik), jika perbuatan tersebut telah disebutkan la- 
rangannya disertai dengan ancaman sanksi yang tegas dalam nas. 
Kategori tersebut adalah yang disebut sebagai jarimah þudüd, 
yaitu perbuatan pidana yang jenis dan sanksinya telah 
disebutkan secara tegas dan jelas dalam nas. Namun, kategori 
jarimah yang lain adalah suatu yang dapat dianggap sebagai 
jarimah, namun jenis dan sanksinya belum ditentukan secara 
tegas dalam nas (yang kemudian disebut dengan jarimah ta Zin. 
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Kategori ta gir ini menjadi sisi fleksibilitas dari kriminalisasi 
(mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai suatu tindak kriminal) 
dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan 
manusia yang semakin kompleks, begitu juga kebutuhan dan 
perkembangan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan 
kemajuan dan kompleksitas fasilitas yang ada. Sehingga, segala 
perbuatan yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat dan 
tidak seiring dengan kemaslahatan, dapat dianggap sebagai 
tindak kriminal. Kategori tindak pidana zair ini, hukumannya 
belum ditentukan dalam nas, dan hukuman untuk za gr diserah- 
kan kepada penguasa. Dengan demikian, hukuman untuk markus 
ini juga diserahkan kepada penguasa, karena dalam nas, larangan 
atau laknat tersebut tidak disertai dengan ancaman hukuman 
yang tegas. 

Jika dianalogikan markus dengan mengambil harta orang 
lain secara ilegal dengan mencuri, maka markus ini lebih dari 
sekadar mencuri. Karena dengan perbuatan markus ini, stabilitas 
dan kemaslahatan umum menjadi terganggu, dan keadilan tidak 
dapat ditegakkan. Perbuatan markus lebih dapat dianalogikan 
kepada perbuatan melawan penguasa atau menentang kepentingan 
umum. Karena yang dirugikan dari perbuatan tersebut bukan 
hanya individu seperti pencurian dan pembunuhan, melainkan 
individu dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga, jika pun 
perbuatan markus dihukumi dengan ta gir, tentunya hukuman- 
nya akan lebih berat dari hukuman pencurian yang hanya 
merugikan kepentingan individu saja. 

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perbuatan markus dapat digolongkan kepada jenis perbuatan 
risywah dalam hukum Islam. Sehingga, perbuatan markus dilarang 
dan bahkan dilaknat. Jika perbuatan markus ini dilihat dari segi 
hukum pidana Islam, maka termasuk dalam kategori tindak 
pidana (jarimah) fair, yaitu tindak pidana yang jenis dan 
hukumannya belum ditegaskan dalam nas, melainkan diserahkan 
penentuan pidana dan pemidanaannya kepada penguasa. 
Sehingga, markus dapat diatur sebagai perbuatan pidana, dan 
hukumannya hendaknya ditentukan oleh penguasa sebagai 
hukuman yang relatif berat. Karena markus tidak sekadar hanya 
merugikan kepentingan individu seperti pencurian, melainkan 
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markus merugikan individu dan banyak orang, bahkan dapat 
mengganggu stabilitas masyarakat. Dengan markus, keadilan 
tidak dapat diwujudkan dan hukum tidak dapat ditegakkan. 
Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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